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ABSTRACT

The labor market in Indonesia shows a variety of problems both on the supply side
and demand side, and also shows an association of labor market issues, economic growth
and human capital in agricultural and non-agricultural sectors. Overcoming the problem of
excess labor force in the agricultural sector will not be resolved without the participation of
non-agricultural sector in the analysis of problem solving.

The objectives of this study are: (1) to analyze performance of economic growth
and labor market of agricultural and non agricultural sectors in Indonesia, (2) to analyze
the impact of changes in the quality of human capital, the sources of economic growth,
government policies and external factors to economic growth and agricultural and non-
agricultural labor markets in Indonesia, and (3) to predict the growth of the labor market,
economic growth and human capital in Indonesia from 2012 to 2015.

The result of this study shows that (1) the movement of labor markets, economic
growth, and quality of human capital is highly influenced by decreasing interest rate;
increasing education and health budgets, expenditure of regional (transfer to the regions),
subsidies, and agricultural production, that drives the movement of the labor force supply
and labor demand. Wage is not a affective factor that influence performance of labour
market, economic growth, and human capital, (2) there are a number of policy
alternatives that are more decisive and without adding to the suffering of the people such
as through compensation with budget allocations for education, health budget, expenditure
to the region and interest rates, minimum wage policy. The simulation results show the
amount of the policy role of the agricultural sector in improving labor market performance
and economic growth, and (3) the simulation results without ex-ante forecasting policy
alternatives in the period 2012-2015 shows that the estimated growth of labor force supply
and demand has not been balanced.

Key Words: Economic Growth, Agricultural Labor Market, NonAgricultural Labor
Market, Human Capital



ABSTRAK

Pasar tenaga kerja di Indonesia memperlihatkan adanya berbagai persoalan baik
pada sisi supply maupun pada sisi demand, dan juga menunjukkan adanya keterkaitan
persoalan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia sektor pertanian
dan nonpertanian. Penanggulangan persoalan kelebihan angkatan kerja di sektor pertanian
tidak akan terselesaikan tanpa mengikutsertakan sektor non pertanian dalam analisis
pemecahan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keragaan pertumbuhan ekonomi
dan pasar kerja sektor pertanian serta non pertanian di Indonesia, (2) menganalisis dampak
perubahan mutu modal manusia, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, kebijakan
pemerintah dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja pertanian
dan non pertanian di Indonesia, (3) meramalkan pertumbuhan pasar kerja, pertumbuhan
ekonomi dan mutu modal manusia di Indonesia tahun 2012 — 2015.

Hasil analisis menunjukkan pergerakan pasar kerja lebih banyak dipengaruhi oleh
kebijakan penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, belanja
daerah (transfer ke daerah), subsidi, dan produksi pertanian yang mendorong pergerakan
pada penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja, bukan karena perubahan
upah, (2) Kombinasi simulasi historis peningkatan upah minimum, penurunan suku bunga,
peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan produksi pertanian, penurunan subsidi
memberikan dampak paling baik terhadap kinerja pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi
sektor pertanian serta sektor non pertanian yang dibarengi dengan perbaikan mutu modal
manusia. Kombinasi kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan
pekerja, namun juga meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan (3) Hasil simulasi peramalan ex-ante tanpa alternatif
kebijakan memperlihatkan bahwa pada periode 2012-2015 diperkirakan pertumbuhan
penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja belum seimbang.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Kerja Pertanian, Pasar Kerja Non
Pertanian, dan Mutu Modal Manusia
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SUMMARY

DESSY ADRIANI. Economic Growth, Agricultural and NonAgricultural Labor Markert
Performance linkeged to Human Capital in Indonesia. Promotor ANDY MULYANA, Co-
Promotor AMRUZI MINHA and NURLINA TARMIZI

The labor market in Indonesia shows a variety of problems both on the supply side
and demand side, and also shows an association of labor market issues, economic growth
and human capital of agricultural and non-agricultural sectors. Overcoming the problem of
excess labor force in the agricultural sector will not be resolved without the participation of
non-agricultural sector in the analysis of problem solving. The objectives of this study are:
(1) To analyze performance of economic growth and job market of agricultural and non
agricultural sectors in Indonesia, (2) To analyze the impact of changes in the quality of
human capital, the sources of economic growth, government policies and external factors
to economic growth and agricultural and non-agricultural employments in Indonesia, and
(3) To predict the growth of the labor market, economic growth and quality of human
capital in Indonesia from 2012 to 2015.

This study uses times series data for 20 years from 1990 to 2009. The data used in this
study mostly obtained from the National Labour Force Survey (SAKERNAS) Central
Bureau of Statistics. Research model is developed in the form of simultaneous equations
system consisting of 71 equations, namely 56 structural equations and 15 identity
equations. In general, the model is divided into three blocks, namely: (1) Labor Market, (2)
Economic Growth, and (3) Human Capital. Simulation analysis conducted to determine the
impact of government policy on the endogenous variables. Forecasting conducted in this

study is the ex-ante forecasting from 2012 to 2015.
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The result of this study shows that (1) Wage is not a factor that significantly
influenced supply and demand for educated and not educated workforce in rural and urban
areas. Interest rate, education budget, health budget, expenditure to the region, agricultural
production are some factor that significantly influenced Suplly and demand in labor
market, (2) The minimum wage policies tend to have no effective influence wage
increases. But in context, wage policy has yet to significantly influence the increase in
labor income. The fiscal instrument is not enough to improve labor market performance.
Monetary instrument is required to continue to drive economic growth, investment and
ultimately lead to improved performance in the labor market. Subsidy reduction policy
should be coupled with other policy. There are a number of other policy alternatives that
are more decisive and without adding to the suffering of the people such as through
compensation with budget allocations for education, health budget, expenditure to the
region and interest rates, minimum wage policy. The simulation results show the amount
of the policy role of the agricultural sector in improving labor market performance and
economic growth. (3) The simulation results without ex-ante forecasting policy alternatives
in the period 2012-2015 shows that the estimated growth of labor force supply and demand
has not been balanced. This is evident from the growth of labor force supply by 2.050
percent and the added worker increased by 2.880 percent, while labor demand only grew
by 3.056 per cent. This condition causes the unemployment rate continues to increase by

3.220 percent during the period 2012-2015.
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DESSY ADRIANI. Analisis Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Kerja Pertanian dan
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MULYANA, C-Promotor AMRUZI MINHA and NURLINA TARMIZI
Pasar tenaga kerja di Indonesia memperlihatkan adanya berbagai persoalan baik

pada sisi supply maupun pada sisi demand, dan juga menunjukkan adanya keterkaitan

persoalan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia sektor pertanian
dan nonpertanian. Penanggulangan persoalan kelebihan angkatan kerja di sektor pertanian
tidak akan terselesaikan tanpa mengikutsertakan sektor non pertanian dalam analisis
pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis keragaan
pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja sektor pertanian serta non pertanian di Indonesia,

(2) Untuk menganalisis dampak perubahan mutu modal manusia, sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan

ekonomi dan pasar kerja pertanian dan non pertanian di Indonesia, (3) Meramalkan
pertumbuhan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia di Indonesia

tahun 2012 — 2015.

Penelitian ini menggunakan data Times Series selama 20 tahun dari tahun 1990-20009.
Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar diperolen dari hasil Survey
Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Biro Pusat Statistik. Model penelitian disusun
dalam bentuk sistem persamaan simultan yang terdiri dari 71 persamaan, yaitu 56
persamaan struktural dan 15 persamaan indentitas. Secara umum model dibagi dalam tiga
blok yaitu: (1) Pasar Kerja, (2) Pertumbuhan Ekonomi, dan (3) Mutu Modal Manusia.
Analisis simulasi dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap
peubah-peubah endogen. Peramalan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

peramalan tahun 2012-2015 (Ex-ante Forecasting).
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Hasil analisis menunjukkan upah bukan merupakan faktor yang mempengruhi
penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di
pedesaan dan perkotaan. Pergerakan pasar kerja lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan
penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, belanja daerah
(transfer ke daerah), subsidi, dan produksi pertanian yang mendorong pergerakan pada
penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja, (2) Kombinasi simulasi historis
peningkatan upah minimum, penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan,
peningkatan produksi pertanian, penurunan subsidi memberikan dampak positif terbesar
terhadap kinerja pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian serta sektor non
pertanian yang dibarengi dengan perbaikan mutu modal manusia. Kombinasi kebijakan ini
tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun juga meningkatkan
keuntungan perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan (3) Hasil
simulasi peramalan ex-ante tanpa alternatif kebijakan memperlihatkan bahwa pada periode
2012-2015 diperkirakan pertumbuhan penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga
kerja belum seimbang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penawaran angkatan kerja
sebesar 2,505 persen dan added worker meningkat sebesar 2,880 persen, sementara
permintaan tenaga kerja hanya tumbuh sebesar 3,056 persen. Kondisi ini menyebabkan
angka pengangguran terus meningkat sebesar 3,220 persen selama kurun waktu 2012-

2015.
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ABSTRACT

The labor market in Indonesia shows a variety of problems both on the supply
side and demand side, and also shows an association of labor market issues, economic
growth and human capital in agricultural and non-agricultural sectors. Overcoming
the problem of excess labor force in the agricultural sector will not be resolved
without the participation of non-agricultural sector in the analysis of problem solving.

The objectives of this study are: (1) to analyze performance of economic
growth and labor market of agricultural and non agricultural sectors in Indonesia, (2)
to analyze the impact of changes in the quality of human capital, the sources of
economic growth, government policies and external factors to economic growth and
agricultural and non-agricultural labor markets in Indonesia, and (3) to predict the
growth of the labor market, economic growth and human capital in Indonesia from
2012 to 2015.

The result of this study shows that (1) the movement of labor markets,
economic growth, and quality of human capital is highly influenced by decreasing
interest rate; increasing education and health budgets, expenditure of regional
(transfer to the regions), subsidies, and agricultural production, that drives the
movement of the labor force supply and labor demand. Wage is not a affective factor
that influence performance of labour market, economic growth, and human capital,
(2) there are a number of policy alternatives that are more decisive and without
adding to the suffering of the people such as through compensation with budget
allocations for education, health budget, expenditure to the region and interest rates,
minimum wage policy. The simulation results show the amount of the policy role of
the agricultural sector in improving labor market performance and economic growth,
and (3) the simulation results without ex-ante forecasting policy alternatives in the
period 2012-2015 shows that the estimated growth of labor force supply and demand
has not been balanced.

Key Words: Economic Growth, Agricultural Labor Market, NonAgricultural
Labor Market, Human Capital
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ABSTRAK

Pasar tenaga kerja di Indonesia memperlihatkan adanya berbagai persoalan
baik pada sisi supply maupun pada sisi demand, dan juga menunjukkan adanya
keterkaitan persoalan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia
sektor pertanian dan nonpertanian. Penanggulangan persoalan kelebihan angkatan
kerja di sektor pertanian tidak akan terselesaikan tanpa mengikutsertakan sektor non
pertanian dalam analisis pemecahan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keragaan pertumbuhan
ekonomi dan pasar kerja sektor pertanian serta non pertanian di Indonesia, (2)
menganalisis dampak perubahan mutu modal manusia, sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi, kebijakan pemerintah dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi
dan pasar kerja pertanian dan non pertanian di Indonesia, (3) meramalkan
pertumbuhan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia di
Indonesia tahun 2012 — 2015.

Hasil analisis menunjukkan pergerakan pasar kerja lebih banyak dipengaruhi
oleh kebijakan penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan dan
kesehatan, belanja daerah (transfer ke daerah), subsidi, dan produksi pertanian yang
mendorong pergerakan pada penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja,
bukan karena perubahan upah, (2) Kombinasi simulasi historis peningkatan upah
minimum, penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan
produksi pertanian, penurunan subsidi memberikan dampak paling baik terhadap
kinerja pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian serta sektor non
pertanian yang dibarengi dengan perbaikan mutu modal manusia. Kombinasi
kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun juga
meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional dan (3) Hasil simulasi peramalan ex-ante tanpa alternatif kebijakan
memperlihatkan bahwa pada periode 2012-2015 diperkirakan pertumbuhan
penawaran angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja belum seimbang.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Kerja Pertanian, Pasar Kerja Non
Pertanian, dan Mutu Modal Manusia
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi seyogyanya merupakan konsep normatif yang mengejawantah
dalam praksis (proses dimana suatu teori, pelajaran, atau keterampilan yang berlaku
dipraktekkan, diwujudkan dan disadari) nilai-nilai. Pembangunan ekonomi dibangun oleh
dua hal yang harus ada secara bersama, yaitu value (nilai) dan improvement (perbaikan).
Kedua hal ini saling berkait dan saling memberi isi. Pembangunan ekonomi, dengan
demikian, adalah perjuangan nilai-nilai dalam mewujudkan perbaikan bersama. Dalam
perspektif ini, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak pernah bersifat tunggal tetapi
komposit. Ukuran keberhasilan tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif, tidak hanya
masa kini tetapi juga masa datang. Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk kelompok tetapi
untuk bersama, tidak hanya untuk sektor dalam wilayah tertentu tetapi juga untuk semua
sektor dan wilayah keseluruhan dari suatu entitas negara atau entitas kewilayahannya lainnya.
Pembangunan dimiliki secara bersama oleh masyarakat (Yudhoyono, 2004).

Kita seringkali terperangkap untuk mengartikan pembangunan ekonomi hanya sebagai
pembangunan kapitalis dimana pembangunan ekonomi hanya sekedar upaya mengejar
pertumbuhan semata; suatu realitas pembangunan ekonomi yang jauh dari konteks konsepsi
pembangunan ekonomi di atas. Praksis pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa inilah
kenyataan yang terjadi; atau dengan kata lain paling tidak terlalu banyak aspek
pembangunan ekonomi yang disubordinasikan pada pertumbuhan kapital. Oleh karena itu,
materialisasi dan segmentasi pembangunan yang seperti ini — baik dari sisi sudut pandang

pengembangan sektor, wilayah, maupun kelompok masyarakat — akan melahirkan
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pembangunan ekonomi yang non-developmental. Artinya pembangunan ekonomi telah lepas
dari hakekatnya yaitu improvement and value exercise. yaitu pembangunan ekonomi yang
telah mengalami pereduksian nilai.

Dengan adanya pereduksian makna dan praksis pembangunan ekonomi sebagaimana
diungkapkan di atas, pembangunan ekonomi telah terperangkap mengorientasikan segala
upaya untuk mengejar pertumbuhan fisik tersebut. Dengan demikian dapat dimengerti bila
pembangunan ekonomi selama ini bersifat bias ke perkotaan, ke industri manufaktur, dan
dalam rangka pembangunan yang lebih bersifat konglomeratif. Hal ini dilakukan karena
diyakini melalui hal-hal tersebutlah pertumbuhan ekonomi lebih cepat dapat dipacu.

Tujuan pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi umumnya ditujukan hanya
untuk merubah struktur perekonomian ke arah yang bersifat bias ke perkotaan, ke industri
manufaktur, dan dalam rangka pembangunan yang lebih bersifat konglomeratif. Todaro
(2000) mengungkapkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi memuat tiga hal penting yaitu:
(1) pertumbuhan output yang lebih cepat, (2) perubahan struktur ekonomi, (3) pengurangan
jumlah orang miskin, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan
keseimbangan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi
keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu indikator yang amat penting
dalam menilai kinerja suatu pembangunan ekonomi, terutama untuk melakukan analisis
tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah.
Pembangunan dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa
meningkat dari tahun sebelumnya. Gambar 1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1976-

2007 PDB nasional atas dasar harga berlaku telah meningkat dari Rp20.360 miliar tahun 1976
2



menjadi Rp3.845.215 miliar tahun 2007. Sedangkan menurut harga konstan 2000, PDB
nasional telah bertambah dari Rp417.761 miliar menjadi Rp1.907.665 miliar dalam masa
waktu yang bersamaan. Dengan demikian, sepanjang periode 1977-2007 Indonesia telah

mencatat laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,90% per tahun.
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Sumber : BPS (2008), diolah.

Gambar 1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 1976-2007.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti yang disajikan
dalam Gambar 1, juga tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan. Keberhasilan tersebut
secara tidak langsung mengorbankan pedesaan, sektor pertanian, dan ekonomi masyarakat
secara umum. Dengan kata lain, proses pembangunan telah melahirkan persoalan disparitas
dan ketidakadilan yang membebani sektor pertanian dan pedesaaan. Tabel 1 selanjutnya

menyajikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sejak tahun 2002 sampai dengan 2007
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sebenarnya sudah didominasi oleh sektor non pertanian. Jika dibandingkan antara tahunnya,
akan dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian semakin lama semakin kecil dengan
terus meningkatkan dominasi sektor non pertanian. Selanjutnya Tabel 1 juga menyajikan
bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih sangat besar (> 40 %) jika
dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Hal ini memperlihatkan adanya
ketidakseimbangan antara besarnya input tenaga kerja dengan output yang dihasilkan.
Sebaliknya di sektor non pertanian (industri dan jasa) kenaikan penyerapan tenaga kerja

terjadi relatif lambat.

Tabel 1. Struktur Produk Domestik Brutto atas Dasar Harga Konstan dan Kesempatan Kerja
Menurut Sektor di Indonesia, 2002-2007 (%)

Produk Domestik Brutto (%0) Kesempatan Kerja (%)
Tahun  Pertanian  Industri Jasa Pola Pertanian  Industri Jasa Pola
(P) (1) ) P) (1) J)
2002 15,53 50,64 33,83 1-J-P 44,34 23,86 31,80 P-J-1
2003 15,25 50,52 34,23 1-J-P 46,27 23,02 30,72 P-J-1
2004 14,35 51,40 34,24 1-J-P 43,33 23,85 32,82 P-J-1
2005 13,11 53,50 33,38 1-J-P 44,04 23,82 32,14 P-J-1
2006 12,95 54,60 32,45 1-J-P 42,05 24,52 33,44 P-J-1
2007 13,83 54,12 32,05 1-J-P 43,99 23,24 32,76 P-J-1

Sumber : Statistik Indonesia. BPS . 2003-2008. diolah.

Dari segi kontribusi terhadap PDB, sektor non pertanian telah melampaui sektor non
pertanian (Pola 1-J-P). Namun dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tetap
dijejali dengan tenaga kerja dalam jumlah besar (Pola P-J-1). Kelebihan tenaga kerja sektor
pertanian juga merupakan beban bagi sektor pertanian, artinya produksi dan pendapatan
sektor pertanian harus dibagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Hal ini apabila tidak
diantisipasi akan dapat menyebabkan pemiskinan dan ekspolitasi sumberdaya manusia di
sektor pertanian. Lebih lanjut akan terjadi kenaikan angka pengangguran di Indonesia akibat
tidak tersedianya kesempatan kerja yang memadai (Fenomena Growth-Unemployment

Puzzle) seperti yang dikemukakan oleh Cooper (2005) dalam Siregar,H. (2006).
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Uraian tersebut setidaknya menunjukkan ukuran yang paling nyata dari lemahnya
pemaknaan dan praksis pembangunan yang telah berlangsung selama ini, yang hanya
berfokus pada pembangunan kapitalistis, yang mendorong lahirnya pengangguran dan
kemiskinan terutama di pertanian (pedesaan). Ketertinggalan pertanian dan pedesaan
terhadap industri dan perkotaan telah menjadi keniscayaan dalam pembangunan ekonomi;
dengan kontribusi sebesar 13,83 persen terhadap PDB riil tahun 2007 (urutan ketiga setelah
sektor industri 54,12 persen dan sektor jasa 32,05 persen) dan menyerap sekitar 43, 99 persen
penduduk yang bekerja (tertinggi dibanding sektor lainnya); ternyata sektor pertanian masih
menyisakan penduduk miskin sebesar 23,609 juta orang. Jumlah penduduk miskin ini hampir
mencapai 63,519 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2007 (Badan
Pusat Statistik, 2007). Siregar (2006) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang cepat
barulah merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan laju
pengangguran, tetapi hal itu dipandang belum cukup (not sufficient). Syarat kecukupannya
adalah peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  Menurutnya, laju
pengangguran akan dapat diturunkan secara cepat apabila pertumbuhan ekonomi dipacu pada
sektor padat karya. Sektor-sektor yang dimaksud adalah terutama sektor pertanian dalam arti

luas dan industri pertanian (agroindustri).



n 11,10 s
10,85 f—
= 11
= 10,55 L
f -
= 11 4 10,25 L 43 E
= =
S E 10 _ P B
= - » L 10 B
== 104 %43 9,26 2=
S5 104 101 103 ‘ ' L s §
S 9,75 2
= 9 | -8 =
= 8,46 814 | - =
— =
= g | =
- B
g8 5
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah Pengangguran Terbuka —&— Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional. 2004-2009. BPS, Diolah

Gambar 2. Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2004 — 2009 (dalam %)

Pengangguran di Indonesia, berdasarkan Gambar 2, menjadi masalah yang terus
menerus tak terselesaikan. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di
Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5,7 persen. Kondisi
tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi, pada tahun 2007 mencapai 9,75 persen
sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus masih tinggi seperti

terlihat pada Gambar 2.

Fenomena perubahan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan depresi,
sebagai bagian dari sebuah siklus bisnis (bussiness cycle) ternyata juga berdampak pada pasar
kerja. Pada hakekatnya, perubahan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai bagian
dari siklus bisnis. Dengan terbatasnya kesempatan kerja, maka seseorang dapat memutuskan
untuk tidak bekerja hingga selesai krisis atau sebaliknya kondisi tersebut mendorong
munculnya angkatan kerja baru di pasar tenaga kerja. Kondisi pertama disebut discourage-
worker yang akan mengakibatkan angkatan kerja menurun. Adapun kondisi kedua disebut
sebagai added-worker yang akan mendorong jumlah angkatan kerja meningkat (Borjas,

1996). Diperkirakan kondisi pertama diduga jarang ditemukan di Indonesia, tetapi kondisi
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kedua diduga banyak terjadi di Indonesia. Hal ini karena latar belakang ekonomi tenaga kerja
di Indonesia yang umumnya belum mapan. Pilihan keputusan tidak bekerja meski dengan
peluang kecil mungkin dilakukan tetapi lebih karena alasan khusus seperti melanjutkan
pendidikan atau kepentingan keluarga, sedangkan fenomena added-worker diduga berkaitan
dengan tingginya angka pengangguran. Gambar 2 menunjukkan tingkat pengangguran pada
tahun 2007 telah mencapai 9,75 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1994 sebesar
2 persen. Hal ini berarti selama kurun waktu sepuluh tahun tingkat pengangguran meningkat
hampir 500 persen . Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran
yang tinggi ini terjadi juga karena adanya perbedaan mutu modal manusia yang dimiliki oleh

tenaga kerja kita.

Added worker adalah jumlah penduduk yang mencari kerja dan sebelumnya belum pernah bekerja, sementara Discourage
worker yaitu jumlah penduduk usia kerja yang tidak mencari kerja dengan alasan putus asa karena tingginya jumlah
pengangguran (Connell et al, 2001 dan Borjas, 2005)

Terhambatnya transformasi struktural tenaga kerja, tidak hanya disebabkan karena sedikitnya
lapangan kerja yang disediakan oleh sektor non pertanian tetapi disebabkan juga oleh tidak
terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor non pertanian.

Tabel 2 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan
pendidikan. Dilihat dari distribusi berdasarkan struktur pendidikan pada Gambar 4, maka
persentase untuk penduduk tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD, dan tamat Sekolah
Dasar (SD) masing-masing sebesar 5,322 persen dan 21,774 persen (mencapai total 27,096
persen). Selanjutnya, pengangguran dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama (SMTP) mencapai 22,617 persen dan yang yang berpendidikan Sekolah Menengah
Umum (SMU) sebanyak 40,660 persen. Sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan
Diploma dan Sarjana (S1) masing-masing 3,967 dan 5,660 persen. Kondisi ini menunjukkan
bahwa, secara umum pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran yang tidak

terdidik.



Tabel 2. Angka Pengangguran di Indonesia, 2007

No. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Jumlah (Orang) Per?((;,/:)tase
1 Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD 532.820,00 5,322
2 Sekolah Dasar 2.179.792,00 21,774
3 SLTP 2.264.198,00 22,617
4 SLTA (Umum dan Kejuruan) 4.070.553,00 40,660
5 Diploma I/11/111/Akademi 397.191,00 3,967
6 Universitas 566.588,00 5,660

Total 10.011.142,00

Sumber: Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional. 2007. BPS.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada sisi supply, sebagian besar penduduk usia
kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan produktivitas yang relatif rendah, dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini tidak terlepas dari tingkat investasi
pada sektor human capital yang tidak mampu memberikan hasil optimal. Rendahnya
produktivitas tenaga kerja tidak lain disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk
memperoleh pendidikan dan kesehatan, karena jangankan untuk memperoleh pendidikan dan
kesehatan yang baik, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (basic needs) saja relatif sulit
dilakukan. Sehubungan dengan itulah maka investasi pendidikan dan kesehatan sangat
penting bagi perbaikan kualitas pekerja. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi
sumberdaya manusia yang penting dalam usaha untuk meningkatkan produktfitas tenaga
kerja. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan
ketrampilan yang memadai. Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan

juga merupakan elemen penting dalam memerangi kemiskinan.

Selanjutnya pada sisi permintaan, kondisi ketenagakerjaan juga tidak memberikan
gambaran yang memadai. Kapasitas produksi sektor pertanian, misalnya, sudah mencapai

kondisi marjinal dimana penambahan input tenaga kerja justru akan menimbulkan inefisiensi.
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Pada sektor modern, permintaan tenaga kerja yang jumlahnya lebih terbatas justru menuntut
kemampuan dan kualifikasi yang relatif tinggi yang mana hampir tidak dapat dipenuhi oleh
sebagian besar pencari kerja. Hampir sebagian besar kesempatan kerja yang terbuka pada
sektor modern (industri, jasa, dan perdagangan) merupakan pekerjaan ‘kelas rendah’, yang
kemudian diisi oleh mereka yang memiliki kualifikasi terbatas. Dengan demikian cukup
mudah dipahami apabila tenaga kerja Indonesia umumnya hanya mampu menikmati upah

yang rendah pula (The Smeru Research Team, 2004).

Uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia
memperlihatkan adanya berbagai persoalan baik pada sisi supply maupun pada sisi demand,
serta adanya keterkaitan persoalan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal
manusia sektor pertanian dan nonpertanian. Penanggulangan persoalan kelebihan angkatan
kerja di sektor pertanian tidak akan terselesaikan tanpa mengikutsertakan sektor non pertanian
dalam analisis pemecahan masalah. Didasari latar belakang tersebut, maka penelitian ini
dilaksanakan untuk menganalisis lebih dalam keterkaitan diantara berbagai variabel di kedua
sektor tersebut dalam rangka menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang relevan antara sektor
pertanian dan non pertanian. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini juga memasukkan
aspek kualitas sumberdaya manusia sebagai salah satu faktor penentu permintaan dan

penawaran tenaga kerja di pasar kerja.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan pengangguran memiliki banyak dimensi
pokok, yakni permasalahan yang berkaitan dengan pasar kerja, sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi, serta kualifikasi tenaga kerja. Dengan mengkaji secara dalam pokok persoalan di
atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan sebagai berikut:

9
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1. Bagaimana keterkaitan pertumbuhan ekonomi, pasar kerja sektor pertanian dan non
pertanian serta mutu modal manusia di Indonesia?

2. Sejauh mana kebijakan pemerintah dapat mengatasi persoalan pengangguran, rendahnya
kualifikasi pekerja serta persoalan disparitas dan ketidakadilan yang membebani sektor
pertanian ?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi, pasar kerja dan mutu modal manusia pada tahun 2012-

2015 masih bersifat padat modal (capital intensive) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis keragaan pasar kerja dan
kaitannya dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia antara
sektor pertanian dan non pertanian di Indonesia. Secara khusus penelitian ini diarahkan

untuk menjawab beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis keragaan pertumbuhan ekonomi, pasar kerja sektor pertanian dan non
pertanian serta mutu modal manusia di Indonesia.

2. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pasar kerja
pertanian dan non pertanian serta mutu modal manusia di Indonesia.

3. Meramalkan pertumbuhan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia
di Indonesia tahun 2012 — 2015.
Hasil penelitian ini diharapkan secara umum akan dapat memberikan mengenai gambaran

keragaan pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja sektor pertanian-non pertanian dan kaitannya

mutu modal manusia di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini secara khusus bermanfaat

dalam pengembangan:
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1. Dari sisi aspek penyusunan kebijakan, yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi
mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja dan dikaitkan dengan mutu modal
manusia, serta dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil
keputusan dalam menentukan kebijakan perluasan, pemerataan kesempatan kerja dan
migrasi  serta sebagai stimulan dan pembanding bagi penelitian ketenagakerjaan
selanjutnya.

2. Dari sisi aspek keilmuwan, vyaitu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan teori dan aplikasi IImu Ekonomi Makro dan Ekonomi Sumberdaya
Manusia. Penelitian ini dibangun berdasarkan hasil studi deduksi terhadap penelitian
terdahulu yang dilaksanakan peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan
dengan mengembangkan model analisis makro pasar kerja dan mengaitkan pertumbuhan

ekonomi serta perkembangan mutu modal manusia.

D. Asumsi, Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

Asumsi penelitian adalah: (1) Model penelitian dibangun pada asumsi pasar persaingan
sempurna, dimana kebijakan UMR berada di atas keseimbangan pasar; (2) Migrasi
internasional diasumsikan tidak berpengaruh terhadap pergerakan pasar kerja dalam negeri,
(3) Model penelitian dibangun dalam kondisi ekonomi normal (tanpa krisis ekonomi); dan (4)
Earning (pendapatan) diproksi dari besaran nilai wage (upah) pekerja.

Ruang lingkup penelitian ini adalah:
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Penelitian ini dilaksanakan dalam skala nasional dengan disgregasi sektoral, disagregasi
wilayah (pedesaan dan perkotaan), dan disagregasi pendidikan (terdidik dan tidak
terdidik).
Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi subsektor
tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
Sektor non pertanian yang dimaksud adalah sektor industri dan jasa.
Penelitian ini menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat, dan
belum mengaitkannya dengan sisi permintaan agregat.
Dampak kebijakan dan faktor eksternal yang diteliti adalah hasil analisis simulasi.
Peramalan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ex-ante simulation yaitu
peramalan yang berkaitan dengan kemungkinan kondisi yang akan terjadi di masa
datang.

Selanjutnya keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang agregatif dan belum membedakan dan
merinci berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat umur, jenis kelamin, status pekerjaan, jenis
pengusahaan dan jenis komoditi
Data survey angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dianalisis adalah data penduduk

berusia lima belas tahun ke atas.
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Il. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pasar Kerja

Adriani (2000) menyatakan pasar kerja adalah seluruh aktifitas dari pelaku-pelaku
yang mempertemukan pencari kerja dan kesempatan kerja atau bertemunya antara penawaran
tenaga kerja dan permintaan kerja. Pelaku-pelaku tersebut terdiri dari: (1) Pengusaha yang
membutuhkan pekerja, dan (2) Pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Proses interaksi
diantara keduanya memerlukan waktu yang lama karena baik pencari kerja maupun
kesempatan kerja bersifat tidak homogen dan informasi mengenai keragaman tersebut sangat
terbatas. Pencari kerja ingin memperoleh pekerjaan dengan kondisi yang paling baik dan
pengusaha ingin mencari pekerja yang paling cocok untuk mengisi lowongan kerja yang
tersedia.

Keseimbangan pasar kerja mencerminkan adanya kesesuaian dari interaksi antara
penawaran tenaga kerja (labor supply) dan permintaan tenaga kerja (labor demand).
Dinamika pasar kerja ditentukan perubahan-perubahan yang terjadi pada kedua sisi dari pasar
kerja tersebut. Secara umum, pasar kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah, pertumbuhan
penduduk atau angkatan kerja, migrasi, inflasi, pengangguran, pendapatan masyarakat dan
lain sebagainya.

a. Penawaran Tenaga Kerja

Menurut Rubi (2003), model penawaran tenaga kerja dibangun dengan asumsi bahwa
pekerja akan memilih kombinasi jam kerja dan pendapatan dengan tujuan untuk
memaksimumkan kepuasan (utility) mereka dengan kendala jumlah jam yang tersedia dalam

sehari. Model penawaran tenaga kerja menganggap bahwa jam bekerja adalah merupakan
12
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barang yang tidak disukai, tetapi dengan bekerja akan memberikan pendapatan. Sedangkan
jam tidak bekerja, disebut dengan waktu luang (leisure time), merupakan barang yang disukai.
Dengan demikian maksimisasi kepuasan akan ditentukan dari pendapatan dan waktu luang.

Menurut Sukirno (2000), dalam kasus tenaga Kkerja, kurva penawaran dapat
melukiskan: (1) jumlah tenaga kerja maksimum yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga
kerja pada berbagai kemungkinan tingkat upah untuk tiap periode waktu, dan (2) tingkat upah
minimum yang bersedia diterima tenaga kerja pada setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja.

Lebih lanjut Gambar 3 menyajikan bahwa sumbu datar kurva penawaran tenaga kerja
pada Gambar 3.a. menunjukkan jam kerja dan beristirahat yang dapat dinikmati seseorang
dalam satu hari dengan jumlah waktu sebanyak 24 jam (dilihat dari sebelah kanan ke Kkiri).
Garis lurus W,, W;, W, menunjukkan tiga alternatif tingkat upah pekerja, yaitu nilai upah
yang dibayar untuk setiap jam kerja. Garis upah yang semakin tinggi menggambarkan tingkat
upah yang semakin tinggi pula (W, > W; > W;). Kurva U,, U;, U, menggambarkan tingkat
kepuasan yang dinikmati dari memilih berbagai kombinasi masa bekerja dan beristirahat.
Kurva U yang semakin tinggi menggambarkan bahwa pekerja menikmati kepuasan yang lebih
tinggi (U, > U; > Up). Kepuasan maksimum akan dicapai apabila kurva indiferen
menyinggung garis pendapatan.

Dengan demikian Gambar 3.b. menunjukkan pekerja tersebut mencapai kepuasan
dalam membagi waktu diantara istirahat dan bekerja pada titik A yang menggambarkan
bahwa ia bekerja selama 6 jam dan beristirahat selama 18 jam. Jumlah upah yang diterima
tersebut adalah Wy.  Kenaikan upah menjadi W; menyebabkan kepuasan pekerja bergerak ke
titik B yang menggambarkan ia akan bekerja selama 10 jam dan 14 jam lainnya untuk

beristirahat, demikian pula untuk titik C.
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Gambar 3. Penentuan Kurva Penawaran Tenaga Kerja
(Sukirno, 2000)

Selanjutnya pada Gambar 4 dimana titik A, B, dan C masing-masing menunjukkan
hubungan tingkat upah dengan jumlah jam kerja yang ditawarkan seorang pekerja. Apabila
dibuat suatu kurva melalui titik-titik tersebut akan diperoleh kurva penawaran tenaga kerja
yang akan diberikan oleh seorang pekerja. Perubahan upah akan memunculkan dua efek
secara simultan yaitu efek pendapatan (income effect) dan efek substitusi (substitution effect).
Efek mana yang dominan tergantung pada persepsi individu atau pekerja terhadap bekerja dan
waktu luang; apakah waktu luang atau bekerja dianggap sebagai barang inferior atau barang
normal. Pada awalnya bekerja akan terus meningkatkan jam kerja jika upah meningkat. tetapi
ketika tingkat upah terus meningkat maka pekerja akan melakukan tindakan sebaliknya yaitu
akan mengurangi jam kerja dan mengantikannya dengan menambah waktu luang. Kondisi ini

bersifat backward bending supply curve (lihat Nurlina, 2009).

14



15

Tingkat Upah T Tingkat Upah

A

Backward bending
supply curve

W, ) ( E

W, Wao IN\EE D
AN

W, C

Wo
W, \e

U, B
u
Wo b
N’ A
24 1210 6 0 0 6 10 12
Masa Istirahat dan Bekerja Jam Bekerja
a. Pilihan Seseorang Bekerja b. Penawaran Tenaga Kerja (Backward

bending supply curve

Gambar 4. Backward Bending Supply Curve
(Nurlina, 2009)

Keadaan ini ditunjukkan oleh Gambar 4. Ketika tingkat upah berubah maka akan
mengubah posisi kepuasan maksimum. Kenaikan upah dari W, ke W, dan ke W, direspon
dengan menambah jam Kerja, sebaliknya kenaikan upah dari W, ke W5 dan Ke W, direspon
dengan mengurangi jam kerja dan menambah waktu luang. Ini menunjukkan bahwa kurva
penawaran tenaga kerja adalah positif ketika upah pada posisi yang rendah menuju tinggi dan
negatif ketika upah lebih tinggi dicapai.

Simanjuntak (1998) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran
tenaga kerja yaitu: (1) jumlah penduduk yang masih bersekolah, (2) penawaran tenaga kerja
dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, (3) bagaimana suatu

keluarga mengatur siapa yang bekerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga pada dasarnya
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tergantung dari tingkat penghasilan dan jumlah tanggungan dalam keluarga yang
bersangkutan, (4) penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh umur, (5) penawaran tenaga
kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, (5) penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, dan (6) penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi.
Program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan banyak orang

Kondisi resesi dapat memotivasi seseorang untuk masuk ke pasar kerja dalam rangka
menutupi pendapatan anggota keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Atau bisa membuat
para penganggur kehilangan harapan untuk memperoleh pekerjaan pada pasar yang terdepresi
dan memutuskan untuk meninggalkan pasar kerja. Pekerja akan menawarkan tenaga kerja
tidak hanya merespon perubahan dalam peluang ekonomi atau kesempatan ekonomi
(economic opportunity) tetapi lebih diutamakan bagaimana memperoleh economic
opportunity yang disebabkan kegiatan ekonomi atau siklus bisnis (bussiness cycle). Sebagai
misal, pada masa resesi, salah satu anggota keluarga, suami, kehilangan pekerjaan. Apakah
hal itu membuat anggota keluarga lainnya (isteri) akan termotivasi untuk masuk ke pasar kerja
agar dapat memark up pendapatan keluarga. Keluarnya suami dari pasar kerja menunjukkan
bahwa produktivitas suami menurun, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi ini yang
menyebabkan istri masuk ke pasar kerja, sebagai secondary worker. Respon istri masuk ke
pasar kerja karena suami kehilangan pekerjaan disebut added-worker effect (lihat Nurlina,
2009).

Lebih Lanjut Campbell (1995) juga menunjukkan bahwa adanya added-worker effect
membuktikan mekanisme adanya hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi
angkatan kerja. Pada hipotesisnya dinyatakan secondary worker yang sebelumnya berada di
luar pasar kerja (misalnya penduduk usia muda dan wanita dengan anak yang masih kecil)

terpengaruh oleh adanya resesi ekonomi karena kepala keluarga kehilangan pekerjaannya atau
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mengalami pengurangan upah riel. Sebagai akibatnya secondary worker masuk ke pasar kerja
untuk menutupi pendapatan yang hilang tersebut. Oleh karena itu adanya added-worker effect
akan meningkatkan angkatan kerja dan tingkat partisipasi kerja dari secondary worker juga
meningkat. Dengan kata lain, added-worker effect meningkat selama resesi, dan menurun
pada masa ekspansi.

Selanjutnya juga diungkapkan bahwa hubungan antara siklus bisnis dan tingkat
partisipasi angkatan kerja juga meningkat karena discourage-worker effect. Discourage-
worker effect menyatakan bahwa banyak penganggur yang kehilangan harapan untuk
memperoleh pekerjaan akibat tingginya pengangguran selama resesi ekonomi. Para
penganggur memutuskan untuk menunggu resesi selesai dan memutuskan keluar dari pasar
kerja. Discourage-worker effect akan menyebabkan turunnya jumlah angkatan kerja dan
mendorong turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan kata lain, discourage-worker

effect menurun pada masa resesi, dan meningkat pada masa ekspansi.

b. Permintaan Tenaga Kerja

Menurut McConnel, Bruce dan MacPherson (1999), permintaan tenaga Kkerja
merupakan permintaan turunan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja diturunkan dari
permintaan produk atau jasa yang dihasilkan. Di sektor manufaktur, tenaga kerja diperlukan
untuk membantu proses produksi automobil, televisi, atau bahkan mesin pemotong roti.
Selanjutnya jika permintaan akan barang-barang tersebut menurun, maka sektor ini akan
mengurangi permintaan tenaga kerja manufaktur. Di sektor jasa, tenaga kerja diperlukan
oleh perusahaan karena perusahaan secara langsung memberikan manfaat kepada konsumen.
Suatu peningkatan permintaan terhadap jasa penitipan anak, contohnya, akan meningkatkan

permintaan turunan untuk para pengasuh anak.
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Permintaan tenaga kerja oleh pengusaha tergantung pada pertambahan permintaan
masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga
kerja merupakan permintaan turunan (derived demand). Hal ini mengindikasikan bahwa
kekuatan permintaan untuk beberapa jenis khususnya tenaga kerja akan tergantung pada: (1)
bagaimana produktivitas pekerja dalam membantu menghasilkan produk dan jasa, dan (2)
nilai pasar dari produk atau jasa tersebut (Swastika dan Kustriari, 2000).

Model permintaan tenaga kerja didasarkan kepada Neoclassical Marginal Productivity
Theory of Demand atau Teori Produktivitas Permintaan Marjinal Neoklasik. Teori ini
menjelaskan perubahan permintaan sebagai respon terhadap perubahan harga barang yang
bersangkutan. Sedangkan teori permintaan tenaga kerja menganalisis perubahan permintaan
tenaga kerja sebagai akibat perubahan upah (lihar Nurlina, 2009).

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa fungsi permintaan tenaga kerja biasanya
didasarkan pada teori Neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang
pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (price taker). Dalam hal memaksimalkan laba,
pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan.
Penentuan fungsi permintaan satu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada: (1)
perkiraan tambahan hasil (output) yang diperoleh sehubungan dengam penambahan seorang
karyawan. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal (Marginal Physical
Product/MPP,), (2) jumlah uang yang diperoleh dengan tambahan tersebut. Jumlah uang ini
dinamakan penerimaan marginal (Marginal Product/MR). Jadi, MR sama dengan MPP,,
yaitu besarnya MPP_ dikali dengan harga per unit (P), sehingga MR = VMPP_ = MPP_.P,
dimana VMPP_ adalah Value Marginal Product of Labor, dan (3) pengusaha akan
membandingkan MR dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang karyawan. Jumlah

biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan tambahan karyawan adalah upah (W). Jika MR
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lebih besar dari W, maka mempekerjakan tambahan seorang karyawan akan menambah
keuntungan, sehingga pengusaha akan terus menambah karyawan selama MR > W
(Simanjuntak, 1998).

Nurlina (2009) menyatakan penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari

fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenaga kerja (L) dan modal (K) sebagai berikut:
Q = (L1, L2, oo LMK ettt (2.1)

Dimana;

Q : Produksi Total (output)
L : Tenaga kerja (Orang)

K : Modal (diasumsikan konstan/Unit)
1,2....n : Kualifikasi Tenaga Kerja

Bila disumsikan pengusaha memiliki dana tidak terbatas, menghadapi pasar persaingan
sempurna, dan harga bersifat tidak negatif, maka fungsi produksi akan menghadapi tahap
produksi seperti disajikan dalam Gambar 5.

Bila diasumsikan dimana modal adalah faktor produksi tetap dan tenaga kerja
merupakan faktor produksi variabel, maka fungsi produksi dapat dilihat seperti Gambar 9.
Penggunaan tenaga kerja sebelum TK, mengakibatkan produktivitas dari tenaga kerja terus-
menerus naik, makin banyak tenaga kerja yang digunakan maka akan disertai dengan
kenaikan produktivitas (Lihat Gambar 5). Dalam fase ini berlaku hukum penambahan hasil
produksi yang semakin besar (The law of increasing returns). Daerah dengan penggunaan
tenaga kerja antara (0-TK,) disebut daerah irrasional karena pada wilayah ini keuntungan dan
produk masih bisa ditingkatkan untuk setiap penambahan input tertentu. Bila penambahan
tenaga kerja diteruskan melebihi TK, maka produktivitas akan menurun, karena di sini satu

unit modal tetap harus dilayani oleh jumlah orang yang semakin besar, sehingga produktivitas
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perorang menurun. Pada fase ini berlaku hukum hasil produksi yang semakin menurun (The
law of diminishing returns).

Wilayah antara (TKa-TKc) ini disebut dengan wilayah rasional, karena pada wilayah
tersebut keuntungan yang diperoleh perusahaan maksimum dan produk meningkat untuk
setiap penambahan input tenaga kerja. Sementara wilayah setelah TKc merupakan wilayah
irrasional, karena setiap penambahan input akan mengakibatkan keuntungan produk yang

dihasilkan terus menurun.

dMaPP,, MPP, -~ \(
Q=MK.L)
Daerah Daérah Daerah
Irrasion Rasional Irrasional
e>1 O<e<1 e<l
< ¢ >
L (dengan K Konstan)

0 TKa TKs  TKc

Gambar 5. Hubungan antara Produksi Total, Produksi Rata-rata dan Produksi Marginal dari
Penggunaan Faktor Tenaga Kerja (McConnel et al., 2006. Dimodifikasi)

Dari kurva produksi total, dapat diturunkan kurva produksi marginal dan kurva
produksi rata-rata.  Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diperoleh dari
penambahan kuantitas faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Besarnya produksi
marginal ini tergantung atas besarnya tambahan kuantitas faktor produksi. Bila diasumsikan

pengusaha rasional maka mereka akan berproduksi pada wilayah dimana APP_ mulai
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menurun dan MPP_ masih positif, sehingga kurva produksi marginal akan digambarkan
seperti pada Gambar 5.

Gambar 6.a. menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, semakin
sedikit produksi marginal yang diciptakan oleh setiap tambahan pekerja, dengan asumsi faktor

produksi lain tetap.

Tingkat Upah

A

Produksi Marjinal
A

\ \ A D=VMPP,
MPP,

Wo
\ B
MPP, Wiy
A/ C
MPP, Wy
s MPP,
Lo La L Tenaga Kerja Lo la Ly
Produksi Marginal Pekerja (b) Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Gambar 6. Penentuan Kurva Permintaan Tenaga Kerja
(Nicholson, 1998)

Pekerja ke-Lo dapat menghasilkan produksi tambahan sebanyak MPPo, sedangkan
pekerja ke L; hanya dapat menghasilkan produksi tambahan sebanyak MPP;. Terlihat bahwa
MPP,>MPP4, ini disebabkan karena L,>Lo, sehingga perbandingan alat-alat produksi untuk
setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal juga menjadi kecil juga. Inilah
yang dinamakan The Law of Diminishing Return dan dilukiskan dalam Kurva D, dalam

Gambar 6.b.
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Kurva D, pada Gambar 6.b, melukiskan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja
(VMPP,) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan
antara tingkat upah (W) dan penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik A, B, dan C.
Dengan menarik garis melalui titik-titik tersebut diperoleh kurva permintaan tenaga kerja.
Misalnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak Lo, maka nilai hasil kerja orang ke-
Lo sama dengan MPP,. P = W pada titik B. Apabila W, adalah tingkat upah yang sedang
berlaku maka nilai Wy > W,, sehingga laba pengusaha masih akan bertambah dengan
penambahan tenaga kerja baru.
Pengusaha dapat terus menambah laba dengan mempekerjakan orang hingga sejumlah
LA, karena pada saat tersebut pengusaha akan mencapai laba maksimum, dimana
MPP__a.P=W, yaitu pada titik A. Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari L, misalnya
L, akan mengurangi keuntungan pengusaha, karena nilai marjinal yang diperoleh hanya
sebesar MPP1.P = W, yaitu di titik C. Dan karena W; < W, maka pengusaha cenderung
untuk menghindari penggunaan jumlah karyawan yang lebih besar dari La. Nurlina (2009)
menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penentu permintaan tenaga kerja yaitu: (1)

Permintaan Produk, (2) Produktivitas, (3) Jumlah Pengusaha, dan (4) Harga Input lain.

c. Keseimbangan di Pasar Kerja

Keseimbangan pasar kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya
interaksi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal yang serupa dikemukakan oleh Todaro
(1999) bahwa dalam pasar persaingan sempurna dengan produsen dan konsumen yang
‘atomistik’ yaitu tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau
kekuatan yang cukup besar untuk menentukan harga, maka tingkat penyerapan tenaga kerja

dan upah ditentukan oleh secara bersamaan oleh segenap harga ouput dan faktor-faktor
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produksi (di luar faktor produksi tenaga kerja) dalam suatu perekonomian melalui
perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Nurlina (2009) pada pasar persaingan sempurna, alokasi sumber-sumber
adalah efisien dan tidak terdapat pengangguran. Keseimbangan terjadi ketika keputusan
rumah tangga untuk menawarkan jasa tenaga kerja sama dengan keputusan pengusaha tentang
berapa banyak tenaga kerja yang diperkerjakan. Tingkat keseimbangan pada pasar ini
dinyatakan stabil. Kedua keputusan ini ditentukan oleh tingkat upah. Namun perlu dipahami
tidak mungkin pasar kerja benar-benar dapat mencapai keseimbangan yang stabil dengan
upah dan kesempatan kerja tetap pada tingkat konstan untuk waktu yang lama. Situasi-situasi
yang tak terduga akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja dan penawaran dan

akibatnya terjadi pergeseran tingkat keseimbangan.

Upah A
Kelebihan Penawaran
Tenaga Kerja
g ] sL,
~ A ~
W, \ /
W A
" / \
)74 /
4 DL,
Kekurangan Penawaran
Tenaga Kerja
L*

Gambar 7. Keseimbangan Pasar Kerja
(Nurlina, 2009. Dimodifikasi)

Gambar 7. menyajikan keseimbangan terjadi apabila penawaran tenaga kerja SL; sama
dengan permintaan tenaga kerja DL; yang menghasilkan upah W* dan kesempatan kerja L*.

Upah W* merupakan market clearing wage dimana upah keseimbangan dicapai. Pada tingkat
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upah lainnya (bukan W*) akan menciptakan tekanan ke atas dan ke bawah; ke atas apabila
pekerjaan yang tersedia sedikit sedangkan penawaran tenaga kerja banyak dan ke bawah bila

pekerjaan yang tersedia banyak sementara tenaga kerja yang menawarkan jasanya sedikit.

2. Konsepsi Pertumbuhan Ekonomi
Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai
target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam
keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat
dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (standar of living)

penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Kutnets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang
dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang
ekonomi kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi,
penyesuaian kelembagaan, dan ideologis yang diperlukan. Lebih lanjut Kuznets
menunjukkan enam ciri pertumbuhan modern. Dari keenam ciri tersebut dua diantaranya
adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan
penduduk, kemudian dua yang berhubungan dengan peralihan struktural dan dua yang

berkaitan dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2000).

Menurut Mankiw (2003) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom
menggunakan data produk domestik kotor (GDP), yang mengukur output barang dan jasa
total suatu negara dan pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Output barang dan
jasa suatu perekonomian tergantung pada (1) jumlah input (faktor produksi), dan (2)
kemampuan untuk mengubah input menjadi output. GDP yang ditentukan dari kedua faktor

tersebut disebut sebagai sisi penawaran dari pendapatan nasional (supply side). Selanjutnya
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output atau GDP dari sisi penggunaannya terdiri dari Konsumsi (C), Investasi (1), Pengeluaran
pemerintah (G), dan Net-ekspor (NX). GDP dari sisi penggunaannya disebut sebagai sisi

permintaan dari pendapatan nasional (demand side).

Dari sekian banyak teori pertumbuhan ekonomi, untuk memudahkan pembahasan,
biasanya dibagi atas beberapa kelompok atau mazhab. Berdasarkan cara menjelaskannya,
maka dikenal teori pertumbuhan ekonomi mazhab analisis dan mazhab historis. Di sisi lain,
berdasarkan waktu (kapan), terdapat teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik dan aliran

modern.

Teori pertumbuhan ekonomi mashab analisis mendasarkan teorinya pada alur
pengungkapan proses pertumbuhan secara logis dan konsisten. Kelompok teori ini
mengutamakan diperolehnya kerangka pemikiran yang teruji logikanya. Oleh karena itu, tidak
jarang teori pertumbuhan ekonomi kelompok analisis ini lebih bersifat abstrak dan tidak
terlalu memperhatikan aspek historis (empiris). Kecenderungan berpikir analisis ini terutama
terdapat dalam kelompok modern. Sedangkan mazhab historis lebih menekankan teori
pertumbuhan ekonomi pada aspek historis. Tokoh-tokoh kelompok ini di antaranya ialah W.

W. Rostow, Karl Marx, dan Friedrich List.

Teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik adalah teori yang dilahirkan pada fase awal
berkembangnya teori ekonomi. Teori pertumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok ini
adalah teori pertumbuhan dari David Ricardo (Ricardian Growth) serta Model Lewis (The
Lewis Model). Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi aliran modern adalah teori yang
dilahirkan pada zaman sekarang (abad ke-20 dan ke-21). Teori-teori aliran modern di
antaranya adalah teori Keynes dan teori pertumbuhan Harrod-Domar. Di samping itu, terdapat

pemikiran yang lahir di zaman modern, namun bersumber dari (meneruskan) teori Klasik,
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yang kemudian disebut aliran neoklasik (teori klasik yang baru). Tokoh-tokoh aliran
neoklasik misalnya adalah Robert Solow dan Trevor Swan, dan Model Pertumbuhan
Endogen. Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan Teori

Pertumbuhan Ekonomi.

a. Teori Pertumbuhan Ricardian

Model Pertumbuhan Ricardian (Ricardian Growth) adalah model teoritis yang
menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo, Thomas
Malthus, dan Adam Smith di akhir abad ke-18. Model klasik ini mempunyai dua unsur
penting yakni: (1) sumberdaya alam dianggap sebagai constraint utama pertumbuhan. Teori
ini menganggap bahwa produktivitas marjinal tenaga kerja merosot ketika lebih banyak lahan
digunakan dalam produksi, (2) unsur utama lainnya didasarkan pada gagasan Malthusian,
bahwa populasi meningkat secara endogen dengan output. Apabila output tumbuh, populasi
juga akan meningkat sampai rata-rata konsumsi turun pada tingkat yang subsisten. Teori ini

termasuk dalam aliran klasik.

Implikasi utama dari model pertumbuhan klasik bahwa dari waktu ke waktu, ekspansi
output melambat karena produktivitas marginal tenaga kerja yang menurun pada lahan
tertentu. Semakin banyak yang dipekerjakan, maka tambahan output akan terus menurun
hingga mencapai tingkat subsisten. Akhirnya keuntungan juga tertekan, dengan demikian
investasi berhenti. Kondisi ini kemudian disebutkannya sebagai keadaan stasioner (stationer

state).

Ekonomi klasik menganggap bahwa sekalipun kemajuan teknologi berlangsung,

perekonomian akan tetap mencapai keadaan stationer (stationer state). Dengan asumsi itu,
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Model Ricardian mempunyai implikasi bahwa dalam jangka panjang, konsumsi perkapita
tenaga kerja akan kembali pada tingkat yang subsisten. Ketika permintaan makanan naik
bersamaan dengan naiknya populasi, harga pangan meningkat secara relatif untuk harga
barang-barang pabrik. Dan karena upah subsisten harus dibelanjakan makanan, laba pabrikasi

akan ditekan sampai investasi berhenti.

Salah satu kemungkinan untuk keluar dari stagnasi klasik adalah jika pangan dapat
diimport pada suatu harga tertentu, sehingga sektor industri dapat berkembang secara
essensial. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa, pada hakekatnya, aplikasi model Ricardian
hanya untuk perekonomian tertutup, atau bahkan lebih baik, perekonomian besar dimana
pengaruh dunia dipastikan kecil. Cara penting lainnya untuk melepaskan tingkat subsistensi
dari keadaan stasionary adalah menumbuhkan produktivitas pertanian secara terus menerus

pada suatu tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan populasi.

Menurut Kasliwal (1995) bahwa model ini menuai banyak kritik dari banyak ahli,
terutama pada asumsi Malthusian, bahwa populasi tumbuh secara endogen dengan output.
Populasi tidak secara otomatis tumbuh sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pendapatan.
Selain itu dianggap mengabaikan pengaruh teknologi, karena menganggap bahwa kemajuan

teknologi seperti itu tidak bisa melebihi langkah perluasan populasi pada jangka panjang.

b. Teori Pertumbuhan Lewis

Model pembangunan dua sektor pertama kali dikembangkan oleh W.A. Lewis.
Menurut Lewis, terdapat dikotomi dalam masyarakat di negara-negara terbelakang yaitu
adanya dua sektor yang hidup berdampingan, sektor capital intensive (industri) dan sektor
labor intensive (pertanian). Pada prinsipnya, model pembangunan dua sektor ini

menititkberatkan pada mekanisme transformasi struktur ekonomi yang dialami oleh negara-
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negara sedang berkembang (LDCs), yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan
pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi
oleh sektor-sektor non primer, khususnya sektor industri dan jasa. Berkenaan dengan hal ini,
maka industrialisasi pertanian merupakan media transmisi yang tepat bagi proses transformasi
struktur ekonomi dari perekonomian subsisten ke perekonomian modern.

Lewis (1954) dalam teorinya mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada
dasarnya terbagi menjadi dua sektor: (1) sektor tradisional yaitu sektor pertanian subsisten
yang surplus tenaga kerja, dan (2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat
produktivitasnya tinggi dan menjadi penampung transfer tenaga kerja dari sektor tradisional.
Pada sektor pertanian tradisional di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka
terjadi kelebihan supply (over supply) tenaga kerja yang dapat ditransfer ke sektor industri.
Asumsi dasar teori ini adalah bahwa transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor
industri terjadi tanpa mengakibatkan penurunan output sektor pertanian. Hal ini berarti produk
marginal tenaga kerja di sektor pertanian adalah nol, dimana dengan berkurangnya tenaga
kerja, maka output sektor pertanian tidak akan berkurang. Hal inilah yang akan mendorong
tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian menjadi sangat rendah.

Di lain pihak, sektor industri di perkotaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja
berada pada skala kenaikan hasil yang semakin bertambah (increasing return to scale),
dimana produk marjinal tenaga kerja positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah tenaga
kerja di sektor industri relatif tinggi. Perbedaan tingkat upah tenaga kerja pada kedua sektor
ini akan menarik banyak tenaga kerja untuk berpindah (migrasi) dari sektor pertanian ke
sektor industri. Karena persediaan tenaga kerja di sektor pertanian tidak terbatas, maka sektor

industri dapat berkembang dengan menarik tenaga kerja secara tidak terbatas dari sektor
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pertanian. Tenaga kerja bersedia pindah ke sektor industri karena mereka dapat menerima
upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah subsisten di sektor pertanian.

Produktivitas marginal tenaga kerja di sektor industri lebih tinggi dari upah yang
mereka terima, sehingga mengakibatkan terbentuknya surplus sektor industri. Surplus sektor
industri dari selisih upah ini diinvestasikan kembali seluruhnya dan tingkat upah di sektor
industri diasumsikan konstan serta jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di
sektor pertanian. Oleh karena itu, laju dari proses transfer tenaga kerja tersebut ditentukan
oleh tingkat investasi dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor industri. Pada tingkat
upah sektor industri yang konstan, kurva penawaran tenaga kerja pedesaan dianggap elastis
sempurna.

Proses pertumbuhan, dalam Model Lewis, dianggap  sebagai pertumbuhan
berkesinambungan (self-sustaining growth) dari sektor industri dan perluasan kesempatan
tenaga kerja tersebut diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja
pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Tenaga kerja tambahan yang berikutnya hanya
dapat ditarik dari sektor pertanian tradisional dengan biaya yang lebih tinggi. Dengan
demikian ketika tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami
pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja berslope positif. Transformasi
struktur perekonomian akan terjadi dari perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian
yang tradisional ke perekonomian yang didominasi oleh sektor industri yang modern.

Menurut Todaro (2000), model Lewis pada kenyataannya mengandung beberapa
kelemahan karena asumsi-asumsi yang digunakan, khususnya untuk sebagian besar negara
berkembang. Kelemahan pertama menyangkut reinvestasi modal dimana model tersebut
mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di

sektor industri sebanding dengan tingkat akumulasi modal. Namun fenomena menunjukkan
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bahwa sebagian besar reinvestasi justru dilakukan untuk mengembangkan industri dengan
teknologi yang hemat tenaga kerja. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja dari sektor
pertanian akan berjalan lamban. Belum lagi adanya kenyataan bahwa akumulasi modal tidak
seluruhnya ditanamkan kembali di dalam negeri. Pelarian modal (capital flight) ke luar negeri
sering terjadi karena alasan faktor keamanan di dalam negeri. Kelemahan kedua menyangkut
asumsi surplus tenaga kerja yang terjadi di pedesaan. Kenyataan menunjukkan bahwa
kelangkaan tenaga kerja pertanian di pedesaan sudah mulai dirasakan, sementara
pengangguran banyak terjadi di perkotaan. Kelemahan ketiga menyangkut asumsi tentang
pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor industri, sehingga menjamin upah riil di
perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik dimana surplus tenaga kerja habis terpakai.
Pada kenyataannya upah di pasar tenaga kerja sektor industri cenderung meningkat dari waktu
ke waktu, baik secara absolut maupun secara riil. Dengan beberapa kelemahan tersebut di
atas, maka konsep pembangunan dengan berbasis pada perubahan struktural seperti dalam
model Lewis memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan fenomena ekonomi yang

ada.

c. Model Pertumbuhan Solow

Model Solow diperkenalkan oleh ekonom Robert Solow berdasarkan hasil
observasinya terhadap perekonomian Amerika Serikat. Dia menemukan bahwa untuk tahun
1950-an dan 1970-an shares tabungan dan faktor produksi hampir konstan, sama seperti
tingkat pertumbuhan GDP perkapita. Penemuan ini telah mempengaruhi dan membangkitkan
banyak model pertumbuhan termasuk model endogenous dan model multisektor. Model

Solow relatif sederhana tetapi memberikan dampak penting untuk pertumbuhan ekonomi.
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Model Solow dipertimbangkan sebagai satu model neoklasik yang memfokuskan
terutama pada sisi supply perekonomian. Model ini mengasumsikan bahwa sepanjang supply
barang meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Model ini sangat berbeda dengan
model Keynesian yang fokus pada sisi demand perekonomian. Model Solow juga dipandang
sebagai model dinamis, karena pertumbuhan ekonomi, mengandung aspek dinamis dan faktor
ekonomi lain yang membuat model lebih kompleks.

Model Solow menekankan bahwa banyak input dapat dengan bebas disubstitusikan
satu sama lain dalam suatu fungsi produksi untuk meningkatkan output. Persediaan secara
relatif dari faktor-faktor produksi akan berubah dalam harga relatifnya. Sebagai reaksi,
produsen mensubstitusi antara berbagai input. Jadi rasio kapital terhadap tenaga kerja (K/L)
dianggap sebagai tidak konstan dalam model neoklasik. Model Neoklasik terditi dari unsur-
unsur berikut:

Model Dasar Solow dibangun dengan asumsi perubahan teknologi bersifat eksogen,
dengan perincian penurunan Model Solow adalah sebagai berikut:

Y S F (KL = KL e (2.2)

dimana 0 <a <1, dan a + 1- a =1 dengan kata lain terjadi Constant Return to Scale.

Model Solow, selain menekankan pada faktor kapital, juga menekankan pentingnya tenaga
kerja dan teknologi. Satu objek yang layak sebagai argumen dasar bahwa kesulitan yang
dihadapi beberapa negara adalah akses kapada teknologi maju tidak kurang, tetapi kurangnya
kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut.

Model pertumbuhan Solow dikritik pada penekanannya atas keseimbangan ketika
faktor produksi diasumsikan berubah secara perlahan dalam merespon perubahan harga
faktor. Pada kenyataannya, ketidakseimbangan yang dinamis mungkin jauh lebih penting.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih masuk akal ditandai ketika proses kemajuan teknologi yang
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pesat terjadi karena adaptasi dan penemuan. Proses ini diatur terutama sekali oleh insentif
innovator dan usahawan, pada gilirannya, merupakan suatu fungsi kendala yang melekat
dalam kerangka kelembagaan masyarakat. Kemajuan teknologi dilukiskan sebagai pergeseran

yang menaik dari keseluruhan fungsi produksi.

d. Teori Pertumbuhan Endogenous

Model Pertumbuhan endogen pada dasarnya merupakan pengembangan dari model
Solow sebelumnya, mengungkapkan bahwa peranan kapital, termasuk modal manusia (human
capital) atau investasi dalam smberdaya manusia (human capital invesment) lebih besar
daripada ada uang diukur oleh pertumbuhan Solow. Ide dasar dari model pertumbuhan
endogen tersebut adalah bahwa investasi kapital, baik itu dalam mesin maupun manusia,
menciptakan eksternalitas positif (positive externalities).

Investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produktif dari perusahaan yang
melakukan investasi tenaga kerja, tetapi juga kapasitas produktif perusahaan lain yang terkait,
Singkatnya, dalam model pertumbuhan endogen ini  inovasi teknologi (technology
innovation) dan pembentukan modal manusia (human capital formation) dilihat sebagai
sumber utama dari pertumbuhan produktivitas, dan pertumbuhan produktivitas itu sendiri
pada gilirannya merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi (engine of growth).

Model pertumbuhan endogen bertujuan untuk menghilangkan asumsi eksogen dari
kemajuan teknologi, dimana teknologi ini dilambangkan sebagai produktivitas Y/L. Sebagali
permulaan, Model Romer mengungkapkan keseluruhan kemajuan teknologi yang terjadi
disebabkan adanya limpahan (spillovers) pengetahuan dari peningkatan stok modal. Jadi

investasi individu - atau pengeluaran riset (riset expenditure) — menghasilkan suatu
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eksternalitas positif sebagai dorongan teknologi terhadap keseluruhan perekonomian.
Investasi seperti itu menyebabkan pergeseran keluar fungsi produksi agregat.

Barro dan Martin (1995) dengan jelas menyatakan bahwa teknologi itu tidaklah
serupa untuk semua negara. Dengan gap teknologi yang ada suatu difusi pengetahuan yang
lambat berlangsung dari negara maju kepada negara terbelakang, mendorong ke arah
konvergensi. Mankiw, Romer, dan Weil (1992) membantah bahwa faktor modal manusia
menyediakan dorongan secara terpisah terhadap pertumbuhan dalam suatu fungsi produksi.
Pertumbuhan yang terjadi secara endogen seperti negara maju cenderung untuk
mengakumulasi modal manusia pada tingkat yang lebih tinggi.

Setelah beberapa tahun, para ekonom memberikan banyak masukan terhadap model
Solow sehubungan dengan adanya kemajuan teknologi dalam model melalui munculnya
model Pertumbuhan Endogen.  Diasumsikan bentuk khusus kemajuan teknologi dikenal
dengan labor-augmenting technological progress atau Harord-neutral technological progress

(Kontsas dan Mylonakis, 2009). Model pertumbuhan endogen dengan kemajuan teknologi

adalah:
Y=f(K.AL) = K*ALT® dimana 0< o <1, (2.3)
Dimana:

Y : Tingkat produksi nasional

K : Jumlah Kapital

L : Tenaga Kerja

A : Kemajuan Teknologi

3. Konsepsi Mutu Modal Manusia
Kesejahteraan ekonomi tergantung pada stok kapital dan mutu modal manusia.
Pengamatan terhadap pengaruh stok kapital sudah banyak diamati, namun faktor mutu modal

manusia baru mulai menjadi fokus perhatian dalam penelitian ilmu sosial. Dalam bentuk
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umum, mutu modal manusia menyajikan investasi individu untuk dirinya sendiri yang dapat

mempertinggi produktivitas ekonominya.

Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam analisis manajemen sumberdaya
manusia sebuah organisasi. Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka sudah selayaknya mutu
modal manusia yang dibangun nantinya dapat memenuhi kebutuhan organisasi di abad 21,
yang setidaknya dapat melakukan tugas-tugas organisasi dalam perusahaan seperti yang
dipersyaratkan antara lain mampu bekerja dalam team dan keberagamam kebudayaan,
berorientasi pada konsumen, akses terhadap tehnologi, inspirasional, berwawasan global dan
tanpa kompromi. Untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang memenuhi

persyaratan tersebut, kita harus melakukan perbaikan mutu modal manusia.

Tabel 3. Prototype Organisasi di Abad 21

No. Indikator Current Model Prototype Abad 21

1. Hirarki Organisasi Jaringan

2. Kemandirian Struktur Ketergantungan

3. Keamaan Harapan Pekerja Pertumbuhan Personal
4. Homogenitas Kekuatan pekerja Beragam Suku

5. Individualitas Individu Team

6. Pasar Pasar Lokal Global

7. Biaya Keuntungan Kompetitif Pertimbangan Waktu
8, Keuntungan Fokus pada keuntungan Orientasi pada konsumen
9. Modal Sumberdaya Informasi

10.  Pengarah Pemerintahan Konstituen

11.  Kemampuan Kualias Tanpa kompromi

12.  Autokrasi Kepemimpinan Inspirasional

Sumber: Cascio, W.F. 1998.

Schultz (1971) dalam D.A. Olaniyan dan Okemakinde (2008) menyatakan premis
dasar yang mendasari teori mutu modal manusia adalah asumsi pendidikan formal yang lebih
tinggi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat. Teori mutu modal
manusia menyatakan penduduk yang berpendidikan adalah penduduk yang produktif. Teori

ini juga menekankan pengaruh pendidikan terhadap penghasilan (earning) penduduk.
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Schultz (1961) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output melebihi tingkat
pertumbuhan input yang relevan (tenaga kerja dan kapital) dapat disebabkan karena adanya
perbedaan investasi mutu modal manusia. Uzawa (1965) juga menekankan pentingnya modal
manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan suatu bangsa untuk
mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dari luar adalah fungsi dari stok mutu
modal manusia yang dimilikinya.

Teori Schultz, yang dilanjutkan oleh Becker (1975), memberikan penjelasan
bagaimana teori mutu modal manusia dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
seseorang untuk meningkatkan earning. Menurut Becker, ada empat indikator yang
digunakan untuk menyatakan bahwa mutu manusia (human capital) dari seseorang
mengalami peningkatan, yaitu: pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan migrasi. Gambar 8
menyajikan kaitan antara pendidikan dan earning (penghasilan) antara penduduk yang
menempuh dan tidak menempuh pendidikan.

Pada tahun 1960, banyak ahli menemukan bahwa perbedaan pembentukan modal dan
faktor input lain tidak banyak menjelaskan mengapa timbul banyak perbedaan dalam
pertumbuhan ekonomi. Ternyata baru disadari ada banyak faktor yang tadinya danggap
‘residual’ ikut berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Residual di sini

dikaitkan dengan investasi mutu modal manusia dan kemajuan teknologi (Kuncoro, 1997).

4
i . Sekolah 4

 Tidak
iSekolah

Pendapatan Tambahan

Z>» - >» O>0=zmMT



36

Sumber: McConnel et al., 2006. Dimodifikasi

Gambar 8. Kaitan antara Pendidikan dan Earning (Penghasilan) antara Penduduk yang
Menempuh dan Tidak Menempuh Pendidikan

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini
sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi "leading sektor".
Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh,
misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya,
sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan
makronya. Pada tahun 1970-an, penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan
pertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat
dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia. Kesangsian ini timbul,
antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Becker (1964) yang
menyatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia
sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya. Kritik Becker ini
justru membuka perspektif filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung
sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial-budaya yang berorentasi pada

dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi,

36



37
karena pendidikan yang dilakukan individu sangat terkait dengan kemanusiaan itu sendiri
(human dignity).

Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah
dapat menyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang
pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya.
Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program
bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan
ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan
investasi fisik lainnya (Psacharopoulos, 1985). Artinya, investasi modal fisik akan berlipat
ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi
SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan
pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi
dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya
pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan
masyarakat itu sendiri. Pembangunan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus
dipandang sebagai invetasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang
konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (rate of return). Digambarkan pula bahwa
investasi dalam bidang pendidikan mempuyai pengaruh langsung terhadap produktivitas
individu dan penghasilannya. Kebanyakan bukti berasal dari pertanian. Kajian antara petani
yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapatan rendah
menunjukkan, ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-

teknik usaha tani yang lebih baik, penghasilan seorang petani yang berpendidikan selama 4
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tahun rata-rata 13 persen lebih tinggi daripada seorang petani yang tidak berpendidikan.
Meskipun masukan ini kurang, penghasilan para petani yang berpendidikan tetap lebih tinggi
8 persen (Psacharopoulos dan Patrinos, 2004).

Mincer (1958; 1974) adalah orang pertama untuk menyusun formulasi empiris dari
penghasilan selama siklus hidup sebagai dampak dari Human Capital Invesment. Dalam
formulasi itu, pada setiap titik (t) dalam seumur hidup seseorang, diamati pendapatan (yang
sama dengan wK(t) dikurangi investasi modal manusia [(1-s(t))K(t)] dapat digambarkan

sebagai fungsi cekung pengalaman pasar seorang tenaga kerja.

]Il};{f) =y +|:J'_SI-' +|::I':fl: +ﬂ'3!_._ +EI-'

Dengan asumsi bahwa fase pendidikan investasi berlangsung S tahun dan fungsi
pelatihan menurun secara linier selama siklus hidup, model logaritma laba adalah fungsi
kuadratik kerja pengalaman. Berikut ag terkait dengan kapasitas pendapatan awal, a; adalah
tingkat pengembalian untuk pendidikan (dengan asumsi semua biaya sekolah adalah biaya
kesempatan), dan a, dan as terkait dengan baik jumlah dan kembalinya keuangan untuk pada
pelatihan. Persamaan tersebut sering disebut Mincerian Earning Function (fungsi pendapatan
Mincer).

Romer (1996) mendefinisikan mutu modal manusia sebagai kemampuan, keahlian dan
pengetahuan dari seorang pekerja. Dengan demikian menurut ekonomi (barang) secara
konvensional, mutu modal manusia adalah sesuatu yang harus dipisahkan/dihargai secara
tersendiri. Sedangkan menurut Hildebrand (1995), faktor-faktor yang termasuk dalam mutu
modal manusia adalah level nutrisi, harapan hidup, keahlian, pengetahuan, kemampuan dan
sikap (attitudes). Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan batasan bahwa mutu

modal manusia merupakan modal tersendiri yang dapat disejajarkan dengan modal fisik.
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Menurut Mulyadi (2002) mutu modal manusia merupakan suatu komoditi yang dapat
dihasilkan dan diakumulasikan. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu modal
manusia baru saat memberi hasilnya pada masa mendatang. Oleh karena itu, disini digunakan
istilah ‘modal’. Sumberdaya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut
dengan mutu modal manusia. Penggunaan istilah mutu modal manusia juga menyiratkan
suatu perhatian pengolahan sumberdata manusia, yang merupakan suatu investasi, dimana
modal manusia tak dapat diukur, tetapi yang dibicarakan adanya mutunya.

Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa pendidikan dan latihan merupakan salah satu
faktor penting dalam pengembangan investasi sumberdaya manusia. ~ Asumsi dasar Teori
Human Capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui
pendidikan. Teori Human Capital menyatakan bahwa seseorang akan meneruskan sekolah
ke jenjang yang lebih tinggi jika nilai sekarang dari arus penghasilan sekolah yang lebih
tinggi dikurangi dengan biaya sekolah lebih besar daripada nilai sekarang dari arus

penghasilan seumur hidup seseorang tanpa sekolah tinggi.

15 & CS & NS,
2y @y 2y

t=1 t=1 L T s (2.5.)
dimana:
St = Nilai sekarang pendapatan seumur hidup dari bersekolah pada tahun t
NS; = Nilai sekarang pendapatan seumur hidup tanpa bersekolah pada tahun t
r = tingkat bunga (Discount rate )
CS = Nilai sekarang biaya sekolah pada tahun t

Becker (1965) sebetulnya telah menjelaskan bahwa bagaimana teori mutu modal
manusia memberikan penjelasan terhadap fenomena tersebut yaitu: (1) Pendapatan meningkat
dengan bertambahnya pengalaman kerja dengan laju yang semakin menurun, (2) Tingkat
pengangguran berhubungan negatif dengan peningkatan keahlian, (3) Tenaga kerja usia muda
lebih sering mengganti pekerjaan dan menerima lebih panjang masa pendidikan dan latihan
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dibandingkan dengan yang berusia tua, (4) Tenaga kerja yang mampu menerima lebih banyak
pendidikan dan latihan dibandingkan dengan  penduduk kurang mampu, dan (5)
Ketidaksetaraan dan asimetri distribusi pendapatan diantara penduduk yang bersekolah
cenderung untuk meningkatkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan Babalola (2003) dalam D. A. Olaniyan dan Okemakinde (2008), tiga
pertimbangan rasional yang mendasari keputusan investasi mutu modal manusia yaitu: (1)
bahwa generasi baru harus memperoleh bagian pengetahuan yang tepat yang telah diperoleh
oleh generasi sebelumnya, (2) generasi baru harus memikirkan bagaimana pengetahuan yang
mereka peroleh digunakan untuk menghasilkan produk baru, proses dan jasa sosial baru, dan
(3) penduduk harus berani untuk mengembangkan ide, produk, proses, dan metode baru yang
merupakan hasil pemikiran kreatif.

Jones dan Peck (1989) menyatakan indikator produktivitas tenaga kerja yang wajar
adalah upah. Upah merupakan harga tenaga kerja, yang diperoleh dari keseimbangan
penawaran dan permintaan tenaga kerja, Oleh karena itu dalam perekonomian yang sehat,
maka setiap tenaga kerja dapat bekerja pada produktivitas maksimum, akibatnya jika upah
naik maka produktivitas juga akan meningkat. Produktivitas tenaga kerja salah satunya
disebabkan oleh peningkatan mutu modal manusia misalnya melalui pendidikan dan
pelatihan. Uraian ini menunjukkan adanya hubungan antara mutu modal manusia, upah, dan
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan
upah yang disebabkan antara lain karena peningkatan mutu modal manusia.

Lucas (1988) juga menegaskan investasi mutu modal manusia sebagai faktor yang
memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalaman terbaru dengan

usaha untuk mengakumulasikan modal kapital pada tingkat yang cepat di negara miskin

40



41

berkaitan dengan mutu modal manusia. Jika investasi mutu modal manusia rendah, maka
tambahan modal fisik terbatas.

Model pertumbuhan ekonomi sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ekonom.
Sejak model Solow yang dikenal itu digunakan oleh banyak negara, maka model
pertumbuhan ekonomi terus berkembang, termasuk dalam model pertumbuhan ekonomi baru
berupa model Riset dan Pengembangan serta model Mutu Modal Manusia (Romer, 1986).

Bentuk umum model pertumbuhan ekonomi baru dengan perluasan model mutu manusia

adalah:
Y(t) = K@) HOPIA®).LATE P o, (2.6.)
A0, B>0,0F B <L i (2.7.)

Keterangan:

Y . Output

K : Kapital (fisik)

H : Mutu Modal Manusia

A : Kemajuan Teknologi

L : Tenaga kerja

Gambar 9 menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara pertumbuhan, mutu modal
manusia, dan kesejangan distibusi pendapatan. Pertumbuhan akan menghasilkan peningkatan
investasi mutu modal manusia, diikuti dengan peningkatan permintaan untuk sekolah,
peningkatan akumulasi kapital dan pengurangan kesejangan pendapatan.  Selanjunya

akumulasi kapital dan perbaikan distribusi pendapatan akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.
Pengurangan p Akumulasi Peningkatan Rate of Return Pertumbuhan
Kesenjangan Mutu Modal  [¢ Permintaan [« Investasi Mutu [« Ekonomi
Pendapatan Manusia Sekolah Modal Manusia
| 1

g

Y

Peningkatan Intensitas Kerja
Untuk Investasi Keuanaan
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Gambar 9. Human Capital-Equitable Growth Circle (Birdsall, Pinckney dan Sabot., 2000)

4. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: extensively yaitu dengan penggunaan banyak
sumberdaya (seperti fisik, manusia atau natural capital) atau intensively yaitu dengan
penggunaan sejumlah sumberdaya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan
ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan
pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui
penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut
menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-
rata masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara selalu berkaitan antara sektor pertanian
dan non pertanian.

Suatu strategi pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian dan lapangan
kerja menurut Mellor (1987) mempunyai tiga unsur. Pertama, laju pertumbuhan pertanian
harus dipercepat meskipun luas tanah yang tersedia tetap. Dengan perubahan teknologi dalam
pertanian maka masalah tersebut akan dapat diatasi. Kedua, permintaan domestik akan hasil
pertanian harus tumbuh cepat meskipun permintaan itu tidak elastis. Ketiga, permintaan akan
barang dan jasa yang ditimbulkan oleh proses-proses padat modal yang masih rendah harus
dinaikkan. Ketiga unsur dimaksud secara terus menerus akan saling berinteraksi dan
bersinergi sehingga strategi pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertanian akan

mencapai tujuan dan sasarannya.
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Chenery, H dan Srinivisan (1988) dalam Adriani (2000) membangun model sederhana
perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian yang ditunjukkan oleh
Gambar 10. Misalkan bahwa sektor perekonomian terbagi dua yaitu pertanian (A) dan non-
pertanian (B), dan D(f) adalah kurva permintaan tenaga kerja sektor pertanian. Jika struktur
pasar tenaga kerja bersaing sempurna, keseimbangan akan dicapai pada saat upah tenaga kerja
di kedua sektor tersebut sama, yaitu pada E(1), sehingga banyaknya tenaga kerja di kedua
sektor pertanian adalah (A-L) dan sektor non pertanian adalah (B-L).

Upah T
enaga Kerja Non
Pertanian

Upah Tenaga Kerja
Pertanian

DY
() . D(n)

EQ) //

E(1)

7N

Gambar 10. Peralihan pekerja dari sektor pertanian ke non pertanian (: Chenery, H dan T.N.
Srinivisan. 1988. Handbook of Development Economics (I). Elsevier science
publishers, Amsterdam.

Apabila produktivitas marginal tenaga kerja di sektor non-pertanian meningkat, yaitu
ditunjukkan oleh bergesernya kurva D(n) menjadi D(n)’, maka keseimbangan akan bergeser
pada E(2), dan tenaga kerja pertanian dan non-pertanian menjadi masing-masing (A-L’) dan
(B-L’). Besarnya migrasi ditunjukkan oleh (L-L’) yang berupa migrasi sektoral, dari

pertanian ke non pertanian. Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa upah tenaga kerja

merupakan penyebab terjadinya transformasi ketenagakerjaan tersebut.
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Menurut Meier (1995), transformasi struktural dari ekonomi agraris perdesaan
berpendapatan rendah ke ekonomi industri perkotaan dengan pendapatan perkapita lebih
tinggi melibatkan fenomena industrialisasi dan pembangunan pertanian. Lebih lanjut
disebutkan bahwa pertanian harus dipandang bukan sekedar sebagai sumber surplus untuk
mendukung industrialisasi, tetapi juga sebagai sumber dinamis pertumbuhan ekonomi,
penyedia lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Selain itu, kemajuan
pertanian adalah penting dalam menyediakan pangan bagi tumbuhnya tenaga kerja non
pertanian, bahan baku, untuk produksi sektor industri, tabungan dan penerimaan pajak untuk
mendukung pembangunan sektor ekonomi lainnya; untuk mendapatkan lebih banyak devisa
(atau menghemat devisa jika produk primer diimpor); dan memberikan pertumbuhan pasar
bagi industri domestik. Hubungan intersektoral antara pertanian dan industri akan menentukan
transformasi struktural pada perekonomian negara berkembang.
Gambar 11 menunjukkan model transformasi struktur ketenagakerjaan Todaro. Model
ini mengasumsikan perekonomian suatu negara hanya ada dua sektor yaitu bekerja di
pertanian dan di non pertanian. Permintaan tenaga kerja digambarkan oleh kurva produk
marginal tenaga kerja pertanian digambarkan oleh Garis AA’’, sedangkan permintaan tenaga
kerja non pertanian digambarkan oleh garis MM’. Total angkatan kerja yang tersedia
disimbolkan dengn OaOy. Dalam perekonomian neoklasik (Upah ditentukan oleh
mekanisme pasar dan seluruh tenaga kerja akan terserap). Upah ekuilibrium adalah
W*,=W%*,,, dengan pembagian tenaga kerja sebangak OaL*a untuk pertanian dan OyL*y
untuk non pertanian. Sesuai dengan asumsi full-employment, seluruh tenaga kerja akan
terserap habis oleh kedua sektor tersebut.
Jika upah ditetapkan sebesar yy,, Yyang terletak di atas W, dan diasumsikan bahwa

tidak ada pengangguran maka tenaga kerja sebesar OyLy akan bekerja di non pertanian

44



45
sedangkan sisanya akan bekerja di sektor pertanian dengan tingkat upah sebesar OaW** 4,
yang lebih kecil dibandingkan dengan upah pasar OaW*a.  Sehingga terjadi kesenjangan
upah antara sektor pertanian dan non pertanian sebanyak y, , - Wy - Jika tenaga kerja sektor
pertanian bebas melakukan migasri, maka meskipun di sektor pertanian tersedia lapangan
kerja sebanyak OALM, mereka akan tetap ke sektor non pertanian untuk memperoleh upah
yang lebih tinggi.
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Gambar 11. Transformasi Struktural Ketenagakerjaan (Todaro, 1998)

Adanya selisih tingkat upah antara sektor pertanian dan sektor non pertanian tersebut
mendorong terjadinya transformasi struktural ketenagakerjaan. Titik-titik peluang tersebut
digambarkan oleh garis qg’ dan titik equilibrium yang baru yaitu Z. Selisih antara pendapatan

aktual sektor pertanian dan non pertanian adalah yy,, - w,. Jumlah tenaga kerja yang masih

berada di sektor pertanian adalah OpaLa, dan tenaga kerja di non pertanian sebanyak OyLy
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dengan tingkat upah \y,,. Sisanya Lys = OmLa-OmlLwm akan menganggur atau memasuki
sektor lainnya.

Menurut Dumairy (2000), hanya sedikit negara-negara berkembang yang menyadari
bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan
pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian. Hal ini karena
sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai penyedia bahan
baku maupun sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk industri. Berkaitan dengan hal
ini, Tambunan (2001) menyatakan bahwa sektor pertanian dan sektor industri mempunyai
keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama didominasi oleh efek keterkaitan
pendapatan, keterkaitan produksi, dan keterkaitan investasi. Secara grafis, keterkaitan antara
sektor pertanian dan sektor industri disajikan pada Gambar 12.

Pada Gambar 12. jJumlah output dari sektor pertanian adalah OA, sedangkan Of adalah
makanan yang dikonsumsi di pasar domestik dan Ox adalah bahan baku atau komoditas
pertanian yang diekspor. Ekspor ini memungkinkan negara yang bersangkutan untuk impor
sebesar Om, dengan dasar tukar internasional (terms of trade) OT. Dengan adanya impor
(Om) dan makanan (Of) memungkinkan sektor industri di negara tersebut dapat menghasilkan
output sebesar Oi. Misalkan volume produksi di sektor industri meningkat ke Of'. Untuk
tujuan ini dibutuhkan lebih banyak input yang harus diimpor, yakni sebesar Om'. Produksi
meningkat berarti juga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di negara tersebut juga
meningkat, yang selanjutnya berarti permintaan akan makanan juga meningkat, yakni ke Of'.
Jika output di sektor pertanian tidak meningkat, maka ekspor dari sektor tersebut akan
berkurang ke Oy dan ini berarti kebutuhan akan impor sebesar Om' tidak dapat dipenuhi. Oleh
sebab itu, dalam usaha meningkatkan volume produksi di sektor industri (ke Oi"), maka output

di sektor pertanian juga harus ditingkatkan ke OC. Ini akan meningkatkan konsumsi makanan
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ke Om' dan berarti juga output di sektor industri bisa naik ke Oi'. llustrasi di atas
menunjukkan bahwa tanpa suatu peningkatan output atau produktivitas di sektor pertanian,
maka industri pertanian (agroindustri) tidak dapat meningkatkan outputnya (atau pertumbuhan
yang tinggi akan sulit tercapai). Oleh karena itu, sektor pertanian memainkan peranan yang
sangat penting dalam proses industrialisasi pertanian.

Ekspor pertanian

T
Output am” Impor
pertanian E
AU 1 -
g
M

Output industni

Gambar 12. Keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Sektor Industri (Tambunan, 2001)

B. Tinjauan Studi Terdahulu

1. Pasar Kerja

Adriani (2000) dalam analisisnya mengenai pasar kerja menyimpulkan bahwa
peningkatan angkatan kerja dipengaruhi oleh pertambahan penduduk usia produktif dan
jumlah angkatan kerja tahun sebelumnya, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Upah
bukan faktor pendorong dalam peningkatan angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh
peningkatan jumlah angkatan kerja pada dua wilayah ini tidak diikuti dengan kesempatan
kerja yang memadai. Peningkatan kesempatan kerja sektoral dipengaruhi oleh pendapatan

nasional, program penciptaan lapangan kerja baik di perkotaan maupun di pedesaan.
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Clark (2000) dalam analisisnya menyimpulkan bahwa Job Openings and Labor
Turnover Survey (JOLTS) statistik dapat digunakan sebagai indikator ekonomi secara umum
dan sebagai alat yang penting untuk mempertimbangkan implikasi-implikasi kebijakan
ekonomi, pasar kerja dan pengangguran. Data berurut waktu mikro dan makro ekonomi juga
digunakan untuk meningkatkan pemahaman para peneliti terhadap pasar kerja yang dinamis

dan hubungannya dengan perekonomiannya secara keseluruhan.

Juanda (2001) menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural dalam
industrialisasi di Indonesia dengan pendekatan model dual-economy. Beberapa kesimpulan
dari studi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perubahan
struktural adalah sebagai berikut: (1) pasar kerja di Indonesia menyerupai supply side
determined employment, suatu karakteristik yang biasa ditemukan di negara-negara
berkembang. Pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan tenaga kerja menyerupai pola
trend yang sangat mirip karena surplus tenaga kerja diserap ke dalam pekerjaan ‘pengganti
sementara’. Sangat sedikit pencari kerja yang mampu bertahan menganggur meskipun untuk
periode waktu sebentar saja sehingga banyak yang menerima pekerjaan yang
produktivitasnya rendah. Dinamika pasar kerja ini menunjukkan bahwa masalah sumberdaya
manusia di Indonesia adalah bukan penciptaan kesempatan kerja, tetapi penciptaan pekerjaan
yang produktif.  (2) Dugaan koefisien model makroekonometrika yang digunakan
mengindikasikan bahwa fenomena surplus tenaga kerja terjadi di sektor pertanian, dan
pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan tidak hanya dengan meningkatkan input agregat

tetapi juga dengan realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

Hadi (2002) mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar kerja dan migrasi

pada periode krisis dan sebelum krisis ekonomi di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa
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peningkatan partisipasi kerja berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan wilayah
responsif terhadap jumlah penduduk baik usia produktif maupun usia belum produktif dan
tingkat partisipasi angkatan kerja. Upah bukan merupakan faktor utama yang mendorong
peningkatan partisipasi angkatan kerja. Sedangkan kesempatan kerja sektoral ditentukan oleh
perubahan pendapatan regional, dan program penciptaan lapangan kerja. Kombinasi
kebijakan peningkatan program padat karya, program dana pembangunan dan peningkatan
konsumsi, dan investasi memberikan dampak paling baik terhadap terhadap pasar kerja dan

migrasi pada periode krisis dan sebelum krisis ekonomi di Indonesia.

Mahyudin et al., (2006) menganalisis distorsi pasar kerja yang difokuskan pada
analisis kekakuan upah dan kelambanan respon permintaan tenaga kerja di Sulawesi Selatan,
menyimpulkan penyebab tingginya kekakuan upah di pedesaan, terkait dengan informal yang
tidak sempurna, serta adanya kecenderungan penggunaan tenaga kerja keluarga menyebabkan
mekanisme pasar tidak berjalan. Sedangkan penyebab kekakuan upah pada sektor industri
terutama disebabkan faktor inefisiensi upah, dimana pengusaha tidak serta merta menurunkan
upah riilnya ketika upah riil berada di atas keseimbangan, karena dikhawatirkan akan
berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pelaku bisnis umumnya

mematuhi UMR terutama bisnis formal.

Nurmanaf (2006) menganalisis peranan sektor luar pertanian terhadap kesempatan
kerja dan pendapatan di pedesaan berbasis lahan kering. Hasil analisis menunjukkan bahwa
sektor pertanian masih merupakan sektor penting dalam perekonomian rumah tangga di
pedesaan yang berbasis lahan kering. Tingginya porsi angkatan kerja rumah tangga pertanian

yang bekerja pada kegiatan di sektor pertanian di pedesaan, cenderung semakin tinggi pula
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porsi curahan tenaga pada sektor tersebut. Selanjutnya semakin tinggi pula pendapatan yang

diterima dari sektor yang sama.

Sukwina (2003) dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar kerja dan
implikasi kebijakannya terhadap sektor pertanian di Bogor menyimpulkan bahwa pada sektor
pertanian dan sektor jasa, penyerapan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik lebih tinggi
pada era otonomi daerah dibandingkan sebelum otonomi daerah. Hal sebaliknya terjadi pada
sektor industri. Di seluruh sektor, investasi mempunyai peran penting dalam menentukan
penyerapan tenaga kerja. Bersama dengan produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga
kerja, mempengaruhi Produk Domestik Bruto secara positif, dan pada gilirannya

mempengaruhi beberapa variabel di pasar kerja.

Priyarsono et al., (2008) menganalisis tentang peranan investasi di sektor pertanian
dan agroindustri dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan sistem neraca
sosial ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi untuk peningkatan output sektor
pertanian memiliki dampak lebih besar terhadap faktor produksi tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan rumah tangga. Persentase penyerapan tenaga kerja terbesar untuk sektor
pertanuan terdapat pada sektor tanaman pangan. Selanjutnya untuk sektor agroindustri,
penyerapan tenaga kerja terbesar berada pada sektor industri makanan, minuman, dan
tembakau. Penyerapan tenaga kerja untuk sektor lainnya terdapat pada sektor perdagangan.
Penanaman modal pada sektor pertanian, agroindustri, dan sektor produksi lainnya baik yang
berasal dari dalam negeri maupun asing memberi dampak positif bagi peningkatan Produk

Domestik Bruto dan pendapatan rumah tangga.

Evilisna (2007) menganalisis dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap tingkat

pengangguran dan perekonomian Indonesia pada era otonomi daerah. Hasil analisis
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menunjukkan bahwa meskipun upah minimum ditargetkan bagi buruh tanpa pengalaman dan
nol masa kerja, dalam pelaksanaannnya telah menyebabkan kenaikan upah rata-rata bagi
buruh pada semua level, peningkatan pengangguran dan inflasi yang akhirnya menurunkan
GDP. Peningkatan penyesuaian upah minimum, peningkatan kekuatan serikat pekerja dan
peningkatan kasus pemogokan berpengaruh nyata terhadap investasi, penawaran agregat,

pengangguran dan inflasi.

Safrida (2008) menganalisis tentang dampak kebijakan migrasi terhadap pasar kerja
dan perekonomian Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah harus cermat
dalam menatapkan kebijakan upah minimum regional, karena dampak peningkatan upah
minimum dapat meningkatkan pengangguran dan menurunkan kondisi perekonomian
Indonesia yang terlihat dari penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Oleh karena
itu, jika pada masa mendatang, buruh dan serikat pekerja terus menuntut peningkatan upah
minimum, maka pemerintah harus mengantisipasi dengan menjalankan kebijakan lain yang
dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membuka lapangan kerja seperti meningkatkan

pengeluaran infrastruktur dan investasi.
b. Pertumbuhan Ekonomi

Noor (1991) menganalisis mengenai perubahan struktur produksi yang menyertai
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan model yang pernah digunakan oleh
Chenery dan Syrquin (1975) ketika melaksanakan penelitian di sejumlah negara berkembang
mengenai pergeseran struktur ekonomi selama kurun waktu 1950-1970. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa hanya sebagian daerah di Indonesia yang menerima hipotesis Fisher,
yaitu terdapat hubungan negatif antara pergeseran sektor primer dengan pertumbuhan

pendapatan nasional atau pendapatan perkapita.
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Dasril (1993) dalam Juanda (2001) menganalisis sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi dari sisi permintaan dan perubahan keterkaitan antar sektor baik dalam kebijakan
subsidi impor (1971-1985) maupun orientasi eksport (1985-1990), dengan menggunakan
Tabel Input-Output Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode dekomposisi sumber
pertumbuhan ekonomi untuk mengukur sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang terdiri

atas permintaan dalam negeri, perdagangan internasional dan perubahan teknologi.

Sulityaningsih (1997) menganalisi keterkaitan antara kinerja perekonomian dan
struktur ketenagakerjaan Indonesia. Hasil analisis menyimpukan bahwa perubahan struktur
ekonomi Indonesia terjadi dari ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian kepada
ekonomi yang bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Selanjutnya perubahan struktur
ekonomi mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan analisis terlihat
bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian, dan terjadi
peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh sektor manufaktur dan jasa. Sektor manufaktur
berhasil menarik tenaga kerja pindah dari sektor pertanian, tetapi perpindahan ini berlangsung
lambat karena tenaga kerja sektor pertanian yang pindah ke sektor manufaktur dituntut untuk

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Juanda (2001) dalam studinya mengenai pertumbuhan ekonomi dan pergeseran
struktural dalam industrialisasi di Indonesia dengan pendekatan model dual-economy
menggunakan pemodelan makroekonometrika. Studi ini merekomendasikan jalan keluar
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan pergeseran
struktural sehingga terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, adalah
pembangunan agroindustri, karena agroindustri sangat berpotensi dikembangkan untuk

menarik sektor pertanian ke dalam proses industrialisasi karena beberapa aspek yang
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menguntungkan bagi sektor ini, yaitu penyerapan tenaga kerja, pasar untuk komoditi

pertanian, komponen eksport dan relatif sedikit komponen bahan baku import.

Margono (2005) menganalisis pengaruh produktivitas tenaga Kkerja terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan makro dan mikro ekonomi. Hasil analisis
menyimpulkan bahwa tenaga kerja, barang modal dan jumlah uang beredar secara signifikan
berpengaruh terhadap peningkatan output. Selama kurun waktu 1972-2002, rata-rata
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88 persen, dimana 94,39 persen diantaranya didorong oleh
pertumbuhan barang modal. Rata-rata sumbangan tenaga kerja sebesar 14,62 persen dan

sumbangan TPF sebesar -9,00 persen.

Prihawantoro et al., (2009) menganalisi peranan teknologi dalam pertumbuhan
ekonomi Indonesia dengan menggunakan pendekatan total factor productivity (TPF). Dengan
menggunakan pendekatan pertumbuhan total factor productivity (TFP growth) sebagai
pengindikasi besar kecilnya peranan teknologi berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas,
studi ini menghitung seberapa besar peranan kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan
ekonomi Indonesia, baik secara nasional maupun sektoral. Hasil penelitian
merekomendasikan bahwa untuk menjadikan kemajuan teknologi sebagai pemacu
pertumbuhan ekonomi, maka pengembangan teknologi di sektor industri dapat dijadikan
sebagai engine of growth perekonomian Indonesia. Pengembangan teknologi di sektor ini
harus ditopang oleh pengembangan teknologi di sektor pertanian dan sektor pertambangan
dan penggalian serta ditunjang oleh pengembangan teknologi di sektor listrik, gas, dan air
bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.Untuk

pengembangan teknologi di berbagai sektor, maka pengguliran kebijakan teknologi harus
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lebih ditingkatkan lagi, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Di sisi penawaran
antara lain dalam bentuk kebijakan peningkatan alokasi anggaran untuk investasi di bidang
pengembangan teknologi, baik untuk research and development (R&D), technology
management, proses produksi, maupun pascaproduksi. Sedangkan di sisi permintaan berupa
kebijakan sektoral itu sendiri, kebijakan moneter, keuangan, dan perbankan, kebijakan

infrastruktur, dan lain-lain.

¢. Mutu Modal Manusia

Robert, B., (1991) mengembangkan model mutu modal manusia. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pendidikan dan penciptaan modal manusia bertanggung terhadap
perbedaan produktivitas dan perbedaan teknologi secara keseluruhan dari beberapa negara
yang diamati. Lebih dari itu, pertumbuhan Asia Timur yang luar biasa terjadi karena
besarnya pengaruh pendidikan dan mutu modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi dan
pembangunannya. Negara-negara seperti Hongkong, Korea, Singapore dan Taiwan telah
mencapai tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena adanya
investasi dalam pendidikan yang tinggi. Peningkatan pendidikan merupakan faktor penjelas

yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Timur.

Barro (1991) mengalisi dampak stok kapital dan modal manusia terhadap tingkat
pertumbuhan di 98 negara dari tahun 1960-1985. Hasil studi menyimpulkan bahwa stok awal
kapital memiliki dampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan, namun mutu modal manusia
yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah memiliki dampak

positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Abbas (2001) menganalisis dampak mutu modal manusia terhadap pertumbuhan

ekonomi pada periode 1970-1994 di Pakistan dan Srilangka. Hasil analisis menunjukkan
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bahwa mutu modal manusia yang diwakili oleh tingkat partisipasi sekolah dasar berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun mutu modal manusia yang diwakili oleh

tingkat partisipasi sekolah menengah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Garba (2002) melaksanakan pengujian empirik terhadap beberapa negara dengan
model regresi antar negara telah menunjukkan adanya korelasi positif antara capaian
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Odekunle (2001) menyatakan investasi mutu modal
manusia memiliki dampak positif terhadap aktivitas wirausaha dan inovasi teknologi. Ayeni
(2003) menyatakan bahwa investasi pendidikan memiliki keuntungan di masa depan berupa

penciptaan status, keamaan kerja dan keuntungan lainnya.

Hardjanto (2002) menunjukkan bahwa mutu modal manusia merupakan salah satu
modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik/sumberdaya alam dalam menciptakan
output di suatu negara. Karenanya posisi peningkatan mutu modal manusia menjadi sangat
strategis dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Keluarga merupakan lingkungan utama dari
upaya menghasilkan mutu modal manusia yang baik. Pengaturan produksi rumah tangga dan
produksi di luar rumah mempunyai kontribusi strategis dalam pengembangan mutu modal
manusia. Perencanaan dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan merupakan kewajiban
utama setiap keluarga. Pendidikan dan latihan, kesehatan dan jumlah anak merupakan faktor-
faktor kunci yang harus diperhatikan oleh setiap keluarga dalam menghasilkan mutu modal
manusia yang handal, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi.

Baldacci et al., (2004) menganalisis tentang pengeluaran sosial, mutu modal manusia
dan pertumbuhan di negara berkembang dalam rangka menyongsong kesiapan menghadapi

Millenium Development Goals (MDGs). Hasil penelitian menyimpulkan pengeluaran
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pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif langsung terhadap akumulasi kapital dan
kesehatan dan memiliki dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan
pengeluaran pendidikan sebesar 1 persen dari GDP berkaitan dengan peningkatan lama
pendidikan selama lebih dati 3 tahun dan peningkatan pertumbuhan 1,4 persen. Peningkatan
1 persen pengeluaran sosial berkaitan dengan peningkatan 0,5 persen usia anak balita dan

peningkatan 0,6 persen pertumbuhan GDP.

¢. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Herlan (200) menganalisis perubahan struktur ekonomi dan kesempatan Kkerja
pertanian dan nonpertanian di Sumatera Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
kesempatan subsektor tanaman pangan hanya responsif terhadap perubahan kesempatan kerja
nonpertanian pada jangka panjang. Kesempatan kerja subsektor perikanan responsif terhadap
perubahan jumlah armada perikanan. Kesempatan kerja subsektor peternakan responsif
terhadap perubahan tingkat upah sub sektor peternakan, populasi ternak besar, kesempatan
kerja subsektor pertanian selain peternakan, dan kesempatan Kkerja non pertanian.
Kesempatan subsektor perkebunan hanya responsif terhadap perubahan luas areal perkebunan
pada jangka panjang. Kesempatan kerja subsektor kehutanan tidak responsif terhadap upah
subsektor kehutanan, produksi kayu bulan, luas areal HPH, kesempatan kerja subsektor
pertanian selain kehutanan dan kesempatan kerja jasa. Kesempatan sektor industri responsif
terhadap perubahan kesempatan kerja sektor non pertanian, sedangkan kesempatan kerja
sektor jasa hanya responsif terhadap perubahan produk domestik regional bruto sektor jasa

pada jangka panjang.

Adriani (2006) menganalisis tentang keragaan pasar kerja pertanian dan non pertanian
di Indonesia pada periode krisis ekonomi dengan menggunakan data panel. Hasil analisis
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menunjukkan bahwa peningkatan angkatan kerja di Indonesia lebih dipengaruhi oleh
pertambahan penduduk usia produktif di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Upah bukan
merupakan faktor utama yang mendorong penduduk untuk masuk ke pasar kerja. Migrasi
desa-kota merupakan peubah yang juga berpengaruh nyata terhadap penurunan jumlah
angkatan kerja pedesaan. Pendapatan nasional sektoral, Program Padat Karya di perkotaan
dan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal di wilayah pedesaan berpengaruh terhadap
peningkatan kesempatan kerja. Penggunaan mesin industri dan traktor akan mengurangi
kesempatan kerja. Upah sektoral riel dipengaruhi secara nyata oleh Upah Minimum Regional
Sektoral Riel (UMRS) dan inflasi. Upah sektoral riel, konsumsi kalori dan Program Jaring
Pengaman Sosial Bidang Kesehatan merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas
pekerja. Migrasi desa-kota lebih disebabkan oleh faktor penarik (pull-factor) yang ada di

perkotaan daripada faktor pendorong (push-factor) yang ada di pedesaan.

Kombinasi skenario kebijakan yang dikemukakan Yudhoyono (2004) menunjukkan
angka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian yang relatif kecil dibandingkan sektor
lainnya, hal ini diberikan alasan karena sektor pertanian saat ini telah menyerap tenaga kerja
melebihi kapasitasnya (relatif sudah tinggi, yaitu sekitar 46% dari total tenaga kerja) sehingga
peningkatan tenaga kerja yang besar ke sektor pertanian akan semakin menurunkan
produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan analisis yang ada ditunjukkan
bahwa peningkatan PDB sektor pertanian, tentunya melalui pembangunan pertanian, sebesar
7% akan mendorong peningkatan PDB sektor lainnya sebesar 7,6% dan mendorong
peningkatan total PDB sebesar 7,4%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bawa sektor
pertanian mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya secara significant. Oleh

karena itu tidak berlebihan bila saat ini kita menjadikan sektor pertanian sebagai basis
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pertumbuhan ekonomi. Dan untuk itu semua diperlukan kemauan politik, khususnya peran

pemerintah, yang memposisikan sektor pertanian menjasi sektor andalan.

Erikasari (2005) menganalisis tentang kesempatan kerja, migrasi dan tranformasi
tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian di DI Yogyakarta. Hasil analisis
menunjukkan bahwa peningkatan Produk Dosmetik Bruto sektor pertanian dan nonpertanian
secara bersamaan meningkatkan kesempatran kerja sektor non pertanian sedangkan pada
sektor nonpertanian mengalami penurunan, juga meningkatkan transformasi tenaga kerja. Di
saat yang sama migrasi keluar akan mengalami penurunan. Peningkatan upah sektor
pertanian dan non pertanian secara bersamaan akan meningkatkan kesempatan kerja sektor
non pertanian sedangkan sektor non pertanian akan mengalami penurunan, dan juga
meningkatkan tranformasi tanaga kerja. Peningkatan investasi secara bersamaan akan
meningkatkan kesempatan kerja kedua sektor dan transformasi tenaga kerja.

Maulana (2007) mengalisis tentang dinamika tenaga kerja sektor pertanian di
Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 1985-2003, perubahan pangsa
pekerja sektor pertanian relatif kecil yaitu hanya berkisar antara 40-55 persen. Penurunan
pangsa tertinggi terjadi pada saat krisis ekonomi. Namun Krisis ekonomi yang berawal pada
pertengahan tahun 1997 mendorong peningkatan jumlah pekerja sektor pertanian kembali dan
pada tahun 2003 pangsanya mencapai 46 persen. Pola perubahan pangsa yang sama juga
terjadi pada pekerja setengah pengangguran sektor pertanian yang menurun saat krisis hingga
mendekati 60 persen, kemudian setelah krisis pangsanya kembali meningkat hingga pada
tahun 2003 mencapai 73 persen.

Irawan (2006) melakukan Analisis keterkaitan ekonomi makro, perdagangan
internasional dan pertanian di Indonesia: aplikasi vector error correction model. Tujuan

penelitian adalah menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara ekonomi
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makro, perdagangan internasional dan sektor pertanian di Indonesia. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dengan menggunakan metode analisis runtut
waktu (time series) Vector Error Correction Model, Cointegration Tests (tes kointegrasi)
Johansen, Impulse Response Analysis (analisis respon impuls) dan uji kausalitas Granger.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan komoditas, permintaan aset finansial, dan
produksi non pertanian adalah sumber instabilitas utama dalam ekonomi Indonesia.

Yulianingsih (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan beralihnya
tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian (studi kasus di Desa Kebon Agung
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)
faktor upah menjadi penyebab yang paling kuat atau berhubungan banyaknya masyarakat
yang beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, ini dibuktikan dari 38
tenaga kerja yang beralih pekerjaan ke sektor non pertanian, 55,26% menyebutkan karena
faktor tingkat upah, dan (2) terbukti ada 3 faktor yang menjadi penyebab beralihnya tenaga
kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, yang terdiri atas 1 faktor penyebab yang
berasal dari sektor pertanian (faktor pendorong) yaitu luas penguasaan lahan dan 2 faktor
penyebab yang berasal dari sektor non pertanian (faktor penarik) yaitu tingkat upah dan

tingkat pendidikan formal.

d. Inovasi Penelitian dalam Kerangka
Tinjauan Studi Terdahulu

Hasil tinjauan studi terdahulu ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai pasar kerja

dan pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh para peneliti sosial ekonomi di
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Indonesia seperti disajikan dalam Tabel 4. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba
membangun model penelitian dengan memasukkan unsur mutu modal manusia ke dalam
model sebagai variabel yang terkait erat dengan pasar kerja pertanian dan non pertanian serta
pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, penelitian ini mencoba menganalisis pertumbuhan
ekonomi dari sisi penawaran agregat dengan menganalisis sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi.

Kinerja keterkaitan sektor pertanian dan non pertanian selama ini hanya dianalisis
sebagai sebuah bagian tersendiri dalam pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi belum banyak
dikaitkan mutu modal manusia. Diharapkan model penelitian yang dibangun akan dapat
menjelaskan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan
ekonomi dengan memasukkan unsur mutu modal manusia sebagai salah satu bahan
pertimbangan berdasarkan analisis kinerja sektoral pertanian dan non pertanian.
Permasalahan ketenagakerjaan sektor pertanian dan non pertanian harus didekati secara
komprehensif, menunggu pertumbuhan melakukan keajaiban dan menyelesaikan semua

persoalan bukanlah pilihan yang tepat.

Tabel 4. Tinjauan Studi Terdahulu mengenai Pasar Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Mutu
Modal Manusia, dan Sektor Pertanian-Nonpertanian

No. Studi Empiris Topik Kekhususan Studi
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a. Pasar Kerja

10.

Adriani (2000)

Clark (2000)

Juanda (2001)

Hadi (2002)

Mahyudin et al.,
(2006)

Nurmanaf (2006)
Sukwina dan
Siregar (2007)
Priyarsono et al.,
(2008)

Evilisna (2007)

Safrida (2008)

Pasar Kerja dan Migrasi
pada Periode Krisis
Ekonomi

Job Openings and Labor

Turnover Survey
(JOLTS)

Pertumbuhan  Ekonomi
dan Pergeseran

Struktural Pasar Kerja

Pasar Kerja dan Migrasi
pada Periode Sebelum
dan Krisis Ekonomi

Distorsi Pasar Kerja

Peranan  Sektor Luar
Pertanian Terhadap
Kesempatan Kerja

Pasar Kerja di Bogor

Peran Investasi Terhadap
Penyerapan Kerja Dan
Distribusi Pendapatan

Kebijakan
Ketenagakerjaan di Era
Otonomi Daerah

Pasar Kerja, Migrasi dan
Perekonomian Indonesia

Menganalisis dampak kebijakan pemerintah
terhadap migrasi dan pasar kerja pada periode
krisis ekonomi

Job Openings and Labor Turnover Survey
(JOLTS) digunakan sebagai alat yang penting
untuk  mempertimbangkan implikasi-implikasi
kebijakan ekonomi, pasar kerja dan pengangguran.

Menganalisis
pergeseran struktural
Indonesia  dengan
economy

pertumbuhan  ekonomi  dan
dalam industrialisasi di
pendekatan model dual-

Mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap
pasar kerja dan migrasi pada periode krisis dan
sebelum krisis ekonomi di Indonesia.

Menganalisis distorsi pasar kerja yang difokuskan
pada analisis kekakuan upah dan kelambanan

respon permintaan tenaga kerja di Sulawesi
Selatan
Menganalisis peranan sektor luar pertanian

terhadap kesempatan kerja dan pendapatan di
pedesaan berbasis lahan kering.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja pasar kerja dan implikasi kebijakannya
terhadap sektor pertanian di Bogor

Menganalisis tentang peranan investasi di sektor
pertanian dan agroindustri dalam penyerapan
tenaga kerja dan distribusi pendapatan sistem
neraca sosial ekonomi

Menganalisis dampak kebijakan ketenagakerjaan
terhadap tingkat pengangguran dan perekonomian
Indonesia pada era otonomi daerah.

Menganalisis tentang dampak kebijakan migrasi
terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia.

Tabel 4. Lanjutan

b. Pertumbuhan Ekonomi

1.

Noor (1991)

Struktur Produksi dan
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Dasril (1993)

Sulityaningsih
(1997)

Juanda (2001)

Margono (2005)

Pertumbuhan  Ekonomi
Indonesia
Pertumbuhan  Ekonomi

dari Sisi Permintaan dan

Perubahan Keterkaitan
Antar Sektor

Kinerja  Perekonomian
dan Struktur
Ketenagakerjaan
Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi
dan Pergeseran
Struktural
Produktivitas Tenaga

produksi yang menyertai pertumbuhan ekonomi di
Indonesia

Menganalisis ~ sumber-sumber  pertumbuhan
ekonomi dari sisi permintaan dan perubahan
keterkaitan antar sektor baik dalam kebijakan
subsidi impor (1971-1985) maupun orientasi
eksport (1985-1990), dengan menggunakan Tabel
Input-Output Indonesia.

Menganalisi keterkaitan antara kinerja
perekonomian dan struktur ketenagakerjaan
Indonesia.

Menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi
dan pergeseran struktural dalam industrialisasi di
Indonesia dengan pendekatan model dual-
economy.

Menganalisis pengaruh produktivitas tenaga kerja

Kerja dan Pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
Ekonomi pendekatan makro dan mikro ekonomi
Prihawantoro et Peranan Teknologi  Menganalisi peranan teknologi dalam
al., (2009) dalam Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi indonesia dengan
Ekonomi Indonesia menggunakan pendekatan Total Factor
Productivity (TPF).
¢. Mutu Modal Manusia
Robert (1991) Economic Growth in a Mengembangkan model mutu modal manusia.
Cross Section of Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan dan
Countries penciptaan modal manusia bertanggung jawab
terhadap perbedaan produktivitas dan perbedaan
teknologi secara keseluruhan dari beberapa negara
yang diamati.
Barro (1991) Economic Growth in ada Menganalisis dampak stok kapital dan modal
Across Countries. manusia terhadap tingkat pertumbuhan di 98
negara dari tahun 1960-1985
Abbas (2001) Endogenous Growth and Menganalisis dampak mutu modal manusia
Human  Capital: A terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode
Comparative Study of 1970-1994 di Pakistan dan Srilangka
Pakistan and Srilangka
Garba (2002) Human Capital Melaksanakan pengujian  empirik  terhadap
Formatin, Utilization beberapa negara dengan model regresi antar
and Develompent in negara, menunjukkan adanya Kkorelasi positif
Nigeria antara capaian pendidikan dan pertumbuhan
ekonomi.
Odekunle (2001)  Training and skill Menyatakan investasi mutu modal manusia
Develompment as memiliki dampak positif terhadap aktivitas

Tabel 4.

Determinat Workers at
Oyo State

Lanjutan

wirausaha dan inovasi teknologi
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Ayeni (2003)

Hardjanto (2002)

Baldacci et al.,

(2004)

Relationshio between
Training and
Emproyment of
Technical College
graduate in Oyo State

Mutu Modal Manusia
dan Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia

Social spending, human
capital and Growth in
Develoving Countries.

Menyatakan bahwa investasi pendidikan memiliki
keuntungan di masa depan berupa penciptaan
status, keamaan kerja dan keuntungan lainnya.

Menunjukkan bahwa mutu modal manusia
merupakan salah satu modal yang dapat
disejajarkan dengan modal fisik/sumberdaya alam
dalam menciptakan output di suatu negara

Menganalisis tentang pengeluaran sosial, mutu
modal manusia dan pertumbuhan di negara
berkembang dalam rangka menyongsong kesiapan
menghadapi  Millenium  Development  Goals
(MDGs).

d. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Nonpertanian

Herlan (2000)

Adriani (2000)

Yudhoyono
(2004)

Erikasari (2005)

Maulana (2007)

Irawan (2006)

Yulianingsih
(2010)

Perubahan struktur
ekonomi dan kesempatan
kerja pertanian dan
nonpertanian di
Sumatera Selatan

Pasar kerja pertanian dan
non pertanian di
Indonesia

Pembangunan Pertanian
dan Perdesaan sebagai
Upaya Mengatasi
Kemiskinan dan
Pengangguran

Pasar Kerja Pertanian
dan Non Pertanian di DI
Yogyakarta

Dinamika tenaga kerja

sektor  pertanian  di
Indonesia

Analisis keterkaitan
ekonomi makro,
perdagangan
internasional dan
pertanian di Indonesia:
Aplikasi  Vector Error

Correction Model

Faktor-faktor yang
menyebabkan beralihnya
tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor non
pertanian (studi kasus di
Desa Kebon Agung
Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesempatan

subsektor tanaman pangan hanya responsif
terhadap perubahan kesempatan kerja
nonpertanian pada jangka panjang.

Menganalisis tentang keragaan pasar kerja

pertanian dan non pertanian di Indonesia pada
periode krisis ekonomi dengan menggunakan data
panel.

Kombinasi skenario kebijakan yang dikemukakan
menunjukkan angka penyerapan tenaga kerja pada
sektor pertanian yang relatif kecil dibandingkan
sektor lainnya.

Menganalisis tentang kesempatan kerja, migrasi
dan tranformasi tenaga kerja dari sektor pertanian
ke non pertanian di DI Yogyakarta.

Pangsa pasar kerja sektor pertanian menurun pada
periode sebelum krisis ekonomi 1997, namun
pangsanya meningkat pada periode krisis ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan
komoditas, permintaan aset finansial, dan produksi
non pertanian adalah sumber instabilitas utama
dalam ekonomi Indonesia.

Faktor upah menjadi penyebab yang paling kuat
atau berhubungan banyaknya masyarakat yang
beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor
non pertanian.
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Besarnya dan kompleksitas permasalahan pasar kerja di kedua sektor membutuhkan

semua kemungkinan untuk dimanfaatkan dan para pembuat kebijakan harus menempatkan
pemenuhan hak-hak warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagai inti dari
kebijakan ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, model yang dibangun dalam penelitian ini
mencoba menganalisis pasar kerja secara komprehensif dengan memasukkan banyak variabel
yang terkait di dalamnya (Gambar 13) dengan sebuah harapan besar bahwa jika disusun
sebuah kebijakan pasar kerja yang lebih terperinci dan eksplisit yang memadukan berbagai
kepentingan dan diimplementasikan secara serius, bertanggung jawab dan efektif, bukan
hanya tujuan ambisius mengurangi pengangguran terbuka dapat tercapai, tetapi juga
kekurangan pekerjaan bisa dikurangi dan adanya perbaikan kondisi kerja, serta keuntungan

kualitas hidup semua rakyat Indonesia.

BLOK PASAR KERJA ? _ \
Tanpa @ Disagregasi Pasar
Disagregasi Pasar Kerja

Kerja Pertanian- Pertanian-
NonPertanian NonPertanian
« Adriani (2000), * Herlan (2000),
« Clark (2000), « Adriani (2002),
* Mahyudin * Erikasari (2005)
(2006), * Maulana (2007)
= — __| —
Blok Pasar Kerja dan Blok Pasar Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
Mutu Modal Manusia Sulistyaningsih (1997), Yudhoyono (2004), Irawan
o Hadi (2002) (2006), Evilisna (2007), Safrida (2008),
o Hardjanto (2002) Priyarsono, (2008
| |
\/ \/
BLOK MUTU MODAL MANUSIA BLOK PERTUMBUHAN EKONOMI
 Garba (2002), Odekunle (2001), | ¢ Robert (1991), Noor (1991),

- Ayeni (2002) « Dasril (1993), Juanda (2001),

Margono (2005) | 7 * Prihawantoro (2009)

=

MENGHUBUNGKAN KETIGA KUADRAN

—
INOVASI PENELITIAN:

Keterkaitan Pasar Kerja Pertanian - Non Pertanian, Pertumbuhan Ekonomi Dan
Mutu Modal Manusia
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Gambar 13. Inovasi Penelitian dalam Kerangka Tinjauan Studi Terdahulu
C. Model Pendekatan

1. Model Pendekatan Matematis

Penelitian ini pada dasarnya akan mengamati dengan Kinerja Pasar Kerja dan
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Non Pertanian dikaitkan dengan Mutu Modal
Manusia di Indonesia menggunakan pendekatan sebagai berikut: (1) Penawaran Tenaga
Kerja, (2) Permintaan Tenaga Kerja, (3) Upah Sektoral Riel, (4) Added Worker, (5)
Discourage Worker, (6) Pengangguran, (7) Produktivitas Pekerja, (9) Human capital/Angka
Partisipasi Pendidikan, (10) Health Capital / Modal Kesehatan, (11) Produksi Nasional, dan
(12) Investasi Kapital. Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan secara matematis, faktor-
faktor yang mempengaruhi masing-masing variabel endogen yang dikembangkan dalam
Model Kinerja Pasar Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Non Pertanian
dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia. Pengembangan model pasar kerja
didisagregasi berdasarkan wilayah (pedesaan dan perkotaan), serta pendidikan (terdidik dan
tidak terdidik ). Hal ini dilakukan untuk menangkap perbedaan karekateristik perilaku pria
dan wanita di pasar kerja.
a. Penawaran Tenaga Kerja

Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi
pertambahan jumlah angkatan kerja (Sj;). Faktor pertama adalah persoalan upah (Wy).
Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling
berlawanan. Kenaikan tingkat upah di satu pihak akan meningkatkan pendapatan (income
effect) yang cenderung untuk mengurangi angkatan kerja. Di lain pihak, peningkatan upah
membuat harga waktu menjadi lebih mahal. Pekerjaan menjadi lebih menarik dan pekerja

menggantikan waktu senggang dengan bekerja (substistution effect). Krisis ekonomi yang
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dialami Indonesia diduga akan menyebabkan terjadinya dominasi substritution effect
terhadap peningkatan upah. Peningkatan upah akan diikuti dengan pertambahan jumlah
angkatan kerja.

Selain upah, usia pekerja juga merupakan faktor yang penting bagi penduduk untuk
terjun ke pasar kerja. Pengamatan terhadap faktor usia ini menjadi relevan pada periode Kkrisis
ekonomi mengingat terdapat dugaan bahwa pada periode krisis ekonomi penduduk usia
produktif (Py) yang mendominasi hampir separuh angkatan kerja memiliki tanggung jawab
yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja.

Fenomena added-worker effect dan discourage-worker effect ini akan berdampak pada
pertambahan jumlah pencari kerja (pengangguran) di pasar kerja. Selanjutnya perubahan
angka pengangguran (Ug;) akan mempengaruhi jumlah angka angkatan kerja yang ada di
pasar kerja.

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
peningkatan suatu variabel ekonomi, misalnya upah, tidak dapat langsung diikuti dengan
pertambahan jumlah angkatan kerja dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu
penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut
disebut Lag. Oleh karena itu, perumusan realistis dari hubungan-hubungan ekonomi di dalam
pasar kerja memerlukan variabel-variabel lag dari variabel-variabel terikatnya. Kautsoyiannis
(1977) menyatakan bahwa model yang memasukkan perubahan variabel terikat karena nilai-
nilai lag dari variabel bebas maupun variabel terikatnya disebut model distribusi lag (L 1yij)-

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi angkatan kerja dapat dirumuskan sebagai
berikut:

Sij = F(Wi, Pii, DKy, Uiy LU(23i )evve v (2.8)

dimana:

66



67

Pii = Jumlah penduduk (Orang/tahun)

DK = Dummy Kkrisis ekonomi dimana 1 : krisis (1997-2001) dan O :
tidak krisis (1990-1996 dan 2002-2009)

St = Jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja
tetapi sedang mencari pekerjaan (Orang/tahun)

S(t1i = Lag Ly(Orang/tahun)

Usi = Pengangguran (Orang/tahun)

W, = Penghasilan yang di proksi dari Upah rata-rata riel (Rupiah/bulan)

i = Wilayah ke-i = perkotaan dan pedesaan

t = Waktu ke-1 sampai ke-n

b. Permintaan tenaga kerja
Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh fungsi produksi suatu aktifitas ekonomi.
Misalnya diasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor

produksi yaitu tenaga kerja (Lgj) dan mesin (Kg).  Fungsi produksinya adalah sebagai

berikut:

gt = f (th, th, ...... I—nt ) Kt, A) (29)
dimana:

Gt = Jumlah produk (Unit)

L = Jumlah pekerja (Orang)

Kt = Jumlah Mesin (Unit)

A = Teknologi (diasumsikan konstan)

Untuk menganalisis penentuan Permintaan tenaga kerja, diasumsikan bahwa pengusaha ingin

memaksimumkan keuntungan. Keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut:

T = Pt — (Wltl—lt - W2tL2t e Wnth) - I’th ................................ (23)
dimana:
Tt = Keuntungan perusahaan (Rupiah)
p = Harga produk (Rupiah)
w = Upah (Rupiah)

-~

= Harga Kapital (Rupiah)

Selanjutnya kita substitusikan persamaan (4.2) pada persamaan (4.3) dan diperoleh

persamaan:
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T=pf(E,K)-WL-rK . el (2.10)
Selanjutnya kembali diasumsikan bahwa harga input dan harga produk konstan, sehingga
keuntungan maksimum tergantung pada tindakan pengusaha dalam menentukan jumlah
tenaga kerja dan mesin yang digunakan dan hanya ada satu jenis pekerja. Dalam jangka
pendek penggunaan mesin adalah konstan. Dengan mengasumsikan bahwa mesin adalah

konstan, maka keuntungan maksimum diperoleh yaitu :

jgz p.MP, —w, . (2.11)

0= P MPy =W, i (2.12)

PIMPL = W, e (2.13)

VMPL = W, oot e e e, (2.14)
dimana:

VMPp = Nilai Produksi Marginal

MPp = Produksi Marginal

Diketahui bahwa jumlah tambahan biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan tambahan
seorang pekerja adalah upah (Wy). Jika VMPp lebih besar dari w; maka perusahaan akan
menambah permintaan tenaga kerjanya tapi tidak sebaliknya. Jika dalam teori permintaan
terdapat hubungan negatif antara harga dan kuantitas barang yang diminta maka permintaan
terhadap tenaga kerja berkurang bila tingkat upah meningkat (Simanjuntak, 1998).

Semua faktor produksi, dalam jangka panjang, akan mengalami perubahan. Penentuan
faktor produksi mana yang akan digunakan tergantung pada daya kompetitif dari keduanya.
Peningkatan penggunaan investasi kapital akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan
demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, pertumbuhan investasi (l;) juga merupakan salah

satu indikator bagi penciptaan permintaan tenaga kerja. Galbraith (1994) menyatakan setiap
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penambahan satu satuan investasi akan meningkatkan meningkatkan kesempatan kerja tetapi
dengan peningkatan yang semakin menurun.

Seiring dengan adanya pembangunan ekonomi yang mengakibatkan adanya
transformasi  ekonomi, maka transformasi ekonomi akan menyebabkan terjadinya
transformasi tenaga kerja antar sektor. Hal ini berarti bahwa penciptaan permintaan tenaga
kerja di satu sektor juga akan ditentukan oleh permintaan tenaga kerja di sektor yang lainnya
(DSy).

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
peningkatan suatu variabel ekonomi, misalnya upah, tidak dapat langsung diikuti dengan
penurunan jumlah permintaan tenaga kerja dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu
penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut
disebut Lag. Oleh karena itu, perumusan realistis dari hubungan-hubungan ekonomi di dalam
pasar kerja memerlukan variabel-variabel lag dari variabel-varianel terikatnya. Kautsoyiannis
(1977) menyatakan bahwa model yang memasukkan perubahan variabel terikat karena nilai-
nilai lag dari variabel bebas maupun variabel terikatnya disebut model distribusi lag (Dy.q.;).

Dengan uraian diatas, maka fungsi kesempatan kerja adalah sebagai berikut:

Dy =F (Wi, li, DKy, PStiy, DSt D(e1)) v vvveeerrvevenen. (2.15)
dimana:

Dyi = Jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan

memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling

sedikit satu jam selama terus menerus selama seminggu yang
lalu (Orang/tahun)

Wilayah ke-i = pertanian dan non pertanian
Jenis kelamin ke-j = laki-laki dan perempuan

D-1yi = Lag Dy (orang/tahun)

PS; = Produksi Sektoral (Unit/tahun)

I = Investasi (Miliar Rupiah)

DS;i = Permintaan tenaga Kerja sektor lainnya (Orang/tahun)

69



70

t = Waktu ke-1 sampai ke-n
c. Upah Sektoral Riel

Upah menurut kamus ekonomi adalah harga yang dibayar untuk mereka yang
menyelenggarakan jasa-jasa, biasanya dibayar perjam, perhari, perminggu atau perbulan.
Dalam ilmu ekonomi semua jenis kompensasi untuk jasa-jasa merupakan upah (Winardi,
1996).

Pada umumnya upah ditetapkan sebelum pekerjaan dilakukan dan upah biasanya
ditentukan secara nominal atau menurut nilai rupiahnya. Pada beberapa kasus tertentu,
terutama jika ada kontrak tenaga kerja, upah ditentukan untuk jangka waktu tiga tahun ke
depan. Sedangkan pada kasus yang lain, upah disesuaikan sekali setahun pada saat dilakukan
penjualan atas upah.

Dalam menetapkan tingkat upah, perusahaan dan pekerja berinteraksi terhadap kondisi
di pasar kerja. Apabila produk dan kesempatan kerja tinggi (Dg;), upah cenderung naik
dengan cepat. Apabila output dan kesempatan kerja rendah, upah tidak naik dengan cepat
dan kemungkinan juga akan menurun. Dari sisi angkatan kerja, penambahan angkatan kerja
(Sy) yang tidak diikuti dengan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan upah
menurun dengan cepat.

Ketidaksempurnaan pasar kerja di Indonesia, dimana labor surplus terjadi di pasar
kerja, memaksa pemerintah melakukan intervensi terhadap penentuan upah sehingga pekerja
tetap memperoleh upah yang mencukupi kehidupan pekerja dan keluarganya secara wajar.
Pemerintah telah mengembangkan sistem pengupahan yaitu Upah Minimum (UMRy).

Upah Minimum Regional bukan upah standar, tetapi merupakan jaring pengaman
(safety net) agar tidak terjadi pembayaran upah yang semakin menurun karena tidak

seimbangnya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah Minimum juga merupakan cara
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untuk meningkatkan taraf hidup golongan penerima upah terendah dan merupakan cara untuk
mengurangi kesenjangan upah antara penerima upah terendah dan penerima upah tertinggi
serta pendorong ke arah disiplin dan produktivitas kerja.

Produktivitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran upah yang
dibayarkan. Jones dan Peck (1989) menyatakan indikator produktivitas tenaga Kkerja
(PTy)yang wajar adalah upah. Upah merupakan harga tenaga kerja, yang diperoleh dari
keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja, Oleh karena itu dalam perekonomian
yang sehat, maka setiap tenaga kerja dapat bekerja pada produktivitas maksimum, akibatnya
jika upah naik maka produktivitas juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Produktivitas
tenaga kerja salah satunya disebabkan oleh peningkatan mutu modal manusia misalnya
melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
peningkatan suatu variabel ekonomi, misalnya kebijakan Upah Minimum Regional Sektoral,
tidak dapat langsung diikuti dengan perubahan jumlah kesempatan kerja dalam waktu yang
sama. Dengan kata lain, suatu penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu
tertentu. Selang waktu tersebut disebut Lag. Oleh karena itu, perumusan realistis dari
hubungan-hubungan ekonomi di dalam pasar kerja memerlukan variabel-variabel lag dari
variabel-varianel terikatnya.  Kautsoyiannis (1977) menyatakan bahwa model yang
memasukkan perubahan variabel terikat karena nilai-nilai lag dari variabel bebas maupun
variabel terikatnya disebu model distribusi lag (W1 ).

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi upah riel adalah sebagai berikut:

Wi =f (UMRy, Sii, Dii s DKii, PTa, Witi) coveeevreeeeeeeeeesesneve e (2.16)
dimana:

UMR; = Upah Minimum Regional Sektoral (Rupiah/bulan)
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PTy
Wi

Produktivitas pekerja (Miliar/tahun)
Lag W, (Rupiah/bulan)

d. Added-Worker

Campbell (1995) menunjukkan bahwa adanya Added-worker effect (Agj) membuktikan
mekanisme adanya hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada
hipotesisnya dinyatakan secondary worker yang sebelumnya berada di luar pasar kerja
(misalnya penduduk usia muda dan wanita dengan anak yang masih kecil) terpengaruh oleh
adanya resesi ekonomi karena kepala keluarga kehilangan pekerjaannya atau mengalami
pengurangan upah riel (Wy). Sebagai akibatnya secondary worker masuk ke pasar kerja
untuk menutupi pendapatan yang hilang tersebut. Misalkan, bila kondisi pekerjaan cukup
menarik atau bila keluarga tidak mampu membiayai sekolah, maka tenagakerja yang
tergolong bersekolah akan meninggalkan sekolahnya untuk sementara dan mencari pekerjaan
(Ty). Sebaliknya orang tersebut akan kembali lagi ke bangku sekolah bila kondisi pekerjaan
berubah menjadi kurang menarik dan/atau keluarga sudah mampu membiayainya. Demikian
juga tenaga kerja yang mengurus rumah tangga akan masuk pasar kerja bila tingkat upah
tinggi dan/atau bila pendapatan keluarga rendah relatif terhadap kebutuhannya (E;). Oleh
karena itu adanya added-worker effect akan meningkatkan angkatan kerja dan tingkat
partisipasi kerja dari secondary worker juga meningkat. Dengan kata lain, added-worker
effect meningkat selama resesi, dan menurun pada masa ekspansi.

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
penurunan suatu variabel ekonomi, misalnya upah riel, tidak dapat langsung diikuti dengan
penurunan jumlah kesempatan kerja dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu
penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut

disebut Lag (At.1).
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Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi added worker adalah:
Ati = f(Wti ) Ttij ) Eti ) DKti, At-l.i) (217)

dimana;:

>
1

Added worker yaitu jumlah penduduk yang mencari kerja dan
sebelumnya belum pernah bekerja (orang)
Lag AW, (orang)
Jumlah penduduk yang mencari kerja dengan alasan tamat atau
putus sekolah (orang)

E; = Jumlah penduduk yang mencari kerja dengan alasan membantu

ekonomi rumah tangga dan menambah penghasilan (orang)

e. Discourage-worker

Selanjutnya juga diungkapkan bahwa hubungan antara siklus bisnis (GDPy) dan
tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat karena discourage-worker effect (DWy).
Discourage-worker effect menyatakan bahwa banyak penganggur (Ut) yang kehilangan
harapan untuk memperoleh pekerjaan akibat tingginya pengangguran selama resesi ekonomi.
Para penganggur memutuskan untuk menunggu resesi selesai dan memutuskan keluar dari
pasar kerja. Discourage-worker effect akan menyebabkan turunnya jumlah angkatan kerja dan
mendorong turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan kata lain, discourage-worker
effect menurun pada masa resesi, dan meningkat pada masa ekpansi. Keputusan seseorang
untuk masuk atau keluar dari pasar kerja juga ditentukan oleh tingkat upah (W;) dan
pertumbuhan pendapatan nasional (GDPy). Semakin tinggi tingkat upah dan pendapatan
nasional maka akan semakin rendah jumlah discourage-worker.

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
penurunan suatu variabel ekonomi, misalnya upah riel, tidak dapat langsung diikuti dengan
penurunan jumlah kesempatan kerja dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu
penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut

disebut Lag (DW.,).

73



74
DWti :f(Wti ) Uti1 GDPt, DKt, DWRt_1|) (218)
dimana:

DW;

Discourage worker yaitu jumlah penduduk yang tidak mencari
kerja dengan alasan putus asa karena tingginya jumlah
pengangguran (orang)

Lag DW; (orang)

Pengangguran yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja dan
tidak mempunyai pekerjaan, bersedia bekerja/menerima
pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang
lalu (orang)

DWi
Ut

f. Pengangguran

Pengangguran karena kurangnya permintaan muncul apabila pada tingkat upah dan
harga yang sedang berlaku, tingkat permintaan akan tenaga kerja secara keseluruhan
terlampau rendah. Situasi ini menimbulkan jumlah angkatan kerja yang diminta oleh suatu
perekonomiann secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang
masuk ke pasar kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi pengangguran adalah sebagai
berikut:

Ut Lt Dt e e e, (2.19)

Namun pengangguran yang dikemukakan pada persamaan (4.17) tersebut hanya berupa
persamaan indentitas yang tidak akan diketahui perilakunya.

Connell et al., (1999) menunjukkan bahwa adanya Added-worker effect membuktikan
mekanisme adanya hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada
hipotesisnya dinyatakan secondary worker yang sebelumnya berada di luar pasar kerja
(misalnya penduduk usia muda dan wanita dengan anak yang masih kecil) terpengaruh oleh
adanya resesi ekonomi karena kepala keluarga kehilangan pekerjaannya atau mengalami

pengurangan upah riel. Sebagai akibatnya secondary worker masuk ke pasar kerja untuk
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menutupi pendapatan yang hilang tersebut. Oleh karena itu adanya added-worker effect akan
meningkatkan angkatan kerja dan tingkat partisipasi kerja dari secondary worker juga
meningkat. Dengan kata lain, added-worker effect(A;) meningkat selama resesi, dan
menurun pada masa ekspansi.

Selanjutnya juga diungkapkan bahwa hubungan antara siklus bisnis dan tingkat
partisipasi angkatan Kkerja juga meningkat karena discourage-worker effect (DWy).
Discourage-worker effect menyatakan bahwa banyak penganggur yang kehilangan harapan
untuk memperoleh pekerjaan akibat tingginya pengangguran selama resesi ekonomi. Para
penganggur memutuskan untuk menunggu resesi selesai dan memutuskan keluar dari pasar
kerja. Discourage-worker effect akan menyebabkan turunnya jumlah angkatan kerja dan
mendorong turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan kata lain, discourage-worker
effect menurun pada masa resesi, dan meningkat pada masa ekspansi.

Fenomena added-worker effect dan discourage-worker effect ini akan berdampak pada
pertambahan jumlah pencari kerja (pengangguran) di pasar kerja. Jika added-worker effect
lebih besar daripada discourage-worker effect, maka jumlah pengangguran akan meningkat.
Sebaliknya jika added-worker effect lebih kecil daripada discourage-worker effect, maka
jumlah pengangguran akan menurun. Untuk Indonesia, diduga kondisi pertama lebih sering
terjadi.

Mengingat pentingnya persoalan pengangguran di Indonesia terutama mengenai
fenomena munculnya added worker, discourage worker dan persoalan peningkatan
kesempatan kerja sektoral yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja
maka secara teori pengangguran di Indonesia dapat dibuat persamaan perilakunya sebagai
berikut:

Uti:f(Sti ) DWtij, Dtiv Atia DKti, Ut-l.i) (220)
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g. Produktivitas Pekerja

Ananta (1990) menyatakan bahwa produktivitas (PT;) merupakan pengukuran output.
Pengukuran ini merupakan pengukuran relatif output terhadap input, untuk membedakan dari
pengukuran absolut yaitu dengan produksi total. Jadi, untuk mengukur produktivitas harus
terlebih dahulu diketahui produksi total. Tanpa pengetahui produksi total, kita tidak dapat
menghitung produktivitas.

Teori mutu modal manusia yang menjadi dasar studi tenaga kerja, didasarkan pada
premis bahwa produktivitas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja dimana
tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, kesehatan merupakan indikator dari
produktivitas (Becker, 1975). Jones dan Peck (1989) menyatakan indikator produktivitas
tenaga kerja yang wajar adalah upah. Upah merupakan harga tenaga kerja, yang diperoleh dari
keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja,

Sementara, produktivitas mengacu pada suatu kemampuan maksimal seseorang untuk
menghasilkan produk. Dalam kenyataannya, seorang pekerja belum tentu memanfaatkan
seluruh kemampuannya. Seberapa jauh pekerja memanfaatkan kemampuannya diukur
dengan angka efisiensi yang merupakan cerminan dari besaran upah (W) yang ditawarkan di
pasar kerja.

Ditinjau secara filosofis, produktivitas bermakna lebih luas. Produktivitas adalah
sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih
baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi esensi
produktivitas adalah sikap mental dan cara pandang tentang hari esok.

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas. Upah (W) merupakan
salah satunya. Dengan semakin tinggi tingkat upah, sampai batas tertentu, akan memotivasi

seseorang untuk lebih giat dan mencapai prestasi yang lebih tinggi.
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Produktivitas kerja menurut Simanjutak (1998) sangat dipengaruhi dua faktor utama
yaitu pertama, menyangkut kualitas dan kemampuan fisik dan kedua menyangkut sarana
pendukung dan penunjang. Pertama, unsur kualitas yang penting adalah mutu modal manusia
(human capital). Beberapa penelitian mengamati pengaruh mutu modal manusia terhadap
produktivitas ini dengan memasukkan unsur angka pastisipasi penduduk dalam menempuh
pendidikan. Dalam penelitian ini, mutu modal manusia akan dianalisis dari sisi Angka
Partisipasi Sekolah (APS;).

Dalam pasar kerja terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini menyebabkan
penurunan suatu variabel ekonomi, misalnya upah riel, tidak dapat langsung diikuti dengan
penurunan jumlah kesempatan kerja dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu
penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut
disebut Lag (PT.,;). Berdasarkan uraian di atas maka fungsi produktivitas pekerja adalah

sebagai berikut:

PTti =f (Wti ) APSti , PTt-l.i) ............................. (221)
dimana:
PTiy = Lag PTI; (Miliar Rupiah/pekerja)
APS; = Human Capital diproksi dengan tingkat partisipasi sekolah (%)

h. Human Capital (Angka Partisipasi Pendidikan)

Perhatian dan pengembangan terhadap mutu modal manusia (APS;) harus
ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Lucas (1988) juga menegaskan
investasi mutu modal manusia sebagai faktor yang memiliki kontribusi penting terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan
anggaran pembangunan (APNy) yang dapat dialokasikan untuk investasi mutu modal

manusia.

77



78
Baldacci et al., (2004) menganalisis tentang pengeluaran sosial, mutu modal manusia
dan pertumbuhan di negara berkembang dalam rangka menyongsong kesiapan menghadapi
Millenium Development Goals (MDGs). Mutu modal manusia, yang diproksi dari angka
Indeks Pembangunan Manusia, dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup (AHH;). Kualitas
kesehatan yang dimiliki seseorang merupakan kualitas manusianya. Untuk itu pembangunan
kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. Tujuan
akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Program pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan
usia harapan hidup, dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat.
Blok mutu modal manusia juga mengalami persoalan asimetri informasi. Situasi ini
menyebabkan penurunan suatu variabel ekonomi, misalnya naiknya anggaran pendidikan,
tidak dapat langsung diikuti dengan peningkatan partisipasi pendidikan selama 12 tahun
dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, suatu penyebab menimbulkan akibat setelah suatu
selang waktu tertentu. Selang waktu tersebut disebut Lag (IPM..,;). Berdasarkan uraian di
atas maka fungsi mutu modal manusia (Human capital) yang diproksi dari angka partisipasi

pendidikan adalah sebagai berikut:

APSti =f (APN“ ) AHHti ) APSt-l.i) (222)

dimana:
APNj = Persentase Anggaran Pendidikan dalam APBN (%)
AHH; = Health Capital diproksi Angka Harapan Hidup (%)
KD = Kebutuhan Dasar (Rupiah/Tahun)
APS.;i = LagAPS;

I. Modal Kesehatan (Health Capital)
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Penduduk yang lebih sehat akan lebih banyak berpartisipasi untuk bersekolah. Hal ini
menunjukkan bahwa kesehatan (AHHy) berkaitan dengan kualitas mutu modal manusia
(APS;). Menurut Baldacci et al., (2004) menganalisis tentang pengeluaran sosial, mutu modal
manusia dan pertumbuhan di negara berkembang dalam rangka menyongsong kesiapan
menghadapi Millenium Development Goals (MDGs). Health capital dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan domestik (GDPy;) dan anggaran kesehatan (AKSy).

Sebagaimana telah diatur dalam PP No0.8/1981, upah minimum (UMRy) merupakan
upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral.
Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Jumlah upah minimum
harus dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KDy) pekerja yaitu kebutuhan untuk pangan,
sandang, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya. Kemampuan untuk mencapai
taraf kesehatan dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs).

Dalam blok mutu modal manusia juga terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini
menyebabkan penurunan suatu variabel ekonomi, misalnya naiknya anggaran kesehatan,
tidak dapat langsung diikuti dengan peningkatan angka harapan hidup dalam waktu yang
sama. Dengan kata lain, suatu penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu
tertentu. Selang waktu tersebut disebut Lag (HEA:.1;). Berdasarkan uraian di atas maka

fungsi mutu modal manusia (Human capital) adalah sebagai berikut:

HEA; =T (AKS;, GDPti, KDy, UMRg, AHH 1) «ovviviiiieieeee, (2.23)
Dimana:
PHt Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBN (%)

KD
HEA:;

Kebutuhan Dasar (Rupiah/bulan)
Lag HEA;

j. Produksi Nasional
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Galbraith (1994) menunjukkan pertumbuhan ekonomi merupakan
kemampuan/kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa yang
merupakan unsur penting dan menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Berbagai
teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Secara
umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dapat dibedakan menjadi (1)
faktor-faktor penentu dari sisi penawaran (suplly side), dan (2) faktor-faktor penentu dari sisi
permintaan agregat (demand side). Dari sisi penawaran agregat, faktor-faktor penentu
pertumbuhan ekonomi mencakup jumlah penduduk (sumberdaya manusia), stok kapital,
sumberdaya alam dan teknologi.

Model pertumbuhan baru, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari model
pertumbuhan ekonomi tradisional serta model Solow, mengungkapkan bahwa peranan kapital,
termasuk modal manusia/human capital atau investasi sumberdaya manusia’human capital
ivesment lebih besar daripada pada yang diukur oleh model pertumbuhan sebelumnya. Ide
dasar model pertumbuhan baru tersebut adalah bahwa investasi kapital, baik itu dalam mesin
(1) maupun dalam manusia (Dy) menciptakan eksternalitas positif (positive externalities).

Model ini menunjukkan bahwa mutu modal manusia merupakan peubah yang terpisah
dan sejajar dengan peubah kapital fisik. Jadi mutu modal manusia merupakan peubah di
dalam pertumbuhan ekonomi yang secara ekplisit mempunyai nilai sama/sejajar dengan
peubah lainnya. Karenanya perhatian dan pengembangan terhadap mutu modal manusia
harus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Lucas (1988) juga menegaskan
investasi mutu modal manusia sebagai faktor yang memiliki kontribusi penting terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Dalam blok mutu modal manusia juga terjadi persoalan asimetri informasi. Situasi ini

menyebabkan perubahan suatu variabel ekonomi, misalnya perubahan teknologi, tidak dapat
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langsung diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang sama.
Dengan kata lain, suatu penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu.
Selang waktu tersebut disebut Lag (GDPy,;). Dengan demikian, fungsi pendapatan nasional

adalah sebagai berikut:

GDP'[ =f ( Dtia Iti , GDPt-l.i) ............................... (224)
Dimana:
Iy = Investasi (juta/tahun)

k. Investasi Kapital

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah investasi kapital.
Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran barang dan
jasa turun selama masa resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan turunnya
pengeluaran investasi. Perilaku investasi didasarkan dengan asumsi bahwa investor akan
berperilaku memaksimumkan nilai kini (present value) dari manfaat finansial suatu kegiatan
investasi yang tersedia. Pengeluaran investasi sangat tergantung pada tingkat bunga dimana
li = I(sbg). Tingkat investasi yang diinginkan atau direncanakan akan meningkat jika tingkat
suku bunga turun. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat bunga yang rendah akan menurunkan
biaya modal, maka untuk memiliki barang-barang modal menjadi mengungtungkan (Mankiw,

2007).

Pengeluaran investasi di Indonesia terdiri atas investasi pemerintah, investasi swasta
domestik (PMDN), investasi swasta asing (PMA) dan investasi masyarakat (non fasilitas).
Pengeluaran investasi pemerintah secara langsung dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah.
Penerimaan pemerintah bersumber dari ekpsor migas, pajak, dan pinjaman luar negeri. Selain

itu juga dipengaruhi oleh besaran pendapatan nasional yang diperoleh oleh suatu negara
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(GDPy).  Makin besar pendapatan nasional, maka makin besar pula alokasi dana yang

diinvestasikan oleh negara tersebut.

Investasi merupakan sumber pembiayaan utama dibanyak negara berkembang.
Kondisi ini terutama disebabkan karena pada negara-negara berkembang seperti Indonesia,
kemampuan menabung masih rendah. Sehingga sumber investasi asing menjadi alternatif
yang tersedia untuk memenuhi target investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
berkembangnya investasi, antara lain ketersediaan bahan baku, besar pasar (Market size),
harga bahan baku termasuk upah (W), dan suku bunga (SB;). Persoalan investasi dalam
ekonomi makro juga mendorong pemerintah untuk tidak mengantungkan penciptaan investasi
hanya pada pertumbuhan pendapatan nasional dan suku bungan tetapi juga dengan
dibentuknya serangkaian kebijakan  perluasan investasi seperti penerapan kebijakan
desentralisasi fiskal (DFy), kebijakan subsidi (SDy) dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah

(BDv)

Dalam pasar barang juga terjadi persoalan asimetri informasi.  Situasi ini
menyebabkan peningkatan suatu variabel ekonomi, misalnya suku bunga, tidak dapat
langsung diikuti dengan pertambahan jumlah investasi dalam waktu yang sama. Dengan kata
lain, suatu penyebab menimbulkan akibat setelah suatu selang waktu tertentu. Selang waktu
tersebut disebut Lag. Oleh karena itu, perumusan realistis dari hubungan-hubungan ekonomi
di dalam pasar kerja memerlukan variabel-variabel lag dari variabel-varianel terikatnya.
Kautsoyiannis (1977) menyatakan bahwa model yang memasukkan perubahan variabel terikat
karena nilai-nilai lag dari variabel bebas maupun variabel terikatnya disebut model distribusi
lag (l.1.ij).

Dengan demikian, fungsi pendapatan nasional adalah sebagai berikut:
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ly = f (SBy, Wy, GDPy, DFy, BDg, SDy Ieai) vovvvrverenn (2.25)

Dimana;

SBy Suku Bunga (%)

DF; = Dummy Kebijakan Fiskal 1 = ada kebijakan 0 =tidak ada
BDy = Persentase alokasi anggaran belanja pemerintah daerah (%)
SDyi = Persentase alokasi anggaran subsidi (%)

levi Lag ly

2. Model Pendekatan Diagramatis
Upaya memperkuat pembangunan serta upaya untuk menurunkan angka pengangguran di
Indonesia terus disusun. Untuk itu arah pembangunan ekonomi ke depan diharapkan tidak
hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menurunkan angka
pengangguran, sehingga pada akhirnya mengurangi kesenjangan secara sektoral maupun
secara regional. Kebijakan pembangunan yang dijalankan ke depan, hendaknya tidak lagi
mengejar akumulasi agregat pertambahan produksi, tetapi sudah menyentuh aspek

kesejahteraan dan keadilan bagi semua sektor dan lapisan masyarakat.

Model persamaan dibangun dalam 3 Blok yaitu: (1) Blok Pertumbuhan Ekonomi
Sektor pertanian-nonpertanian, (2) Blok Mutu Modal Manusia Sektor pertanian-nonpertanian,
dan (3) Blok Pasar Kerja Sektor pertanian-nonpertanian seperti disajikan pada Gambar 14.

Guna mencapai sasaran tersebut maka persoalan pasar kerja, mutu modal manusia dan
pertumbuhan ekonomi harus dikaji sebagai satu kesatuan, karena ketiganya terkait erat dan
mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik. Pengaruh output atau pertumbuhan
ekonomi terhadap tenaga kerja dapat dilihat baik dari sisi permintaan output agregat maupun
sisi penawaran agregat. Dari sisi permintaan, perubahan konsumsi masyarakat, konsumsi

pemerintah, investasi dan eksport dan import dapat mendorong peningkatan kesempatan
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kerja. Demikian pula dari sisi penawaran agregat, Ruby (2003) menyebutkan bahwa
pertambahan modal maupun kemajuan teknologi dapat mendorong peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan mutu modal manusia. Peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu modal
manusia ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menggeser kurva permintaan
tenaga kerja.

Sebaliknya tenaga kerja juga mempengaruhi output. Tingginya angka pengangguran
dapat menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan, bahkan Solow dalam Todaro (2000)
menyebutkan bahwa pertumbuhan output tergantung pada tiga faktor penting yakni kuantitas
dan kualitas tenaga kerja, penambahan barang modal serta penyempurnaan teknologi. Untuk
melihat kontribusi masing-masing faktor tersebut dalam perekonomian nasional, maka alat
analisis yang dapat digunakan oleh Persamaan Pertumbuhan Solow dan Model Pertumbuhan
Baru.

Dari aspek pasar tenaga kerja, di bagian awal telah disebutkan bahwa kesenjangan
produktivitas maupun upah antar sektor maupun antar wilayah dapat mendorong migrasi baik
sektoral maupun regional, namun aliran tenaga kerja, khususnya aliran ke sektor industri-
perkotaan tidak banyak terserap. Gejala ini menunjukkan adanya sumbatan dalam pasar
tenaga kerja di Indonesia. Kegagalan pasar, seperti halnya kegagalan pasar tenaga kerja
selalu disebabkan oleh tidak sinkronnya antara penawaran dan permintaannya.

Untuk mengkaji keseimbangan pasar tenaga kerja, maka kedua sisi tersebut harus
dianalisis. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi jumlah angkatan kerja dan fenomena yang
berkaitan dengan pengangguran. Selanjutnya, permintaan tenaga kerja merupakan fungsi
turunan dari permintaan output. Oleh karena itu, permintaan selain dipengaruhi oleh upah,

juga dipengaruhi oleh sumber-sumber pertumbuhan output seperti konsumsi masyarakat,
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investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan import termasuk kemajuan teknologi karena
teknologi juga mencirikan produktivitas tenaga kerja.

Dinamika pasar kerja juga dipengaruhi oleh adanya tambahan tenaga kerja akibat
perubahan siklus bisnis dalam perekonomian. Pada hakekatnya, kondisi krisis ekonomi dapat
dipandang sebagai bagian dari siklus bisnis (business cycle). Dengan terbatasnya kesempatan
kerja, maka seseorang dapat memutuskan untuk tidak bekerja hingga selesai krisis atau
sebaliknya kondisi tersebut mendorong munculnya angkatan kerja baru di pasar tenaga kerja.
Menurut Borjas (1996), kondisi

pertama disebut discourage-worker  yang akan

mengakibatkan angkatan kerja menurun. Adapun kondisi kedua disebut sebagai added-
worker yang akan mendorong jumlah angkatan kerja meningkat.

Persoalan ketenagakerjaan ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan
kesempatan kerja dan pengangguran, tapi juga menyangkut persoalan produktivitas pekerja.
Pasar kerja di Indonesia dicirikan oleh ketimpangan produktivitas antara sektor yang sangat
besar. Sektor non pertanian memiliki produktivitas tertinggi, sebaliknya sektor pertanian
terkenal dengan produktivitasnya yang rendah. Rendahnya produktivitas pertanian diduga
karena banyaknya tenaga kerja tidak terdidik pada sektor tersebut. Rendahnya produktivitas

ini berkaitan dengan rendahnya mutu modal manusia yang berdampak pada rendahnya tingkat

pendidikan tenaga kerja dan berujung pada rendahnya produktivitas pekerja.
a. Blok Pasar Kerja

Added Worker Discourage
Effect ~ Worker Effect
pertanian dan Peggétmgguran < pertanian dan |«
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Gambar 14. Model Analisis Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Kerja Sektor Pertanian
dan Non Pertanian dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia.
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I11. PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia. Lokasi penelitian dilaksanakan secara
sengaja (purposive) dengan dasar bahwa kecenderungan tingkat pengangguran di wilayah ini
semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011
sampai dengan bulan Desember 2011. Penelitian ini menggunakan data Times Series selama

20 tahun dari tahun 1990-2009.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berurut waktu (Times
Series) periode tahun 1990-2009. Rentang waktu tersebut dipilih dengan pertimbangan
bahwa (1) masa tersebut dipandang cukup dalam mewakili fluktuasi pergerakan pasar kerja,
pertumbuhan ekonomi dan mutu modal manusia, dan (2) dari sisi pemerintah, rentang waktu
yang dipilih dapat mewakili pergantian beberapa periode pemerintahan di Indonesia yaitu
masa Orde Baru, masa Reformasi, dan masa Pasca Reformasi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini sebagian besar diperoleh dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional
(SAKERNAS) Badan Pusat Statistik.

SAKERNAS dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sampel data yang
digunakan dalam SAKERNAS lebih kecil dari sampel yang digunakan oleh survey lainnya
atau Sensus Penduduk. Pengumpulan data dalam survey ini dilakukan dengan wawancara
langsung oleh mantri statistik kecamatan yang bersangkutan terhadap kepala rumah tangga

dan anggota rumah tangga dari rumah tangga terpilih dalam sampel.
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Data pendukung lain yang diperlukan dalam penelitian ini juga diperoleh dari
berbagai hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) lainnya seperti Survey Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas), Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Sensus Penduduk (SP),
Propinsi Dalam Angka (PDA) serta beberapa hasil publikasi BPS lainnya. Data mengenai
Upah Minimum Regional Sektoral diperolen dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rl.  Data mengenai Pendapatan Domestik Regional Bruto diperoleh dari
publikasi Pendapatan Regional Propinsi di Indonesia hasil publikasi Badan Pusat Statistik,
sedangkan data investasi diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tingkat Pusat. Informasi dan data mengenai alokasi dana pembangunan dan penyusunan
berbagai program pemerintah diperoleh dari Bank Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan
Daerah dan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan RI, serta Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Data yang berkaitan dengan produksi pertanian

diperoleh dari Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, dan Kementrian terkait lainnya.

C. Pengembangan Model Analisis

Penelitian ini didasarkan dasar-dasar teori Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro dan
Ekonomi Sumberdaya Manusia yang dipadukan dalam Model Ekonometrika sebagai alat
analisis utama untuk menggambarkan perilaku dan fenomena Pasar Kerja, Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Pertanian dan Non Pertanian serta Mutu Modal Manusia di Indonesia serta
hasil studi terdahulu yang dikemukakan sebelumnya. Tahapan pembangunan model
diilustrasikan pada Gambar 15. Menurut Koutsoyiannis (1977), model merupakan penjelasan

dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses.
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Fenomena:

- Sektor industri padat modal (biasanya diwakili oleh sektor industri)
lebih berkembang dibandingkan sektor pertanian padat karya (biasanya
diwakili oleh sektor pertanian)

Serapan tenaga kerja lebih banyak oleh sektor pertanian daripada sektor

non pertanian
R Pereduksian Makna Pembangunan
a Fenomena “growth-unemployment puzzle”
Persoalan kualitas tenaga kerja yang sebagian besar tidak terdidik
n Kebijakan Kketenagakerjaan dan ekonomi yang diterapkan pemerintah
a masih bersifat parsial.
h
D Y Tinjauan Teori
e . Masalah dan Tujuan Penelitian e Ekonomi Makro
d l e Ekonomi Sumberdaya
U Manusia
K > Kerangka Pemikiran D
S Studi Terdahulu
i
\ 4
R Model Pasar Kerja, Mutu Modal
Manusia, Dan Pertumbuhan Ekonomi
Y e Peubah yang Relevan
> Spesifikasi Model < e Tanda dan Besaran
R Hipotesis
e Sistem Persamaan
a .
Simultan
n \ 4
‘;]‘ < Identifikasi dan Estimasi Model Data Times Series
| Kriteria:
n v e Ekonomi
. . e Statistik
d < Evaluasi/Validasi Model < .
u e Ekonometrika
Kk
S
i
e Analisis Struktural
e Evaluasi Kebijakan Historis

Aplikasi Model

A

e Forecastina

Gambar 15. Tahapan Membangun Model Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Kerja Sektor
Pertanian dan Non Pertanian dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia
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Pada mulanya, model penelitian disusun dalam bentuk sistem persamaan simultan
yang terdiri dari 130 persamaan, yaitu 84 persamaan struktural dan 46 persamaan indentitas.
Secara umum model dibagi (1) Blok Pasar Kerja, (2) Blok Pertumbuhan Ekonomi, dan (3)
Blok Mutu Modal Manusia. Blok yang disusun berdasarkan masing-masing persamaan di
sajikan dalam Tabel 5. Model yang dibangun didisgregasi berdasarkan sektoral (pertanian dan
non pertanian) serta diagregasi pendidikan (terdidik dan tidak terdidik). Blok Pasar Kerja
didisagregasi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan sektoral. Dalam studi ini
faktor personal tenaga kerja diukur dari unsur pengetahuan yang diproksi dengan tingkat
pendidikan. Disagregesi sektor pertanian dan non pertanian didasarkan pada konsep bahwa
perubahan keseimbangan di pasar kerja mempunyai respon yang berbeda untuk setiap
sektornya.

Berdasarkan hasil estimasi dan validasi model, model awal tersebut tidak dapat
digunakan dalam penelitian ini, mengingat hasil estimasi tidak menghasilkan koefisien
estimasi yang memenuhi kriteria BLUE (Best, linier, and unbiased estimator) serta validasi
model tidak cukup baik untuk simulasi kebijakan dan faktor eksternal. Beberapa kriteria
validasi model yang harus dipenuhi tidak memenuhi kriteria persyaratan. Oleh karenanya,
peneliti melakukan respesifikasi model penelitian untuk mendapatkan model yang lebih baik
dan dapat memenuhi kriteria ekonomi, statistik, dan ekonometrika, serta Kriteria validasi
model yang baik.

Langkah pertama yang dilakukan dalam respesifikasi model adalah melakukan
transformasi data awal sehingga yang diestimasi adalah data dalam bentuk pertumbuhan.
Namun hasil estimasi dan validasi tetap belum memuaskan. Langkah kedua, peneliti

melakukan respesifikasi data tanpa disagregasi pendidikan (terdidik dan tidak terdidik). Hasil
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estimasi dan validasi juga belum memuaskan dengan tidak terpenuhinya kriteria ekonomi,
statistik, dan ekonometrika, serta kriteria validasi model yang baik. Langkah terakhir,
peneliti melakukan respesifikasi model tanpa diagregasi jenis kelamin. Model yang
dihasilkan dapat memenuhi kriteria ekonomi, statistik, dan ekonometrika, serta kriteria
validasi model yang baik. Semua tanda yang dibangun dalam model telah sesuai dengan
teori, semua variabel bebas yang ada di masing-masing persamaan memenuhi Kkriteria Uji-F
dan Uji-t, serta model yang dibangun tidak mengalami pelanggaran asumsi klasik yang serius
secara ekonometrika. Selanjutnya, hasil validasi juga menunjukkan bahwa model layak untuk
disimulasi karena memenuhi kriteria Root-mean Square Percentage Error (RSMPE), R?,
kesalahan bias (Uy), kesalahan regresi (Ug), kesalahan distribusi (Up) dan Theil’s inequality
coefficient (U-theil’s).

Berdasarkan hasil respesifikasi model yang terakhir maka model penelitian disusun
dalam bentuk sistem persamaan simultan yang terdiri dari 71 persamaan, yaitu 56 persamaan
struktural dan 15 persamaan indentitas. Secara umum model dibagi dalam tiga blok yaitu: (1)
Blok Pasar Kerja, (2) Blok Pertumbuhan Ekonomi, dan (3) Blok Mutu Modal Manusia. Blok
yang disusun berdasarkan masing-masing persamaan di sajikan dalam Tabel 6 dengan
disgregasi pendidikan (tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik), wilayah (perkotaan dan

pedesaan) dan sektoral (sektor pertanian dan non pertanian).

a. Spesifikasi Model
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja

Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian serta Mutu Modal
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Manusia di Indonesia. Model yang dikembangkan merupakan model ekonometrika dalam

bentuk persamaan simultan.

Tabel 5. Klasifikasi Blok Penelitian berdasarkan Jenis Persamaan Regresi

No. Blok Jumlah Persamaan Nomor Persamaan
Struktural Identitas Struktural Identitas
1. Blok Pasar Kerja
a. Penawaran Tenaga Kerja 4 2 (1-4) (5-6)
1) Penawaran Tenaga Kerja 2 1 (1-2) (5)
Terdidik
2) Penawaran Tenaga Kerja 2 1 (3-4) (6)
Tidak Terdidik
b. Permintaan Tenaga Kerja 14 8 (7-20) (21-28)
1) Permintaan Tenaga Kerja 5 3 (7-11) (21-23)
Terdidik Sektor Pertanian
2) Kesempatan Kerja Tidak 5 3 (12-16) (24-26)
Terdidik Sektor Pertanian
3) Kesempatan Kerja
Terdidik  Sektor  Non 2 1 (17-18) 27
Pertanian
4)Kesempatan Kerja Tidak 2 1 (19-20) (28)
Terdidik  Sektor  Non
Pertanian
c. Upah Sektoral Riel 7 2 (29-35) (36-37)
d. Added Worker 4 - (38-41) -
e. Discourage Worker 4 - (42-45) -
f. Pengangguran 4 - 46-49 -
Sub Total Persamaan 37 12 h
2. Blok Mutu Modal Manusia
a. Produktivitas Tenaga Kerja 7 - (52-58) -
b.Mutu  Modal Manusia
(Human Capital) 1 - (50) -
c.Modal Kesehatan (Health
Capital ) 1 - 51 -
Sub Total Persamaan 9 0
3. Blok Pertumbuhan Ekonomi
a. Tingkat Produksi Nasional 7 3 (113-120) (121)
b. Investasi Kapital 3 0 122-129 130
Sub Total Persamaan 10 3
Total Persamaan 56 15 71 Persamaan




BLOK PASAR KERJA

1. Penawaran Tenaga Kerja

tenaga kerja dipengaruhi oleh upah riel,

90

Penawaran tenaga kerja didisagregasi berdasarkan wilayah dan pendidikan. Penawaran

migrasi penduduk, usia penduduk, dummy Kkrisis

ekonomi dunia, pengangguran dan peubah lag endogennya. Bentuk persamaan penawaran

tenaga kerja adalah:

SUDy;
SUT;
SRD;
SRT;

SU;
SR;

=a+ ayWN; + a,PUD; + azM; + a,DK; + asUUD; + aGLAG(SUDt-]_) + Uy

0

= SUDt + SUT ORI R T N N C T N T T L r T T T L T T T rr T T T T T T Tr T T T T T e T T T T T

T SRt F SRT{ ittt bbb bbbt
Tanda parameter dugaan yang diharapkan (hipotesis):

ay, dp, dz, a4, ds >0! 0<a6<1'

b1, by, bs, by, bs >0; O<be<1.

C1, C2, C4, Cs >0 7 C3 <0 ; O<C6<1'
dy, dg, ds, d5>0; d3<0; 0<de<l.

dimana:
SUD = Penawaran tenaga kerja terdidik sektor non pertanian diproksi dari

jumlah angkatan kerja terdidik (SLTA-PT) yang bekerja dan
penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan di
perkotaan (Orang)

SUTt = Penawaran tenaga kerja tidak terdidik sektor non pertanian diproksi

SRDt

SRTt

dari jumlah angkatan kerja tidak terdidik (SD-SLTP) yang bekerja
dan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
di perkotaan (Orang)
Penawaran tenaga kerja terdidik sektor pertanian diproksi dari
jumlah angkatan kerja terdidik (SLTA-PT) yang bekerja dan
penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan di
perdesaan (Orang)
Penawaran tenaga kerja tidak terdidik sektor pertanian diproksi dari
jumlah angkatan kerja tidak terdidik (SD-SLTP) yang bekerja dan

1)
@)
(3)
(4)

(5)
(6)



PUD;
PUT;
PRD;
PRT;

WNP;
WP,

DK

UUD;

UUT;

URDy

URT;

Uy

penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan di
perdesaan (Orang)

Jumlah penduduk perkotaan terdidik usia produktif/25-54 tahun
(Orang)
Jumlah penduduk perkotaan tidak terdidik usia produktif/25-54
tahun (Orang)
Jumlah penduduk pedesaan terdidik usia produktif/25-54 tahun
(Orang)

Jumlah penduduk pedesaan tidak terdidik usia produktif/25-54
tahun (Orang)
Upah rata-rata riel sektor non pertanian (Rupiah/bulan)
Upah rata-rata riel sektor pertanian (Rupiah/bulan)
Migrasi dari desa ke kota (%)
Dummy Kirisis 1= Krisis (1997-2001 ) dan 0 =Tidak Krisis (1990-
1996 dan 2001-2009)

Pengangguran Terdidik di perkotaan yaitu jumlah penduduk
terdidik pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu di perkotaan
(orang)
Pengangguran tidak terdidik di perkotaan yaitu jumlah penduduk
tidak terdidik pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu di perkotaan
(orang)
Pengangguran terdidik di pedesaan yaitu jumlah penduduk terdidik
pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan,
bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan selama seminggu yang lalu di pedesaan (orang)
Pengangguran tidak terdidik di perdesaan yaitu jumlah penduduk
tidak terdidik pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu di pedesaan (orang)
Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i

2. Permintaan Tenaga Kerja
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Persamaan permintaan tenaga kerja didisagreasi berdasarkan sektoral pertanian-

nonpertanian dan pendidikan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah

sektoral riel, investasi sektoral, dummy krisis ekonomi dunia, produksi sektoral, permintaan

tenaga kerja sektor lainnya dan peubah lag endogennya. Bentuk persamaannya adalah:
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DGD; = ey + eWPPt + e,IP; + e3DK; + e,DN; + esPG; + egLAG(DGDy;) + Uy
......................................................................................................................... @)
DID; = fy + fi((WPI-LAG(WPI1))/LAG(WPIy)) + fIP, + f:DK; + f,DN; + fsPIt
+ feLAG(D'Dt_1)+ 0 (8)
DTD; = go + giWPT; + go(IP-LAG(IPy;)) + gsDK; + gsDN; + gsPT; +
gGLAG(DTDt_l) B UG vttt (9)
DKD; = ho+ hiWPK; + hyIP; + hsDK; + hsDN; + hsLAG(PK.1) + heLAG(DKDy.1)+
T (10
DHD; = ig + ii]LAG(WPH;) + i,LAG(IP.;) + i3DK; + i;DN; + isPH; +
ieLAG(DHDt_1)+ L PPN (11)

DGTy =jo+JiWPP + JoIP; + jsDK; + j4aDN; + jsPG; + jsLAG(DGTe1) + Uy ... (12)
DIT, =Ko +KiWPI; + KolP; + ksDK; + KsDN; + ksLAG(Plis)+keLAG(DITes) + Uns  (13)
DTT, = lo +l;WPT, +|,IP, +1sDK, +L,DN; + IsLAG(PTey) + bLAG(DTTea) + Usa . (14)
DKT; = mo+ MWPK, + m,IP, + msDK; +m,DN; + ms(PK-LAG(PK1)) + Mg LAG

(DKT ) F U5 coeveiieisiici s (15)
DHT; =ng+ n;WPH;+ n,LAG(IPy) + n3DK; +nsDN; +nsPH; + ng LAG(DHT,;) +

L0 N (16)
DNID; = 09+ 0/WIl; +05lIt + 03DK; + 04DPt + Utg7eccveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee (17)
DNSD; = pg+ piLAG(WSy) + p2IS; + p3sDK; + psDP; + psLAG(DNSDy.;) + Uys...... (18)
DNIT; = qo+ q:WI; +qolli + 3sDK; + q4DP; +gsLAG(DNITE-1) + Ugggeevecvverveerernnnnne (19)
DNST; = rp+riWS; +nlS; + r;DK; + ry,DPt +r5LAG(DNSTt_1) F U0 eeenrenrenrenrennenns (20)
DPGt = DGDt + DGTt ................................................................................................... (21)
(1 PO D 1 | D T D I SRR (22)
] R B D T I N I RO O (23)
(D] SO B ] (T i I L G SRS (24)
(D] o P B ] o | T B L I PR (25)
DP; = DPGHDPIADPTHDPKEADPH; oo (26)
DI, S DINID;  DINIT i e s e e e e anaraes (27)
DS, = DINSD; 4 DNST ittt e e e e e e e e e snraneeeanns (28)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan:
e e3e5>0 ;eipeiy<0 : O<eig<1.
f2, f3, f5 >0 ; ﬁl,ﬁ4 <0 ; 0<ﬁ6<1.
029305>0 ; 01,04<0 ; 0< ge<l.
hgy h3' h5> 0 ; hl, 0sa< 0 1 0< h6<1.
i2’ i3’ i5>0 ; i]_, i4<0 ; 0< i6<1.
J2,03,05>0 5 J1,Ja<O ; 0<je<l.
k2’ k3' k5> 0 ; kl, k4< 0 ; 0< k6<1.
|2, |3’ |5> 0 ; |1, |4 <0 1 0< |6<1-

my mzms>0 ; My, My <0 ; 0< mg<l.



Ny N3 Ns>0
Ozy 03' 05> 0
P2, P3,Ps5> 0

02 03,05>0
Iy I3,15>0

dimana;:
DNID;

DNIT;

DNSD;

DNST;

DGDy

DGT;

DID;

; NN <0
1 01,04<0
; P1,Pa<O

, 01,04<0
; M, 12<0

; 0< ne<1.
; 0< 0g<1.
; 0< pe<1.
; 0<ge<l.
; 0<rg<l.

Permintaan tenaga kerja sektor industri terdidik diproksi dari
jumlah penduduk terdidik yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor industri (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor industri tidak terdidik diproksi
dari jumlah penduduk tidak terdidik yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor industri
(Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor jasa terdidik diproksi dari
jumlah penduduk terdidik yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor jasa (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor jasa tidak terdidik diproksi dari
jumlah penduduk tidak terdidik yang melakukan pekerjaan
dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor jasa (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-tanaman pangan dan
hortikultura terdidik diproksi dari jumlah penduduk terdidik
yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah
atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam
selama terus menerus selama seminggu yang lalu di sektor
pertanian-tanaman pangan dan hortikultura (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian- tanaman pangan dan
hortikultura tidak terdidik diproksi dari jumlah penduduk
tidak terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan
memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah
paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor sektor pertanian- tanaman
pangan dan hortikultura (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-perikanan terdidik
diproksi dari jumlah penduduk terdidik yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
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DIT;

DTDy

DTT;

DKDy

DKT;

DHDy

DHT;

DPG;

menerus selama seminggu yang lalu di sektor pertanian-
perikanan (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-perikanan tidak
terdidik diproksi dari jumlah penduduk tidak terdidik yang
melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau
membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama
terus menerus selama seminggu yang lalu di sektor pertanian-
perikanan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-peternakan terdidik
diproksi dari jumlah penduduk terdidik yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor pertanian-
peternakan (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-peternakan tidak
terdidik diproksi dari jumlah penduduk tidak terdidik yang
melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau
membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama
terus menerus selama seminggu yang lalu di sektor pertanian-
peternakan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor Pertanian-perkebunan terdidik
diproksi dari jumlah penduduk terdidik yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor Pertanian-
perkebunan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor Pertanian-perkebunan tidak
terdidik diproksi dari jumlah penduduk tidak terdidik yang
melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau
membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama
terus menerus selama seminggu yang lalu di sektor Pertanian-
perkebunan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor Pertanian-kehutanan terdidik
diproksi dari jumlah penduduk terdidik yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor Pertanian-
kehutanan (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor Pertanian-kehutanan tidak
terdidik diproksi dari jumlah penduduk tidak terdidik yang
melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau
membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama
terus menerus selama seminggu yang lalu di sektor Pertanian-
kehutanan (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-tanaman pangan dan
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DPI,

DPT;

DPK;

DPH,

DP;

Dl

DS,

DN

hortikultura diproksi dari jumlah penduduk yang melakukan
pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu
memperoleh nafkah paling sedikit satu jam selama terus
menerus selama seminggu yang lalu di sektor pertanian-
tanaman pangan dan hortikultura (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor pertanian- perikanan diproksi
dari jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor pertanian-perikanan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-peternakan diproksi
dari jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor pertanian-peternakan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-perkebunan diproksi
dari jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor pertanian-perkebunan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian-kehutanan diproksi
dari jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan
tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh
nafkah paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor pertanian-kehutanan (Orang)
Permintaan tenaga kerja sektor pertanian diproksi dari jumlah
penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan
memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah
paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor pertanian (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor industri diproksi dari jumlah
penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan
memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah
paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor industri (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor jasa diproksi dari jumlah
penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan
memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah
paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor jasa (Orang)

Permintaan tenaga kerja sektor non Pertanian diproksi dari
jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan
memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah
paling sedikit satu jam selama terus menerus selama
seminggu yang lalu di sektor non pertanian (Orang)
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P,
I,

IS,
WPP
WP,
WPT,
WPK;
WKH;
Wi,
WS,
WP,
WN;
PP,

Pl;

PT;
PK

PH;,
Usi

3. Upah Sektoral Riel

Regional Sektoral Riel, penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja,

Investasi sektor Pertanian (Miliar Rupiah)

Investasi sektor industri (Miliar Rupiah)

Investasi sektor jasa (Miliar Rupiah)

Upabh riel subsektor pertanian-tanaman pangan (Juta Rupiah)
Upah riel subsektor pertanian-perikanan (Juta Rupiah)

Upabh riel subsektor pertanian-peternakan (Juta Rupiah)
Upah riel subsektor pertanian-perkebunan (Juta Rupiah)
Upabh riel subsektor pertanian-kehutanan (Juta Rupiah)

Upah riel sektor indistri (Rupiah/bulan)

Upabh riel sektor jasa (Rupiah/bulan)

Upah riel sektor Pertanian (Rupiah/bulan)

Upabh riel sektor Non Pertanian (Rupiah/bulan)

Produksi Tanaman pangan diproksii dengan Produksi Padi
sebagai komoditas pangan utama (Ton/Tahun)

Produksi  Perikanan diproksi dengan jumlah produksi
perikanan laut, perairan umum, dan budidaya (Ton/Tahun)
Populasi Ternak Utama (Ton/Tahun)

Produksi Perkebunan diproksi dengan produksi karet, sawit,
coklat, kopi, teh, kina, tebu, dan tembakau (Ton/Tahun)
Produksi Kehutanan atau Produksi Kayu Bulat (M3/Tahun)
Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i
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Upah sektoral riel didisagregasi secara sektoral dan dipengaruhi oleh Upah Minimum

ekonomi, produktivitas, dan peubah lag endogennya. Bentuk persamaan adalah:

WPP

WPT;
WP,

WPK,
WPH,

Wi,
WS,

WP,
WN;

So + SI(UMR/LAG(UMRL.1)) + So(LAG(PTPG1)*Ty) + SsSR; +54(DPGy-

LAG (D PGt_l))"' L NP

o+ t]_UMR i+ tgPTPTt + tgth + t4DPTt*Tt)+ U30 cerermerernmneremmninninnenninnnes
Uo + Us(UMR/LAG(UMR,,)) + UoPTPI, + UsSR; +Us(DPI-LAG(DPI,1))

Ll U PP PP PPTPPUPRPRR

Vo + ViUMR; + V2LAG(PTPKt_1) + V3SR, + V4(DPKt/LAG(DPKt_1)) + Uiy
Wo + WiLAG(UMRy1) + Wy LAG(PTPH.1) + WsSR; + W,LAG(DPHy,) +

LT N

Xo + X1LAG(UMR.1) + XoPTly +X3SU; +X4(DI-LAG(Dlt.1))+ Uzg veevvieenee.
Yo + Yi(UMRY/LAG(UMR.1)) +Y.LAG(PTS:1) +ysLAG(SU¢.1) + ysDSt +

0y Z

= (WI+WS)/2

(WPPHWPIHWPTHWPHHWPK)/5.......cooiiiiiiiieciieceseseee e

dummy Kkrisis

(29)

(30)
(31)

(32)
(33)

(34)
(35)



Tanda parameter dugaan yang diharapkan:

S1, S2,54>0 i $3<0
tL oty >0 D 13<0
U, Uz, Us >0 ; U3<O
V1 Vo V>0 ; Va3<0
Wi, Wo Ws>0 5 w3<O0
X1, X2, X4>0 ; X3<0
Y1,Y2,¥s>0 5 y3<0
dimana:

UMR; = Rata-rata Upah Minimum Regional Provinsi (Rupiah/bulan)

Wi, = Upah riel sektor industri (Rupiah/bulan)

WP, = Upah riel sektor pertanian (Rupiah/bulan)

WPP, = Upah riel subsektor tanaman pangan (Rupiah/bulan)

WP, = Upah riel subsektor perikanan (Rupiah/bulan)

WPT, = Upah riel subsektor peternakan (Rupiah/bulan)

WPK; = Upah riel subsektor perkebunan (Rupiah/bulan)

WPH; = Upah riel subsektor kehutanan (Rupiah/bulan)

WS, = Upah riel sektor jasa (Rupiah/bulan)

WN; = Upah riel sektor non pertanian (Rupiah/bulan)

PTI; = Produktivitas tenaga kerja sektor industri diproksi dari pembagian
antara GDP sektor industri dengan permintaan tenaga kerja
sektor industri (Miliar Rupiah/Pekerja)

PTS; = Produktivitas tenaga kerja sektor Jasa diproksi dari pembagian
antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sektor jasa(Miliar
Rupiah/Pekerja)

PTPG; = Produktivitas tenaga kerja sub sektor tanaman pangan diproksi
dari pembagian antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sub
sektor perkebunan (Miliar Rupiah/Pekerja)

PTPI, = Produktivitas tenaga kerja sub sektor perikanan diproksi dari
pembagian antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sub
sektor perikanan (Miliar Rupiah/Pekerja)

PTPT, = Produktivitas tenaga kerja sub sektor peternakan diproksi dari
pembagian antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sub
sektor perternakan (Miliar Rupiah/Pekerja)

PTPK; = Produktivitas tenaga kerja sub sektor perkebunan diproksi dari
pembagian antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sub
sektor diproksi dari pembagian antara GDP dengan Permintaan
tenaga kerja sub sektor perkebunan (Miliar Rupiah/Pekerja)

PTPH; = Produktivitas tenaga kerja sub sektor kehutanan diproksi dari
pembagian antara GDP dengan Permintaan tenaga kerja sub
sektor kehutanan(Miliar Rupiah/Pekerja)

Usi = Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i
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4. Added-Worker

Added-worker didisagregasi berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan serta

pendidikan serta dipengaruhi oleh upah riel, jumlah penduduk yang mencari kerja dengan

alasan membantu ekonomi rumahtangga-menambah penghasilan, jumlah penduduk yang

putus/tamat sekolah, dummy krisis ekonomi, dan peubah lag endogennya. Bentuk persamaan

matematisnya adalah:

AUD;
AUT;
ARD;

ART;

zo +Z;(WN¢-LWNy;) + z,T; + z3 EUD; + z,TUD; + zsDK; +z5 (38)
LAG(AUDt_l) L 1 Y PP
aap + aa; (WNJ/LWN,) +aa,(EUT-LAG(EUT;)) +aasTUT, +aa;DK; + (39)
UL39 vovreininii
aby + ab;WPt + ab,(ERD-LAG(ERD,;)) + absTRD; + abDKt + (40)
ab5LAG(ARDI_1) LU T TN
acotac; WP, + ac, TRTt + ac3DK; +aC4LAG(ART 1) + Ul «ovvervververennnnns (41)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:
2y 2y 23 24 >0
aa; aap aaz >0

abl, abQ, ab3 >0

acy ac, >0

dimana:
AUD;

AUT;

ARDy

ART;

TUD,

; 25<0 : 0< z6<1.

; aas <0 : O< aas<1.
cabs <0 : 0< abs<1.
; ac3<0 ; 0< acs<l.

Added worker terdidik sektor non pertanian di proksi dengan
Added worker terdidik perkotaan yaitu jumlah penduduk
terdidik di perkotaan yang mencari kerja dan sebelumnya
belum pernah bekerja (orang)

Added worker tidak terdidik sektor non pertanian di proksi
dengan Added  worker tidak terdidik  perkotaan yaitu
jumlah penduduk tidak terdidik di perkotaan yang mencari
kerja dan sebelumnya belum pernah bekerja (orang)

Added worker terdidik  sektor pertanian di proksi dengan
Added worker terdidik perdesaan yaitu jumlah penduduk
terdidik di perdesaan yang mencari kerja dan sebelumnya
belum pernah bekerja (orang)
Added worker tidak terdidik sektor pertanian di proksi dengan
Added worker tidak terdidik pedesaan yaitu jumlah penduduk
tidak terdidik pedesaan yang mencari kerja dan sebelumnya
belum pernah bekerja (orang)

Jumlah penduduk terdidik perkotaan yang mencari kerja
dengan alasan tamat atau putus sekolah (orang)
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TUT, = Jumlah penduduk tidak terdidik perkotaan yang mencari kerja
dengan alasan tamat atau putus sekolah (orang)

TRDy = Jumlah penduduk terdidik perdesaan yang mencari kerja
dengan alasan tamat atau putus sekolah (orang)

TRT; = Jumlah penduduk tidak terdidik perdesaan yang mencari kerja
dengan alasan tamat atau putus sekolah (orang)

EUD; = Jumlah penduduk terdidik perkotaan yang mencari kerja dengan
alasan membantu ekonomi rumah tangga dan menambah
penghasilan (orang)

EUT; = Jumlah penduduk tidak terdidik perkotaan yang mencari kerja
dengan alasan membantu ekonomi rumah tangga dan
menambah penghasilan (orang)

ERD; = Jumlah penduduk terdidik perdesaan yang mencari kerja dengan

alasan membantu ekonomi rumah tangga dan menambah
penghasilan (orang)

ERT, = Jumlah penduduk tidak terdidik perdesaan yang mencari kerja
dengan alasan membantu ekonomi rumah tangga dan
menambah penghasilan (orang)

Usi = Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i

5. Discourage-worker

Discourage worker merupakan persamaan yang didisagregasi berdasarkan wilayah

pertanian-non pertanian dan pendidikan. Discourage worker dipengaruhi oleh upah riel,

penganggguran, Nilai Produksi Nasional, dummy krisis ekonomi dan peubah lag endogennya.

Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

DUD; = adp+ad;WN; +ad,UUD; + ad;GDPN; + ad,DK; +adsLAG(DUDy)+ (42)
L T

DUT; = aep+ae;WN; + ae,T; +aesUUT; + ae,GDPN; + aesDK; + Uiz . (43)

DRDy = af, + af{LAG(WP.,) +af,T; +af3URD.,; +af,GDPP; + afsDK; + (44)
afeLAG(DRDt_l) F U4 e e

DRT; = agotagWP; +ag,T; +agsURT; +ag4sGDPP; +agsDK; + Uis ...vvvvenveenee. (45)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:
ad, ad, >0;ad;, ads<0; 0<ads <1

ae, aes aes >0 ; ae;, ads<O;

af, af; afs, >0 ; ad;, ad;<0; 0< adss <1
agz,agz >0 ; agy, ags<0;



dimana:

DUDq

DUT;

DRDy

DRT;

UUD;

UUT;

URD;

URT;

Discourage worker terdidik non pertanian diproksi dengan
Discourage worker terdidik perkotaan yaitu jumlah penduduk
usia kerja terdidik perkotaan yang tidak mencari kerja dengan
alasan putus asa karena tingginya jumlah pengangguran (orang)
Discourage worker tidak terdidik non pertanian diproksi
dengan Discourage worker tidak terdidik perkotaan yaitu
jumlah penduduk usia kerja terdidik perkotaan yang tidak
mencari kerja dengan alasan putus asa karena tingginya jumlah
pengangguran (orang)

Discourage worker terdidik pertanian diproksi dengan
Discourage worker terdidik perdesaan yaitu jumlah penduduk
usia kerja terdidik perdesaan yang tidak mencari kerja dengan
alasan putus asa karena tingginya jumlah pengangguran (orang)
Discourage  worker tidak terdidik pertanian diproksi
dengan Discourage worker tidak terdidik pedesaan yaitu
jumlah penduduk usia kerja tidak terdidik perdesaan yang tidak
mencari kerja dengan alasan putus asa karena tingginya jumlah
pengangguran (orang)

Pengangguran terdidik sektor non pertanian diproksi dengan
pengangguran terdidik di perkotaan yaitu jumlah penduduk
terdidik di perkotaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu (orang)
Pengangguran tidak terdidik sektor non pertanian diproksi
dengan Pengangguran tidak terdidik di perkotaan yaitu
jumlah penduduk perkotaan yang tidak bekerja dan tidak
mempunyai pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan
dan sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu
(orang)

Pengangguran  terdidik sektor pertanian diproksi dengan
Pengangguran terdidik di pedesaan yaitu jumlah penduduk
pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan,
bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan selama seminggu yang lalu (orang)

Pengangguran tidak terdidik sektor pertanian diproksi dengan
Pengangguran tidak terdidik sektor pertanian yaitu jumlah
penduduk pedesaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu (orang)

Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i
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6. Pengangguran
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Pengangguran didisagregasi berdasarkan wilayah dan pendidikan. Pengangguran

dipengaruhi oleh Added Worker, Discourage worker, penawaran tenaga kerja, permintaan

tenaga kerja, dummy Krisis Ekonomi dan lag Added Worker. Bentuk persamaan adalah

sebagai berikut:

UUD; = ahgt+ ah;DKt + ah,T; +ah;AUD; + ah,LAG(DUD.;) + ahsSU; +
ahG(D|t+DSt) L U T PP
UUTt = ai0+ ailDKt + a|2(AUTt'DUTt) +ai3SUt + ai4(D|t+DSt) +
a|5LAG(UUTt) B U7 creeine e e
URD; = ajot+ aj:DK; + aj,T  +ajsARD; + aj;DRDt + ajs((DP/SR)*100) + ajs

LAG(URDt_l) Ll U PP
URT, = ake+ akiDK, + ak,T, +aksARTt + aky(DRT/LAG(DRT..)) + aks(SRr
LSRt_l)'l' ake(DPt/LAG(DPt_l)) + ak7LAG(URTI_1) Ll U T R

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:

ahy, ah, ,ah3 ahs>0 ; ah,,ahg<0;

aiy, aiy , ais >0 ; aiy <0;0< ais<1
aj1,aj2,3j3, 85 >0 ; a4 <0;0< agjg<1
aky, ak, , ak; aks>0 ; ak, akg <0;0< aj;<1

BLOK MUTU MODAL MANUSIA

1. Angka Partisipasi Sekolah (Human Capital)

(46)
(47)
(48)

(49)

Human Capital, dipengaruhi oleh dampak alokasi anggaran pendidikan, Health

Capital, yang diukur dengan angka partisipasi pendidikan.

APS, = aly + al;AHH; + al,LAG(APN1) + alsLAG(APSL1)+ Us0 veeveereereeereereerreenenee

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:
al 4, al 5, >0 ; O< al 5<1.

dimana:

APS; = Human Capital diukur dengan Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat
Sekolah Menengah Atas(%)

APN; = Persentase Anggaran Pendidikan dalam Realisasi APBN tahun lalu (%)
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AHH,
Ui

Angka Harapan Hidup (%)
Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i

2. Health capital

Penduduk yang lebih sehat akan lebih banyak berpartisipasi untuk bersekolah. Hal ini
menunjukkan bahwa kesehatan berkaitan dengan kualitas mutu modal manusia. Health
capital dipengaruhi oleh nilai produksi nasional, anggaran kesehatan, pemenuhan kebutuhan
dasar dan lag Health capital. Bentuk persamaannya adalah:

AHH; =amy+ am;KD-LAG(KDy)) + am,AKS; + amz(GDP-LAG(GDPy)) + am;UMR;
a1 T PP PP UPTPRUPTPRN (51)

tanda parameter dugaan yang diharapkan:
amp, am,, amgz am,4>0 ;

dimana:
AKSt = Persentase Anggaran Kesehatan dalam Realisasi APBN (%)
Usi = Peubah pengganggu dengan i = persamaan ke-i

3. Produktivitas Pekerja
Produktivitas pekerja didisagregasi sektoral dan dipengaruhi oleh upah riel, angka
partisipasi pendidikan, Nilai Produksi Nasional, dan peubah lag endogennya. Bentuk

persamaan adalah sebagai berikut:

PTPG; =ang+ aniWPP; + an,APS; + aNgGDPGt + U5y covvveveeiviiiieiiciiiee e sevieee s (52)
PTPIl; =aoy +ao;WPI; + ao,(APS*Ty)+ a0sGDPI; + a04LAG(PTPIi1)tUis3...eevenneee (53)
PTPT; =apg+ apiLAG(WPTy;) + ap(APS*Ty)+ apsGDPT, +aps,LAG(PTPT )+ uiss  (54)
PTPK; =aqo+ aq;LAG(WPK,) +ag,(APSt*T,)+aqsGDPK; +aq;LAG(PTPK1)+ Uiss  (55)
PTPH, =ary+ ar;LAG(WPH,.) +ar,(APSt*T,)+ arsGDPH; +ar,LAG(PTPH 1)+ Uiss .  (56)
PTI; = asg +as;LAG(WI,) +as,(APS*Ty)+assGDPNI; + as;,LAG(PTliy) + U7 ... (57)
PTS; =aty+at;LAG(WS,) +aty(APS*T,)+at;GDPNS; + atyL AG(PTSi;) + Uwsg....  (58)

tanda parameter dugaan yang diharapkan:
ang, ans,ans; >0;
a0;, a0, a0z >0; O<ao,4<l.
ap;, apzaps >0; O<ap 4 <l
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ag;, agz,aqsz >0; O<aq 4 <l
ary, ars,ars >0 ; O<ar,<1.

as;, as, asz >0; O<as,<l.
at;, atp atz >0; O<at 4 <1.

BLOK PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Produksi Nasional
Produksi nasional dianalisis secara sektoral dan dipengaruhi oleh investasi kapital
sektoral, permintaan tenaga kerja sektoral, dan variabel lag endogennya.  Bentuk

persamaannya adalah:

GDPG, = aup + auDGD; + auyDGT-LAG(DGT.1) + aus(IP-LAG(IP,y)) +  (59)
AUADK T U509 «vvvveeiieeeii ittt e e
GDPl, = avy + av;DID, + avy(DIT-LAG(DIT.y)) + avs(IP/LAG(IP.)) +  (60)

A ] S N 1T SRR

GDPT; = awp + aw;DTD; + aw,DTT; +awslP; +aw,;DK; +awsLAG(GDPT )+ (61)
T

GDPK; = ax, + ax;DKD; + ax;LAG(DKTy;) +axz(IP/LAG(IPyy)) +ax, (62)
LAG(G DPKt_l) Ll U PPN

GDPH; = ay, + ay;DHD; + ay,DHT, +ay3(IP-LAG(IP:,)) +ay,LAG(GDPH, )+ (63)

0

GDPNI, = az, + az;(DNID-LAG(DNID,,)) + az,DNIT; + azs(Il-LAG(Il.})) +  (64)
az, Ty +aZ5LAG(GDPN|t_1) Ll U T

GDPNS, = bag + ba,DNSD; + ba,(DNST-LAG(DNST, 1)) + bas(IS-LAG(IS.1)) +  (65)

UEB5 +ereeeeiii i e
GDPP; = GDPG+GDPI+GDPT+GDPK+GDPH ......cccoviiiiiiiiiicc, (66)
GDPN; = GDPNIFGDPNS oo eeeeeee e e e ee e see s (67)
GDP; = GDPP 4 GDPN ..ot (68)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:
aup, au,, ausz aus>0
avy, avg, avsz avgs>0
awy, aw ,, awz aw >0 ; 0O<aws<1.
axXp, aX o, axs ax4>0 ; 0<axs<l.
ayy, ay o, aysays>0 ;0<ays<l.
azy, az,,az3 az,>0 ;0<azs<l.
baj, ba,, baz; >0 ;
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GDPNI;

= Produksi Nasional sektor industri (Juta Rupiah)
GDPNS; = Produksi Nasional sektor jasa (Juta Rupiah)
GDPG; = Produksi Nasional subsektor tanaman pangan(Juta Rupiah)
GDPI, = Produksi Nasional subsektor perikanan (Juta Rupiah)
GDPT; = Produksi Nasional subsektor peternakan (Juta Rupiah)
GDPK; = Produksi Nasional subsektor perkebunan (Juta Rupiah)
GDPH; = Produksi Nasional subsektor kehutanan (Juta Rupiah)
GDPN; = Produksi Nasional sektor non pertanian(Juta Rupiah)
GDPP; = Produksi Nasional sektor pertanian (Juta Rupiah)

2. Investasi Kapital
Investasi Kapital dipengaruhi oleh suku bunga, upah pekerja, nilai produksi nasional,

dummy kebijakan desentralisasi fiskal, dan lag investasi kapital. Bentuk Persamaannya

adalah:
I = bbg + bb;LAG(SBy.1) + bb,WI; +bbsGDPNI;; +bb,DF; +bbsLAG(BD..
1) +bb68D +bb7LAG(||) Ll U T S PP TP (69)
IS = bCo + bClLAG(SBt_l) +bC2WSt +bC3GDPNS +bC4DFt +bC5LAG(BDt_1)
#DCESD +HDCILAG(IS) + Uity wovvrseoeemsreeees e eees oo (70)
IPt = bdy + bd,LAG(SB,,) +bd,WP, +bdsGDPP, +bd,DF, +bds(BD*T))
+bd68Dt +bd7LAG(|Pt_1) F 77 creenreneenieieir e (71)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan:

bbgy bb4, bb5v bbe >0 ; bbl, bbzy <0 ;0> bb7 > 1.
bcs bey, bes bcg>0 ; bey be, <0 ;0> bey > 1.
bdgy bd4, bd5v bde >0 ; bdl, bdzy <0 ;0> bd7 > 1.

Dimana:
SBt = Tingkat Suku Bunga (%)
DF; = Dummy Kebijakan Desentralisasi Fiskal

(1= setelah 2001 dan 0 = sebelum 2001)

b. Prosedur Analisis
Prosedur analisis dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu identifikasi model,

pendugaan model, validasi model dan simulasi kebijakan pemerintah.
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b.1. Identifikasi Model

Model ekonometrika yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model
persamaan yang bersifat simultan. Dengan demikian perlu dilakukan lebih dahulu identifikasi
model sebelum memilih metode untuk menduga parameter setiap persamaan dalam model
tersebut. Identifikasi model ditentukan atas dasar order condition sebagai syarat keharusan
dan rank condition sebagai syarat kecukupan.

Koutsoyiannis (1977) menyatakan hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural
haruslah exactly identified atau overidentified untuk dapat menduga paramater-parameternya.
Kendati suatu persamaan memenuhi order condition, mungkin saja persamaan itu tidak
teridentifikasi. Karena itu, dalam proses identifikasi diperlukan suatu syarat perlu sekaligus
cukup. Hal itu dituangkan dalam rank condition untuk identifikasi yang menyatakan bahwa
suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika dimungkinkan untuk membentuk minimal
satu determinan bukan nol pada orde (G-1) dari parameter struktural yang nilainya tidak sama
dengan nol.

Manurung et al., (2005) menerangkan bahwa rank condition menjelaskan apakah
persamaan teridentifikasi atau tidak teridentifikasi sedangkan order condition menjelaskan
apakah persamaan tepat terindetifikasi. Jika determinan matriks A adalah tidak nol, maka
pertanyaan lanjutan yang muncul adalah apakah teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Jika
rank matrik A = M -1, maka persamaan adalah exactly identified. Bila determinan matrik A
adalah nol maka rank matrik A adalah lebih kecil dari M-1 dan persamaan yang diselidiki

unidentified.
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Koutsoyiannis (1977) mengemukakan bahwa untuk dapat diduga parameternya, suatu
model persamaan simultan harus terindentifikasi. Rumusan identifikasi model berdasarkan
order condition adalah sebagai berikut:

(K-M)>(G-1)
dimana:

K = Total peubah dalam model (peubah endogen dan peubah predeterminan)

M = Jumlah peubah endogen dan eksogen yang dimasukkan dalam suatu

persamaan tertentu dalam model

G = Total persamaan (jumlah peubah endogen)

Apabila (K-M) sama dengan (G-1) maka persamaan dalam model dikatakan
teridentifikasi secara tepat (exactly identified); jika (K - M) lebih kecil dari (G - 1) maka
persamaan dalam model dikatakan tidak teridentifikasi (unidentified); sedangkan jika (K-M)
lebih besar dari (G-1) maka persamaan dalam model dikatakan teridentifikasi berlebih
(overidentified).

Berdasarkan model struktural yang dibangun dalam studi ini jumlah peubah endogen
(G) diketahui sebanyak 71 buah dan peubah predeterminan sebanyak 68 dengan 40 variabel
lag endogen dan 28 variabel eksogen buah. Total peubah dalam model (K) adalah 139 buah,
dan jumlah maksimum peubah dalam persamaan (M) adalah 8. Mengikuti prosedur order
condition, maka dapat diketahui hasil identifikasi model ini adalah overidentified atau setiap
persamaan dalam model yang disusun dalam penelitian ini teridentifikasi berlebih

(overidentified).
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b.2. Metode Pendugaan Model

Untuk model persamaan simultan dengan kondisi setiap persamaannya yang
teridentifikasi berlebih, maka pendugaan parameter dapat menggunakan beberapa metode
yang ada seperti Two Stage Least Square (2 SLS), Three Stage Least Square (3 SLS),
Limited Information Maximum Likelihood (LIML), atau Full Information Maximum
Likelihood (FIML).

Namun demikian metode yang dipilih adalah 2 SLS. Hal ini disesuaikan dengan
tujuan empiris yaitu untuk memperoleh koefisien penduga secara simultan. Beberapa
karakteristik dari metode 2 SLS adalah sebagai berikut:

1. Untuk sampel kecil hasil estimasinya adalah bias. Akan tetapi dalam sampel besar (ketika
n mendekati tak hingga ) bias cenderung ke nol, dengan kata lain estimasi 2 SLS secara
asimtotik adalah unbias.

2. Pendugaan 2 SLS adalah konsisten, yaitu distribusinya berhimpitan dengan parameter b
ketika n mendekati tak hingga.

3. Pendugaan 2SLS secara asimtotik adalah efisien.

Pendugaan nilai-nilai parameter dalam model dilakukan dengan memanfaatkan
program komputer Statistieal Analysis System-Econometrics Time Series (SAS-ETS).

Selanjutnya untuk menguji apakah peubah-peubah penjelas secara bersama-sama
berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan
digunakan Uji Statistik F. Kemudian untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas
secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen pada masing-masing

persamaan digunakan Uji statistik-t.
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b.2.1 Uji Statistik F
Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel eksogen secara bersama-

sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen pada masing-masing

persamaan.
Hipotesis : Ho : Bi =0 H; : minimal ada satu B;# 0
Foing _ R? !(k -1)
(L-R?)/(n—k)
Keterangan :

k = jumlah variabel (parameter)
n = jumlah sampel

Kaedah keputusan :

Fhitng < Fraver ... Terima H,, artinya secara bersama-sama variabel eksogen berpengaruh
tidak nyata terhadap variabel endogen
Fhitung > Frabel - Tolak H,, artinya secara bersama-sama variabel eksogen berpengaruh

nyata terhadap variabel endogen

b.2.2. Uji Statistik t
Uji Statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel eksogen secara individual
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen pada masing-masing persamaan.

Hipotesis Hq : gi =0

Hy : ﬂ i #0
(. _ B
itung Se(Bi )
Keterangan :
L = koefisien regresi parsial dugaan untuk variabel eksogen

Se(/i) = standar error f3;
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Kaedah keputusan :
thiung < twper ... T€rima Ho, artinya secara individual variabel eksogen berpengaruh tidak
nyata terhadap variabel endogen
thiung > Tiapel .- Tolak Hy, artinya secara individual variabel eksogen berpengaruh nyata
terhadap variabel endogen
b.3. Validasi Model
Untuk mengetahui apakah model cukup valid digunakan untuk mensimulasi kebijakan
maka terlebih dahulu dilakukan validasi model. Kriteria statistik yang sering digunakan untuk
validasi nilai pendugaan model ekonometrika, antara lain adalah Root Mean Square Error

(RMSE), Root Mean Square Percent Error (RMSPE), dan Theil’s Inequality Coefficient

(Pyndiyck and Rubinfeld, 1991). Kriteria-Kriteria tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

= 1
RMSE (;) 5T (Vs - Ya)?

- T
RMSPE = j(—) % [(Ys - Ya)/Ya]?
t=1

T)=
dimana:

RMSE = akar tengah kuadrat galat (Root Mean Square Error)

RMSPE = akar tengah kuadrat persen galat (Root Mean Square
Persen Error)

U-Theil’s = koefisien ketidaksamaan Theil (Theil’s inequality
Coefficient)

Yts = nilai dugaan model

A = nilai pengamatan contoh

T = jumlah pengamatan dalam simulasi

Nilai dari koefisien U-Theil’s bernilai antara 0 dan 1. Jika U=0 maka pendugaan model
adalah sempurna, jika U=1 maka pendugaan model adalah naif. Pada hakekatnya semakin

kecil nilai RMSE, RMSPE, dan U semakin baik pendugaan model.
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Pada dasarnya, kesalahrataan kuadrat terkecil dapat juga dinyatakan dalam komponen

lain yang memberikan informasi yang sangat penting yaitu mengenai Uy, Ug, Up:

Uy, = (Yo -v®)?
@/ T)s(YS —Y2)?
T(sS —r s
Ty v
Uy = 1A=

SO -Y7)*

Ketentuannya adalah jumlah nilai ketiga komponen sama dengan satu yaitu:

Uu+Ugr+Up=1

Uy adalah proporsi bias yaitu sebagai indikator kesalahan sistematik, karena
komponen ini mengukur sampai seberapa jauh nilai rata-rata seri simulasi dan aktualnya
menyimpang satu dari yang lainnya. Ugr adalah komponen regresi yang menunjukkan
penyimpangan kemiringan (slope) regresi aktual dengan nilai-nilai pendugaannya. Up
merupakan komponen residual kesalahan-kesalahan yang tidak sistematik. s adalah standar
deviasi nilai dugaan, s? adalah standar deviasi nilai parameter aktual dan rs2 adalah nilai
koefisien korelasi antara nilai dugaan dan pengamatan aktual. Suatu model baik jika Uy, dan
Ur sangat kecil dan Up mendekati satu.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk validasi model adalah nilai koefisien
determinasi (R?). Semakin besar nilai R? dari model, menunjukkan semakin besar variasi
perubahan peubah endogen yang dapat dijelaskan oleh peubah penjelas. dan berarti model
semakin baik. Dalam penelitian ini, Kkriteria statistik validasi model yang digunakan adalah

RMSPE, R?, Uy,Ug, Up dan U-Theils’s.
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b.4. Simulasi Kebijakan Pemerintah dan Forecasting

Analisis simulasi dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap
peubah-peubah endogen. Simulasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
Simulasi kebijakan historis tahun 1990-2009. Kebijakan pemerintah yang disimulasi adalah
simulasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah. Beberapa
simulasi kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Kenaikan UMR 10 persen. Kenaikan 10 persen dipilih dengan dasar kenaikan
inflasi yang rata-rata lebih dari 8,57 persen selama kurun waktu 1990-20009.

2. Penurunan Suku Bunga 5 persen. Penurunan suku bunga 5 persen dengan dasar
rata-rata tingkat suku bunga sebesar 16,5 persen selama kurun waktu 1990-20009.
Sementara saat ini, tingkat suku bunga Bank Indonesa (SBI) saat ini sebesar 6
persen, dengan tolerasi suku bunga di pasar berkisar 12 persen.

3. Kenaikan Anggaran Pendidikan 5 %. Kenaikan Anggaran pendidikan sebesar 5 %
dengan dasar rata-rata persentase anggaran pendidikan selama kurun waktu 1990-
2009 baru sebesar 16,4 persen.

4. Kenaikan Anggaran Kesehatan 10 persen. Kenaikan Anggaran kesehatan sebesar 10
persen dengan dasar rata-rata persentase anggaran kesehatan selama kurun waktu
1990-2009 hanya sebesar 4,87 persen.

5. Kenaikan Belanja Daerah 5 persen. Kenaikan anggaran Belanja Daerah 10 persen
dengan dasar selama kurun waktu 1990-2009 , persentase anggaran belanja daerah
(transfer ke daerah) telah mencapai 29 persen.

6. Kenaikan Produksi Pertanian 10 %. Kenaikan 10 persen dengan dasar rata-rata
kenaikan produksi pertanian selama 2009 telah mencapai 9,85 persen. Peningkatan
produksi sebesar 10 persen ini mengasumsikan bahwa setiap subsektor dalam bidang
pertanian memiliki komposisi yang selalu sama setiap tahunnya dari sisi capaian
produksi.

7. Kombinasi Simulasi 1 dan 2

8. Kombinasi 3 dan 4

9. Kombinasi 1, 3, dan 4

10. Kombinasi 1 dan 6

11. Kombinasi Penurunan Subsidi 4 %, Simulasi 2, 3, 4, dan 5

12. Kombinasi Penurunan Subsidi 4 %, Simulasi 2, 3, 4, dan 6
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13. Kombinasi Penurunan Subsidi 4 %, Simulasi 1, 2, 3, 4, dan 6
Selanjutnya untuk menganalisis perkembangan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi
dan mutu modal manusia di Indonesia tahun 2012 — 2015 dilakukan peramalan untuk tahun
2012-2015 (Ex-ante Forecasting). Pindyck dan Rubinfeld (1991) menyatakan bahwa dalam
model times series, keduanya memprediksi nilai variabel terikat di luar periode yang
digunakan dalam estimasi. Gambar 16. menyajikan bahwa dalam Ex-post Forecasting,
observasi terhadap variebel endogen dan eksogen sudah diketahui dengan pasti selama
periode peramalan. Selanjutnya, Ex-post Forecasting dapat diuji kebenarannya dengan
membandingkan dengan data aktual yang telah tersedia. Ex-ante Forecasting juga
memprediksi nilai dari variabel bebas di luar periode estimasi sebenarnya, tetapi
menggunakan variabel penjelas yang belum diketahui. Perbedaan antara Ex-post Forecasting

dan Ex-ante Forecasting disajikan dalam Gambar 16.

T Ts
T1 2 sekarang
Waktu t
«——— Periode Estimasi ———ple—— Periode Ex-post —ple— Periode Ex-ante —»
Forecastina Forecastina
1990 2009 2011
— o — _/
—~ ~
1990-2009 2010-2011 2012-2015

Gambar 16. Tipe-Tipe Peramalan (Pindyck dan Rubinfeld . 1991). Dimodifikasi






IV. POTRET PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
KESEMPATAN KERJA DAN MUTU MODAL MANUSIA
DI INDONESIA

A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui
Kinerja pertumbuhan perekonomian suatu negara. Secara teori, PDB dapat dihitung dengan
menggunakan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.
Selama ini Badan Pusat Statistik (BPS) selaku institusi resmi yang menghitung PDB hanya
melakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran.
Produksi domestik bruto menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu (biasanya dalam satu
tahun). Di samping PDB nasional, terdapat juga PDB secara sektoral, yaitu PDB nasional
yang diperinci dalam sektor-sektor.

1. Perkembangan PDB Nasional

Tabel 6 menunjukkan selama kurun waktu 1976-2007 PDB nasional atas dasar harga
berlaku telah meningkat dari Rp20.360 miliar tahun 1976 menjadi Rp3.845.215 miliar tahun
2007. Sedangkan menurut harga konstan 2000, PDB nasional telah bertambah dari Rp417.761
miliar menjadi Rp1.907.665 miliar dalam masa waktu yang bersamaan (Gambar 17). Dengan
demikian, sepanjang periode 1977-2007 Indonesia telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi
rata-rata 4,90 persen per tahun. Jika ditelusuri dari fase-fase perkembangan ekonomi nasional,
maka terungkap bahwa laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada sebagian fase oil
boom | dan oil boom II, yakni mencapai rata-rata 8,13 persen per tahun selama 1977-1981.
Dengan tingkat pertumbuhan sebesar ini, PDB nasional menurut harga konstan 2000 naik

dari Rp417.761 miliar tahun 1976 menjadi Rp617.430 miliar tahun 1981.

113
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Tingginya laju pertumbuhan ekonomi pada fase ini terutama bersumber dari sektor

pertambangan dan penggalian, atau lebih tepatnya subsektor pertambangan minyak dan gas

bumi (migas).

Tabel 6. Perkembangan PDB Nasional, 1976-2007 (Rp miliar)

Atas Dasar

Atas Dasar Harga

Laju Pertumbuhan

Tahun Harga Berlaku Konstan 2000 Ekonomi (%)
Fase Oil Boom I dan Il
1976 20.360 417.761 -
1977 25.026 454.363 8,76
1978 28.918 485.110 6,77
1979 42.158 520.641 7,32
1980 59.825 572.081 9,88
1981 71.121 617.430 7,93
Fase Resesi Ekonomi
1982 78.145 631.300 2,25
1983 93.747 657.771 4,19
1984 108.557 703.654 6,98
1985 117.146 720.979 2,46
1986 124.013 763.336 5,87
Fase Deregulasi dan Debirokratisasi
1987 150.745 800.939 4,93
1988 171.624 847.236 5,78
1989 201.914 910.411 7,46
1990 236.229 976.344 7,24
1991 274.698 1.044.203 6,95
1992 313.870 1.111.653 6,46
1993 364.756 1.183.869 6,50
1994 417.381 1.270.735 7,34
1995 502.726 1.377.784 8,42
1996 589.128 1.487.731 7,98
Fase Krisis Multidimensi
1997 694.277 1.555.318 4,54
1998 1.057.133 1.351.156 (13,13)
1999 1.227.718 1.362.582 0,85
2000 1.427.590 1.427.590 4,77
2001 1.614.896 1.413.123 (1,01)
Fase Kebangkitan Ekonomi
2002 1.750.647 1.447.532 2,43
2003 1.928.402 1.511.295 4,40
2004 2.233.292 1.610.476 6,56
2005 2.720.562 1.716.116 6,56
2006 3.241.337 1.791.867 4,41
2007 3.845.215 1.907.665 6,46
Rata-rata 4,90

Sumber : Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.
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Memasuki fase resesi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun
dibandingkan fase sebelumnya, yakni menjadi rata-rata 4,35 persen setahun selama 1982-
1986. Namun pencapaian pada fase ini lebih baik dibandingkan dua fase lainnya. Pada fase
krisis multidimensi 1997-2001, dimana pada fase ini juga dicanangkan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional, laju pertumbuhan ekonomi nasional berkontraksi sebesar —0,80 persen
per tahun. Sementara itu, pada dua fase lainnya, yakni fase deregulasi dan debirokratisasi
1987-1996 dan fase kebangkitan ekonomi 2002-2007, laju pertumbuhan ekonomi nasional

masing-masing mencapai rata-rata 6,91 persen dan 5,14 persen per tahun.

4,500,000 —@— Perkembangan PDB Menurut Harga Berlaku (Rp miliar) 15.00

—e— Perkembangan PDB Menurut Harga Konstan 2000 (Rp miliar)
4,000,000 T ey | aju Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)
- 10.00

3,500,000
3,000,000 - 5.00
2,500,000
2,000,000
1,500,000 - (5.00)
1,000,000

- (10.00)
500,000

(15.00)

Sumber : Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.
Gambar 17. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 1976-2007
Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi nasional selama rentang masa 1977-

2007 memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan seiring dengan fase-fase ekonomi yang

dijalani. Sebagaimana tampak pada Gambar 17, fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi nasional
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yang paling tajam terjadi pada tahun 1998, dimana perekonomian Indonesia pada saat itu

berkontraksi sebesar —13,13 persen akibat dilanda oleh krisis multidimensi. Sedangkan laju

pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih pada tahun 1980 dengan angka sebesar 9,88 persen.

Tabel 7. Perkembangan PDB Sektor-sektor Ekonomi Menurut Harga Konstan 2000, 1976-

2007 (Rp miliar)

c S S - P c

s &% . 95 s Bss EE g%E

.8 =) s c 2 c co 8 X 5 D& » o]
Tahun 8 £ 3 O & oy Sz 2E Sg2 o

5 S8 2 £ = s 888 52 3zo 2

o 5 c E< i 5T Sz ¥ ¢ w -

a3 3 a =3 &8

Fase Oil Boom I dan 11
1976 99.642  105.076 40.359 617 16.794 71.104 12.490 20.212 51.468
1977 99.667  116.603 45.333 643 19.963 74.609 15.362 25.652 56.530
1978 108.009  116.840 51.970 694 22.596 78.800 17.477 27.719 61.004
1979 111490  116.867 61.261 916 24.647 88.732 20.462 31.003 65.263
1980 118.967  117.148 75.912 1.047 28.186 98.408 22.426 36.113 73.873
1981 125.198  121.418 83.876 1.212 31.857 108.897 24.991 40.346 79.635
Fase Resesi Ekonomi
1982 129.771  108.331 86.170 1.437 33.851 116.229 26.718 45.498 83.295
1983 141.362  114.614 91.546 1.465 37.358 115.000 26.752 46.421 83.254
1984 147480  121.957 111.859 1.485 35.745 116.821 28.484 54.682 85.140
1985 152.655  109.490 123.490 1.644 36.412 121.873 28.588 58.018 88.808
1986 156.585  115.333 134.944 1.931 37.224 129.934 29.344 66.010 92.030
Fase Deregulasi dan Debirokratisasi
1987 159.454  115.384 148.807 2.219 38.672 138.985 30.989 69.231 97.198
1988 162.401  108.795 161.812 2.496 41.115 153.641 33.148 71955  111.874
1989 167.857  114.117 176.595 2.822 45971 171.520 37.264 82.950  111.315
1990 170911  119.845 197.967 3.301 52.094 182.269 40.515 93.876  115.566
1991 173.471 131.914 217.160 3.816 57.896 191.307 43.512 105.707 119.420
1992 183.904  128.688 236.998 4.177 63.752 204.043 47559  118.731  123.800
1993 192.003  135.359 267.851 4.320 73.600 208.392 54.988  125.997  121.359
1994 193.929  143.569 302.283 4.808 84.909 221.747 58.908  137.262  123.320
1995 201.800  152.776 334.141 5.619 95.587 241.339 64.441  153.677  128.404
1996 208.287  162.003 373.646 6.322  108.008 260.036 69.869  167.107  132.455
Fase Krisis Multidimensi
1997 209.857  165.356 397.238 7.185  114.834 275.685 75.720  173.148  136.294
1998 213.027  164.528 354.623 7.198 75.022 221.380 62.195  123.839  129.343
1999 217.014  160.298 367.496 7.812 74.311 223.830 62.474 115894  133.454
2000 218542  171.414 405.171 6.898 78.555 233.231 66.289  117.295  130.195
2001 219.651  165.058 390.779 8.887 78.564 228.889 68.945  120.931  131.420
Fase Kebangkitan Ekonomi
2002 222.737  163.420 403.315 9.490 81.233 233.944 73.254  126.483  133.656
2003 230.347  160.603 423.303 9.917 85.878 245.802 81.889 134511  139.044
2004 240.294  155.651 456.891 10.595 93.657 263.606 94.204  146.923  148.656
2005 248.850  161.948 481.819 11.355  101.545 287.834  107.096  158.056  157.612
2006 254530  162.987 498.675 11.884  108.866 303.144  121.226 164971  165.584
2007 263.800  166.449 522.651 13.137  118.406 329.228 138.846  178.394  176.755

Sumber : Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.
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2. Perkembangan PBD Sektoral

Perkembangan PDB atas dasar harga konstan 2000 bisa ditelusuri dari Tabel 7. Enam
dari sembilan sektor ekonomi dalam perekonomian nasional memperlihatkan peningkatan
nilai tambah bruto (NTB) dari tahun ke tahun selama jangka waktu 1976-2007. Keenam
sektor ekonomi tersebut adalah sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel,
dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Sedangkan tiga sektor lainnya pernah mengalami
penurunan nilai tambah, yakni sektor pertanian pada tahun 2000, sektor pertambangan dan
penggalian pada tahun 1982, 1985, 1992, 1993, 1999, dan 2002, serta sektor listrik, gas, dan

air bersih tahun 1999 dan 2000.

Secara keseluruhan, selama rentang waktu 1976-2007 NTB sektor industri
memberikan kontribusi terbesar kepada perekonomian nasional, yakni rata-rata 27,34 persen
per tahun. Sebaliknya, NTB sektor listrik, gas, dan air bersih hanya mampu berkontribusi
sekitar 1,23 persen setahun (Gambar 18). Meskipun sektor listrik, gas, dan air bersih
merupakan penyumbang terkecil dalam perekonomian nasional, namun sektor ini mencatat
laju pertumbuhan PDB yang tertinggi, yakni rata-rata 10,67 persen setahun selama 1977-
2007. Setelah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor-sektor berikutnya yang meraih laju
pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor industri
dengan laju pertumbuhan sekitar 8,81 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
8,32 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebanyak 7,70 persen, sektor

bangunan sekitar 7,00%, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,24 persen per tahun.
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Gambar 18. Perkembangan PDB Sektor-sektor Ekonomi Menurut Harga Konstan 2000, 1976-
2007 (Rp miliar)

Apabila sektor-sektor ekonomi diklasifikasi menjadi sektor primer (sektor pertanian plus
sektor pertambangan dan panggalian), sektor sekunder (sektor industri, sektor listrik, gas, dan
air bersih, sektor bangunan), dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta
sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, plus
sektor jasa-jasa), maka diperoleh hasil bahwa :

e Peran sektor primer terhadap PDB semakin berkurang, tepatnya dari 49,84 persen tahun
1976 menjadi 37,97 persen tahun 1982, lalu 33,42 persen tahun 1987, kemudian 23,60
persen tahun 1997, lalu sempat naik menjadi 28,31 persen tahun 1998, dan terakhir sebesar
24,47 persen pada tahun 2007. Dengan demikian, sepanjang masa waktu 1976-2007 sektor
primer berperan rata-rata 32,04 persen per tahun.

e Peran sektor sekunder terhadap PDB semakin meningkat, yakni dari 15,25 persen (1976)
menjadi 21,08 persen (1982), 23,85 persen (1987), 33,89 persen (1997), kemudian

mencapai angka tertinggi sebesar 37,23 persen pada tahun 2002, dan sedikit menurun
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menjadi 36,75 persen (2007). Pukul rata, kontribusi sektor sekunder selama periode 1976-
2007 rata-rata 27,48 persen per tahun.

e Peran sektor tersier terhadap PDB berfluktuasi, dimana pada awalnya naik dari 34,91
persen tahun 1976 menjadi 42,73 persen tahun 1987, lalu merosot hingga 37,80 persen
tahun 2001, kemudian naik lagi mencapai 40,46 persen tahun 2004. Setelah itu cenderung
menurun hingga 38,79 persen tahun 2007. Alhasil, sepanjang kurun waktu 1976-2007
sektor tersier memberikan sumbangan 40,48 persen setahun.

Dari tren perkembangan pangsa ketiga sektor di atas, dapat dinyatakan bahwa
transformasi ekonomi nasional dalam jangka panjang (1976-2007) telah berjalan cukup baik.
Mulai tahun 1993 perekonomian nasional telah bergeser dari sektor primer kepada sektor
sekunder. Sedangkan pergeseran antara sektor primer dan sektor tersier sudah berlangsung
sejak tahun 1982. Sampai dengan tahun 2007, pangsa sektor sekunder masih di bawah sektor
tersier. Dengan tren setiap sektor seperti sekarang ini, maka pada tahun 2010 nanti

diperkirakan pangsa sektor sekunder akan melampaui kontribusi sektor tersier (Gambar 19).
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Sumber : Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.

Gambar 19. Perkembangan Pangsa Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier dalam
Struktur Ekonomi Nasional, 1976-2007 (%)
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B. Perkembangan Kesempatan Kerja Indonesia
1. Perkembangan Kesempatan Kerja Nasional

Kesempatan kerja merupakan salah satu faktor utama di dalam fungsi produksi, baik
di tingkat mikro (perusahaan) maupun makro (nasional). Perkembangan yang terjadi
menunjukkan adanya perkembangan dari jumlah output yang dihasilkan. Pada dasarnya
hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah kesempatan kerja yang
digunakan merupakan hubungan yang positif. Dalam hal ini penambahan jumlah kesempatan
kerja akan mendorong penambahan jumlah output yang dihasilkan dengan asumsi terjadinya
skala hasil yang meningkat ataupun paling tidak konstan. Dicermati dengan adanya
peningkatan total stok kapital nasional dan jumlah kesempatan kerja maka terdapat indikasi
terjadinya pertumbuhan output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Sehingga dapat
dikatakan bahwa perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan.

Gambar 20. memperlihatkan perkembangan jumlah kesempatan kerja nasional selama
periode 1976-2007. Dari grafik tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah kesempatan kerja
nasional dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1976 jumlah kesempatan kerja nasional baru
mencapai 47.306 ribu orang, maka memasuki tahun 1997 sudah sebanyak 87.005 ribu orang
dan terus bertambah hingga mencapai angka 95.922 ribu orang pada tahun 2007. Jika
dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 sebesar 89.603 ribu dan tahun
2007 mencapai 109.941 ribu, maka proporsi kesempatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja
cenderung menurun yaitu sebesar 0,97 persen pada tahun 1997 menjadi 0,87 persen pada
tahun 2007. Fenomena ini menjadi indikasi keberadaan pengangguran di Indonesia.

Setelah tahun 1997 tren perkembangan kesempatan kerja nasional lebih lambat
dibandingkan dengan perkembangan sebelum tahun 1997. Selain itu, sebelum tahun 1990

pertambahan jumlah kesempatan kerja nasional selalu tumbuh di atas 3 persen, namun setelah
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tahun 1990 pertumbuhan yang terjadi justru di bawah angka 3 persen dan cenderung
berfluktuatif. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 dengan laju sebesar 0,49 persen.
Namun demikian, secara keseluruhan kesempatan  kerja nasional mengalami tren
pertumbuhan yang menurun selama periode kajian, dengan laju rata-rata sebesar 2,31 persen

setiap tahunnya.
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Gambar 20. Perkembangan Jumlah Kesempatan Kerja Nasional, 1976-2007
Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional selama kurun
waktu yang sama, sekitar 5,11 persen pertahun, maka secara rata-rata memang laju
pertumbuhan kesempatan kerja nasional lebih rendah. Akan tetapi, pada tahun-tahun tertentu,
sebagaimana terlihat dalam Gambar 21, laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional lebih
tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi seperti ini berlangsung

pada saat perekonomian nasional terkena resesi ekonomi dan krisis multidimensi.



122

10.00
5.00
- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T M\ T T T T =
N~ (o)) - ™ Lo N~ [@)) - ™ Lo (2] Lo N~
N~ N~ [e0] [e0] [e0] (o] [e0] (o)) (o)) (o)) o o o o
(0] (o] (o] 0] (o] 0] )] (o] (o] (0] o o o o
i i i i i i i i i i i i AN AN N N
(5.00)
(1000) —a— Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja Nasional y
(%)
—— Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)
(15.00)

Sumber: Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.

Gambar 21. Sandingan Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja Nasional dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 1977-2007 (%)

2. Perkembangan Kesempatan Kerja Sektoral

Selanjutnya, dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang
menyerap tenaga kerja nasional paling besar dibandingkan delapan sektor lainnya. Selama
jangka waktu 1976-2007 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini bertambah dari
28.879 ribu orang (61,05 persen dari total tenaga kerja nasional) pada tahun 1976 menjadi
42.200 ribu orang (43,99 persen) pada tahun 2007, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,30
persen per tahun. Dengan pertambahan tenaga kerja sebanyak ini, sektor pertanian mampu
memberikan kontribusi rata-rata 50,32 persen per tahun (Gambar 28). Hal ini menunjukkan

bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional.



Tabel 8. Perkembangan Kesempatan Kerja Sektoral, 1976-2007 (ribu orang)
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S5 S = c@ §8
Tahun & €5 3 o3 =) 52 P& g8z =
5 s& 2 X S 858 S 350 2
& p &3 oS

Fase Oil Boom I dan 11

1976 28.879 23 3.668 19 658 6.773 1.299 18 5.970
1977 29.926 47 3.927 23 687 6.840 1.476 17 6.146
1978 30.233 70 4.170 33 942 6.945 1.523 36 6.988
1979 30.437 104 4412 46 1.286 7.026 1.566 78 7.906
1980 30.508 154 4.648 64 1.767 7.077 1.603 166 8.869
1981 31.151 150 5.223 60 1.979 7.927 1.744 117 8.480
Fase Resesi Ekonomi

1982 31.689 146 5.847 57 2.230 8.848 1.890 82 8.086
1983 32.747 150 5.811 60 2.224 9.178 1.959 119 8.541
1984 33.823 155 5.770 63 2.220 9.517 2.030 170 9.016
1985 34.923 159 5.730 67 2.215 9.864 2.102 246 9.510
1986 36.454 571 5.187 72 2.001 9.656 2.022 264 10.638
Fase Deregulasi dan Debirokratisasi

1987 37.060 407 5.323 74 1.918 10.262 2.059 294 11.580
1988 38.744 414 5.469 105 1.850 10.410 2111 332 11.724
1989 40.855 436 7.349 128 1.850 11.032 2.251 394 9.129
1990 41.717 527 7.681 139 2.105 11.147 2.368 491 9.238
1991 41.169 574 8.020 155 2.514 11.634 2.573 535 9.770
1992 41.660 534 8.292 165 2.583 11.908 2.640 592 10.145
1993 40.221 668 8.935 176 2.919 12.831 3.047 589 10.936
1994 37.484 745 10.871 187 3.636 14.089 3.445 640 10.942
1995 36.875 673 10.599 226 3.944 14.531 3.619 689 12.687
1996 37.289 769 10.799 168 3.861 16.183 4.021 703 11.909
Fase Krisis Multidimensi

1997 35.443 892 11.215 238 4.263 17.271 4.203 669 12.811
1998 39.415 675 9.934 148 3.522 16.814 4.154 618 12.394
1999 38.378 726 11.516 188 3.415 17.529 4.206 634 12.225
2000 40.496 414 11.590 107 3.482 18.407 4534 879 9.531
2001 39.669 890 12.063 199 3.830 17.436 4.440 1.126 10.983
Fase Kebangkitan Ekonomi

2002 40.634 518 12.110 292 4.274 17.795 4.673 992 10.360
2003 42.927 660 11.168 245 4.197 17.217 5.087 1.323 9.961
2004 40.608 1.035 11.070 231 4.540 19.119 5.481 1.125 10.513
2005 41.814 809 11.652 187 4.417 18.897 5.553 1.043 10.577
2006 40.136 924 11.890 228 4.697 19.216 5.664 1.346 11.356
2007 42.200 856 12.045 228 4.313 18.441 4.852 1.032 11.956
Laju 1,30 21,03 4,24 11,62 7,01 3,39 4,50 18,91 2,69
Pangsa 50,32 0,60 10,60 0,17 3,58 16,63 3,97 0,64 13,48

Sumber : Indonesia Dalam Angka 1977-2008. BPS, diolah.

Demikian pula yang terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dimana sektor

ini juga muncul sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja nasional dengan jumlah cukup

besar, yakni rata-rata 16,63 persen setahun dari total tenaga kerja nasional, dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 3,39 persen per tahun, tepatnya dari 6.773 ribu orang pada tahun 1976
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menjadi 18.841 ribu orang pada tahun 2007. Sektor berikutnya yang menjadi kontributor
terbesar ketiga di dalam penyerapan tenaga kerja nasional adalah sektor jasa-jasa, yakni 13,48
persen setiap tahunnya.

Angka ini mengindikasikan bahwa peranan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja
nasional cukup besar. Posisi berikutnya ditempati oleh sektor industri, dengan kontribusi
sekitar 10,60 persen per tahun. Sektor ini memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun
ke tahun dalam penyerapan tenaga kerja nasional, 3.668 ribu orang (1976) menjadi 12.045

ribu orang (2007).
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Gambar 22. Distribusi Persentase Kesempatan Kerja Nasional Berdasarkan Sektor-sektor
Ekonomi, 1976-2007
Adapun peranan sektor-sektor lainnya relatif kecil secara persentase dibandingkan
dengan keempat tadi. Sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bangunan pada
dasarnya memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan penyerapan yang juga relatif hampir
sama di antara kedua sektor tersebut. Sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan dua sektor dengan pola
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yang mirip juga dengan tingkat penyerapan yang hampir serupa. Sementara itu, sektor listrik,

gas, dan bersih lagi-lagi menempati posisi terbawah dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

C. Perkembangan Mutu Modal Manusia di Indonesia.

Dewasa ini, pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah mengalami
pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (production centered
development) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada
distribusi hasil-hasil pembangunan (distribution growth development) selama dekade 70-an.
Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya menuju
paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (human centered development) yang
muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan
manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan,
yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak),
peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan
(kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan
kegiatan ekonomi).

Untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan
diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator
pembangunan manusia yang melihar kondisi mutu modal manusia di duatu tempat. IPM
mulai diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen
yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk

menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek
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tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup
layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir;
pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf penduduk usia 15
tahun keatas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada
Purchasing Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah).

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung menggunakan metode
tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup
dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Sebagai catatan,
UNDP dalam publikasi tahunan Human Development Report (HDR). Indikator angka melek
huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-
rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu
tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah
disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB)
per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP percapita) sebagai ukuran
komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yanglebih baik untuk keperluan
perbandingan antar negara.

Perkembangan IPM Indonesia berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik secara
umum terus mengalami peningkatan. Gambar 23. menunjukkan bahwa pada tahun 1996,
capaian IPM Indonesia sebesar 67,60. Namun, capaian IPM Indonesia tahun 1999 mengalami
penurunan yang cukup tajam menjadi sebesar 63, 30. Hal ini terjadi karena penurunan daya
beli masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1998. Capaian IPM ini kembali

meningkat pada 2002 menjadi 65,80; akan tetapi kenaikan tersebut masih belum mampu
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melampaui IPM Indonesia tahun 1996. Semenjak tahun 2004-2009, angka IPM terus
mengalami peningkatan terutama pada tahun 2004 yang telah mampu mengembalikan
keadaan pada posisi tahun 1996 bahkan melampauinya, yaitu sebesar 68, 69. Sejak tahun
2004 hingga tahun 2009 capaian IPM terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 71,

76 pada tahun 2009.
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Gambar 23. Perkembangan IPM Indonesia, 1996-2009

Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen
IPM selama periode 2002-2009. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau
penurunan besar komponen IPM yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-
rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapital. Adapun perubahan dari masing-masing
komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif yang cukup nyata
di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah
tampaknya harus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta

revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagi upaya meningkatkan partisipasi murid secara
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berkelanjutan. Komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda memerlukan persiapan
sarana penunjang pendidikan yang memadai.

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah
angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dimaknai dengan ukuran
kualitas sumberdaya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk
berumur usia 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator rata-rata lama
sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke
atas untuk menempuh semua pendidikan formal.

Angka Melek Huruf (AMH) selama kurun waktu 1996-2009 terus meningkat
meskipun kecepatannya relatif menurun. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada periode
1996-1999, yaitu sebesar 2,9 persen. Pada tahun 1996 AMH baru sebesar 85,5 persen
sedangkan pada tahun 2009 mencapai 92,58 persen. Meskipun antara periode tersebut terjadi
krisis, tampaknya hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan

AMH di Indonesia (Gambar 24).
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Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 1996-2009. Badan Pusat Statistik. (Diolah)

Gambar 24. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia, 1996-2009
Indikator mutu modal manusia lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-

rata lama sekolah (Gambar 25). Selama periode 1996-2009, rata-rata lama sekolah penduduk
Indonesia mengalami peningkatan yang relatif lambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,30
tahun pada tahun 1996 menjadi 7,72 tahun pada tahun 2009. Hal ini berarti tingkat pendidikan
penduduk Indonesia meningkata dari setara dengan lulus Sekolah Dasar pada tahun 1996,
menjadi setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009. Selama 13 tahun,
kenaikan rata-rata lama sekolah hanya sebesar 1,4 tahun atau kurang dari 0,15 per tahun, Hal

ini perlu menjadi perhatian penuh pemerintah.
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Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 1996-2009. Badan Pusat Statistik. (Diolah)

Gambar 25. Perkembangan Lama Sekolah di Indonesia, 1996-2009

Pengembangan mutu modal manusia harus terus digalakkan untuk peningkatan mutu
modal manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu
modal manusia disamping indikator penentu IPM lainnya. Ada kelegaan yang muncul ketika

mendengar UUD 1945 berhasil diamandemen. Undang-undang mengamanahkan kepada
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penyelenggara pembangunan untuk menyediakan anggaran setidaknya 20 persen untuk
dialokasikan bagi dunia pendidikan. Hal ini setidaknya menunjukkan keseriusan negara
terhadap arti penting pendidikan bagi warganya.

Tabel 9. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMU, 1991-2009

Angka Partisipasi Sekolah (%)
Tahun  Laki-laki (L)  Perempuan (P)  Total (L+P)

1991 78,20 65,36 71,08
1992 66,49 57,09 62,69
1993 65,24 57,56 61,32
1994 69,28 61,66 65,34
1995 66,84 58,99 62,80
1996 69,53 62,61 66,04
1997 69,61 64,15 66,82
1998 70,46 65,09 67,72
1999 69,66 67,93 68,79
2000 67,25 66,17 66,71
2001 65,97 61,84 63,90
2002 66,33 63,30 64,84
2003 68,08 65,36 66,73
2004 68,13 65,47 66,82
2005 66,48 64,33 65,41
2006 66,60 64,38 65,50
2007 67,07 65,09 66,08
2008 62,93 60,90 61,91
2009 64,49 61,15 62,84

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional. 1991-2009. (Diolah)

Angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SMU (Usial6-18 tahun) juga turut menjadi
salah satu faktor penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tabel 9.
menyajikan perkembangan APS Pria dan Wanita. APS pria cenderung lebih tinggi daripada
APS wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan pria untuk menempuh pendidikan
masih lebih besar daripada wanita. Jika dilihat dari trend perkembangannya, maka angka

APS cenderung meningkat tetapi dalam jumlah yang relatif kecil (Gambar 26).
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Gambar 26. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMU, 1991-2009

D. Perkembangan Struktur Perekonomian dan Perkembangan Ketenagakerjaan antara
Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Laju pertumbuhan ekonomi seringkali dikaitkan dengan proses transformasi ekonomi
yang menyertai pembangunan ekonomi. Tabel 10 menyajikan bahwasanya dari struktur
perekonomian, sebenarnya sejak tahun 1976, perekonomian Indonesia sudah didominasi oleh

sektor Industri hanya dengan share yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun setelahnya.

Tabel 10 menyajikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sejak tahun 1976
sampai dengan 2007 sebenarnya sudah didominasi oleh sektor non pertanian. Jika
dibandingkan antara tahunnya, maka kita dapat mengetahui bahwa kontribusi sektor pertanian
semakin lama semakin kecil dengan terus meningkatnya dominasi sektor non pertanian.
Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah adanya perubahan struktur kesempatan kerja
yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan struktur ekonomi. Jika pada Tabel 10
sebelumnya telah disajikan perubahan struktur kesempatan ekonomi dimana sumbangan PDB
sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang disertasi dengan

meningkatnya peran sektor non pertanian.
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Tabel 10. Struktur Produk Domestik Brutto Menurut Sektor atas Dasar Harga Konstan di
Indonesia, 1976-2007 (%)

Fase Perekonomian Pertanian (P)  Industri (I)  Jasa (J) Pola
Fase Oil Boom I dan 11
1976 27,46 41,55 31,00 1-J-P
1977 25,25 43,30 31,45 I-J-P
1978 25,14 42,84 32,02 I-J-P
1979 24,38 43,32 32,30 I-J-P
1980 23,51 43,32 33,17 I-J-P
1981 22,89 43,35 33,75 I-J-P
Fase Resesi Ekonomi
1982 23,06 41,54 35,39 I-J-P
1983 23,26 41,14 35,59 I-J-P
1984 22,42 42,33 35,26 I-J-P
1985 22,61 41,69 35,69 I-J-P
1986 22,28 40,75 36,96 I-J-P
Fase Deregulasi dan Debirokratisasi
1987 21,49 41,21 37,30 1-J-P
1988 23,17 40,16 36,66 I-J-P
1989 22,86 41,02 36,12 I-J-P
1990 20,70 43,16 36,14 I-J-P
1991 18,85 45,04 36,12 I-J-P
1992 18,70 44,22 37,08 I-J-P
1993 17,04 44,09 38,87 I-J-P
1994 16,42 45,10 38,48 I-J-P
1995 16,26 46,00 37,74 I-J-P
1996 15,76 47,65 36,58 I-J-P
Fase Krisis Multidimensi
1997 15,22 48,09 36,69 I-J-P
1998 16,64 49,07 34,29 I-J-P
1999 18,25 47,11 34,64 I-J-P
2000 15,31 51,02 33,67 I-J-P
2001 15,32 51,55 33,13 I-J-P
Fase Kebangkitan Ekonomi
2002 15,53 50,64 33,83 I-J-P
2003 15,25 50,52 34,23 I-J-P
2004 14,35 51,40 34,24 I-J-P
2005 13,11 53,50 33,38 I-J-P
2006 12,95 54,60 32,45 I-J-P
2007 13,83 54,12 32,05 I-J-P

Sumber : Indonesia dalam Angka. 1976-2007. BPS. (diolah).

Pada bagian lainnya, Tabel 11 menyajikan fenomena yang sebaliknya dimana
penyerapan tenaga kerja oleh sektor non pertanian (industri dan jasa) masih sangat lambat.

Dari angka-angka di atas terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih
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sangat besar jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Hal ini memperlihatkan
adanya ketidakseimbangan antara besarnya input tenaga kerja dengan output yang dihasilkan.
Sebaliknya di sektor non pertanian (industri dan jasa) kenaikan penyerapan tenaga kerja
relatif lambat.

Hal yang menarik dari pergeseran angka PDB dan kesempatan kerja menuju struktur
ekonomi yang berimbang itu adalah dalam hal ketenagakerjaan. Dari segi kontribusi terhadap
PDB, sektor non pertanian telah melampaui sektor non pertanian (Pola 1-J-P). Namun dari
segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tetap dijejali dengan tenaga kerja dalam jumlah
besar (Pola P-J-1). Kelebihan tenaga kerja sektor pertanian juga merupakan beban bagi sektor
pertanian, artinya produksi dan pendapatan sektor pertanian harus dibagi dengan jumlah orang
yang lebih banyak. Hal ini apabila tidak diantisipasi akan dapat menyebabkan pemiskinan dan
ekspolitasi sumberdaya manusia di sektor pertanian.

Hasil analisis tabulasi menunjukkan bahwasanya pembangunan yang dilaksanakan
selama ini secara tidak langsung telah mengorbankan sektor pertanian dan pedesaan, dan
ekonomi masyarakat secara umum (mengingat sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan
bergantung pada sektor pertanian di pedesaan). Dengan Kkata lain, proses pembangunan telah
melahirkan persoalan disparitas dan ketidakadilan yang membebani sektor pertanian dan
pedesaan. Dengan serapan tenaga kerja paling tinggi, diikuti konstribusinya terhadap capaian
Produk Domestik Bruto (PDB) terendah, menyebabkan bagian pendapatan yang dapat
diterima oleh pekerja di sektor pertanian sangat rendah. Dengan kata lain, masyarakat di
sektor pertanian dan pedesaan memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih rendah daripada
mereka yang bekerja di sektor industr dan perkotaan, yang ditandai oleh tingginya kemiskinan

dan pengangguran di wilayah tersebut.
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Tabel 11. Struktur Kesempatan Kerja Menurut Sektor di Indonesia, 1976-2007 (%)

Fase Perekonomian Pertanian (P) Industri (1)  Jasa (J) Pola
Fase Oil Boom | dan Il
1976 61,05 11,98 26,97 P-J-1
1977 60,96 12,55 26,49 P-J-1
1978 59,35 13,23 27,42 P-J-1
1979 57,58 14,03 28,40 P-J-1
1980 55,61 15,01 29,37 P-J-1
1981 54,81 16,11 29,08 P-J-1
Fase Resesi Ekonomi
1982 53,82 17,27 28,90 P-J-1
1983 53,87 16,79 29,34 P-J-1
1984 53,89 16,31 29,80 P-J-1
1985 53,88 15,85 30,27 P-J-1
1986 54,52 14,74 30,75 P-J-1
Fase Deregulasi dan Debirokratisasi
1987 53,73 14,18 32,09 P-J-1
1988 54,45 13,98 31,57 P-J-1
1989 55,64 16,36 27,99 P-J-1
1990 55,32 17,00 27,68 P-J-1
1991 53,51 17,98 28,51 P-J-1
1992 53,06 18,10 28,84 P-J-1
1993 50,07 19,60 30,32 P-J-1
1994 45,69 23,02 31,29 P-J-1
1995 43,98 22,73 33,28 P-J-1
1996 43,51 22,89 33,60 P-J-1
Fase Krisis Multidimensi
1997 40,74 23,92 35,34 P-J-1
1998 44,96 21,02 34,02 P-J-1
1999 43,21 22,58 34,21 P-J-1
2000 45,28 22,50 32,22 P-J-1
2001 44,32 23,93 31,75 P-J-1
Fase Kebangkitan Ekonomi
2002 44,34 23,86 31,80 P-J-1
2003 46,27 23,02 30,72 P-J-1
2004 43,33 23,85 32,82 P-J-1
2005 44,04 23,82 32,14 P-J-1
2006 42,05 24,52 33,44 P-J-1
2007 43,99 23,24 32,76 P-J-1

Sumber : Indonesia dalam Angka. 1976-2007. BPS , diolah.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keragaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Kerja Pertanian dan Non Pertanian
Dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia

Hasil estimasi yang disampaikan pada Bab V ini merupakan hasil akhir setelah
mengalami beberapa kali respesifikasi model. Hasil ini dianggap paling baik karena telah
memenuhi kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika.

Hasil pendugaan model dengan metode Two Stage Least Square (2 SLS)
menunjukkan bahwa model cukup representatif untuk menganalisis keragaan pertumbuhan
ekonomi dan pasar kerja pertanian dan non pertanian dikaitkan dengan mutu modal manusia
di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R?) pada masing-masing persamaan cukup tinggi
yaitu berkisar antara 0,3452 hingga 0,9992. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peubah
penjelas di dalam model dapat menjelaskan perilaku model secara baik. Peubah-peubah
penjelas pada masing-masing persamaan secara bersama-sama cukup nyata menjelaskan
keragaman peubah-peubah endogen yang ditunjukkan oleh nilai statistik F berkisar antara
2,636 hingga 4276,236. Selain itu peubah endogen di dalam persamaan dipengaruhi oleh
sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25;
dan 0,30. Hasil uji statistik DW menunjukkan bahwa beberapa persamaan mengalami
masalah autokorelasi. Namun menurut Pindyck, R. S. dan D. L. Rubienfeld (1991) masalah
autokorelasi hanya mempengaruhi efisiensi pendugaan dan tidak mempengaruhi bias
pendugaan. Satu hal yang terpenting dan menjadi orientasi utama penelitian ini adalah semua
tanda parameter dugaan dalam model sesuai dengan harapan berdasarkan teori maupun logika

ekonomi (Lampiran 1 dan Lampiran 2).
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1. Penawaran Tenaga Kerja

Hasil estimasi persamaan penawaran tenaga kerja menunjukkan nilai R? yang tinggi

yaitu berkisar antara 0,7248 hingga 0.9924. Hal ini menunjukkan bahwa peubah-peubah
penjelas dalam masing-masing persamaan ini cukup baik untuk menjelaskan keragaman dari
peubah-peubah endogen penawaran tenaga kerja. Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung
berkisar antara 5,267 hingga 14,905. Nilai statistik F ini menunjukkan secara bersama-sama
semua variabel penjelas di masing-masing persamaan endogen berpengaruh nyata terhadap
variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001. Selain itu, hasil Uji t menunjukkan bahwa secara
parsial masing-masing peubah endogen di dalam setiap persamaan dipengaruhi oleh sebagian
besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.
Jika diperbandingkan antar persamaan, maka kita dapat mengetahui bahwa upah tidak
berpengaruh pada penawaran angkatan kerja di perkotaan (Tabel 12). Hal ini tercermin dari
nilai parameter dugaan yang kecil dan tidak berpengaruh nyata secara statistik. Pada
persamaan angkatan kerja terdidik di perkotaan, misalnya parameter dugaan sebesar 0,014777
dimana diperlukan peningkatan upah sebesar Rp 68 rupiah/bulan untuk menambah 1 orang
angkatan kerja di perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi angkatan kerja
perkotaan upah bukan merupakan suatu hal penting untuk masuk ke pasar kerja. Perilaku
seperti ini bisa saja muncul akibat besarnya jumlah angkatan kerja perkotaan yang tidak
didukung oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai saat ini. Situasi ini menyebabkan
pekerja memiliki posisi lemah dalam penentuan upah di pasar kerja. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Suprihadi (2002) dan Adriani (2000) yang menyatakan bahwa upah bukan
merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan partisipasi kerja terdidik dan tidak
terdidik di kota. Hal ini disebabkan karena peningkatan partisipasi kerja terdidik dan tidak

terdidik di perkotaan tidak diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai.
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Tabel 12. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja

Paramater Taraf Elasti

Peubah Estimasi Prob>[t Nyata  sitas
SUD Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Perkotaan
INTERCEP -197047 0,953
Upah Non Pertanian (WN) 0,014777 0,586 0,011
Penduduk Terdidik Kota (PUD) 0,318716 0,100 B 0,433
Migrasi Desa-Kota (M) 38142 0,730 0,102
Dummy Krisis Ekonomi (DK) 637151 0,397
Pengangguran Terdidik Kota (UUD) 0,783613 0,047 A 0,131
Lag Endogen SUD (LSUD) 0,351084 0,187 D
R? 0,8817 F-hitung 14,905 DW 2,391
SUT Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Perkotaan
INTERCEP -475851 0,925
Lag Upah Non Pertanian (Lag WN) 0,065482 0,823 0,006
Penduduk Tdk.Terdidik Kota (PUT) 0,295564 0,062 C 0,631
Lag Migrasi Desa-Kota (LM) 33846 0,748 0,064
Dummy Krisis Ekonomi (DK) 433361 0,514
Pengangguran Tdk.Terdk Kota (UUT) 0,907292 0,000 A 0,089
Lag Endogen SUT (LSUT) 0,23513 0,147 D
R? 0,9809 F-hitung 102,584 DW 2,915
SRD Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Pedesaan
INTERCEP 2155254 0,002 A
Upah Pertanian (WP) 0,039126 0,053 B 0,015
Penduduk Terdidik Desa (PRD) 0,268676 0,002 A 0,329
Lag Migrasi (LM) -65689 0,004 A -0,380
Dummy Krisis Ekonomi (DK) 75509 0,673
Pengangguran Terdidik Desa (URD) 0,069581 0,866 0,010
Lag Endogen SUD (LSRD) 0,756036 0,000 A
R? 0,9924 F-hitung 261,681 DW 2,244
SRT Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Pedesaan
INTERCEP 32339851 0,030 A
Upah Pertanian (WP) 0,165342 0,046 A 0,008
Penduduk Tdk.Terdidik Desa (PRT) 0,104702 0,156 D 0,169
Lag Migrasi Desa-Kota (LM) -154656 0,096 B -0,117
Dummr Krisis Ekonomi (DK) 519542 0,505 c
Pengangguran Tdk Terdk Desa (URT) 0,662331 0,007 C 0,032
Lag Endogen SRT (LSRT) 0,300703 0,206 E
R? 0,7248 F-hitung 5,267 DW 2,611
SU Penawaran Angk.Kerja di Perkotaan =SUD+SUT
SR Penawaran Angk.Kerja di Pedesaan =SRD+SRT

Keterangan huruf pada kolom taraf nyata: A = Berbeda dengan nol pada taraf nyata (o) 0,05
B = Berbeda dengan nol pada taraf nyata (o) 0,10
C = Berbeda dengan nol pada taraf nyata (o) 0,15
D = Berbeda dengan nol pada taraf nyata (o) 0,20
E = Berbeda dengan nol pada taraf nyata (o) 0,25
F = Berbeda dengan nol pada taraf nyata () 0,30
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Di pedesaan, upah masih merupakan salah satu faktor yang berpengaruh nyata secara
statistik terhadap bertambahnya jumlah angkatan kerja baik terdidik maupun tidak terdidik di
pedesaan. Parameter dugaan yang diperoleh, misalnya 0,039126 pada persamaan penawaran
angkatan kerja terdidik di pedesaan yang berarti pertambahan upah sebesar Rp 26/bulan akan
menambah satu angkatan kerja di kota. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pekerja di desa
lebih baik daripada pekerja di kota dari sisi penentuan upah.

Tabel 12 menunjukkan hasil perhitungan elastisitas bahwa penawaran tenaga kerja di
pedesaan relatif lebih responsif terhadap perubahan tingkat upah daripada penawaran tenaga
kerja perkotaan dengan nilai 0,011 dan 0,006 untuk penawaran tenaga kerja di perkotaan; dan
0,015 dan 0,008 untuk penawaran tenaga kerja di pedesaan. Bagi penawaran tenaga kerja
perkotaan, nilai elastisitas tersebut berarti bahwa peningkatan 1 persen upah riel sektor
industri hanya akan meningkatkan 0,011 dan 0,006 persen penawaran tenaga kerja. Bagi
penawaran tenaga kerja pedesaan, nilai elastisitas tersebut berarti bahwa peningkatan 1 persen
upah riel sector pertanian hanya akan meningkatkan 0,015 dan 0,008 persen angkatan kerja.
Hal ini memperkuat fakta yang telah dikemukakan di atas bahwa pekerja di perkotaan
memiliki bargaining position yang lebih lemah dalam penentuan upah di pasar kerja daripada
para pekerja di wilayah perdesaan. Lebih jauh hal ini menunjukkan bahwa di desa upah
masih menjadi motif ekonomi untuk masuk ke pasar kerja, sementara di kota upah tidak lagi
merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan untuk masuk ke pasar kerja akibat
kelebihan angkatan kerja.

Perbedaan respon penawaran angkatan kerja terdidik dan tidak terdidik di perkotaan
dan pedesaan terhadap upah juga didorong karena persoalan angka pengangguran yang relatif

lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Tabel 13 menunjukkan perkembangan
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tingkat penggangguran di pedesaan dan perkotaan. Hasil analisis pada Tabel 13 menunjukkan
bahwa rendahnya pengaruh upah di perkotaan juga disebabkan oleh lebih tingginya tingkat
pengangguran di perkotaan daripada di pedesaan, sehingga persaingan untuk mendapatkan
pekerjaan lebih berat di perkotaan daripada di pedesaan. Lebih ketatnya persaingan untuk
mendapatkan pekerjaan di kota menyebabkan lebih lemahnya posisi tawar tenaga kerja (labor
bargaining power) di perkotaan dalam penentuan upah.

Tabel 13. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terdidik dan Tidak Terdidik di Indonesia,

1990-2009
Tingkat Pengangguran (%)
Pengangguran Kota Desa
Pengangguran Terdidik 16,60 14,56
Pengangguran Tidak Terdidik 9,85 4,82
Rata-rata 13,25 9,69

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional. 1990-2009. (Diolah)

Fenomena menarik yang ditunjukan Tabel 13 adalah lebih tingginya persentase
pengangguran terdidik daripada pengangguran tidak terdidik baik di perkotaan maupun
pedesaan. Hal in menunjukkan bahwa semakin terdidiknya seseorang, semakin besar
harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Gejala itu antara lain disebabkan oleh adanya
keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko. Dengan demikian mereka lebih suka
memilih menganggur dari pada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan
mereka. Lebih terperinci A.R. Erna (2011) menyatakan ada tiga faktor yang ditenggarai
penyebab tingginya tingkat pengangguran tenaga kerja terdidik. Pertama, ketidak cocokan
antara karasteristik yang memasuki pasar kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Kedua,
harapan akan imbalan yang lebih tinggi dari penawaran yang diberikan dan proses
penyesuaian yang lambat pada sebahagian angkatan kerja baru. Ketiga, tidak effisiennya

fungsi pasar, arus informasi yang tidak sempurna dan tidak lancar serta hambatan birokrasi.
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Satu hal yang penting dari hasil estimasi bahwa penurunan jumlah penawaran tenaga
pedesaan dipengaruhi secara nyata oleh migrasi dari pedesaan ke perkotaan dengan nilai
parameter dugaan -65689 dan -154656 dimana peningkatan 1 persen migrasi desa-kota akan
menurunkan 65,6 ribu dan 154,6 ribu orang penawaran kerja terdidik dan tidak terdidik kerja
perdesaan. Hasil analisis ini sesuai dengan fakta yang terjadi di beberapa daerah Indonesia
dimana migrasi desa-kota justru menyebabkan terjadinya kelangkaan tenaga kerja di
pedesaan. Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa dewasa ini seringkali terjadi
kelangkaan angkatan kerja di desa terutama pada masa tanam dan panen. Hal ini disebabkan
oleh tingginya angka migrasi dari desa ke kota yang menyebabkan kelangkaan penawaran
angka kerja di desa. Tingginya angka migrasi ini juga menunjukkan masih terjadinya urban
bias antara pedesaan dan perkotaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga
bekerja di kota masih menjadi pilihan prioritas bagi tenaga kerja kita. Urban Bias
menyebabkan bekerja di perkotaan masih merupakan alasan utama untuk mencari pekerjaan
bagi pekerja terutama yang berusia muda. Menurut Todaro (2000) fenomena migrasi seperti
ini sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di
Indonesia, terutama dalam konteks, dimana banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah
pedesaan mengalir ke daerah perkotaan. Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara
(internal migration) dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga
kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di kota-kota yang daya serapnya lebih
tinggi. Namun pada kenyataannya arus perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke
perkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja, sehingga migrasi
yang terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah perkotaan.
Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antara

daerah dan rendahnya daya serap industri di perkotaan, menyebabkan migrasi desa kota di
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Indonesia termasuk kategori ‘Urbanisasi tanpa Industrialisasi/Urbanisasi Berlebih atau Inflasi
Perkotaan (Potter dan llody-Evans, 1998; Suharto, 2002 dalam Sumarsono, 2009). Fenomena
ini menunjuk pada keadaan di mana pertumbuhan perkotaan berjalan cepat namun tanpa
diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, khususnya di sektor industri dan jasa.
Akibatnya, para migran yang berbondong-bondong meninggalkan desanya dan tanpa bekal
keahlian yang memadai tidak mampu terserap oleh sektor modern di perkotaan. Mereka
kemudian bekerja di sektor informal perkotaan yang umumnya ditandai oleh produktivitas
randah, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial.

Fenomena migrasi yang terjadi di Indonesia dan telah diungkap dalam hasil penelitian
ini menunjukkan suatu yang bertentangan dengan teori ekonomi yang dikemukakan kaum
klasik. Kaum klasik berpendapat bahwa perbedaan keuntungan ekonomi netto, terutama
perbedaan upah merupakan faktor utama yang menyebabkan migrasi. Perubahan distribusi
regional terhadap permintaan tenaga kerja terjadi melalui perbedaan tingkat upah antara
daerah. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan di pasar kerja. Oleh karena
itu, migrasi dapat merupakan suatu kekuatan penyeimbang yang menentukan penawaran
tenaga kerja antar daerah, sehingga perbedaan upah akan menjadi seimbang. Hal yang sama
juga diungkapkan Keynes (1936) dalam Mankiw (2007) pada periode selanjutnya migrasi
akan mengambil peranan di antara daerah tersebut sampai terjadi keseimbangan baru, dimana
semua tenaga kerja tersebut sama pada tiap-tiap daerah. Di Indonesia, migrasi desa-kota
yang terjadi justru tidak mengarah pada terjadinya keseimbangan baru antara daerahnya
seperti yang diuraikan oleh kaum klasik dan Keynes. Arus perpindahan tenaga kerja dari
daerah pedesaan ke perkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja,
sehingga migrasi yang terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah

perkotaan.



142

Sehubungan dengan persoalan upah dan migrasi desa-kota yang menjadi faktor
penting bagi pekerja untuk masuk ke pasar kerja, maka besaran upah yang diterima pekerja
pertanian-pedesaan perlu diperhatikan. Selama ini, seperti diketahui bersama bahwa, upah
yang diterima pekerja sektor pertanian.pedesaan jauh lebih rendah daripada upah yang
diterima oleh sektor nonpertanian/perkotaan. Oleh karenanya, perbaikan terhadap upah yang
diberikan di sektor pertanian dipandang penting sebagai salah satu syarat untuk mencegah
terus terjadinya migrasi desa-kota.

Selanjutnya juga diketahui bahwa bertambahnya penduduk usia produktif baik di
perkotaan maupun pedesaan akan menambah jumlah penawaran angkatan kerja. Pertambahan
penduduk usia produktif akan menambah jumlah angkatan kerja di kedua daerah. Hal ini
sesuai dengan teori, dimana semakin tinggi usia akan semakin tinggi keinginan untuk
berpartisipasi pada pasar kerja sehingga jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan.
Sebaliknya untuk penduduk usia belum produktif, keinginan untuk berpartisipasi pada pasar
kerja cenderung menurun karena pada usia tersebut penduduk lebih memilih untuk menempuh
pendidikan.

Jika dibandingkan antara pedesaan dan perkotaan, maka pengaruh pertambahan
penduduk usia produktif di perkotaan terhadap pertambahan jumlah penawaran tenaga kerja
lebih besar di daripada di pedesaan. Misalnya, nilai parameter dugaan yang diperoleh pada
persamaan angkatan kerja terdidik di perkotaan sebesar 0,318716 yang berarti jika jumlah
penduduk terdidik usia produktif di perkotaan bertambah 10 orang maka, penawaran
angkatan kerja akan bertambah 3 orang. Dengan kata lain, pertambahan penduduk terdidik
usia sebanyak 3 orang akan menambah penawaran angkatan kerja di perkotaan sebesar 1
orang. Untuk daerah pedesaan, misalnya parameter penduga sebesar 0,268676 pada

persamaan penawaran angkatan kerja terdidik di pedesaan, yang berarti setiap penambahan
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jumlah penduduk terdidik usia produktif sebesar 10 orang akan menambah penawaran
angkatan kerja di pedesaan sebesar 3 orang. Hal ini berarti setiap penambahan jumlah
penduduk terdidik usia produktif di pedesaan sebesar 4 orang akan menambah penawaran
angkatan kerja di pedesaan sebesar 1 orang.

Hal ini sejalan dengan nilai elastisitas yang diperoleh, dimana penawaran angkatan
kerja di perkotaan lebih responsif terhadap perubahan pertambahan jumlah penduduk
dibandingkan dengan penawaran angkatan kerja di pedesaan dengan nilai elastisitas masing
masing sebesar 0,433 dan 0,631 untuk perkotaan; dan 0,329 dan 0,169 untuk pedesaan.
Fakta ini kembali menguatkan fakta temuan sebelumnya, tingginya pertambahan jumlah
penduduk usia produktif menyebabkan tingginya penawaran tenaga kerja di kota dan
berakibat pada kelebihan penawaran tenaga kerja. Kondisi ini akhirnya turut mendukung
melemahkan posisi tawar pekerja di kota dalam proses penentuan upah.

Selain itu sehubungan dengan krisis ekonomi, hasil estimasi menunjukkan bahwa
krisis ekonomi akan menambah jumlah angkatan kerja. Fenomena krisis ekonomi akan
memacu penduduk usia produktif untuk masuk ke pasar kerja. Penjelasan ini menunjukkan
bahwa persoalan angkatan kerja usia produktif yang tidak diikuti dengan pertambahan
kesempatan kerja merupakan persoalan penduduk yang sebaiknya terus mendapat perhatian
pemerintah.

Pengangguran juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap
pertambahan penawaran tenaga kerja di semua persamaan yang dibangun dalam model
penelitian ini. Variabel pengangguran baik terdidik mapun tidak terdidik di pedesaan dan di
perkotaan berpengaruh nyata terhadap pertambahan penawaran angkatan kerja. Nilai
parameter dugaan yang diperoleh, misalnya 0,783613 di persamaan penawaran tenaga kerja

tidak terdidik di perkotaan, berarti setiap penambahan 1 orang penganggur, berarti menambah
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1 orang penawaran tenaga kerja tanpa diikuti dengan penambahan 1 permintaan tenaga kerja
di wilayah perkotaan. Sementara, penawaran tenaga kerja tidak terdidik di pedesaan
diperoleh prameter dugaan sebesar 0,662331, yang berarti setiap penambahan 1 orang
penganggur akan menambah 1 penawaran angkatan kerja dengan diikuti dengan pertambahan
1 permintaan tenaga kerja di wilayah pedesaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari subblok penawaran tenaga kerja ini adalah bahwa
keputusan penduduk terdidik maupun tidak terdidik di pedesaan untuk masuk ke pasar kerja
sangat dipengaruhi oleh upah. Lebih rendahnya upah di sektor pertanian/pedesaan
dibandingkan dengan upah sektor pertanian/perkotaan menyebabkan tingginya angka migrasi
desa kota, dan meningkatnya pengangguran di perkotaan. Migrasi desa-kota menjadi faktor
penting terhadap berkurangnya jumlah penawaran tenaga kerja di pedesaan.

2. Permintaan Tenaga Kerja
a. Permintaan Tenaga Kerja Pertanian Terdidik

Hasil dugaan persamaan permintaan tenaga kerja pertanian terdidik menunjukkan
nilai R? yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 0,8609 hingga 0,9763. Hal ini menunjukkan
bahwa peubah-peubah penjelas dalam masing-masing persamaan ini sangat baik untuk
menjelaskan keragaman dari peubah-peubah endogen permintaan tenaga kerja pertanian
terdidik . Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 12,375 hingga 82,550. Nilai
statistik F ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing
persamaan endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dengan taraf nyata 0,001.
Selain itu, hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di
dalam setiap persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada

taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.
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Jika dibandingkan antar sektor, maka kita dapat mengetahui bahwa variabel upah
sektoral merupakan variabel yang berpengaruh nyata terhadap penciptaan permintaan tenaga
kerja terdidik di sektor tanaman pangan dan peternakan, namun tidak untuk sektor perikanan,
perkebunan dan kehutanan. Parameter estimasi yang diperoleh, misalnya untuk permintaan
tenaga kerja terdidik sektor tanaman pangan sebesar -0,025153, berarti hanya diperlukan
peningkatan upah sebesar Rp 40/bulan untuk menurunkan permintaan tenaga kerja sektor
pertanian (Tabel 14 dan Tabel 15). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja
terdidik di sektor tanaman pangan dan peternakan sangat penting. Peningkatan upah berarti

peningkatan biaya yang akan direspon perusahaan dengan penurunan kesempatan kerja.

Tabel 14. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja Pertanian Terdidik

Peubah Para_matgr Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
DGD Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik
INTERCEP -2181791 0,030 A
Upah Tan. Pangan (WPP) -0,025153 0,046 A -0,038
Investasi Pertanian (IP) 1,129664 0,156 D 0,268
Krisis Ekonomi (DK) 398568 0,096 B
Permin.TK. Non Pert (DN) -0,044403 0,505 -1,214
Produksi Tan. Pangan (PG) 79,692774 0,007 B 2,788
Lag Endogen DGD (LDGD) 0,586032 0,206 E
R? 0,8817 F-hitung 14,905 DW 2,391
DID Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik
INTERCEP 7125,258861 0,8264
Kecenderungan Perubahan Upah Pi. -
[(WPI-LAG(WPI))/LAG(WPI) ] 2172,260094 0,7528 -0,009
Investasi Pertanian (1P) 0,115372 0,2192 E 0,376
Krisis Ekonomi (DK) -11591 0,0858 B
Permin. TK. Non Pert. (DN) 0,00094 0,3942 0,353
Produksi Perikanan (PI) 15,186834 0,1946 B 0,786
Lag Endogen DID (LDID) -0,579012 0,1884 B
R? 0,9752 F-hitung 78,532 DW 2,297
DTD Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
INTERCEP -10128 0,669
Upah Peternakan (WPT) 0,003386 0,066 B -0,048
Perubahan Inv.Pertanian (IP-LAG(IP) 0,037993 0,754 0,011
Krisis Ekonomi (DK) -15598 0,281 F
Permin. TK. Non Pert. (DN) 0,000612 0,763 0,170
Produksi Peternakan (PT) 0,014364 0,779 0,098

Lag Endogen DTD (LDTD) 0,845318 0,007 A
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R? 0,9691 F-hitung 62,647 DW 1,577
DKD Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
INTERCEP 169498 0,359
Upah Perkebunan (WPK) -0,001418 0,699 -0,005
Investasi Pertanian (IP) 0,504 0,347 0,276
Krisis Ekonomi (DK) 60827 0,131 C
Permin. TK. Non. Pertn (DN) -0,001888 0,712 -0,119
Lag Produksi Perkebunan (LPK) 24,44111 0,341 0,354
Lag Endogen DKD (LDKD) 0,237316 0,359
R? 0,97633 F-hitung 82,550 DW 2,462
DHD Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
INTERCEP -20935 0,232 E
Lag Upah Kehutanan (LWPH) -0,002512 0,442 -0,145
Lag Investasi Pertanian (LIP) 0,051636 0,283 F 0,455
Krisis Ekonomi (DK) -855,497469 0,835
Permin. TK. Non. Pertanian (DN) 0,001357 0,039 A 1,497
Produksi Kehutanan (PH) 0,410828 0,209 E 0,223
Lag Endogen DHD (LDHD) -0,485799 0,088 B
R2 0,8609 F-hitung 12,375 DW 2,254

Tabel 15. menyajikan perbandingan peningkatan upah terhadap penurunan permintaan
tenaga kerja sektoral. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan dan
peternakan hanya membutuhkan peningkatan upah yang kecil untuk menurunkan satu
permintaan tenaga kerja di sektor tersebut, dibandingkan dengan sektor lainnya. Dilihat dari
share permintaan kerja terdidik terhadap total permintaan tenaga kerja, maka sektor tanaman
pangan dan peternakan memiliki share terkecil untuk tenaga kerja terdidik dibandingkan
dengan sektor lainnya. Hasil ini juga sejalan dengan nilai elastisitas yang diperolah untuk
sektor tanaman pangan dan sektor peternakan yang lebih besar daripada sektor lainnya.

Tabel 15. Perbandingan Peningkatan Upah terhadap Penurunan Permintaan Tenaga Kerja

Pertanian Terdidik Antar Sektor dengan Share Permintaan Kerja Terdidik terhadap
Total Permintaan Tenaga Kerja, 1990-2009

Sektor Tolerasi Peningkatan Upah Share Permintaan Kerja  Elastisitas *
terhadap Penurunan Satu Terdidik terhadap Total
Permintaan Tenaga Kerja Permintaan Tenaga
*(Rp/Bulan) Kerja** (%)
Tanaman Pangan 40 5,28 -0,038
Perikanan 1068 6,92 -0,009
Peternakan 295 5,04 -0,048

Perkebunan 705 6,76 -0,005
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Kehutanan 398 7,72 -0,145

Sumber: * Dihitung dari hasil estimasi persamaan simultan
**Survey Sosial Ekonomi Nasional (Sakernas). 1990-2009. (Diolah).

Selanjutnya, variabel investasi sektoral merupakan faktor yang berpengaruh nyata
terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja sektor tanaman pangan, perikanan, dan
kehutanan, namun tidak untuk sektor peternakan dan perkebunan. Nilai parameter penduga
investasi, misalnya 1,129664 untuk sektor tanaman pangan, berarti bahwa peningkatan
investasi pertanian sebesar Rp 1 miliar/tahun akan mendorong penciptaan lapangan kerja
sebanyak 1 orang. Besarnya pengaruh investasi pertanian terhadap penciptaan lapangan kerja
di sektor tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan menunjukkan bahwasanya investasi yang
dilakukan di sektor tersebut bersifat padat karya, sedangkan investasi yang dilakukan untuk
sektor perternakan dan kehutanan cenderung padat modal. Dari sisi nilai elastisitas,
permintaan tenaga kerja terdidik pada sektor-sektor yang dianalisis cenderung inelastis
terhadap perubahan investasi pertanian yaitu masing masing sebesar 0, 265 untuk sektor
tanaman pangan, 0,376 untuk sektor perikanan, 0,011 untuk sektor peternakan, 0,276 untuk
sektor perkebunan, dan 0,455 untuk sektor kehutanan.

Selanjutnya fenomena krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-
2000an, secara umum memberikan pengaruh nyata pada peningkatan jumlah permintaan
tenaga kerja terdidik sektor tanaman pangan dan perkebunan. Parameter penduga yang
diperoleh masing-masing sebesar 398.568 dan 60.827 untuk sektor tanaman pangan dan
perkebunan. Hal ini berarti selama krisis ekonomi, permintaan tenaga kerja terdidik sektor
tanaman pangan dan perkebunan bertambah sebesar 398,5 ribu dan 60,8 ribu lapangan
pekerjaan. Hal ini menunjukkan salah satu bukti bahwasanya kedua sektor terbukti adalah
sektor yang paling bertahan selama krisis ekonomi. Kedua sektor dipandang mampu

menampung aliran pengangguran yang terjadi di sektor industri yang terjadi selama krisis
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tersebut. Ketiga sektor lainnya yaitu perikanan, peternakan, dan kehutanan mengalami
penurunan permintaan tenaga kerja, namun dalam jumlah yang sedikit masing-masing sebesar
11,5 ribu, 15,6 ribu, dan 856 lapangan pekerjaan dan tidak berpengaruh nyata. Krisis ekonomi
memberikan pengaruh posisif terhadap permintaan kerja pertanian terdidik secara keseluruhan
yaitu sebesar 431,3 ribu lapangan pekerjaan sektor pertanian. Hasil analisis ini kembali
mengungkap fakta bahwa sektor pertanian mampu bertahan selama krisis ekonomi.

Selanjutnya, Tabel 14 juga menunjukkan bahwa variabel permintaan tenaga kerja
sektor non pertanian (industri dan jasa) bersubstusi dengan permintaan tenaga kerja sektor
tanaman pangan dan perkebunan karena nilai parameter penduga memiliki nilai negatif.
Sementara permintaan tenaga kerja terdidik untuk sektor perikanan, peternakan, dan
kehutanan memiliki hubungan komplementer dengan pemintaan tenaga kerja sektor non
pertanian, karena parameter penduga yang diperoleh memiliki nilai positif. Hubungan
substusi tersebut disebabkan karena kesempatan kerja non pertanian yang terbentuk sebagian
besar adalah kesempatan industri yang dan jasa-jasa yang tidak berkaitan dengan pertanian.
Sedangkan hubungan komplementer yang terjadi disebabkan karena lapangan kerja yang
tercipta di sektor non pertanian masih berkaitan dengan sektor pertanian misalnya agroindustri
dan jasa pertanian.

Tabel 14 juga menunjukkan bahwa produksi pertanian sektoral berpengaruh nyata
terhadap penciptaan lapangan kerja sektoralnya. Pengaruh terbesar ditunjukkan oleh sektor
tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Parameter penduga untuk sektor tanaman
pangan sebesar 79,692774 menunjukkan bahwa peningkatan produksi tanaman pangan
sebesar 1000 ton akan menciptakan 80 lapangan kerja sektor tanaman pangan. Selanjutnya
parameter penduga untuk sektor kehutanan adalah 24,44111 yang berarti setiap penambahan

1000 ton produksi perkebunan akan menyebabkan terciptanya 24 lapangan kerja baru.
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Parameter penduga, misalnya untuk sektor perikanan 15,186834, menunjukkan bahwa
penambahan produksi perikanan sebesar 1000 ton akan menciptakan lapangan pekerjaan
sektor perikanan sebesar 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa produksi pertanian
merupakan faktor penting untuk penciptaan lapangan kerja terdidik di sektor pertanian. Fakta
ini juga didukung oleh capaian nilai elastisitas yang sebagian besar lebih elastisitas
dibandingkan dengan variabel lain yang terdapat di dalam setiap persamaan permintaan
tenaga kerja terdidik pertanian sektoral.

Hasil estimasi secara keseluruhannya menunjukkan bahwa secara umum upah bukan
merupakan faktor penting bagi penciptaan permintaan tenaga kerja terdidik di sektor
pertanian.  Penciptaan kesempatan kerja pertanian terdidik lebih banyak disebabkan oleh
peningkatan produksi dan investasi di sektor pertanian. Selama krisis ekonomi, pertanian

tetap mampu menciptakan kesempatan kerja pertanian terdidik .

b. Permintaan Tenaga Kerja Pertanian Tidak Terdidik

Hasil dugaan persamaan permintaan tenaga kerja pertanian tidak terdidik
menunjukkan nilai R? yang tinggi yaitu berkisar antara 0,7228 hingga 0,9098. Hal ini
menunjukkan bahwa peubah-peubah penjelas dalam masing-masing persamaan ini baik untuk
menjelaskan keragaman dari peubah-peubah endogen permintaan tenaga kerja pertanian tidak
terdidik. Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 5,214 hingga 20,170. Nilai
statistik F ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing
persamaan endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001.
Selain itu, hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di
dalam setiap persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada

taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk tenaga kerja tidak terdidik yang bekerja di

sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, upah sektoral
bukan merupakan faktor utama untuk membuka lapangan kerja. Hal ini menunjukkan dalam
penciptaan kesempatan kerja, produsen tidak melihat upah sebagai penentu. Hal ini berkaitan
dengan posisi tawar tenaga kerja tidak terdidik yang lemah dalam penentuan upah. Lemahnya
posisi tawar ini terjadi tidak hanya karena jumlah penawaran tenaga kerja terdidik yang
berlimpah, tetapi juga karena persoalan rendahnya keahlian yang mereka miliki. Peningkatan
permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan,
perkebunan dan kehutanan juga tidak responsif terhadap perubahan upah yang ditunjukkan
oleh nilai elastisitas yang relatif kecil hampir di semua sektor yaitu hanya -0,012; -0,003; -
0,028; -0,010; dan -0,012 untuk sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan

dan kehutanan.

Tabel 16. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja Pertanian Tidak

Terdidik
Peubah Para_matgr Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
DGT Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
INTERCEP -33518518 0,306
Upah Tan. Pangan (WPP) -0,136294 0,693 -0,012
Investasi Pertanian (IP) 11,491656 0,396 0,152
Dummy Krisis Ekonomi(DK) 8885790 0,015 C
Permin.TK Non.Pertanian (DN) -1,279111 0,033 A -1,947
Produksi Tan.Pangan (PG) 1664,20182 0,079 B 3,242
Lag Endogen DGT (LDGT) 0,69649 0,003 A
R? 0,7228 F-hitung 5,214 DW 2,315
DIT Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
INTERCEP 645064 0,124 C
Upah Perikanan (WPI) -0,001923 0,633 -0,003
Investasi pertanian (IP) 0,008832 0,978 0,002
Krisis Ekonomi (DK) 59720 0,105 C
Permin. TK Non Pertanian (DN) -0,001187 0,852 -0,033

Lag Produksi Perikanan(LPI) 42,982135 0,469 0,160



Lag Endogen DIT(LDIT) 0,433356 0,112 C
R? 0,9098 F-hitung 20,170 DW 2,113
DTT Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
INTERCEP 1647484 0,201 C
Upah Peternakan (WPT) 0,03699 0,308 -0,028
Investasi Pertanian (IP) 1,124919 0,322 0,144
Krisis Ekonomi (DK) -587,278442 0,998
Permin. TK. Non Pertanian (DN) -0,049903 0,220 C -0,737
Lag produksi peternakan (LPT) 1,566823 0,089 B 0,559
Lag Endogen DTT (LDTT) 0,439612 0,116 B
R? 0,7976 F-hitung 7,880 DW 2,257
DKT Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
INTERCEP 13313950 0,038 A
Upah Perkebunan (WPK) -0,03701 0,637 -0,010
Investasi Pertanian (IP) 12,302479 0,038 A 0,489
Krisis Ekonomi (DK) 1035354 0,152 D
Permin. TK Non Pertanian (DN) -0,243056 0,105 D -1,115
Perub. Prod.Kebun (PK-LPK) 528,237692 0,375 0,045
Lag Endogen DKT (LDKT) 0,08965 0,767
R? 0,7626 F-hitung 6,424 DW 2,482
DHT Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk.Terdidik
INTERCEP 96708 0,402
Upah Kehutanan (WPH) -0,001698 0,517 -0,012
Lag Investasi Pertanian (LIP) 0,144568 0,437 0,092
Krisis Ekonomi (DK) -36963 0,148 C
Permin. TK. Non Pertanian (DN) -0,002288 0,571 -0,182
Produksi Kehutanan (PH) 0,023169 0,988 0,001
Lag Endogen DHT (LDHT) 0,95328 0,002 A
R? 0,8047 F-hitung 8,243 DW 2,842
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Investasi pertanian secara umum juga bukan merupakan faktor yang berpengaruh

terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor tanaman pangan, perikanan,

peternakan, dan kehutanan, kecuali untuk sektor perkebunan. Besarnya pengaruh investasi di

sektor perkebunan disebabkan karena saat ini sektor perkebunan sedang berkembang pesat.

Sektor ini dianggap sebagai sektor yang padat karya terutama untuk tenaga Kkerja

berpendidikan rendah yang dapat dipekerjakan sebagai buruh perkebunan.

Di sektor

perkebunan, parameter penduga yang diperoleh sebesar 12,3024. Nilai ini berarti jika

investasi pertanian meningkat Rp 1 miliar/tahun, maka permintaan tenaga kerja sektor

perkebunan akan meningkat sebesar 12 lapangan pekerjaan. Jika dibandingkan dengan sektor
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lainnya, peningkatan investasi pertanian Rp 1 miliar/tahun akan meningkatkan 12; 0,0088;
1,1249; 0,1446 lapangan pekerjaaan di sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan
kehutanan.

Selanjutnya, selama Kkrisis ekonomi, lapangan pekerjaan tidak terdidik di sektor
tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan bertambah sebesar 8,8 juta; 59,7 ribu; 1 juta
lapangan pekerjaan, sementara sektor peternakan dan kehutanan menurun sebesar 587 dan
36.963 lapangan pekerjaan. Hal ini berarti selama krisis ekonomi, permintaan tenaga kerja
tidak terdidik di sektor pertanian secara keseluruhan meningkat sebesar 9,9 juta lapangan
pekerjaan. Hasil estimasi ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwasanya krisis ekonomi
justru tidak menyebabkan turunnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini
menunjukkan bahwasanya krisis ekonomi tidak berimpas pada sektor pertanian. Sektor
pertanian justru dapat dipandang sebagai katub pengaman dalam menampung jumlah
pengangguran di sektor non pertanian.

Selanjutnya Tabel 16 juga menunjukkan bahwasanya variabel permintaan tenaga kerja
sektor non pertanian berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja sektor pertanian
tidak terdidik. Hal ini berarti ada hubungan substitusi antara permintaan tenaga kerja tidak
terdidik sektor pertanian secara keseluruhan dengan permintaan tenaga kerja sektor non
pertanian. Penciptaan kesempatan kerja pertanian akan mendorong penurunan kesempatan
kerja non pertanian. Lebih jauh, dapat disimpulkan bahwasanya sektor non pertanian yang
dapat bersubstitusi dengan sektor pertanian tidak terdidik adalah sektor jasa bukan sektor
industri. Selama ini, sektor industri adalah sektor yang memerlukan persyaratan keahlian
untuk memasukinya, namun tidak demikian dengan sektor jasa. Sektor ini dianggap lebih
mudah untuk menampung tenaga kerja sektor pertanian tidak terdidik yang akan berpindah ke

sektor non pertanian.
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Nilai parameter penduga untuk permintaan tenaga kerja non pertanian adalah -
1,279111, artinya setiap permintaan tenaga kerja sektor non pertanian turun sebesar 1
lapangan kerja, maka permintaan tenaga sektor tanaman pangan akan turun sebanyak 1 satu
lapangan kerja. Untuk sektor perkebunan nilai yang diperoleh sebesar -0,243056, artinya
penambahan 4 lapangan pekerjaan sektor non pertanian dapat mengurangi 1 lapangan
pekerjaan sektor perkebunan. Dari sisi nilai elastisitas, perubahan permintaan tenaga kerja
sektor tanaman pangan dan perkebunan sangat responsif terhadap perubahan permintaan
tenaga kerja sektor non pertanian dengan nilai elastisitas masing-masing sebesar -1,947 dan
1,115. Hal ini terjadinya karena besarnya serapan tenaga kerja tidak terdidik yang bekerja di
kedua sektor tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 17. Besarnya serapan tenaga kerja
tidak terdidik di sektor ini menyebabkan tingginya angka persaingan di antara para pekerja
yang tidak terdidik. Hal ini berdampak pada besarnya peluang migrasi tenaga kerja dari
sektor tanaman pangan dan perkebunan ke sektor non pertanian. Dengan kata lain, perubahan
permintaan sektor tersebut akan langsung memacu tenaga kerja di sektor ini untuk berpindah

ke sektor non pertanian.

Tabel 17. Rata-Rata Persentase Serapan Permintaan Tenaga Kerja berdasarkan Sektoral di
Indonesia, 1990-2009

Rata-Rata Persentase Serapan Permintaan Tenaga Kerja (%)
Kualifikasi Tanaman

Tenaga Kerja Pangan Perikanan Peternakan Perkebunan  Kehutanan Total
»  Terdidik 61,417 4,466 6,039 26,555 1,522 100,0
= Tidak Terdidik 66,282 3,610 6,836 22,002 1,269 100,0

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 1990-2009. (Diolah)
Selanjutnya Tabel 17 juga menyajikan bahwa produksi merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan terutama untuk sektor

tanaman pangan, dan peternakan. Untuk sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan
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produksi berpengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja tetapi tidak besar.
Parameter penduga yang diperoleh sebesar 1664,20182 berarti bahwa jika produksi meningkat
1000 ton/tahun, maka permintaan tenaga kerja tidak terdidik akan meningkat sebesar 1664
lapangan pekerjaan. Sementara untuk sektor peternakan, paramater penduga yang diperoleh
sebesar 528,237 yang berarti setiap penambahan produksi peternakan sebanyak 10000 ekor
maka permintaan tenaga kerja sektor peternakan akan meningkat sebanyak 528 lapangan
pekerjaan.

Dari sisi nilai elastisitas, peningkatan permintaan tenaga kerja terdidik sangat
responsif terhadap perubahan peningkatan produksi tanaman dan peternakan dengan nilai
elastisitas sebesar 3,242 dan 0,559 untuk sektor tanaman pangan dan peternakan. Nilai ini
berarti jika produksi tanaman pangan naik 1 persen maka permintaan tenaga kerja tidak
terdidik sektor tanaman pangan akan naik sebesar 3,242 persen. Sementara untuk sektor
peternakan nilai tersebut berarti, jika produksi peternakan naik 1 persen, maka permintaan
tenaga kerja tidak terdidik sektor peternakan akan meningkat sebesar 0,559 persen. Fenomena
yang sama juga ditunjukkan oleh sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan, walaupun
pengaruhnya tidak nyata dan tidak responsif.

Fakta ini menunjukkan, bahwa pemerintah sebenarnya tidak hanya dapat mengejar
penciptaan lapangan pekerjaan dengan peningkatan investasi. Peningkatan produksi pertanian
juga secara empiris terbukti dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan produksi
akan meningkatkan penerimaan perusahaan, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan
keuntungan usaha. Keuntungan usaha dapat digunakan untuk memperluas skala usaha dan
akhirnya dapat berdampak pada pertambahan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja tidak
terdidik sektor pertanian baik tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan

kehutanan.
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Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengusaha cenderung tidak memperhatikan aspek
pengupahan dalam penciptaan permintaan tenaga kerja tidak terdidik.  Peningkatan
permintaan tenaga kerja tidak terdidik lebih dipengrauhi oleh peningkatan produksi dan
penurunan permintaan tenaga kerja sektor pertanian.
3. Permintaan Tenaga Kerja Non-Pertanian
Hasil dugaan persamaan permintaan tenaga kerja non-pertanian menunjukkan nilai R?
yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 0,9210 hingga 0,9836. Hal ini menunjukkan bahwa
peubah-peubah penjelas dalam masing-masing persamaan ini sangat baik untuk menjelaskan
keragaman dari peubah-peubah endogen permintaan tenaga kerja non-pertanian. Hasil Uji F
menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 19,158 hingga 156,264. Nilai statistik F ini
menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing persamaan
endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001. Selain itu,
hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di dalam setiap
persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o)
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah kembali bukan merupakan faktor yang
berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja sektor non pertanian seperti sektor industri

terdidik, sektor industri tidak terdidik, sektor jasa terdidik, dan sektor jasa tidak terdidik.

Tabel 18. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja Non-Pertanian

Peubah Para_matgr Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
DNID Permintaan Tenaga Kerja Industri
Terdidik
INTERCEP 1342516 0,037 A
Upah Industri (WI) -0,003021 0,785 -0,004
Investasi Industri (I1) 0,826225 0,000 A 0,358
Krisis Ekonomi (DK) 401692 0,079 B
Permin. TK. Pertanian (DP) 0,025981 0,098 B 0,287

R? 0,921 F-hitung 40,778 DW 0,854
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DNSD Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
INTERCEP 2483684 0,080 B
Lag Upah Jasa (LWS) -0,138736 0,764 -0,021
Investasi Jasa (IS) 0,120918 0,653 0,052
Krisis Ekonomi (DK) -514026 0,363
Permin.TK. Pertanian (DP) -0,053878 0,012 A -0,188
Lag Endogen DNSD
(LDNSD) 1,028784 0,000 A
R? 0,9836 F-hitung 156,264 DW 2,769
DNIT  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
INTERCEP 3107508 0,090 B
Upah Industri (W1) -0,007894 0,621 -0,004
Investasi Industri (I1) 0,333632 0,228 E 0,066
Krisis Ekonomi (DK) 6344,08573 0,985
Permin. TK. Pertanian (DP) -0,009858 0,647 -0,050
Lag Endogen DNIT
(LDNIT) 0,654388 0,007 A
R? 0,8805 F-hitung 19,158 DW 2,205
DNST Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk.Terdidik
INTERCEP 6696985 0,0622 B
Upah Jasa (WS) -0,011799 0,6978 -0,003
Investasi Jasa (IS) 0,225525 0,1803 D 0,075
Krisis Ekonomi (DK) 26402 0,9593 C
Permin. TK. Pertanian (DP) -0,046807 0,1117 C -0,125
Lag Endogen DNST
(LDNST) 0,666209 0,0103 A
R? 0,9409 F-hitung 41,414 DW 2,199
DPG  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan DPG =DGD + DGT
DPI Permintaan Tenaga Kerja Perikanan DPI =DID + DIT
DPT Permintaan Tenaga Kerja Peternakan DPT =DTD + DTT
DPK  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan DPK =DKD + DKT
DPH  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan DPH =DHD + DHT
DP Total Permintaan Tenaga Ker Pertanian DP = DPG+DPI+DPT+DPK+DPH
DI Total Permintaan Tenaga Kerja Industri DI =DNID + DNIT
DS Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa DS = DNSD + DNST

Paramater penduga yang diperoleh relatif kecil, misalnya -0,003021 untuk upah sektor

industri pada persamaan permintaan tenaga kerja sektor industri terdidik. Nilai ini berarti

peningkatan upah sebesar Rp 3310,16 dapat menurunkan 1 lapangan pekerjaan terdidik di

sektor industri. Hal yang sama juga terjadi untuk sektor non pertanian lainnya. Dari sisi nilai

elastisitas, permintaan tenaga kerja sektor non pertanian, baik sektor sektor industri terdidik,

sektor industri tidak terdidik, sektor jasa terdidik, dan sektor jasa tidak terdidik tidak

responsif terhadap perubahan upah masing-masing. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor
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industri yang berkembang di negara kita adalah sektor yang bersifat capital intensive,
sehingga perubahan upah cenderung inelastis terhadap struktur biaya perusahaan.

Sementara untuk sektor jasa, sektor ini juga tidak dipengaruhi oleh upah karena alasan
yang berbeda dengan sektor industri. Sektor jasa dipandang sebagai katup pengaman untuk
sektor lainnya. Banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja di sektor ini menyebabkan
perusahaan cenderung mengabaikan persoalan upah. Dalam arti, terdapat karyawan yang
tidak menyetujui tingkat upah yang berlaku, maka perusahaan dengan mudah dapat
menggantinya dengan karyawan baru yang bersedia bekerja dengan tingkat upah berlaku.
Selain itu, sektor jasa yang berkembang adalah sektor jasa yang berkaitan dengan sektor
informal. Sektor informal biasanya dicirikan dengan besanya jumlah tenaga kerja yang
bekerja. Besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja menyebabkan waktu berusaha yang
semakin sempit, dan akhirnya berdampak pada kecilnya tingkat pendapatan yang mereka
peroleh. Menurut Sumarsono (2009), karaktersitik sektor informal adalah: (1) tenaga kerja
sektor informal mudah keluar masuk pasar, (2) tidak memiliki ketrampilan yang memadai,
dan (3) biasanya memiliki pendidikan formal yang rendah. International Labour
Organization (ILO) mendefinisikan sektor informal sebagai sektor yang mudah di masuki
oleh pendatang baru, menggunakan sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga
berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, ketrampilan yang dibutuhkan diperoleh
di luar bangku sekolah, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan
penuh.

Teori Moral Rawlsian, yang dikemukan oleh John Rawl (1971) dapat menjadi solusi
dalam memecahkan persaoalan ketimbangan antara sektor formal dan informal. Teori ini
memberikan pembenaran teoritis bahwa pemerataan ekonomi dan sosial harus diatur

sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat (benefit) kepada kelompok yang paling
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tidak beruntung serta memberikan kesempatan yang sama untuk semua kelompok ekonomi
(equality of opportunity). Konsep ini oleh John Rawl disebut sebagai prinsip keadilan.
Kesenjangan menurut pandangan Rawl adalah dibenarkan, sepanjang kesenjangan ini
memberikan manfaat terbesar pada kelompok yang paling tidak beruntung, seperti sektor
pertanian dan jasa (informal), dengan tetap memperhatikan kondisi pemerataan kesempatan
berusaha. Konsep demikian dikenal sebagai Difference Principle. Ukuran keberhasilan
pemerintah dalam menjalankan pembangunan adalah terjadinya proses distribusi barang dan
jasa primer secara merata, fair dan berkeadilan. Distribusi barang dan jasa yang merata adalah
bukti bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi terpenuhinya keinginan setiap orang atas
hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan serta pendapatan dan kekayaan secara merata
(Mulyadi, 2003).

Selanjutnya Tabel 18 juga menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja sektor industri baik
terdidik maupun tidak terdidik. Paramater penduga yang diperoleh, misalnya untuk
persamaan permintaan tenaga kerja industri terdidik sebesar 0,826255 yang artinya jika
investasi sektor industri naik sebesar Rp 1 Miliar/tahun, maka permintaan tenaga kerja sektor
industri akan meningkat sebesar 0,826255 orang. Dengan kata lain diperlukan penambahan
investasi di sektor ini sebesar Rp 1,2 Miliar/Tahun untuk dapat menciptakan 1 lapangan kerja
baru di sektor indusrti terdidik. Sebaliknya nilai parameter penduga investasi sektor industri
yang diperoleh untuk permintaan sektor industri tidak terdidik memiliki nilai lebih kecil
0,333532. Nilai ini berarti diperlukan investasi sektor industri sebesar Rp 3 Miliar/Tahun
untuk menciptakan satu lapangan kerja baru tidak terdidik di sektor industri.

Dari sisi nilai elastisitas pada Tabel 18, diketahui bahwa permintaan tenaga kerja

sektor industri terdidik lebih responsif terhadap perubahan investasi pertanian sebesar 0,356
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dibandingkan dengan respon permintaan tenaga kerja tidak terdidik sebesar 0,066. Fakta ini
menunjukkan bahwa sektor industri lebih prefer terhadap tenaga kerja terdidik daripada
tenaga tenaga kerja tidak terdidik. Fakta ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan
di mana sektor industri dicirikan dengan kualifikasi tenaga kerjanya yang terdidik.

Permintaan tenaga kerja pertanian berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga
kerja sektor industri. Permintaan tenaga kerja terdidik sektor industri dipengaruhi secara
positif oleh tenaga kerja pertanian. Nilai parameter penduga yang diperoleh sebesar
0,025981. Nilai ini berarti peningkatan 38 permintaan tenaga kerja sektor pertanian akan
mendorong penciptaan lapangan kerja industri terdidik sebanyak 1 orang. Nilai elastisitas
yang diperoleh tidak responsif yaitu 0,287 yang artinya jika permintaan tenaga kerja pertanian
naik sebesar 1 persen, maka permintaan tenaga kerja sektor industri terdidik agak meningkat
sebesar 0,287 persen. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa penambahan 38 lapangan kerja
sektor pertanian akan mendorong peningkatan produksi pertanian. Peningkatan produksi
pertanian akan memacu berkembangnya agroindustri yang membutuhkan tenaga kerja
terdidik sektor industri untuk pengelolaannya.

Sebaliknya permintaan tenaga kerja pertanian juga berpengaruh nyata dan negatif
terhadap permintaan tenaga kerja sektor jasa tidak terdidik dengan nilai parameter penduga
sebesar -0,046807. Nilai ini berarti peningkatan permintaan tenaga kerja pertanian sebanyak
21 orang akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja sektor jasa sebesar 1 orang.
Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan subtitusi antara lapangan kerja pertanian
dan lapangan kerja sektor jasa tidak terdidik.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah juga bukan merupakan faktor penting yang
mempengaruhi penciptaan permintaan tenaga kerja non pertanian. Permintaan tenaga kerja

lebih dipengaruhi oleh investasi sektor non pertanian. Selain itu, hasil analisis juga
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menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif permintaan tenaga kerja pertanian terhadap
permintaan tenaga kerja sektor jasa, serta adanya pengaruh positif permintaan tenaga kerja
pertanian terhadap permintaan tenaga kerja sektor pertanian.

Upah bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan permintaan
tenaga kerja baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Fenomena ini secara teori
disebut dengan kekakuan upah (Wage rigidity). Teori kekakuan upah (wage rigidity)
menyatakan bahwa kekakuan upah terjadi saat upah gagal bergerak menuju posisi
keseimbangan pada pasar tenaga kerja (Mankiw, 2003). Posisi pasar kerja yang selalu
mengalami Excess suplly di Indonesia adalah salah satu penyebab terjadinya kekakuan upah.
Selanjutnya gagalnya upah melakukan penyesuaian ke arah keseimbangan ketika terjadi
perubahan (shock) pada sisi penawaran dan permintaan di pasar kerja akan menimbulkan
pengangguran.

3. Upah Tenaga Kerja Pertanian dan Non Pertanian

Tabel 19. menunjukkan hasil pendugaan paramater untuk persamaan upah sektoral.
Hasil pendugaan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R?) yang cukup tinggi berkisar
antara 0,6334 hingga 0,8887. Hasil ini menunjukkan bahwa peubah-peubah penjelas dalam
masing-masing persamaan cukup baik dalam menjelaskan keragaman setiap peubah endogen
upah sektoralnya. Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 6,892 hingga
27,957. Nilai statistik F ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di
masing-masing persamaan endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf
nyata 0,001. Selain itu, hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah
endogen di dalam setiap persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara

nyata pada taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.

Tabel 19. Hasil Estimasi Persamaan Upah Tenaga Kerja Pertanian
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Peubah Parqmatgr Prob>[t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
WPP  Upah Sektor Tan. Pangan
INTERCEP 10609487 0,335
¢ Rasio Upah Minimum (UMR/LUMR) 870734 0,704 0,493
o Interaksi Produktivitas dan Teknologi
(LPTPG)*T) g 14319595 0,000 A 1,347
e Penawaran TK Desa (SR) -0,204458 0,274 F -5,328
e Perub. Permin.TK. TP (DPG-LDPG) 0,017381 0,860 0,001
R? 0,8887 F-hitung 27,957 DW 1,686
WPT  Upah Sektor Peternakan
INTERCEP 8366126 0,675
¢ Upah Minimum (UMR) 0,072934 0,989 0,035
e Produktivitas (PTPT) 86339509 0,038 A 1,199
e Penawaran TK Desa (SR) -0,169086 0,644 -4,785
o Interaksi Permin.TK. Peternakan dan
Teknologi (DPT*T) 0,039994 0,813 0,624
R? 0,6800 F-hitung 7,438 DW 1,335
WPI  Upah Sektor Perikanan
INTERCEP 10392310 0,366
¢ Rasio Upah Minimum (UMR/LUMR) 198518 0,928 0,099
e Produktivitas PI (PTPI) 39983613 0,000 A 1,248
e Penawaran TK Desa (SR) -0,188672 0,339 -4,324
e Permin. TK. Perikanan (DPI-LDPI) 6,64554 0,516 0,051
R? 0,8783 F-hitung 25,265 DW 1,905
WPK Upah Sektor Perkebunan
INTERCEP 2455076 0,909
e Upah Minimum (UMR) 2,041988 0,717 0,818
e Lag Produktivitas Perkebunan
(LPTPK) 26008111 0,053 A 0,939
e Penawaran TK Desa (SR) -0,071529 0,854 -1,709
e Perubahan Permin TK. perkebunan
(DPK/LDPK) 304512 0,949 0,124
R? 0,6632 F-hitung 6,892 DW 1,262
WPH Upah Sektor Kehutanan
INTERCEP 4868425 0,855
e Lag Upah Min.(LUMR) 2,569087 0,778 0,587
e Lag produktivitas Hutan (LPTPH) 49585116 0,663 1,047
e Penawaran TK Desa (SR) -0,266928 0,560 -4,287
e Lag Permin. TK.Hut (LDPH) 34,143606 0,121 C 5,022
R? 0,7351 F-hitung 9,713 DW 1,712

Hasil estimasi secara umum menunjukkan UMR bukan merupakan faktor utama

penentu perubahan upah sektoral.

Hal ini menunjukkan bahwa upah pasar kerja lebih

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja
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berdasarkan kriteria statistik. Namun berdasarkan Kkriteria ekonomi, dari sisi elastisitas, upah
sektor sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan bersifat
responsif terhadap perubahan UMR dengan nilai elastisitas masing masing sebesar 1,347
1,199; 1,248; 0,939; dan 1,047. Hal ini berarti bahwa pasar kerja di Indonesia selain
ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja,
juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam penentuan upah minimum.  Hal ini
setidaknya menunjukkan bahwa kebijakan Penetapan Upah Minimum masih diperlukan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. Kebijakan upah minimum diperlukan terutama
untuk wilayah yang mengalami surplus penawaran angkatan kerja, sehingga upah pasar
cenderung berada di bawah keseimbangan.

Dari sisi produktivitas, hasil estimasi menunjukkan bahwa produktivitas merupakan
salah satu faktor penting dalam penentuan upah. Variabel produktivitas berpengaruh nyata
terhadap upah sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
Nilai parameter penduga yang diperoleh, misalnya untuk sektor peternakan 86339509 yang
berarti jika produktivitas pekerja meningkat Rp 1 Miliar/orang, maka upah tenaga kerja
sektor kehutanan akan meningkat Rp86.339.509/bulan. Dengan kata lain, jika produktivitas
pekerja sektor peternakan meningkat sebesar Rp 1 juta, maka upah pekerja sektor peternakan
akan meningkat sebesar Rp86.339/orang.

Dari sisi nilai elastisitas, maka upah sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan sangat responsif terhadap perubahan penawaran tenaga kerja di
pedesaan. Nilai Elastisitas berkisar antara -1,709 hingga -5,523. Nilai ini berarti jika
penawaran tenaga kerja meningkat 1 persen, maka upah sektor tanaman pangan, peternakan,
perikanan, perkebunan dan kehutanan akan menurun berkisar antara 1,709 hingga 5,523

persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa upah di pasar kerja pertanian sangat ditentukan
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oleh jumlah penawaran tenaga kerja di pedesaan. Kelebihan angkatan kerja membuat upah
bergerak sangat responsif

Jika dibandingkan antar sektor pada permintaan tenaga kerja sektor sektor tanaman
pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, maka upah lebih responsif
terhadap perubahan penawaran tenaga kerja daripada perubahan permintaan tenaga kerja di
sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kecuali di sektor kehutanan.
Temuan ini kembali memperkuat fakta sebelumnya, bahwa kondisi pasar kerja yang
oversupply menyebabkan pengusaha cenderung lebih responsif terhadap perubahan
penawaran tenaga kerja yang masuk ke pasar.

Sebaliknya untuk sektor kehutanan, upah lebih responsif terhadap perubahan
permintaan tenaga kerja sektor kehutanan daripada penawaran tenaga kerja di desa. Hal ini
bisa saja terjadi karena keinginan pekerja untuk bekerja di sektor kehutanan tidak sebanyak
keinginan pekerja untuk bekerja di sektor lainnya mengingat lokasi perusahaan kehutanan
yang biasanya jauh dan terpencil. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka salah satu cara
yang dilakukan untuk menarik pekerja adalah dengan pembelian insentif melalui peningkatan
upah.

Tabel 20 menjelaskan hasil estimasi untuk upah sektor industri dan jasa. Hasil
estimasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,5909. Nilai ini berarti variasi
nilai upah sektor industri 59,09 persen dijelaskan oleh variabel lag UMR, produktitiftas
pekerja sektor industri, penawaran tenaga kerja di perkotaan, dan perubahan permintaan
tenaga kerja sektor industri, sedangkan 40,91 persen dijelaskan oleh variabel lain yang ada di
luar persamaan. Nilai Uji F menunjukkan secara bersama-sama variabel-variabel lag UMR,
produktitiftas pekerja sektor industri, penawaran tenaga kerja di perkotaan, dan perubahan

permintaan tenaga kerja sektor industri berpengaruh nyata terhadap upah sektor industri pada
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taraf nyata 0,01. Hasil Uji t secara parsial menunjukkan bahwa variabel upah sektor industri

dipengaruhi secara nyata hanya oleh penawaran tenaga kerja di perkotaan.

Tabel 20. Hasil Estimasi Persamaan Upah Tenaga Kerja Non-Pertanian

Peubah Para_matgr Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
WI Upah Rata-Rata Sektor Industri
e INTERCEP 7160595 0,525
e Lag Upah Minimum (LUMR) 9,02516 0,637 1,581
¢ Produktivitas Industri (PTI) 12321551 0,903 0,386
e Penawaran TK Kota (SU) -0,318924 0,251 F -2,368
e Prubahan Permin. TK Industri
(DI-LDI) 0,333906 0,913 0,035
R2 0,5909 F-hitung 5,226 DW 1,444
WS Upah Rata-Rata Sektor Jasa
e INTERCEP 1160105 0,9328
e Rasio Upah Minimum
(UMR/LUMR) 2569133 0,721 0,919
e Lag Produktivitas Jasa
(LPTS) 138043121 0,0219 A 1,953
e Lag Penawaran TK
Kota(LSU) -0,251224 0,417 -2,448
e Permintaan TK jasa (DS) 0,038838 0,9563 0,305
R? 0,6334 F-hitung 6,048 DW 1,529
WP Upah Rata-Rata Sektor Pertanian WP = (WPP+WPI+WPT+WPH+WPK)/5
WN Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian WN = (WI+WS)/2

Dari sisi nilai elastisitas, upah tenaga kerja sektor industri sangat responsif terhadap
perubahan penawaran tenaga kerja di perkotaan dengan nilai elastisitas -2,368. Hal ini berarti
jika penawaran tenaga kerja di perkotaan turun 1 persen, maka upah akan meningkat sebesar
2,368 persen. Selain penawaran tenaga kerja di perkotaan, upah sektor industri juga responsif
terhadap perubahan variabel lag UMR. Jika variabel lag UMR meningkat 1 persen, maka
upah sektor industri akan meningkat 1,581 persen. Respon sektor industri terhadap
perubahan upah paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya Hasil perhitungan
elastisitas menunjukkan sektor industri merupakan sektor yang paling responsif terhadap

kebijakan Upah Minimum Regional Sektoral yang diterapkan. Hal ini terjadi karena sektor
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industri merupakan sektor yang bersifat capital intensive. Faktor produksi tenaga kerja tidak
begitu banyak mendominasi struktur biaya perusahaan, sehingga peningkatan komponen
biaya upah tidak akan banyak mempengaruhi struktur biaya sektor tersebut. Situasi ini
menyebabkan Penerapan kebijakan UMR dapat langsung direspon dengan peningkatan upah
riel sektor industri.

Selain itu ada alasan yang menyebabkan upah riel sektor industri sangat responsif
terhadap kebijakan Upah Minimum Regional Sektoral. Tingginya pengaruh tersebut juga
menunjukkan bahwa sebenarnya pekerja di sektor industri dibayar lebih rendah daripada
produktivitas kerja mereka. Secara riel nilai upah sektor industri lebih tinggi dibandingkan
dengan sektor lainnya. Namun jika ditinjau dari jumlah jam kerja dan tingkat ketelitian yang
dibutuhkan oleh tenaga kerja di sektor tersebut, maka upah yang ditetapkan untuk sektor
tersebut terlalu rendah. Hal ini sejalan dengan hasil estimasi dimana produktivitas bukan
merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap perubahan upah sektor industri, begitu
pula dari sisi elastisitas yang diperoleh yang bernilai relatif kecil jika dibandingkan dengan
sektor sektor lainnya di pasar kerja. Oleh karenanya, adalah suatu kewajaran jika sektor ini
memiliki respon yang tinggi terhadap kebijakan pengupahan yang dijalankan pemerintah.

Selanjutnya hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R?) untuk
persamaan upah sektor jasa sebesar 0,6334. Nilai ini berarti bahwa 63,34 persen variasi nilai
upah sektor jasa dipengaruhi oleh kecendrungan perubahan UMR, lag produktivitas pekerja
sektor jasa, lag penawaran tenaga kerja di perkotaan, dan permintaan sektor jasa. Hasil Uji F
menunjukkan bahwa variabel-variabel kecendrungan perubahan UMR, lag produktivitas
pekerja sektor jasa, lag penawaran tenaga kerja di perkotaan, dan permintaan sektor jasa

berpengaruh nyata terhadap upah sektor jasa pada taraf nyata 0,01.
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Hasil Uji t secara parsial menunjukkan bahwa upah sektor jasa dipengaruhi secara
nyata oleh lag produkfitas pekerja sektor jasa dengan nilai parameter penduga sebesar
138043121. Nilai ini berarti jika produktivitas pekerja di sektor jasa meningkat Rp 1
juta/orang, maka upah sektor jasa akan meningkat sebesar Rp 138.043/bulan. Hasil ini juga
didukung oleh nilai elastisitasnya yang bersifat responsif terhadap perubahan upah sektor jasa
sebesar 1,953 yang berarti jika lag produktivitas sektor jasa meningkat 1 persen, maka upah
sektor jasa akan meningkat 1,953 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa pekerja di
sektor jasa telah dibayar dibawah produkfifitas yang mereka lakukan. Sektor jasa yang
dimaksud di sini adalah sektor yang menampung tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu
sektor informal. Seperti yang dinyatakan oleh Sumarsono (2009), sektor informal dicirikan
dengan jumlah pekerja yang besar dengan tingkat pendidikan yang rendah. Besarnya jumlah
pekerja yang masuk ke sektor ini menyebabkan waktu kerja menurun, dan akhirnya
berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pekerja. Sektor informal yang dimaksud di sini
misalnya pada pedagang asongan, dan pekerja jalanan.

Selanjutnya, upah di sektor jasa juga responsif terhadap perubahan penawaran tenaga
kerja sebesar -2,448. Jika penawaran tenaga kerja sektor jasa meningkat 1 persen maka upah
di sektor jasa akan turun sebesar 2,448 persen. Fakta ini kembali menguatkan fenomena
yang menyatakan bahwa sektor jasa adalah sektor yang bersifat sebagai katub pengaman di
pasar kerja, sehingga sektor ini cendrung mengalami labor excess suplly. Dengan kondisi
pasar kerja yang excess suplly, pekerja cenderung dibayar lebih murah dari produktfifitas
kerjanya.

Hasil estimasi secara umum menunjukkan bahwa kebijakan UMR tidak berpengaruh
secara statistik terhadap perubahan upah pekerja. Upah pekerja sangat dipengaruhi oelh

produktivitas pekerja. Jika dibandingkan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, upah
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lebih dipengaruhi oleh penawaran tenaga kerja daripada permintaan tenaga kerja. Respon

upah terhadap perubahan penawaran tenaga kerja sangat elastis secara ekonomi.

4. Added Worker

Hasil estimasi pada Tabel 21 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R?)
bernilai antara 0,4701 hingga 0,8024. Nilai R? tersebut menunjukkan bahwa peubah-peubah
penjelas di dalam model mampu menjelaskan keragaman peubah endogen cukup baik untuk
persamaan Added worker terdidik dan tidak terdidik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 3,105 hingga 10,559. Nilai statistik F
ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing persamaan
endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001. Selain itu,
hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di dalam setiap
persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o)
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30.

Tabel 25 memperlihatkan bahwa peubah upah sektoral riel bukan merupakan faktor
yang menentukan seseorang untuk masuk ke pasar kerja. Hasil dugaan menunjukkan bahwa
added worker dipengaruhi secara nyata oleh peubah jumlah penduduk yang masuk ke pasar
kerja dengan alasan membantu ekonomi keluarga dan menambah penghasilan serta
putus/tamat sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upah bukan merupakan hal yang
penting yang mendorong seseorang untuk masuk ke pasar kerja. Situasi ekonomi yang sulit
memaksa seseorang untuk masuk ke pasar kerja dengan upah berapapun, yang setidaknya
dapat membantu memperbaiki ekonomi rumah tangga. Hasil perhitungan elastisitas
menunjukkan bahwa added worker di perkotaan dan pedesaan tidak responsif terhadap

perubahan tingkat upah. Hal sejalan dengan penjelasan sebelumnya, bahwasanya upah
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bukanlah faktor penting yang menentukan pergerakan permintaan dan penawaran tenaga kerja
di pasar kerja kita termasuk terhadap pergerakan added worker untuk masuk ke pasar kerja.

Salah satu fenomena menarik yang dihasilkan adalah pengaruh jumlah penduduk
terdidik di perkotaan yang mencari kerja dengan alasan membantu ekonomi keluarga dan
menambah penghasilan terhadap peubah added worker terdidik di perkotaan memiliki nilai
elastisitas yang paling tinggi yaitu 2,886. Nilai ini berarti jika pengaruh jumlah penduduk
terdidik di kota yang mencari kerja dengan alasan membantu ekonomi keluarga dan
menambah penghasilan meningkat sebesar 1 persen maka added worker terdidik di perkotaan
meningkat sebesar 2,886 persen. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di negara
kita telah menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan rumah tangga yang besar
terutama untuk daerah perkotaan sehingga memaksa banyak secondary worker untuk masuk
ke pasar kerja dalam rangka membantu ekonomi rumah tangga. Peubah lag endogen setiap
persamaan added worker juga berpengaruh nyata terhadap peubah endogen added worker di
kedua daerah. Ini menunjukkan bahwa added worker cenderung terus meningkat setiap tahun
di Indonesia.

Selain itu, temuan menarik yang muncul dari hasil estimasi adalah adanya pengaruh
negatif dari teknologi terhadap added worker terdidik di perkotaan. Dengan nilai parameter
penduga sebasar -279582. Nilai ini berarti bahwa peningkatan teknologi setiap tahunnya akan
menyebabkan penurunan added worker terdidik di perkotaan menurun sebesar 279,5 ribu
orang. Nilai elastisitas yang dihasilkan juga bersifat sangat responsif sebesar -1,621 yang
berarti jika teknologi meningkat 1 persen/tahun, maka added worker terdidik di perkotaan
akan menurun sebesar 1,621 persen. Fakta ini menunjukkan teknologi yang berkembang
lebih bersifat capital intensive sehingga cenderung menurunkan minat penduduk untuk masuk

ke pasar kerja.
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Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia menyebabkan added worker terdidik

di perkotaan, added worker tidak terdidik di perkotaan, dan added worker tidak terdidik di

pedesaan meningkat. Situasi ekonomi yang sulit memaksa seseorang untuk masuk ke pasar

kerja dengan upah berapapun, yang setidaknya dapat membantu memperbaiki ekonomi rumah

tangga. Selama krisis ekonomi, jumlah added worker terdidik di perkotaan, added worker

tidak terdidik di perkotaan, dan added worker tidak terdidik di pedesaan meningkat sebesar

404 ribu, 2,3 juta, dan 581 ribu orang.

Tabel 21. Hasil Estimasi Persamaan Added Worker

Paramater Taraf .
Peubah Estimasi Prob>|t| Nyata Elastisitas
AUD Added Worker Terdidik di Kota
INTERCEP -2212639 0,046 A
Perub.Upah NonPert (WN-LWN) 0,00422 0,812 0,006
Teknologi (T) -279583 0,025 A -1,621
Jml Pddk Eknomi RT (EUD) 5,840865 0,007 A 2,886
Jml Pddk Tamat Sekolah (TUD) 0,799308 0,300 A 0,494
Krisis Ekonomi (DK) 404180 0,232 F
Lag Endogen AUD(LAUD) 0,411718 0,088 B
R? 0,7471 F-hitung 5,909 DW 2,398
AUT Added Worker Tidak Terdidik di Kota
INTERCEP 761145 0,4863
Rasio Upah Non Pert (WN/LWN) 80108 0,8176 0,060
Perub. Jml Pddk Ek. RT (EUT-LEUT) 7,523318 0,1013 C 0,220
Jml Pddk Tamat Sekolah (TUT) 0,262099 0,9224 0,040
Krisis Ekonomi (DK) 2267064 0,0085 A
R? 0,4811 F-hitung 3,245 DW 2,006
ARD Added Worker Terdidik di Desa
INTERCEP 71318 0,737
Upah Pertanian (WP) 0,005868 0,584 0,019
Perub. Jml Pddk Ek. RT (ERD-LERD) 0,865323 0,191 D 0,031
Jml Pddk Tamat Sekolah (TRD) 0,159063 0,633 0,118
Krisis Ekonomi (DK) -12974 0,897
Lag Endogen ARD (LARD) 0,809549 0,000 A
R? 0,8024 F-hitung 10,559 DW 2,17
ART Added Worker Tidak Terdidik di Desa
INTERCEP -78897 0,950
Upah Pertanian (WP) 0,039103 0,611 0,048
Jml Pddk Tamat Sekolah (TRT) 1,981634 0,418 0,488
Krisis Ekonomi (DK) 581441 0,471
Lag Endogen ART (LART) 0,467496 0,070 B
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R? 0,4701 F-hitung 3,105 DW 1,815

Sebaliknya added worker terdidik di pedesaan menurun selama krisis ekonomi
sebesar 12,9 ribu orang. Bagi kelompok ini, mundurnya mereka dari pasar kerja karena
sangat terbatasnya pilihan pekerjaan bagi tenaga kerja terdidik yang dapat dikerjakan di
pedesaan. Secara keseluruhan, jumlah added worker meningkat 3,2 juta orang selama krisis
ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa krisis ekonomi menyebabkan terjadinya penurunan
daya beli, sehingga pekerja merasa menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Untuk mengatasi
kondisi ekonomi rumah tangga tersebut, maka secondary worker masuk ke pasar kerja untuk
menambah pendapatan riel keluarga yang menurun akibat krisis ekonomi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil estimasi adalah upah bukanlah faktor yang
mempengaruhi added worker untuk masuk ke pasar kerja. Added worker masuk ke pasar kerja
lebih karena alasan untuk membantu menambah perhasilan keluarga dan karena alasan tamat
atau putus sekolah. Di daerah perkotaan, added worker juga didorong oleh terjadinya krisis

ekonomi.

5. Discourage Worker
Hasil estimasi pada Tabel 22 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R?)
yang diperoleh berkisar antara 0,7160 hingga 0,9416. Sama seperti uraian sebelumnya maka
peubah-peubah penjelasnya cukup baik dalam menjelaskan keragaman peubah endogennya.
Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 5,054 hingga 41,922. Nilai statistik F
ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing persamaan
endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001. Selain itu,

hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di dalam setiap
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persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o)
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30. Jika dalam pembahasan mengenai added worker, upah
bukan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk masuk ke pasar, maka upah

juga bukan faktor penentu seseorang untuk tidak mencari kerja bagi discourage worker .

Tabel 22. Hasil Estimasi Persamaan Discourage Worker

Paramater Taraf

Peubah Estimasi Prob>|t| Nyata Elastisitas
DUD Discourage Worker Terdidik di Perkotaan
INTERCEP -120128 0,069 B
Upah Non Pertanian (WN) -0,007418 0,066 B -0,057
Pengangguran Terdidik Kota (UUD) 0,167743 0,000 A 0,764
Produksi Nasional NonPert (GDPN) -0,006398 0,424 -0,059
Krisis Ekonomi (DK) 2354,005291 0,971
Lag Endogen DUD (LDUD) 0,577002 0,000 A
R? 0,9416 F-hitung 41,922 DW 2,001
DUT Discourage Worker Tidak Terdidik di Perkotaan
INTERCEP -1289499 0,013 A
Upah Non Pertanian (WN) -0,011215 0,653 -0,025
Teknologi (T) 382215 0,000 A 2,046
Pengangg. Tdk Terddk Kota (UUT) 0,302044 0,008 A 0,322
Produksi Nasional Non Pert(GDPN) -0,238995 0,007 A -0,622
Krisis Ekonomi (DK) -618439 0,145 C
R? 0,8718 F-hitung 17,676 DW 1,214
DRD Discourage Worker Terdidik di Pedesaan
INTERCEP -49048 0,783
Lag Upah Pertanian (LWP) -0,025245 0,857 -0,092
Teknologi (T) 4348,211932 0,919 0,105
Pengangg. Terdidik Desa (URD) 0,185302 0,054 B 0,433
Produksi Nasional Pert (GDPP) -0,004027 0,985 -0,008
Krisis Ekonomi (DK) 119667 0,428
Lag Endogen DRD (LDRD) 0,61306 0,042 A
R? 0,716 F-hitung 5,043 DW 1,937
DRT Discourage Worker Tidak Terdidik di Pedesaan
INTERCEP -2740224 0,031 A
Upah Pertanian (WP) -0,010945 0,949 -0,006
Teknologi (T) 691862 0,005 A 1,522
Pengangg.Tdk Terddk Desa (URT) 1,022149 0,006 A 0,553
Produksi Nasional Pert (GDPP) -2,587818 0,069 B -0,474
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Krisis Ekonomi (DK) -772681 0,430

R? 0,8598 F-hitung 15,941 DW 0,761

Jika dilihat dari nilai elastisitasnya pada Tabel 26 maka terlihat discourage worker
terdidik lebih responsif terhadap perubahan upah daripada discourage worker tidak terdidik.
Nilai elastisitas discourage worker di pedesaan, misalnya sebesar 0,093 dan 0,06 persen
berturut-turut untuk tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di pedesaan. Bagi tenaga kerja
terdidik di pedesaan, nilai tersebut berarti peningkatan upah sektor pertanian 1 persen akan
mendorong turunnya discourage worker terdidik di pedesaan 0,092 persen. Bagi discourage
worker tidak terdidik, nilai tersebut berarti peningkatan 1 persen upah sektor pertanian akan
menurunkan discourage worker tidak terdidik di pedesaan sebesar 0,06 persen.

Tingginya jumlah pengangguran di kedua daerah merupakan faktor penentu yang
penting bagi seseorang untuk keluar dari pasar kerja. Misalnya nilai parameter penduga untuk
pengaruh jumlah pengangguran terdidik di perkotaan terhadap discourage worker terdidik di
perkotaan sebesar 0,167743 artinya penambahan pengangguran sebesar 6 orang akan
meningkatkan discourage worker sekitar 1 orang (Tabel 22).

Satu fakta penting yang muncul adalah besarnya peranan teknologi terhadap
peningkatan jumlah discourage worker tidak terdidik baik di pedesaan dan di perkotaan.
Discourage worker tidak terdidik di perkotaan dan pedesaan sangat responsif terhadap
perubahan teknologi. Discourage worker tidak terdidik di perkotaan lebih responsif terhadap
perubahan teknologi dibandingkan dengan discourage worker tidak terdidik di pedesaan.
Nilai elastisitas teknologi yang diperoleh sebesar 2,046 dan1,522 untuk persamaan discourage
worker tidak terdidik baik di perkotaan dan pedesaan. Nilai ini berarti jika teknologi
meningkat sebesar 1 persen setiap tahunnya, maka discourage worker tidak terdidik baik di

perkotaan dan di pedesaan akan meningkat sebesar 2,046 persen dan 1,522 persen. Temuan
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ini sejalan dengan temuan sebelumnya, dimana teknologi yang berkembang di negara kita
sebenarnya bersifat capital intensive sehingga cenderung menimbulkan keputusasaan bagi
para tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja. Hal ini hendaknya menjadi perhatian
pemerintah, untuk Indonesia dengan kondisi pasar kerja yang excess suplly, perkembangan
teknologi yang dianjurkan adalah teknologi yang bersifat labor intensive. Teknologi yang
bersifat labor intensive akan tetap membuka lapangan kerja selain mengejar target
peningkatan produksi secara nasional.

Krisis ekonomi menyebabkan discourage worker terdidik baik di perkotaan maupun
di pedesaan meningkat sebesar 2354,005 dan 119667. Artinya selama krisis ekonomi para
tenaga kerja terdidik memilih tidak mencari kerja mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan
yang dapat dilakukan selama krisis ekonomi tersebut. Sebaliknya, selama kiris ekonomi,
discourage worker tidak terdidik baik di kota maupun di desa menurun sebesar -618 ribu dan
772 ribu. Hal ini terjadi karena semakin terbatasnya pendapatan keluarga yang mereka
peroleh, sehingga mereka terpaksa masuk ke pasar kerja untuk menambah penghasilan
keluarga yang menurun akibat terjadinya krisis ekonomi. Pada masa krisis, lapangan kerja
bagi tenaga kerja tidak terdidik lebih mudah diciptakan karena mereka bisa ditampung oleh
sektor jasa melalui sektor informal.

Selama krisis ekonomi discourage worker cenderung menurun sebesar 1,3 juta orang.
Jika dikaitkan dengan uraian sebelumnya diketahui bahwa selama krisis ekonomi, jumlah
added worker bertambah sebanyak 3,2 juta orang. Hal ini berarti selama krisis ekonomi,
jumlah added worker 2,5 kali lebih banyak daripada jumlah discourage worker. Fakta
dimana lebih besarnya jumlah added worker dibandingkan discourage worker ini berarti
bahwa tenaga kerja di Indonesia sebagian besar belum mapan. Pilihan keputusan untuk tidak

bekerja meski dengan peluang kecil mungkin dilakukan tetapi lebih karena alasan khusus
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seperti melanjutkan pendidikan atau kepentingan keluarga. Di luar alasan tersebut, biasanya
secondary worker akan lebih memilih untuk masuk ke pasar kerja untuk mengatasi terjadinya
penurunan pendapatan riel keluarga.

Hasil estimasi secara umum menunjukkan bahwa upah bukanlah faktor yang
berpengaruhi nyata terhadap discourage worker. Pertambahan discourage worker lebih
disebabkan oleh pertambahan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selama Kkrisis
ekonomi, discourage worker terdidik cenderung bertambah, sementara discourage worker
tidak terdidik cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi lebih
dirasakan oleh pekerja tidak terdidik, yang mendorong mereka untuk tetap berada di pasar
kerja dengan upah berapapun yang dibayarkan pengusaha.

6. Pengangguran

Tabel 23 menunjukkan hasil estimasi terhadap persamaan pengangguran terdidik dan
tidak terdidik di pedesaan dan di perkotaan dengan nilai koefisien determinasi (R?) berkisar
antara 0,7826 hingga 0,9900. Sama seperti uraian sebelumnya maka peubah-peubah
penjelasnya cukup baik dalam menjelaskan keragaman peubah endogennya.  Hasil Uji F
menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 9,358 hingga 198,924. Nilai statistik F ini
menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di masing-masing persamaan
endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf nyata 0,001. Selain itu,
hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah endogen di dalam setiap
persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara nyata pada taraf nyata (o)
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30. Jika dalam pembahasan mengenai pengangguran, upah
bukan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk masuk ke pasar maka pada

pengangguran, upah juga bukan faktor penentu seseorang untuk keluar dari pasar kerja.
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Analisis selama periode krisis ekonomi menunjukkan selama periode krisis angka
pengangguran meningkat untuk tenaga kerja terdidik baik di perkotaan dan pedesaan namun
menurun untuk tenaga kerja tidak terdidik baik di perkotaan dan pedesaan. Hal ini
menunjukkan bahwa krisis ekonomi juga dirasakan oleh banyak tenaga kerja terdidik baik di
kota maupun desa. Pengangguran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Hal ini terjadi bukan
karena banyak pengangguran tidak terdidik yang terserap di pasar kerja. Tetapi justru mereka
terpaksa memutuskan tidak mencari kerja dengan alasan putus asa terhadap ketidaktersediaan

lapangan pekerjaan (fenomena Discourage worker).

Tabel 23. Hasil Estimasi Persamaan Pengangguran

Paramater Prob  Taraf

Peubah Estimasi Sl Nyata Elastisitas
UUD Pengangguran Terdidik di Kota
INTERCEP 950735 0,348
o Krisis Ekonomi (DK) 45858 0,722
e Teknologi (T) 148081 0,056 B 0,613
o Added worker Terdidik Kota (AUD) 0,968238 0,000 A 0,692
o Lag Discourage Worker Didik Kota
(LDUD) -0,262798 0,416 -0,058
e Penawaran TK Kota (SU) 0,019301 0,638 0,278
e Permintaan TK Non Pertanian (DN) -0,055498 0,055 B -0,909
R? 0,9900 F-hitung 198,92 DW 2,012
UUT Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota
INTERCEP 132507 0,924
e Krisis Ekonomi (DK) -338983 0,640
o Selisih Added worker dan discourage
worker Tdk.Terddk Kota (AUT-DUT) 0,299067 0,064 B 0,011
e Penawaran TK Kota (SU) 0,434281 0,000 A 7,562
e Permintaan TK Non Pertanian (DN) -0,330277 0,002 A -6,547
e Lag Endogen UUT (LUUT) -0,047673 0,800
R? 0,7826 F-hitung 9,358 DW 2,149
URD Pengangguran Terdidik di Desa
INTERCEP -641270 0,054 B

e Kirisis Ekonomi (DK) 67214 0,187 D
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e Teknologi (T) 5668,247856 0,536 0,059
o Added worker Didik Desa (ARD) 1,505532 0,000 A 1,216
¢ Discourage Worker Didik Desa (DRD) -0,392261 0,063 B -0,168
¢ Rasio Permin. TK. Pertanian dg
Penawaran TK desa ((DP/SR)*100) 8439,122329 0,058 B 0,600

e Lag URD (LURD) -0,101094 0,357

R? 0,9887 F-hitung 174,73 DW 1,649

URT Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa

INTERCEP 3793494 0,190 D
o Krisis Ekonomi (DK) 638954 0,267 F
e Teknologi (T) -88530 0,231 E -0,360
o Added worker Tdk. Didik Desa (ART) 0,763732 0,049 B 0,648
e Rasio Discourage worker (DRT/LDRT) -169277 0,579 -0,084
e Perub.Penawaran TK desa (SR-LSR) 0,238372 0,152 D 0,060
e Rasio Permin.TK Pertat (DP/LDP) -3681965 0,168 D -1,443
e Lag Endogen URT (LURT) 0,488495 0,073 B

R? 0,8975 F-hitung 13,760 DW 1,592

Tabel 24 menunjukkan rata-rata perkembangan added worker, discourage worker,
dan pengangguran tidak terdidik dan terdidik di Indonesia selama kurun waktu di 1990-20009.
Tabel 24 menunjukkan bahwa jumlah discourage worker lebih besar daripada added worker
untuk tenaga kerja tidak terdidik masing-masing sebesar 6,7 juta lebih besar dari 4,2 juta
orang. Hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran untuk tenaga kerja tidak terdidik
selama krisis ekonomi cenderung menurun.

Tabel 24. Rata-Rata Perkembangan Added Worker, Discourage Worker, Dan Pengangguran
Tidak Terdidik Dan Terdidik per Tahun Di Indonesia, 1990-2009

Added Discourage Selisih Added Worker Penganaauran
. Worker Worker dan Discourage (%)ragr? )
Kuallflkas[ (Orang) (Orang) Worker (Orang) g
Tenaga Kerja
AD AW S=AD-AW U
1. Terdidik 2.631.034 990.846 1.640.188 3.549.815
2. Tidak Terdidik 4.229.877 6.733.557 -2.503.680 4.674.127

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional (Sakernas). 1990-2009. Diolah
Selanjutnya, analisis juga menunjukkan bahwa teknologi menyebabkan peningkatan
angka pengangguran terdidik baik di perkotaan maupun di pedesaan, sebaliknya teknologi

menyebabkan penurunan angkatan kerja tidak terdidik di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini
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menunjukkan bahwa tehnologi yang dikembangkan lebih diarahkan untuk digunakan oleh
para tenaga kerja tidak terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik. Parameter penduga yang
diperoleh, misalnya untuk pengangguran terdidik di kota sebesar 148081 yang berarti
peningkatan teknologi setiap tahunnya menyebabkan peningkatan angka pengangguran
sebesar 148 ribu orang. Sementara untuk pengangguran tidak terdidik di desa, parameter
penduga yang diperoleh -88530 yang berarti peningkatan teknolgi setiap tahunnya akan
menyebabkan penurunan pengangguran tidak terdidik sebesar 88 ribu orang. Teknologi yang
dikembangkan, selain bersifat capital intensive (seperti yang diuraikan sebelumnya), ternyata
juga lebih cocok untuk tenaga kerja tidak terdidik.

Variabel Added worker berpengaruh nyata hampir di semua persamaan pengangguran.
Parameter penduga yang diperoleh 0,968238 untuk persamaan pengangguran terdidik di
perkotaan. Nilai tersebut berarti bahwa jika Added worker terdidik di perkotaan meningkat
sebanyak 1 orang, maka pengangguran terdidik di perkotaan juga meningkat sebanyak 1
orang. Untuk persamaan pengangguran yang lain, tambahan angka pengangguran untuk
setiap penambahan 1 orang Added worker juga tetap 1 orang.

Variabel permintaan tenaga kerja sektor non pertanian berpengaruh nyata terhadap
penurunan angka pengangguran terdidik dan tidak terdidik di perkotaan. Parameter penduga
yang diperoleh sebesar -0,055498 dan -0,330277 masing-masing untuk pengangguran terdidik
dan tidak terdidik di perkotaan. Dengan kata lain, diperlukan penambahan permintaan tenaga
kerja sektor non pertanian sebanyak 18 orang untuk mengurangi 1 pengangguran terdidik di
perkotaan. Selain itu, diperlukan penambahan permintaan tenaga kerja sektor non pertanian
sebanyak 3 orang untuk mengurangi 1 pengangguran tidak terdidik di perkotaan.

Dilihat dari nilai elastisitas, pengangguran terdidik di perkotaan paling responsif

terhadap perubahan permintaan tenaga kerja non pertanian di perkotaan dengan nilai elastitas
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-0,909. Nilai ini berarti jika permintaan tenaga kerja non pertanian di kota meningkat sebesar
1 persen maka pengangguran terdidik di kota menurun sebesar 0,909 persen. Pengangguran
tidak terdidik di perkotaan sangat responsif terhadap perubahan penawaran tenaga kerja tidak
terdidik di perkotaan dan permintaan tenaga kerja tidak terdidik di perkotaan dengan nilai
elastisitas 7,572 dan -6,547. Nilai tersebut berarti bahwa jika penawaran tenaga kerja tidak
terdidik di perkotaan meningkat sebesar 1 persen, maka pengangguran tidak terdidik di
perkotaan meningkat sebesar 7,572 persen. Jika permintaan tenaga kerja non pertanian
meningkat maka pengangguran tidak terdidik di perkotaan menurun sebesar 6,547 persen.

Selanjutnya pengangguran terdidik di pedesaan responsif terhadap perubahan added
worker terdidik di pedesaan dengan nilai elastisitas sebesar 1,216 yang berarti bahwa
peningkatan added worker terdidik di pedesaan sebesar 1 persen akan menyebabkan
pengangguran terdidik di pedesaan meningkat sebesar 1,216 persen. Pengangguran tidak
terdidik di pedesaan sangat responsif terhadap kecenderungan perubahan permintaan tenaga
kerja pertanian dengan nilai elastisitas sebesar -1,443. Nilai tersebut berarti jika
kecenderungan perubahan permintaan tenaga kerja pertanian meningkat 1 persen, maka
pengangguran tidak terdidik di pedesaan menurun sebesar 1,443 persen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi nasional untuk mengatasi pengangguran
sangat ditentukan oleh tersedianya lapangan kerja yang memadai dan besarnya tingkat
penyerapan tenaga kerja. Dua besaran tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan
ekonomi di satu pihak dan tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di pihak
lainnya. Oleh karena itu, strategi mengatasi pengangguran harus dilihat dari dua sisi yaitu sisi
permintaan dan sisi penawaran.

Dari sisi permintaan, secara teori erat kaitannya dengan strategi umum dalam

menciptakan iklim yang memberikan ruang gerak sebesar-besarnya kepada pelaku ekonomi



179
dalam meningkatkan kegiatan berusaha. Strategi umum tersebut erat kaitannya dengan
instrumen ekonomi makro yang meliputi kebijakan moneter, fiskal, investasi dan
perdagangan luar negeri yang mendorong penciptaan kesempatan kerja.

Dari sisi penawaran tenaga kerja erat kaitannya dengan strategi pengendalian
penduduk yaitu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk sebagai sumber yang
menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Selain itu, penyiapan tenaga kerja
trampil melalui pelatihan kerja agar mereka memperoleh pekerjaan merupakan salah satu
strategi mengatasi pengangguran dari sisi penawaran tenaga kerja.

Penyebab terjadinya pengangguran tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah
angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan lebih besar daripada kesempatan kerja, melainkan
juga dipengaruhi oleh struktur angkatan kerja dan kesempatan kerja serta kelembagaan pasar
kerja. Peranan kelembagaan pasar kerja sangat penting untuk mempertemukan pencari kerja
dan lowongan yang tersedia.

Lebih jauh pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan sekaligus masalah
ekonomi.  Hal ini disebabkan karena pengangguran merupakan pemborosan dalam
penggunaan sumberdaya (waste of resourse). Pemborosan ini terjadi karena belum
dimanfaatkannya sumberdaya tenaga kerja ke arah kegiatan produktif. Kerugian akibat
pemborosan akan merupakan beban (cost) yang harus ditanggung negara, masyarakat dan
individu. Beban yang ditanggung negara menyangkut biaya pemeliharaan untuk keamanan,
ketenangan dan stabilitas kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, mereka mengganggu
stabilitas keamanan masyarakat. Selain itu, bagi individu penganggur juga akan menanggung
beban moral, merasa terasing, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh

sebab itu, dari berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengangguran dapat
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menyebabkan timbulnya keresahan dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya
persoalan pengangguran harus segera diatasi.

7. Human Capital dan Health Capital

Tabel 25 menyajikan hasil estimasi persamaan human capital yang didekati dengan
angka partisipasi sekolah dan health capital yang didekati dengan angka harapan hidup.
Human capital pada awalnya akan dianalisis dengan menggunakan data Indeks Pembangunan
Manusia, namun karena hasil estimasi tidak dapat memenuhi kriteria Statistik ekonomi, dan
ekonometrika, maka peneliti melakukan perubahan dengan penggunakan variabel angka
Partisipasi Sekolah (APS) sebagai pendekatan untuk menghitung Human Capital.

Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R?) untuk persamaan angka
partisipasi sekolah yang diperoleh sebesar 0,3452. Nilai ini berarti keragaman nilai angka
partisipasi sekolah 34,52 persen dijelaskan oleh variabel angka harapan hidup, lag anggaran
pendidikan, dan lag endogen angka partisipasi sekolah, sedangkan 65,48 persen sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Rendahnya nilai R2 ini
menunjukkan ada faktor lain yang berpengaruh terhada human capital. Faktor tersebut adalah
kelembagaan pengelolaan sistem pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan yang besar
seyogyanya diikuti dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik agar tepat sasaran. Hasil
Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel angka harapan hidup, lag anggaran
pendidikan, dan lag endogen angka partisipasi sekolah di dalam persamaan tersebut
berpengaruh nyata terhadap angka partisipasi sekolah pada taraf nyata 0,1. Hasil Uji t
menunjukkan bahwa hanya variabel lag endogen angka partisipasi sekolah yang berpengaruh
nyata terhadap nilai angka partisipasi sekolah.

Jika dilihat dari nilai elastisitasnya, maka angka partisipasi sekolah lebih responsif

terhadap perubahan angka harapan hidup daripada perubahan anggaran pendidikan. Nilai
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elastisitas yang diperoleh sebesar 0,392 yang berarti jika angka harapan hidup meningkat 1
persen, maka angka partisipasi sekolah akan meningkat 0,392 persen. Rendahnya pengaruh
anggaran pendidikan ini disebabkan karena program peningkatan alokasi anggaran pendidikan
baru dilaksanakan selama 3 tahun terakhir, sehingga dampaknya terhadap peningkatan mutu
modal manusia belum terlihat.

Tabel 25 menunjukkan hasil estimasi untuk persamaan angka harapan hidup.
Koefisien determinasi (R?) yang diperoleh sebesar 0,9193 yang berarti keragaman nilai angka
harapan hidup dijelaskan oleh varibel perubahan kebutuhan dasar, anggaran kesehatan,
perubahan produksi nasional, dan UMR sebesar 91,93 persen, sedangkan 8.07 persen sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Hasil Uji F menunjukkan bahwa
variabel perubahan kebutuhan dasar, anggaran kesehatan, perubahan produksi nasional, dan
UMR tersebut secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen angka
harapan hidup. Hasil Uji t secara parsial menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup
dipengaruhi secara nyata oleh anggaran kesehatan dan UMR.

Paramater penduga yang diperoleh untuk anggaran kesehatan sebesar 0,396376 yang
berarti jika anggaran kesehatan meningkat 1 persen, maka angka harapan hidup meningkat
0,396376 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih belum mapan sehingga
masih perlu bantuan pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan mereka. Oleh karena
itu, peningkatan alokasi anggaran kesehatan memberikan pengaruh nyata secara statistik
terhadap peningkatan angka harapan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan
merupakan salah satu faktor penting bagi para pekerja kita. Hal ini juga didukung oleh fakta
kesehatan merupakan faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya
pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting di dalam peningkatan status

kesehatan. Hubungan antara kesehatan dan ekonomi yang saling mempengaruhi ini dapat
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digambarkan sebagai sebuah spiral yang saling meningkatkan satu dengan yang lain. Status
kesehatan yang tinggi memungkinkan orang berproduksi dan menghasilan barang atau jasa
yang bernilai ekonomi tinggi. Status ekonomi yang tinggi meningkatkan daya beli dan akses
terhadap pelayanan kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan hari kerja produktif. Efek
penduduk yang sehat jelas dapat mengurangi hari hilang karena suatu penyakit, meningkatkan
produktivitas, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang
lebih tinggi. Artinya kebijakan alokasi anggaran kesehatan ini dapat meningkatkan
kesejahteraan pekerja.

Tabel 25. Hasil Estimasi Persamaan Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Harapan

Hidup
Peubah Para_matgr Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
APS  Angka Partisipasi Sekolah
INTERCEP 7,041721 0,791
Angka Harapan Hidup (AHH) 0,39622 0,339 0,392
Lag Anggaran Pendidikan (LAPN) 0,170564 0,584 0,034
Lag Endogen APS (LAPS) 0,46753 0,070 B 0,465
R? 0,3452 F-hitung 2,636 DW 1,852
AHH Angka Harapan Hidup
INTERCEP 62,862599 0,000 A
Perub.Kebutuhan Dasar (KD-LKD) 0,000000602 0,660 0,002
Anggaran Kesehatan (AKS) 0,396376 0,001 A 0,024
Perub GDP (GDP-LGDP) 0,000000261 0,310 0,005
Upah Minimum (UMR) 0,000001074 0,018 A 0,017
R? 0,9193 F-hitung 39,880 DW 0,754

Parameter penduga untuk variabel penjelas UMR sebesar 0,000001074. Nilai ini
berarti diperlukan peningkatan UMR sebesar Rp 931.098,70/bulan hanya untuk meningkatkan
1 persen angka harapan hidup. Fakta ini menunjukkan rendahnya upah riel yang diterima
olen sebagai pekerja kita. Rendahnya upah menyebabkan kecilnya biaya yang dapat

dialokasikan untuk kesehatan. Sebagian besar upah hanya bisa digunakan untuk menutupi
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kebutuhan pangan sehari-hari pekerja, dan belum dapat menutupi kebutuhan non pangan
lainnya.

Dalam konteks penyusunan kebijakan investasi yang paling efektif dilakukan adalah
dengan peningkatan anggaran kesehatan dan perbaikan UMR. Perbaikan sarana kesehatan
justru memberikan dampak lebih besar tidak hanya kepada perbaikan angka harapan hidup,
dan juga pada angka partisipasi sekolah. Hal ini hendaknya menjadi salah satu bahan
pertimbangan bagi pemerintah, dalam mengalokasikan anggaran kesehatan, mengingat
Anggaran kesehatan saat ini hanya berkisar 3,999 persen pertahun (Tabel 26).

Tabel 26. Perbandingan Persentase Perkembangan Alokasi Anggaran Kesehatan Dan
Pendidikan Di Indonesia, 1990-2009

Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
Tahun keseh%gtgna(%) pendié?igkaariJl (%) Tahun keseh?i%:na(%) pendigi(‘:]kaariJl (%0)
1990 2,304 12,624 2000 5,247 12,677
1991 2,596 12,362 2001 5,726 12,263
1992 2,862 12,938 2002 7,331 14,463
1993 3,022 13,945 2003 7,840 15,655
1994 3,461 10,870 2004 6,977 14,588
1995 3,080 10,612 2005 2,721 13,885
1996 3,168 11,175 2006 3,119 17,593
1997 3,866 11,591 2007 3,937 18,901
1998 4,097 8,869 2008 2,773 15,582
1999 3,827 8,723 2009 3,077 19,811
2000 5,247 12,677 2010 2,946 20,000
Rata-rata (%)
Anggaran pendidikan 13,816 Anggaran Kesehatan 3,999

8. Produktivitas Pekerja
Tabel 27 menunjukkan hasil estimasi persamaan produktivitas pekerja. Hasil dugaan
menunjukkan nilai koefisien determinasi (R?) yang diperoleh sangat tinggi yaitu berkisar
antara 0,9826 hingga 0,9978. Hal ini menunjukkan bahwa peubah-peubah penjelas dalam
masing-masing persamaan dapat secara baik menjelaskan keragaman setiap variabel endogen

produktivitas pekerja. Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung berkisar antara 9,358 hingga
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198,924. Nilai statistik F ini menunjukkan secara bersama-sama semua variabel penjelas di
masing-masing persamaan endogen berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya pada taraf
nyata 0,001. Selain itu, hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing peubah
endogen di dalam setiap persamaan dipengaruhi oleh sebagian besar peubah penjelas secara
nyata pada taraf nyata (o) 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,30. Hasil estimasi menunjukkan
produktivitas pekerja utamanya dipengaruhi oleh upah, angka partisipasi sekolah, dan nilai
produksi nasional.

Hasil analisis bahwa produktititas pekerja sektor tanaman pangan sangat responsif
terhadap perubahan angka partisipasi sekolah dengan nilai elastisitas sebesar 1,1550. Nilai ini
berarti  peningkatan angka partisipasi sekolah sebesar 1 persen akan menyebabkan
peningkatan produktivitas pekerja sektor tanaman pangan sebesar 1,1550 persen. Jika dilihat
dari parameter penduganya sebesar 0,000258 yang berarti jika angka partisipasi sekolah
meningkat 1 persen, maka produktivitas pekerja sektor tanaman pangan akan meningkat
sebesar Rp 258.000/tahun. Temuan ini menunjukkan rendahnya produktivitas pekerja sektor
tanaman pangan dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga respon produktivitas pekerja
sektor tanaman pangan sangat besar jika terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah.
Peningkatan angka partisipasi sekolah berarti peningkatan kualitas pekerja yang bekerja di
sektor ini.  Semakin tinggi pendidikan pekerjanya, maka diharapkan semakin tinggi
kemampuan berproduksinya, dan akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas.
Fakta ini terjadi karena sektor tanaman pangan didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik
sebesar 66,28 persen dari total tenaga kerja tidak terdidik yang bekerja di sektor pertanian,
sehingga peningkatan kualifikasi tenaga kerja akan mampu memberikan peningkatan terhadap

produktivitas tenaga kerja sektor tanaman pangan.



Tabel 27. Hasil Estimasi Persamaan Produktivitas Tenaga Kerja

Peubah Para_mate_:r Prob>|t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
PTPG Produktivitas Sektor Tan.Pangan
INTERCEP -0,020693 0,434
Upah Tan. Pangan (WPP) 1,36201E-10 0,737 0,0192
Angka Partisipasi Sek (APS) 0,000285 0,481 1,1550
Nilai Produksi Tan.Pangan (GDPG) 4,08634E-08 0,000 A 1,0829
R2 0,9776 F-hitung 218,213 DW 0,699
PTPI  Produktivitas Sektor Perikanan
INTERCEP -0,004218 0,358
Upah Perikanan (WPI) 1,79471E-09 0,092 B 0,057
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000013775 0,146 C 0,118
Nilai Prod.Perikanan (GDPI) 0,000000409 0,000 A 0,757
Lag Endogen PTPI (LPTPI) 0,159716 0,348
R2 0,9978 F-hitung 1617,015 DW 2,465
PTPT Produktivitas Sektor Peternakan
INTERCEP -0,005074 0,188 D
Lag Upah Peternakan (LWPT) 4,96538E-09 0,218 E 0,057
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000021609 0,024 A 0,118
Nilai Prod. Peternakan (GDPT) 8,14839E-08 0,025 A 0,757
Lag Endogen PTPT (LPTPT) 0,196985 0,357
R2 0,9826 F-hitung 197,764 DW 2,184
PTPK Produktivitas Sektor Perkebunan
INTERCEP -0,014312 0,1868 D
Lag Upah Perkebunan (LWPK) 5,02038E-09 0,5813 0,077
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000063898 0,0295 B 0,492
Nilai Prod.Perkebunan (GDPK) 0,000000338 0,0283 B 0,475
Lag Endogen PTPK (LPTPK) 0,132189 0,664
R2 0,9849 F-hitung 228,321 DW 2,201
PTPH Produktivitas Sektor Kehutanan
INTERCEP -0,011458 0,129 C
Lag Upah Kehutanan (LWPH) 6,40469E-09 0,047 A 0,153
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000054745 0,006 A 0,422
Nilai Prod.Kehutanan (GDPH) 0,000001185 0,000 A 0,695
Lag Endogen PTPH (LPTPH) -0,173536 0,414
R2 0,993 F-hitung 494,979 DW 2,205
PTI Produktivitas Sektor Industri
INTERCEP -0,00798 0,100 C
Lag Upah Industri (LWI) 8,51211E-09 0,092 B 0,125
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000041434 0,001 A 0,190
Nilai Prod.Industri (GDPNI) 5,05155E-08 0,000 A 0,915
Lag Endogen PTI (LPTI) -0,219689 0,080 A
R2 0,9992 F-hitung 4276,236 DW 1,194
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Tabel 27. Lanjutan

PTS Produktivitas Sektor Jasa

INTERCEP -0,002932 0,370
Lag Upah Jasa(LWS) 9,39588E-09 0013 A 0,294
Kaitan Teknologi dan APS (APS*T) 0,000016223 0038 A 0,189
Nilai Prod.Jasa (GDPNS) 1,67974E-08 0000 A 0,643
Lag Endogen PTS (LPTS) -0,080676 0,711

R? 0,9973 F-hitung 1281,388  DW 1,67

Tabel 28. menyajikan perbandingan capaian produktivitas antara sektor selama kurun
waktu 1990-2009. Hasil tabulasi menunjukkan bahwa produktivitas pekerja sektor tanaman
pangan paling rendah diantara sektor lainnya yaitu hanya Rp 16,442 juta/tahun. Sektor yang
paling tinggi produktivitas pekerjanya adalah sektor industri sebesar Rp 153,799 juta/tahun,
diikuti oleh sektor kehutanan sebesar Rp 91,474 juta/tahun, dan sektor perikanan Rp 82,414
juta/tahun. Produktivitas tenaga kerja sektor tanaman pangan juga sangat responsif terhadap
perubahan produksi nasional sektor tanaman pangan dengan nilai elastisitas sebesar 1,0829
yang berarti jika produksi nasional sektor tanaman pangan meningkat sebesar 1 persen, maka
produktivitas tenaga kerja sektor tanaman pangan akan meningkat sebesar 1,0829 persen.

Temuan ini menunjukkan sektor pertanian adalah sektor yang bersifat underutilization
akibat tingginya dominasi tenaga kerja tidak terdidik dibanding sektor lainnya. Banyak
pekerja yang di pertanian bekerja kurang dari jam kerja yang seharusnya, akibatnya
produktivitas pekerja mereka sangat rendah. Dengan demikian, kemampuan untuk
meningkatkan produksi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja
sektor pertanian. Peningkatan produksi sektor pertanian berdampak pada peningkatan
penerimaan perusahaan. Peningkatan penerimaan perusahaan akan berakibat pada
peningkatan pendapatan yang diterima pekerja. Peningkatan pendapatan akan menjadi insentif

bagi pekerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja.
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Tabel 28. Rata-rata Produktivitas Pekerja pertahun di Indonesia, 1990-2009

Produktifitas
Sektor Pertahun Produktifitas Upah % Upah %
(Juta Perbulan (Juta Perbulan terhadap Kenaikan
Rp/Tahun) Rp/bin) (Juta Rp/bln)  Produktifitas Upah

. Pertanian 25,040 2,087 2,743 131,46 -76,07
a. Tanaman pangan 16,442 1,370 2,640 192,65 -51,91
b. Perikanan 82,414 6,868 2,640 38,43 260,19
c. Peternakan 29,690 2,474 2,138 86,39 115,75
d. Perkebunan 35,856 2,988 2,533 84,76 117,98
e. Kehutanan 91,474 7,623 3,767 49,41 202,38

. Non Pertanian 88,892 7,408 4,293 57,95 172,56
a. Industri 153,799 12,817 4,913 38,33 260,89
b. Jasa 60,520 5,043 3,673 72,83 137,31

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional. 1990-2009. (Diolah)

Dari sisi perubahan upah, produktivitas sektor pertanian secara umum dipengaruhi
secara nyata oleh perubahan upah. Upah menjadi indikator penting dalam peningkatan
produktivitas.  Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya bahwa
sektor pertanian, dengan jumlah tenaga kerja yang berlimpah cenderung mengalami
underutilization dengan produktivitas yang rendah akibat banyaknya pekerja yang bekerja di
bawah jam kerja yang seharusnya. Dengan demikian, maka pekerja cenderung mendapat
upah rendah. Jika dibandingkan antara upah yang diperoleh dengan produktivitas kerjanya,
maka secara umum pekerja pertanian telah dibayar dengan besaran upah di atas produktivitas
kerja mereka. Namun jika ditinjau lebih jauh, maka kita mengetahui bahwa sebenarnya hanya
sektor pertanian tanaman pangan sajalah yang pekerjanya dibayar di atas produktivitasnya.
Pada sektor peternakan, perikanan, perkebunan, dan peternakan, pekerja masih dibayar justru
di bawah produktivitas kerja mereka seperti disajikan pada Tabel 28. Kondisi dimana

pekerja di bayar di bawah produktivitas kerja mereka ini juga terjadi pada sektor non
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pertanian. Hal ini menyebabkan upah berpengaruh nyata secara positif terhadap peningkatan
produktivitas di sektor non pertanian.

Jika dianalisis lebih jauh, kondisi dimana sebagian besar pekerja di bayar di bawah
produktivitas kerja mereka menunjukkan bahwa pasar kerja di Indonesia bukan merupakan
pasar yang kompetitif tetapi cenderung merupakan pasar kerja yang berbentuk monopsonistik.
Menurut Pindyck dan Rubinfeld (1989), dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, buruh
selalu dibayar dengan upah yang tepat sama dengan produktivitasnya. Sementara dalam pasar
yang monopsonistik, jumlah pembeli jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penjual.
Akibatnya, kekuatan pembeli menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan
penjual. Dalam keseimbangan pasar tenaga kerja yang monopsonistik, buruh dibayar lebih
rendah dibandingkan produktivitasnya. Selisih antara produktivitas buruh dengan upah yang
diterima ini sering disebut sebagai eksploitasi. Dalam kondisi demikian, cukup alasan bagi
pemerintah untuk menetapkan kebijakan upah minimum. Dengan kebijakan ini,
keseimbangan akan bergeser, upah akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga akan
naik. Penetapan upah minimum, tidak seperti dalam kasus pasar kompetitif, justru
berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Itulah mengapa, pasar tenaga kerja yang
monopsonistik dianggap sebagai justifikasi teoretis bagi pemberlakuan upah minimum.

Produktivitas pekerja di sektor pertanian dan non pertanian responsif terhadap
perubahan produksi nasional dengan nilai elastisitas berkisar antara 0,475 hingga 1,0829.
Peningkatan nilai produksi nasional adalah gambaran dari kenaikan pendapatan pekerja.
Kenaikan pendapatan merupakan salah satu motivasi bagi pekerja untuk meningkat semangat
kerja sehingga akan mendorong peningkatan produktifitas pekerja di semua sektor yang

dianalisis.
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Selanjutnya jika, dibandingkan lebih jauh antara sektor pertanian dan non pertanian,
maka sektor jasa paling responsif terhadap perubahan tingkat upah dibandingkan dengan
sektor lain yang diteliti. Sektor jasa memiliki nilai elastisitas yang lebih tinggi untuk upah riel
sektor jasa yaitu 0,294 dimana peningkatan upah sebesar 1 persen akan meningkatkan
produktivitas sebesar 0,294 persen. Hal ini disebabkan karena pekerja di sektor jasa memiliki
produktivitas rendah sehingga upah menjadi lebih penting bagi peningkatan produktivitas
dibandingkan variabel penjelas lainnya.

Lebih besarnya respon produktivitas industri terhadap perubahan upahnya serta lebih
rendahnya respon produktivitas sektor pertanian terhadap perubahan upahnya menunjukkan
bawa sebenarnya pekerja di sektor industri dan jasa dibayar lebih rendah daripada
produktivitas kerja mereka dan sebaliknya untuk sektor pertanian. Secara riel nilai upah
sektor industri memang terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian, tetapi jika
ditinjau dari jumlah jam kerja dan tingkat ketelitian yang diperlukan oleh sektor tersebut maka
upah yang ditetapkan untuk tenaga kerja sektor industri dan jasa masih terlalu rendah
dibandingkan dengan dengan sektor pertanian. Hal ini disebabkan pada sektor industri jumlah
jam kerja dan tingkat ketelitian yang diperlukan lebih banyak daripada jumlah jam kerja dan
tingkat ketelitian yang diperlukan oleh pekerja sektor pertanian.

Untuk sektor jasa, besarnya respon produktivitas sektor jasa terhadap perubahan upah
menunjukkan bahwa pekerja ini bekerja dengan upah rendah. Sektor jasa, sebagian besar
didominasi oleh sektor informal. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pekerja di
sektor ini didominasi dengan jumlah pekerja yang besar. Besarnya jumlah pekerja yang
bekerja di sektor ini, membuat jam kerja mereka cenderung rendah, akibatnya pendapatan

yang mereka peroleh juga cenderung rendah.
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Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya pekerja sektor pertanian
dibayar lebih tinggi dari produktivitas mereka. Namun pertanyaan yang muncul adalah
mengapa pertanian mengalami kekurangan pekerja padahal mereka dibayar tinggi? Ada
beberapa fakta di lapangan yang dapat menjawabnya. Pertama, pekerja di sektor pertanian
sering kekurangan apresiasi bahwa upah yang mereka terima sebenarnya lebih tinggi daripada
produktivitasnya. Kedua, industrialisasi telah merubah pandangan sebagian besar masyarakat
bahwa tidaklah prestise bekerja di sektor pertanian. Ketiga, pekerjaan di sektor pertanian
bersifat musiman dan belum menjamin kontinuitas upah bagi mereka yang bekerja di sektor
ini.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan produktivitas sektor pertanian rendah.
Pertama, sektor ini didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Para pekerja yang
berpendidikan tinggi sudah tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian dan lebih memilih
bekerja di sektor industri. Kedua, para periode sebelum krisis para penentu kebijakan telah
mengabaikan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan. Peubah lag produktivitas
berpengaruh nyata menunjukkan bahwa produktivitas sektor industri, pertanian dan jasa
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Sehubungan dengan krisis ekonomi dimana pertanian terbukti merupakan sektor
unggulan maka pemerintah sebaiknya memberikan pengertian kepada angkatan kerja kita
tentang seperti apa kondisi yang sebenarnya. Untuk mengatasi pekerjaan di sektor pertanian
yang bersifat musiman, pemerintah dapat menerapkan agroindustri di sektor pertanian
sehingga pekerja sektor pertanian tidak hanya terlibat pada kegiatan produksi saja tetapi pada
seluruh kegiatan agribisnis pertanian. Diharapkan dengan serangkaian kebijakan yang tepat,

Kita dapat mengatsi persoalan kekurangan pekerja sektor pertanian.
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Salah satu faktor penting yang berpengaruh nyata secara statistik terhadap peningkatan
produktivitas pekerja adalah peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan angka
partisipasi sekolah terbukti mampu mendorong peningkatan produktitiftas. Hal ini sesuai
dengan Connell, Champbell., S.L. Brue, dan D.A. Macpherson (2006) bahwa peningkatan
produktivitas dapat dicapai dengan (1) peningkatan kualitas pekerja, (2) peningkatan rasio
antara modal dan pekerja, dan (3) peningkatan efisiensi dalam penggunaan input modal dan
pekerja (sebagai gambaran kemajuan teknologi). Investasi di bidang pendidikan diharapkan
mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh oeningkatan
pengetahuan dan keahlian seseorang. peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong
peningkatan produktivitas kerja. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak
dengan mempekerjakan pekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan
akan bersedia memberikan upah yang lebih tinggi kepada mereka.

Satu hal yang menarik dari hasil estimasi menunjukkan bahwa bagi pekerja,
peningkatan upah dan perbaikan angka partisipasi sekolah berpengaruh positif terhadap
peningkatan produktivitas pekerja. Sementara pada saat yang sama, pengusaha cenderung
abai terhadap persoalan pengupahan (seperti yang disajikan pada hasil estimasi sebelumnya
dimana pengusaha cenderung tidak memperhatikan upah dalam penciptaan kesempatan
kerja). Dalam kondisi yang seperti ini maka kebijakan Upah Minimum tetap layak untuk
diperlakukan untuk melindungi hak-hak pekerja. Hasil estimasi juga menunjukkan
pentingnya peranan investasi sumberdaya manusia, karena hal itu memberikan dampak
eksternalitas positif terhadap individu yang bersangkutan, dan juga memberikan manfaat bagi
masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan produktifias yang mendorong ke arah

peningkatan pendapatan nasional.
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Sehubungan dengan pembayaran upah dan capaian produktifitas, maka dalam rangka
penyusunan kebijakan tentang kebijakan upah minimum sebaiknya diletakkan dalam konteks
yang lebih luas. Jika yang menjadi masalah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan
pekerja secara keseluruhan (bukan hanya buruh/karyawan), maka fokus utamanya mestinya
diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja tidak terdidik dan informal yang
merupakan mayoritas dari pekerja di Indonesia. Di samping itu, karena upah merupakan
fenomena yang melibatkan buruh dan pengusaha, kebijakan upah (termasuk di dalamnya:
kebijakan upah minimum), harus mempertimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha
secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, upah yang “adil” bukanlah upah yang menjamin buruh mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan upah yang tepat sama dengan kontribusi buruh
terhadap perusahaan atau produktivitasnya. Jika yang menjadi masalah adalah bagaimana
melindungi buruh/karyawan, maka perlindungan dilakukan dalam konteks agar buruh
mendapatkan upah sesuai dengan produktivitasnya.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa kondisi “ideal”, dimana upah tepat sama dengan
produktivitas, dicapai dalam struktur pasar tenaga kerja yang kompetitif. Oleh karena itu,
yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pasar tenaga kerja dari
yang bersifat monopsonistik menuju pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Kembali
kepada ciri pasar yang kompetitif, yaitu keseimbangan kekuatan antara produsen dengan
konsumen, maka restrukturisasi pasar tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara mendorong
kekuatan kolektif buruh agar seimbang dengan kekuatan pengusaha.

Salah satu aspek penting pasar kompetitif adalah informasi, sehingga perlu diciptakan
mekanisme untuk membuka akses buruh terhadap informasi tentang perusahaan, khususnya

informasi keuangan. Dengan demikian, seluruh karyawan dapat mengetahui tingkat
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profitabilitas perusahaan yang merupakan gambaran hasil kerja mereka. Mekanisme ini antara
lain bisa diciptakan melalui hak kepemilikan saham oleh serikat pekerja di tingkat
perusahaan. Dengan memiliki saham perusahaan, serikat buruh (dan pada gilirannya: seluruh
buruh) berhak mengakses data apapun tentang perusahaan. Akhir kata, yang harus dicari
bukanlah upah yang menjamin buruh sejahtera, melainkan upah yang “adil” atau yang sesuai
dengan kontribusi buruh terhadap perusahaan. Upah yang “adil” tak akan diketahui berapa

besarnya, tetapi kita tahu bagaimana menuju ke sana.

9. Nilai Produksi Nasional

Tabel 29. menyajikan hasil estimasi persamaan nilai produksi nasional. Hasil dugaan
pendapatan nasional menunjukkan nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi berkisar
antara 0,5947 hingga 0,9950. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas di dalam
masing-masing persamaan dapat secara baik menjelaskan keragaman setiap peubah endogen
nilai produksi nasional. Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan nilai produksi sektor
tanaman pangan sebesar 0,5947 yang berarti bahwa keragaman nilai produksi sektor tanaman
pangan 59,47 persen dijelaskan oleh variabel permintaan tenaga kerja terdidik sektor tanaman
pangan, perubahan permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor tanaman pangan, perubahan
investasi sektor pertanian dan krisis ekonomi, sedangkan 40,53 persen sisanya dijelaskan oleh
variavel lain yang ada di luar persamaan. Hasil Uji F menunjukkan variabel-variabel
penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor tanaman

pangan pada taraf nyata 0,01 . Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai produksi sektor tanaman
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pangan dipengaruhi secara nyata oleh permintaan tenaga kerja terdidik sektor tanaman
pangan, perubahan investasi sektor pertanian dan krisis ekonomi.

Nilai parameter penduga yang diperoleh untuk permintaan tenaga kerja terdidik sektor
tanaman pangan adalah 0,438552 yang berarti jika permintaan tenaga kerja terdidik sektor
tanaman pangan meningkat 1 orang, maka nilai produksi sektor tanaman pangan meningkat
sebesar Rp 0,438 Miliar. Nilai ini didukung oleh nilai elastisitasnya yang juga sangat
responsif 1,529 yang berarti berarti jika permintaan tenaga kerja terdidik sektor tanaman
pangan naik 1 persen, maka nilai produksi sektor tanaman pangan meningkat sebesar 1,529
persen. Hal ini berarti dari sisi penawaran agregat (Agregat Suplly), peningkatan permintaan
tenaga kerja didik menjadi penting dalam peningkatan produksi nasional sektor tanaman

pangan.

Tabel 29. Hasil Estimasi Persamaan Nilai Produksi

Peubah Para_mate_r Prob>[t| Taraf Elastisitas
Estimasi Nyata
GDPG  Nilai Produksi Sektor Tan aman Pangan
INTERCEP -319287 0,223 E
¢ Permin. TK. Didik Pangan
(DGD) 0,438552 0,016 A 1,529
e Perub. Permin. TK Tdk. Terddk
Tan. Pangan (DGT-LDGT) 0,013265 0,554 0,006
e Perub Investasi Pert. (IP-LIP) 4,398201 0,124 C 0,448
o Krisis Ekonomi (DK) -338515 0,138 C
R? 0.,5947 F-hitung 5,136 DW 0,772
GDPI Nilai Produksi Sektor Perikanan
INTERCEP -333576 0,169 D
¢ Permin. TK.Didik.lkan (DID) 4,26553 0,000 A 3,089
e Permin. TK.Tdk.Didik Perikanan
(DIT-LDIT) 0,23059 0,705 0,019
¢ Rasio Investasi Pert. (IP/LIP) 28545 0,876 0,218
o Krisis Ekonomi (DK) -83600 0,219 E
R? 0,7834 F-hitung 12,658 DW 0,526
GDPT  Nilai Produksi Sektor Peternakan
INTERCEP -55012 0,0911 B
e Permin. TK DidikTernak (DTD) 0,115208 0,6037 0,167
o Permin. TK Tdk.Terdidik
Peternakan (DTT) 0,014911 0,2619 F 0,407
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e Investasi Pertanian (IP) 0,013018 0,7578 0,045
o Krisis Ekonomi (DK) 8800,793195 0,3622
e Lag Endogen GDPT (LGDPT) 1,162845 0,0001 A
R? 0,9914 F-hitung 298,262 DW 2,359
GDPK  Nilai Produksi Sektor Perkebunan
INTERCEP -130630 0,058 B
e Permin. TK. Terdidik
Perkebunan (DKD) 0,067206 0,279 0,344
e Lag Permin. TK Tidak Terdidik
Perkebunan (LDKT) 0,002274 0,659 0,159
e Rasio Investasi Pert (IP/LIP) 72959 0,081 B 0,662
¢ Lag Endogen GDPK (LGDPK) 1,065201 0,000 A
R? 0,9783 F-hitung 157,989 DW 1,953
GDPH  Nilai Produksi Sektor Kehutanan
INTERCEP -6117,609167 0,679
¢ Permin. TK. Didik Hutan (DHD) 0,010041 0,961 0,679
e Permin. TK. Tdk. Terdidik
Kehutanan (DHT) 0,009476 0,683 0,961
e Perub. Investasi Pert (IP-LIP) 0,099031 0,032 A 0,683
e Lag endogen GDPH (LGDPH) 1,164158 0,000 A
R? 0,9936 F-hitung 544,464 DW 1,129
Tabel 29. Lanjutan
GDPNI Nilai Produksi Sektor Industri
INTERCEP -419724 0,648
e Perub Permin. TK Terdidik
Industri (DNID-LDNID) 0,275168 0,368 0,390
e Permin. TK Tdk Terdidik
Industri (DNIT) 0,036809 0,802 0,115
e Perubahan Investasi Industri
(n-1y 2,464106 0,000 A 0,206
e Teknologi (T) -27388 0,584 -0,103
e Lag Endgen GDPNI (LGDPNI) 1,181116 0,000 A
R2 0,995 F-hitung 516,921 DW 1,72
GDPNS Nilai Produksi Sektor Jasa
INTERCEP -6957457 0,000 A
e Permin. TK. Terdidik Jasa (DNSD) 0,694661 0,000 A 3,753
e Perub. Permin. TK Tdk. Terdidik
Jasa (DNST-LDNST) 0,354 0,475 0,076
e Perub Investasi Jasa (1S-LIS) 0,420906 0,612 0,127
R? 0.7918 F-hitung 19,016 DW 0,306
GDPP Total Nilai Produksi Sektor Pertanian GDPP=GDPG+GDPI+GDPT+GDPK+GDPH
GDPN  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian GDPN= GDPNI+GDPNS

GDP

Total Nilai Produksi Nasional

GDP = GDPP + GDPN
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Selain itu, nilai produksi sektor tanaman pangan juga dipengaruhi secara nyata oleh
perubahan investasi pertanian 4,398. Jika perubahan investasi sektor pertanian meningkat
sebesar Rp 1 Miliar, maka nilai produksi tanaman pangan akan meningkat Rp 2,4 Miliar. Hal
ini juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi sektor tanaman pangan, tidak cukup hanya
oleh peningkatan lapangan pekerjaan di sektor ini, tetapi juga didukung oleh penambahan
investasi pertanian. Jika permintaan tenaga kerja baik terdidik dan tidak terdidik meningkat,
maka peningkatan tersebut harus dbarengi dengan peningkatan investasi.
Persamaan nilai produksi sektor perikanan memberikan nilai koefisien determinasi
(R?) sebesar 0,7834. Hal ini berarti 78,34 persen variasi nilai produksi sektor perikanan
dijelaskan oleh variabel permintan tenaga kerja sektor perikanan terdidik, perubahan
permintaan tenaga kerja sektor, kecenderungan perubahan investasi sektor pertanian, dan
krisis ekonomi, sedangkan 21,66 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar
persamaan. Hasil Uji F menunjukkan variabel-variabel penjelas tersebut secara bersama-
sama berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor perikanan pada taraf nyata 0,01 .
Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai produksi sektor perikanan dipengaruhi secara nyata oleh
permintan tenaga kerja sektor perikanan terdidik dan krisis ekonomi. Nilai parameter penduga
yang diperoleh untuk varibel permintaan tenaga kerja sektor perikanan terdidik sebesar 4,265
yang berarti jika permintaan tenaga kerja terdidik sektor tanaman pangan meningkat 1 orang,
maka nilai produksi sektor pertanian meningkat sebesar Rp 4,265 Miliar. Nilai ini juga searah
dengan capaian nilai elastisitasnya yang sangat responsif 3,089 dimana jika permintaan
tenaga kerja terdidik sektor tanaman pangan meningkat 1 persen, maka nilai produksi sektor
pertanian meningkat sebesar 3,089 persen.
Tabel 29. juga menyajikan hasil estimasi untuk persamaan nilai produksi sektor

peternakan dengan nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,9914. Nilai ini berarti 99,14
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persen keragaman nilai produksi sektor peternakan dijelaskan oleh variabel permintaan tenaga
kerja terdidik dan tidak terdidik sektor perternakan, investasi sektor pertanian, krisis ekonomi,
dan variabel lag endogen nilai produksi sektor peternakan, sedangkan 0,86 persen sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Hasil Uji F menunjukkan variabel-
variabel penjelas permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik sektor perternakan,
investasi sektor pertanian, krisis ekonomi, dan variabel lag endogen nilai produksi sektor
peternakan tersebut secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor
peternakan pada taraf nyata 0,01. Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai produksi sektor
peternakan dipengaruhi secara nyata oleh permintaan tenaga kerja tidak terdidik dan variabel
lag endogen nilai produksi sektor peternakan. Nilai parameter penduga yang diperoleh untuk
variabel permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor peternakan adalah 0,014911 yang
berarti peningkatan permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor peternakan sebanyak 1 orang
akan menyebabkan peningkatan nilai produksi peternakan sebesar Rp 0,014911 miliar.

Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan nilai produksi sektor perkebunan sebesar
0,9783 yang berarti bahwa keragaman nilai produksi sektor perkebunan sebesar 97,83 persen
dijelaskan oleh variabel permintaan tenaga kerja terdidik, lag permintaan tenaga kerja tidak
terdidik, kecenderungan perubahan investasi pertanian, dan variabel lag endogen nilai
produksi sektor perkebunan, sedangkan 2,17 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang
ada di luar persamaan. Hasil Uji F menunjukkan variabel-variabel penjelas tersebut secara
bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor perkebunan pada taraf nyata
0,01. Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai produksi sektor perkebunan dipengaruhi secara
nyata oleh kecenderungan perubahan investasi pertanian, dan variabel lag endogen nilai

produksi sektor perkebunan.
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Parameter penduga untuk variabel penjelas perubahan investasi sektor pertanian pada
persamaan nilai produksi sektor perkebunan sebesar 0,099031. Nilai ini berarti jika
perubahan investasi pertanian meningkat sebesar Rp 1 miliar, maka nilai produksi sektor
perkebunan akan meningkat sebesar Rp 99.031.000 pertahun. Hasil estimasi ini menunjukkan
besarnya multiplier effect yang ditimbulkan oleh investasi pertanian terhadap peningkatan
nilai produksi pertanian. Multiplier effect investasi ini diharapkan akan mendorong
penciptaaan lapangan kerja baru di sektor perkebunan pada khususnya, dan sektor pertanian
pada umumnya.

Selanjutnya hasil estimasi pada Tabel 29. juga menunjukkan bahwa nilai produksi
sektor industri memperoleh nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,9950 yang artinya
variasi nilai produksi sektor industri dijelaskan oleh variabel perubahan permintaan tenaga
kerja terdidik sektor industri, permintaan tenaga kerja sektor industri tidak terdidik, perubahan
investasi sektor industri, teknologi, dan lag endogen nilai produksi sektor industri sebesar
99,50 persen, sedangkan 0,50 persen dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan.
Hasil Uji ~F menunjukkan variabel-variabel penjelas tersebut secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor industri pada taraf nyata 0,01. Hasil Uji t
menunjukkan bahwa nilai produksi sektor industri dipengaruhi secara nyata oleh perubahan
investasi sektor industri, dan lag endogen nilai produksi sektor industri.

Nilai parameter penduga pengaruh perubahan investasi sektor industri terhadap nilai
produksi sektor industri sebesar 2,454106. Nilai tersebut berarti jika perubahan investasi
meningkat sebesar Rp 1 miliar, maka nilai produksi sektor industri meningkat sebesar Rp 2,4
miliar. Namun hasil perhitungan elastisitas menunjukkan sektor industri lebih responsif
terhadap perubahan permintaan tenaga kerja terdidik daripada perubahan investasi, dengan

nilai elastisitas masing-masing 0,390 dibandingkan dengan 0,206. Hal ini menunjukkan
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bahwa sektor ini adalah sektor yang sangat mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja terdidik
untuk masuk ke dalamnya.

Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan nilai produksi sektor jasa sebesar 0,7918
yang berarti bahwa variasi nilai produksi sektor jasa dijelaskan sebesar 79,18 persen oleh
variabel permintaan tenaga kerja terdidik sektor jasa, perubahan permintaan tenaga kerja tidak
terdidik sektor jasa, dan perubahan investasi sektor jasa, sedangkan 20,82 persen dijelaskan
oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Uji F menunjukkan variabel-variabel penjelas
tersebut secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai produksi sektor jasa pada taraf
nyata 0,01. Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai produksi sektor jasa dipengaruhi secara
nyata oleh permintaan tenaga kerja terdidik sektor jasa dengan nilai parameter penduga
sebesar 0,694661. Hal ini berarti jika permintaan tenaga kerja terdidik sektor jasa meningkat
sebesar 1 orang, maka nilai produksi sektor jasa akan meningkat sebesar Rp 0,694 miliar.
Nilai ini juga dibarengi dengan nilai elastisitasnya yang sangat responsif sebesar 3,735 yang
berarti jika permintaan tenaga kerja terdidik sektor jasa meningkat sebesar 1 persen, maka
nilai produksi sektor jasa akan meningkat sebesar 3,735 persen. Fenomena ini kembali
memperkuat fakta yang diberikan sebelumnya bahwa sektor ini adalah sektor yang bersifat
underutulization dengan dominasi tenaga kerja tidak terdidik yang tinggi, sehingga
produktivitas tenaga kerjanya cenderung rendah. Akibatnya, penambahan tenaga Kkerja
terdidik akan sangat membantu peningkatan produksi di sektor ini.

Dari ketiga peubah yang diamati, dapat diketahui bahwa peningkatan permintaan
tenaga kerja terdidik dan investasi memiliki pengaruh cukup besar dalam peningkatan
pendapatan nasional sektoral hampir di semua sektor yang diamati dari sisi penawaran agregat
(Agregat Supply).  Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus menggalakkan program

yang berhubungan dengan peningkatan kualifikasi tenaga kerja terdidik. Saat ini ada satu
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kecenderungan yang menyedihkan dalam pembangunan Indonesia. Kita sering terjebak
dalam fenomena palsu pembangunan itu sendiri dimana pembangunan selalu diterjemahkan
dalam bentuk fisik. Jika pembangunan fisik berhasil maka pembangunan dipandang telah
berhasil. Para pengambil keputusan seringkali mendefinisikan keberhasilan pembangunan
sebagai pembangunan fisik dan kapitak. Sebaliknya pembangunan sumberdaya manusia
sebagai salah satu modal penting pembangunan sering dilupakan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa kualifikasi tenaga kerja terdidik merupakan hal
yang penting bagi peningkatan pendapatan nasional. Oleh karenanya diharapkan pemerintah
dapat lebih memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Temuan
ini juga sangat mendukung endogenous growth theory yang menekankan pentingnya peranan
pemerintah untuk meningkatkan modal manusia yang ditujukan untuk perbaikan kualifikasi
tenaga kerja, dimana arahnya adalah kualifikasi tenaga kerja terdidik akan menjadi motor
penggerak pertumbuhan ekonomi (Romer, 1986; Lucas, 1988).

Selain itu, investasi juga merupakan faktor penting lainnya untuk peningkatan nilai
produksi nasional. Dalam pengembangan investasi, pemerintah juga seringkali salah arah
dengan mengembangkan investasi yang capital intensive. Pengembangan investasi sebaiknya
bersifat labor intensive, sehingga dampaknya tidak hanya pada peningkatan produksi nasional
tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru.

10. Investasi

Hasil pendugaan terhadap persamaan investasi memberikan nilai R? berkisar antara
0,9941 hingga 0,9962 (Tabel 30). Nilai ini berarti tingginya kemampuan variabel penjelas
dalam menjelaskan keragaman nilai variabel endogen di masing-masing persamaan. Koefisien
determinasi (R?) untuk persamaan investasi sektor industri sebesar 0,9962. Nilai ini berarti

keragaman nilai variabel investasi sektor industri sebesar 99,62 persen dijelaskan oleh
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variabel lag suku bunga, upah sektor industri, nilai produksi sektor industri, kebijakan
desentralisasi fiskal, lag alokasi belanja daerah (transfer ke daerah), subsidi, dan lag endogen
investasi sektor industri, sedangkan sisanya 0,38 persen dijelaskan oleh variabel lain yang ada
di luar persamaan. Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel
penjelas tersebut berpengaruh nyata terhadap nilai investasi sektor industri. Hasil Uji t secara
partial menunjukkan bahwa hanya variabel upah, kebijakan desentralisasi fiskal , subsidi, dan
lag endogen investasi sektor industri yang berpengaruh nyata terhadap investasi sektor
industri.

Nilai parameter pendugaan upah sektor industri sebesar -0,010748 yang berarti bahwa
jika upah meningkat sebesar Rp 1/bulan, maka investasi akan turun sebesar Rp 0,010748
Miliar/tahun. Hal ini berarti pemerintah dalam penentuan upah sebaiknya lebih berhati-hati,
tidak hanya memperhatikan kesejahtaraan pekerja tetapi juga kepentingan perusahaan. Nilai
parameter penduga untuk subsidi sebesar 14931, yang berarti jika subsidi meningkat sebesar 1
persen, maka investasi sektor industri akan meningkat sebesar Rp 14.931 miliar/tahun.

Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan investasi sektor jasa sebesar 0,9941
seperti disajikan pada Tabel 30. Nilai ini berarti tingginya kemampuan varibel penjelas dalam
menjelaskan keragaman nilai variabel endogen di masing-masing persamaan. Koefisien
determinasi (R?) untuk persamaan investasi sektor jasa sebesar 0,9947. Nilai ini berarti
keragaman nilai variabel investasi sektor jasa sebesar 99,47 persen dijelaskan oleh variabel
lag suku bunga, upah sektor jasa, nilai produksi sektor jasa, kebijakan desentralisasi fiskal, lag
alokasi belanja daerah (transfer ke daerah), subsidi, dan lag endogen investasi sektor jasa,
sedangkan sisanya 0,53 persen dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Hasil
Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel penjelas tersebut

berpengaruh nyata terhadap nilai investasi sektor jasa. Hasil Uji t secara partial menunjukkan
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bahwa hanya variabel upah, nilai produksi sektor jasa, subsidi, dan dan lag endogen investasi
sektor jasa yang berpengaruh nyata terhadap investasi sektor jasa.

Nilai parameter pendugaan upah sektor jasa sebesar -0,046848 yang berarti bahwa jika
upah meningkat sebesar Rp 1/bulan, maka investasi akan turun sebesar Rp 0,046848
Miliar/tahun. Hal ini berarti pemerintah dalam penentuan upah sebaiknya lebih berhati-hati,
jika hanya memperhatikan kesejahtaraan pekerja tetapi juga kepentingan perusahaan. Nilai
parameter penduga untuk subsidi sebesar 41601, yang berarti jika subsidi meningkat sebesar 1
%, maka investasi akan meningkat sebesar Rp 41.601 miliar/tahun.

Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan investasi sektor pertanian sebesar 0,9941.
Nilai ini berarti tingginya kemampuan varibel penjelas dalam menjelaskan keragaman nilai
variabel endogen di masing-masing persamaan. Koefisien determinasi (R?) untuk persamaan
investasi sektor pertanian sebesar 0,9941. Nilai ini berarti keragaman nilai variabel investasi
sektor pertanian sebesar 99,41 persen dijelaskan oleh variabel beda kala suku bunga, upah
sektor pertanian, nilai produksi sektor pertanian , kebijakan desentralisasi fiskal, lag alokasi
belanja daerah (Transfer ke daerah), subsidi, dan lag endogen investasi sektor pertanian,
sedangkan sisanya 0,59 persen dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar persamaan. Hasil
Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel penjelas tersebut
berpengaruh nyata terhadap nilai investasi sektor pertanian. Hasil Uji t secara parsial
menunjukkan bahwa hanya variabel upah sektor pertanian, nilai produksi sektor pertanian,
subsidi, dan dan lag endogen investasi sektor pertanian yang berpengaruh nyata terhadap
investasi sektor pertanian.

Nilai parameter pendugaan upah sektor pertanian sebesar -0,007776 yang berarti
bahwa jika upah meningkat sebesar Rp 1/bulan, maka investasi pertanian akan turun sebesar

Rp 0,007776 Miliar/tahun. Hal ini berarti pemerintah dalam penentuan upah sebaiknya lebih
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berhati-hati, jika hanya memperhatikan kesejahtaraan pekerja tetapi juga kepentingan
perusahaan. Nilai parameter penduga untuk subsidi sebesar 3494, yang berarti jika subsidi
meningkat sebesar 1 persen, maka investasi pertanian akan meningkat sebesar Rp 3.494
miliar/tahun.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa suku bunga bukan merupakan faktor yang
berpengaruh nyata secara statistik terhadap pergerakan investasi. Secara statistik, justru
tingkat upah yang berpengaruh terhadap investasi Namun kita tidak boleh terkecoh dengan
nilai statistik tersebut, karena ternyata hasil analisis elastisitas menunjukkan bahwa investasi
lebih responsif terhadap perubahan suku bunga daripada perubahan upah. Dengan kata lain,
upah dan suku bunga tetap merupakan variabel makro yang penting sebagai penggerak
investasi di Indonesia.

Berdasarkan nilai elastisitas diperoleh bahwa respon investasi di sektor pertanian,
industri, dan jasa terhadap tingkat suku bunga adalah inelastis berkisar antara -0,096 hingga -
0,182. Hal ini berarti jika tingkat suku bunga turun 1 persen, maka investasi akan meningkat
sebesar -0,096 hingga -0,182 persen. Hal ini berarti bahwa perubahan tingkat suku bunga
membawa perubahan kecil pada investasi. Landasan pemikirannya adalah keuntungan yang
diharapkan dari adanya investasi akan menurun dengan cepat jika tingkat bunga meningkat.
Tetapi investasi diperkirakan akan berubah apabila faktor-faktor lain selain tingkat bunga

mengalami perubahan.

Tabel 30. Hasil Estimasi Persamaan Investasi

Paramater Taraf .
Peubah ara atg Prob>|t| aral e/ astisitas
Estimasi Nyata
Il Investasi Sektor Industri
INTERCEP 289605 0,5586
Lag Suku Bunga (LSB) -11328 0,4565 -0,123

Upah Industri (WI) -0,010748 0,0146 A -0,031
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Nilai Produksi Industri (GDPNI) 0,09113 0,0299 0,149
Desentralisasi Fiskal (DF) 185717 0,2217 E
Lag Belanja Daerah (LBD) 1644,059814 0,8903 0,023
Subsidi (SD) 14931 0,0176 A 0,131
Lag Endogen 11 (LII) 0,733774 0,0007 A
R? 0,9962 F-hitung 408,245 DW 3,014
IS Investasi Sektor Jasa
INTERCEP 1379874 0,3997
Lag Suku Bunga (LSB) -53011 0,3095 -0,182
Upah Jasa (WS) -0,046848 0,0345 A -0,032
Nilai Produksi Jasa (GDPNS) 0,298651 0,163 D 0,128
Desentralisasi Fiskal (DF) 273950 0,5589
Lag Belanja Dearah (LBD) 1094,441044 0,9775 0,005
Subsidi (SD) 41601 0,0544 B 0,116
Lag Endogen IS (LIS) 0,790626 0,0019 A
R? 0,9947 F-hitung 294,645 DW 2,907
IP  Investasi Sektor Pertanian
INTERCEP 57196 0,5088
Lag Suku Bunga (LSB) -1866,563311 0,6346 -0,096
Upah Pertanian (WP) -0,007776 0,0152 A -0,058
Nilai Produksi Pert (GDPP) 0,074835 0,0465 A 0,181
Desentralisasi Fiskal (DF) 19507 0,6063
Kaitan Belanja Daerah dan Teknologi (BD*T) 172,375355 0,586 0,135
Subsidi (SD) 3494,181103 0,0202 A 0,146
Lag Endogen IP (LIP) 0,580977 0,1018 C
R? 0,9941 F-hitung 264,926 DW 2,895

Upah juga menentukan keinginan investor untuk menanamkan modalnya, hal ini

disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia relatif murah akibat kondisi pasar kerja yang
excess suplly. Kondisi di atas menyebabkan respon investasi terhadap perubahan upah lebih
inelastis daripada respon investasi terhadap perubahan suku bunga. Nilai elastisitasnya yang
diperoleh hanya sebesar -0,031; 0,032, dan 0,058 seperti disajikan dalam Tabel 33.
Selanjutnya, pendapatan nasional merupakan salah satu faktor yang berpengaruh nyata
tingkat investasi dengan nilai paramater penduga masing-masing 0,09113; 0,298651;
0,007776 masing-masing untuk sektor industri, jasa dan pertanian. Diketahui bahwa tingkat
pendapatan nasional yang tinggi, akan memperbesar pendapatan masyarakat, selanjutnya
pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang
dan jasa. Akibatnya keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi, dan ini akan mendorong

dilakukannya lebih banyak investasi. Hasil regresi di atas membuktikan bahwa pendapatan
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nasional Indonesia berpengaruh positif terhadap investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
investasi cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan nasional.

Selain itu, salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah besarnya pengaruh
subsidi terhadap investasi. Subsidi cenderung merangsang investasi untuk tumbuh. Hasil
estimasi menunjukkan subsidi cendreing meningkatkan investasi dengan parameter penduga
sebesar 14931, 41601 dan 3494 masing-masing untuk sektor industri, jasa dan pertanian.
Parameter penduga tersebut berarti jika anggaran subsidi meningkat sebesar 1 persen, maka
investasi akan meningkat sebesar untuk Rp 14.931 mlliar, Rp 41.601 miliar dan Rp 3.494
miliar masing-masing untuk sektor industri, jasa dan pertanian. Jika dibandingkan antar sektor
maka dampak subsidi lebih besar di sektor jasa, dan paling kecil di sektor pertanian. Kecilnya
dampak subsidi untuk sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini memperoleh manfaat
kecil drai subsidi yang diberikan.

Besarnya dampaknya subsidi yang diterima sektor jasa juga berkaitan dengan
besarnya manfaat subsidi yang dirasakan oleh sektor jasa. Lebih jauh kecilnya, subsidi yang
dirasakan oleh sektor pertanian berkaitan dengan sedikitnya share subsidi yang langsung
berkaiatan dengan sektor pertanian yaitu subsidi pupuk dan subsidi benih yang merupakan
bagian darai subsidi non energi. Sementara besarnya dampak subsidi yang dirasakan oleh
sektor jasa, disebabkan karena sektor ini banyak memperoleh manfaat dari adanya subsidi
energi (BBM) yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan Subari
(2008) yang menyatakan bahwa penurunan subsidi akan menyebabkan inflasi, penurunan
pertumbuhan nasional yang diikuti dengan penurunan investasi, menurunnya nilai tukar
Rupiah, dan berakhir pada defisit neraca pembayaran, demikian pula yang terjadi sebaliknya

jika terjadi peningkatan subsidi.



206

Tabel 31. Perkembangan Alokasi Anggaran Subsidi dalam Realisasi APBN di Indonesia,

2005-2011
Jenis Tahun Proporsi  Growth/
Swsidi 5005 2005 2007 2008 2000 [Taruy  Subsidi  Tahun
N ) (%)
Subsidi Energi (Triliun Rp)
1. Subsidi
BBM 9560 64,20 83,80 139,10 45,00 85,54 54,030 -0,994
2. Subsidi
Listik 8,90 3040 33,10 83,90 49,50 41,16 25,998 90,732
Subsidi Non Energi (Triliun Rp)
1. Subsidi
Pangan 6,40 5,30 6,60 12,10 13,00 8,68 5,483 24,528
2. Subsidi
Pupuk 2,50 3,20 6,30 15,20 18,30 9,1 5,748 71,635
3. Subsidi
Benih 0,10 0,10 0,50 1,00 1,60 0,66 0,417 140,000
4.Subsidi Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN
0,90 1,80 1,00 1,70 1,30 1,34 0,846 25,507
5. Subsidi
Kredit
Program 0,10 0,30 0,30 0,90 1,10 0,54 0,341 105,556
6. Subsidi
Minyak
Goreng - - - 0,10 - 0,02 0,013 -
7. Subsidi
Bahan
Baku
Kedelai - - - 0,20 - 0,04 0,025 -
8. Subsidi
Pajak 6,20 190 17,10 21,00 8,20 10,88 6,872 173,125
9. Subsidi
Lainnya. - 0,30 1,50 - - 0,36 0,227 -
Total Subsidi ~ 120,7 1075 150,2 275,2 138,0 158,3 100,00 15,538
Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi. Direktoral Jendral Anggaran-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011.

Tabel 31 menyajikan perkembangan anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah

dalam APBN. Subsidi energi yang diberikan pemerintah untuk sebesar 54,030 persen untuk

subsidi BBM dan 25,998 persen untuk subsidi listrik. Subsidi pajak juga memperoleh alokasi

subsidi agak besar yaitu 6,872 persen. Sementara subsidi langsung yang diberikan untuk

sektor pertanian hanya sebesar 5,748 persen untuk subsidi pupuk dan 0,417 persen untuk
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subsidi benih. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah terhadap sektor pertanian hanya
seperlima dari subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Dari tabulasi tersebut, kita dapat
menilai kecilnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, padahal pada saat yang sama
sektor pertanian menopang hampir 60 persen penduduk Indonesia.

Peubah lag endogen investasi menunjukkan bahwa investasi akan terus meningkat dari
tahun ke tahun. Lag endogen investasi berpengaruh nyata terhadap investasi sektor industri,
jasa, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan investasi, investor juga

mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.
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B. Dampak Kebijakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Kerja Pertanian

dan Non Pertanian Dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia: Simulasi
Skenario Kebijakan

1. Hasil Validasi Model

Cukup valid atau tidaknya hasil simulasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh
hasil validasi model yang telah diduga. Kriteria validasi dalam model penelitian ini adalah
Root-mean Square Percentage Error (RSMPE), R?, kesalahan bias (Uy), kesalahan regresi
(Ugr), kesalahan distribusi (Up) dan Theil’s inequality coefficient (U-theil’s). Tabel 32 berikut
akan memperlihatkan hasil validasi model dalam penelitian ini. Hasil validasi menunjukkan
bahwa sebanyak 44 persamaan memiliki nilai RSMPE kurang dari 100 persen sementara 27
persamaan memiliki nilai RSMPE lebih besar dari 100 persen. Cukup besarnya nilai RSMPE
pada peubah tersebut dapat terjadi mengingat kemungkinan terjadinya persoalan serial
korelasi pada persamaan tersebut. Namun menurut Pindyck, R. S. dan D. L. Rubienfeld
(1991) masalah autokorelasi hanya mempengaruhi efisiensi pendugaan dan tidak
mempengaruhi bias pendugaan. Dari sisi nilai koefisien determinasi (R?), terlihat bahwa 39
persamaan memiliki nilai koefisien determinasi (R?) lebih besar dari 50 persen, sementara 32
persamaan memiliki nilai koefisien determinasi (R?) lebih kecil dari 50 persen. Selanjutnya
dari  U-Theil, semua persamaan dalam model yang dibangunmemiliki nilai U-Theils
mendekati 0. Kesalahrataan terkecil juga diamati dalam validasi model. Kiriteria yang
digunakan adalah Uy, Ug, dan Up.  Suatu model dikatakan baik jika nilai Uy dan Ug sangat
kecil, dan nilai Up mendekati satu. Hasil validasi menunjukkan semua nilai Uy, dan Ug di
semua persamaan mendekati nol, tetapi semua nilai Up mendekati satu. Berdasarkan kriteria
Root-mean Square Percentage Error (RSMPE), R?, kesalahan bias (Uy), kesalahan regresi
(Ur), kesalahan distribusi (Up) dan Theil’s inequality coefficient (U-theil’s), model yang

dibangun layak untuk disimulasi (Tabel 32 disarikan dari Lampiran 3 dan 4).
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Tabel 32. Hasil Validasi Model
Kesalahan
Bias Reg Dist U-
No Peubah Endogen RMSPE R2 (UM) (UR) (UD) Theil
1 sup  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota 6,05 0,958 0,069 0,169 0,761 0,031
2 SUT  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota 20,73 -0,345 0,106 0,661 0,234 011
3 SRD  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa 3,32 0,982 0,027 0,13 0,843 0,018
4 SRT  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa 2,71 0,309 0,027 0,02 0,953 0,014
5 su Penawaran Angk.Kerja di Kota 13,31 0,589 0,107 0,559 0,333 0,074
6 SR Penawaran Angk.Kerja di Desa 252 0,788 0,034 0,059 0,907 0,013
7 DGD  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik 1891 0,852 0,000 0,218 0,782 0,075
8 DID  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik 7298 -0,110 0,023 0,366 0,611 0,183
9 DD  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik 2499 0,622 0,728 0,02 0,253 0,131
10 DKD  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik 8,80 0,957 0,003 0,415 0,582 0,04
11 DHD  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik 24,67 0,132 0,124 0,001 0,875 0,151
12 Dp6T  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Tddk 1291 0,675 0,001 0,004 0,995 0,063
13 DIT  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk. Tddk 2,73 0,908 0,006 0,004 0,989 0,012
14 DTT  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Tddk 12,09 0,623 0,126 0,031 0,843 0,068
15 DKT  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Tddk 19,32 0,585 0,005 0,175 0,82 0,064
16 DHT  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk. Tddk 1,27 0,683 0,068 0,157 0,775 0,034
17 DNID  Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik 19,66 0,579 0,249 0,214 0,537 0,102
18 DNIT  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk. Terdidik 7,72 0,749 0,186 0,357 0,457 0,04
19 DNSD  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik 39,13 -2,371 0,181 0,533 0,286 0,266
20 DNST  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk. Terdidik 10,17 0,368 0,123 0,002 0,875 0,061
21 DPG  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan 13,00 0,677 0,001 0,012 0,987 0,063
22 ppi Permintaan Tenaga Kerja Perikanan 3,58 0,906 0,007 0,016 0,976 0,015
23 DPT  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan 1191 0641 0,173 0,038 0,789 0,069
24 DPK  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan 18,05 0,649 0,005 0,252 0,743 0,061
25 DPH  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan 7,21 0,611 0,017 0,112 0,871 0,036
26 op Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian 10,10 0,677 0,001 0,037 0,962 0,049
27 i Total Permintaan Tenaga Kerja Industri 10,93 0,684 0,233 0,338 0,429 0,058
28 s Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa 22,90 -0,943 0,171 0,316 0,513 0,147
29 wep Upah Sektor Tan. Pangan 507,04 0,423 0,003 0,005 0,992 0,406
30 wer Upah Sektor Peternakan 1352,00 0,168 0,462 0,09 0,448 0,547
31 wpi Upah Sektor Perikanan 6053,00 0,054 0,022 0,22 0,757 0,403
32 WPK  Upah Sektor Perkebunan 1313,00 0,598 0,053 0,036 0,911 0,284
33 WPH  Upah Sektor Kehutanan 1657,00 0,593 0,115 0,089 0,795 0,267
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Tabel 32. Lanjutan

34w Upah Rata-Rata Sektor Industri 303,39 0,503 0,064 0,204 0,732 0,433
35 ws Upah Rata-Rata Sektor Jasa 2143,00 -2,208 0,004 0,685 0,312 0,657
36 wp Upah Rata-Rata Sektor Pertanian 1351,00 0,644 0,001 0,003 0,996 0,287
37w Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian 1030,00 0,073 0,004 0,07 0,926 0,525
38 aw Added Worker Terdidik di Kota 18,36 0,793 0,000 0,004 0,996 0,09
39 AUT  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota 225,14 0,079 0,034 0,265 0,701 0,314
40 arD Added Worker Terdidik di Desa 19,49 0,830 0,009 0,097 0,894 0,075
41 ART  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa 90,40 0,447 0,001 0,062 0,937 0,234
42 puwp Discourage Worker Terdidik di Kota 70,81 -0,158 0,093 0,39 0,517 0,243
43  put Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota 257,52 -5515 0,197 0,688 0,114 0,475
44 prp Discourage Worker Terdidik di Desa 54,74 0,647 0,008 0,082 091 0,178
45  DpRT Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa 17352 0,341 0,018 0,055 0,927 0,241
46 uup Pengangguran Terdidik di Kota 20,66 0,594 0,128 0,307 0,566 0,117
47 uur Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota 246,66 -4,867 0,116 0,728 0,156 0,527
48 urDp Pengangguran Terdidik di Desa 23,23 0,842 0,014 0,102 0,884 0,076
49 Rt Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa 11253 0,230 0,016 0,001 0,984 0,248
50 Aps Angka Partisipasi Sekolah 3,71 0,298 0,002 0,004 0,994 0,019
91 AW Angka Harapan Hidup 1,28 0,814 0,165 0,143 0,692 0,007
52 PTPG  Produkivitas Sektor Tan.Pangan 358,38 0,454 0,007 0,019 0,975 0,347
53 prPI Produktivitas Sektor Perikanan 3034,00 0,379 0,038 0,212 0,851 0,309
54 p1pT Produktivitas Sektor Peternakan 295,64 -0,002 0,761 0,168 0,071 0,504
55 PTPK  Produktivitas Sektor Perkebunan 88,05 0,801 0,661 024 0,099 0,138
56 pTPH Produktivitas Sektor Kehutanan 82,48 0,745 0,487 0,463 0,05 0,152
S7 PTI  Produktivitas Sektor Industri 98,19 -0,088 0376 02341 0284 0,64
58 PTS  Produktivitas Sektor Jasa 575,18 -3,180 0,008 0,757 0,236 0,644
59  6ore Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan 426,83 0,530 0,009 0,053 0,938 0,3
60 copi Nilai Produksi Sektor Perikanan 5304,00 0,060 0,02 0,265 0,715 0,375
61 GDPT  Nilai Produksi Sektor Peternakan 28554 -1,852 0553 0,16 0,287 0,94
62 GpPK Nilai Produksi Sektor Perkebunan 298,52 0,718 0,774 0,068 0,158 0,173
63 copH Nilai Produksi Sektor Kehutanan 112,34 0,817 0,642 0,245 0,113 0,139
64 GDPNI  Nilai Produksi Sektor Industri 155,25 -0,666 0,335 0,105 0,559 0,891
65 GDPNS  Nilai Produksi Sektor Jasa 989,42 -2,715 0,149 0,655 0,196 0,821
66 cDPP  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian 69291 0,668 0,015 0,13 0,855 0,252
67 GDPN  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian 448,42 -1,262 0,247 0,457 0,296 0,864
68 GDP  Total Nilai Produksi Nasional 347,05 -0,802 0,234 0,304 0462 0,805
69 1P Investasi Sektor Pertanian 32,38 0,932 0,004 0554 0,442 0,078
70 1 Investasi Sektor Industri 2421 0,604 0,326 0,366 0,307 0,232
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71 s Investasi Sektor Jasa 67,59 -0,139 0,128 0,071 0,801 0,377

Simulasi dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap
variabel-variabel endogen. Analisis simulasi diterapkan untuk periode 1990-2009. Karena
mencakup periode yang lampau, maka simulasi ini disebut dengan simulasi historis. Namun
demikian, hal tersebut masih cukup relevan untuk mensimulasi dampak kebijakan pemerintah
terhadap berbagai variabel endogen yang dianalisis. Simulasi dilakukan melalui beberapa
alternatif kebijakan dengan tujuan untuk mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap kinerja
pertumbuhan ekonomi, pasar kerja pertanian—-non pertanian, dan mutu modal manusia di
Indonesia.  Evaluasi kebijakan dilakukan dengan membandingkan dampak alternatif
kebijakan (Simulasi Kebijakan) dengan tanpa alternatif kebijakan (Simulasi Dasar).
Diharapkan hasil evaluasi tersebut dapat menjadi landasan untuk memberi masukan langkah-
langkah antisipasi serta perbaikan dalam rangka menghindari dampak negatif dan

mengupayakan dampak positif kebijakan di masa yang akan datang.

2. Simulasi Historis (Simulasi 1) Upah Minimum Regional Meningkat
sebesar 10 Persen

Berdasarkan faktor penyesuaian penetapan upah melalui ketentuan pemerintah, maka
dilakukan simulasi kebijakan meningkatkan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 10
persen untuk melihat dampaknya terhadap keragaan pertumbuhan ekonomi, pasar kerja
pertanian dan non pertanian serta mutu modal manusia di Indonesia (Tabel 33) Simulasi
kebijakan menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) akan menaikkan upah sektoral riel.
Di sektor pertanian, peningkatan upah terbesar terjadi pada sektor sektor perkebunan diikuti

dengan sektor kehutanan sebesar 6,781 persen dan 3,083 persen, dan perubahan terkecil ada
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di sektor peternakan sebesar hanya 0,018 persen. Secara umum, kebijakan menaikkan UMR
akan meningkatkan upah sektor pertanian hanya sebesar 2,454 persen. Untuk sektor non
pertanian, peningkatan terbesar terjadi pada sektor industri yaitu 17,488 persen sementara
sektor jasa hanya meningkat sebesar 0,570 persen. Dengan demikian secara keseluruhan,
sektor industri memperoleh dampak terbesar dari kebijakan peningkatan UMR. Hasil
penelitian ini sesuai dengan Adriani (2000) yang menyatakan bahwa kebijakan peningkatan
UMR akan menyebabkan peningkatan upah terjadi sebesar 21,27; 7,93 dan 15,67 persen
masing-masing untuk sektor industri, pertanian dan jasa. Peningkatan terbesar terjadi pada
sektor industri.

Dari sisi angkatan kerja, peningkatan upah sektoral riel ini selanjutnya menyebabkan
terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja di perkotaan sebesar 0,146 persen dan
peningkatan angkatan kerja perdesaan sebesar 0,077 persen. Hal ini sesuai dengan teori
sumberdaya manusia, bahwa peningkatan upah akan mendorong tenaga kerja untuk masuk ke
pasar kerja sehingga menambah jumlah penawaran tenaga kerja baik di desa maupun di kota
(Tabel 33).

Penemuan menarik diperlihatkan pada sisi permintaan Kkerja, secara teori peningkatan
upah akan menyebabkan terjadinya penurunan kesempatan kerja. Teori tersebut berlaku
untuk sektor industri dan pertanian dimana peningkatan UMR akan menurunkan permintaan
tenaga kerjanya masing-masing 1,304 persen dan 0.163 persen. Pada sektor jasa hal tersebut
tidak terjadi. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan kesempatan kerja sektor jasa naik
sebesar 0.078 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa sektor jasa adalah benar
sebagai ‘katup pengaman’ bagi penurunan permintaan tenaga kerja sektor industri dan

pertanian di Indonesia.
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Selain itu, hasil simulasi terhadap pendapatan nasional sektoral juga menunjukkan
fenomena yang penting. Pendapatan jasa tetap meningkat selama penerapan kebijakan
tersebut sebesat 3,133 persen, sementara sektor lainnya mengalami penurunan sebesar 0,497
dan 98,469 persen masing-masing untuk sektor pertanian dan sektor industri. Jika
pendapatan nasional dipengaruhi oleh dua faktor yaitu investasi dan kesempatan kerja sektoral
maka peningkatan pendapatan yang terjadi di sektor jasa lebih disebabkan oleh terjadinya
peningkatan investasi akibat peningkatan permintaan tenaga kerja di sector jasa. Artinya
investasi sektor jasa dan permintaan tenaga kerja di sektor jasa sudah cukup baik menunjang
peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya pada sektor pertanian dan industri, kebijakan
ini menyebabkan pendapatan nasional sektor pertanian dan industri menurun.

Satu hal yang menarik, bahwa kebijakan peningkatan UMR akan menurunkan
investasi di sektor pertanian dan industri sebesar 0,428 persen dan 7,967 persen. Namun
peningkatan UMR tetap dapat meningkatkan investasi di sektor jasa sebesar 0,115. Upah
dipengaruhi oleh struktur biaya, yaitu proporsi biaya untuk pekerja (labour cost) terhadap
seluruh biaya produksi (total cost). Bila proporsi biaya pekerja dengan seluruh biaya relatif
kecil maka kenaikan sekian persen upah tidak selalu mempengaruhi seluruh biaya. Oleh
karena itu tidak terlalu sulit bagi pengusaha untuk meningkatkan upah. Sebaliknya jika
proporsi biaya pekerja dengan seluruh biaya relatif besar, maka kenaikan upah dalam
persentase kecil saja sudah dapat mempengaruhi seluruh biaya. Akibatnya pengusaha sangat
hati-hati untuk meningkatkan upah.

Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan, upah merupakan komponen terbesar dari
biaya produksi pada sektor pertanian dan industri, maka peningkatan upah minimum pada dua
sektor ini akan mengakibatkan biaya produksi pada masing-masing sektor akan meningkat.

Peningkatan biaya produksi ini akan menurunkan jumlah total investasi. Penurunan investasi
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total mendorong investor untuk meningkatkan harga jual output untuk menutupi biaya
produksinya. Akibatnya laju inflasi meningkat. Selain itu, penurunan investasi juga akan
mengakibatkan penurunan pendapatan nasional pendapatan nasional karena investasi
merupakan salah satu komponen penting yang menentukan pendapatan nasional. Jika ditinjau
dari konsumsi rumah tangga, tingginya harga output akan mengakibatkan setiap rumah tangga
harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengkonsumsi output dalam jumlah yang
sama, akibatnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga akan meningkat.

Kondisi ini lebih lanjut, memaksa secondary worker untuk masuk ke pasar kerja
dalam rangka menambah penghasilan keluarga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa added
Worker meningkat sebesar 0,095; 0,658; 0,136 dan 0,192 persen masing-masing untuk added
worker terdidik di perkotaan, added worker tidak terdidik di perkotaan, added worker
terdidik di pedesaan, dan added worker tidak terdidik di pedesaan. Jika ditinjau berdasarkan
wilayah, maka added worker lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan, jika ditinjua
berdasarkan pendidikan, maka added worker tidak terdidik lebih tinggi daripada Added
worker tidak terdidik.

Selanjutnya, fakta added worker lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan
menyebabkan pengangguran di perkotaan meningkat lebih besar daripada pengangguran di
pedesaan. Berdasarkan klasifikasi pendidikan, kebijakan UMR menyebabkan pengangguran
tidak terdidik baik di perkotaan maupun di pedesaan meningkat lebih tinggi daripada
pengangguran terdidik di perkotaan dan di pedesaan. Secara keseluruhan kebijakan
peningkatan UMR ini akan meningkatkan pengangguran sebesar 0,345; 0,990; 0,115 dan
0,952 persen masing-masing untuk pengangguran terdidik di perkotaan, pengangguran tidak
terdidik di perkotaan, pengangguran terdidik di pedesaan, dan pengangguran tidak terdidik di

pedesaan.
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Namun satu lagi, fakta menarik yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan
kebijakan peningkatan UMR ini adalah terjadinya peningkatan angka partisipasi sekolah
(APS) sebesar 0,08 persen (seperti disajikan pada Tabel 33). Hal ini setidaknya
menunjukkan bahwa Upah merupakan salah satu komponen penting dalam investasi
sumberdaya manusia (Human capital invesment). Peningkatan investasi sumberdaya manusia
(Human capital invesment) diharapkan nantinya akan berdampak pada peningkatan
kualifikasi tenaga kerja di negara kita. Hal ini sejalan dengan thesis yang disampaikan
Mulyadi (2002) mutu modal manusia merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan
diakumulasikan. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru
dapat memberi hasilnya pada masa mendatang. Sumberdaya manusia yang sudah mengalami
pengolahan lebih lanjut disebut dengan mutu modal manusia. Penggunaan istilah mutu modal
manusia juga menyiratkan suatu perhatian pengolahan sumberdaya manusia, yang merupakan
suatu investasi, dimana modal manusia tak dapat diukur, tetapi yang dibicarakan adalah
mutunya.

Tabel 33. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 1) Upah Minimum Regional Meningkat
sebesar 10 Persen

Peubah Simulasi Hasil Perubahan

No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah

1 SuUD Orang 15943635 15959906 0,102  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota

2 SUT Orang 23380388 23421619 0,176  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota
3 SRD Orang 7185912 7193141 0,101  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa

4 SRT Orang 53932986 53972522 0,073  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa
5 SU Orang 39324023 39381524 0,146  Penawaran Angk.Kerja di Kota

6 SR Orang 61118897 61165663 0,077  Penawaran Angk.Kerja di Desa

7 DGD Orang 1561423 1559320 -0,135 Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik

8 DID Orang 120622 120515 -0,089  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik

9 DTD Orang 119762 119667 -0,079  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
10 DKD Orang 672856 671460 -0,207  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 34332 -0,858  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 27446208 -0,116  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
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13 DIT Orang 1486945 1486977 0,002  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 2674896 -0,115 Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
15 DKT Orang 8995739 8965336 -0,338  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 530883 -0,330  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk.Terdidik
17 DNID Orang 3664664 3577033 -2,391  Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik

18 DNIT Orang 8536781 8465324 -0,837  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 10122495 0,113  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik

20 DNST Orang 15935873 15944626 0,055  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk.Terdidik

21 DPG Orang 29039578 29005528 -0,117  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan

22 DPI Orang 1607567 1607492 -0,005 Permintaan Tenaga Kerja Perikanan

23 DPT Orang 2797729 2794564 -0,113  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan

24  DPK Orang 9668595 9636796 -0,329  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan

25 DPH Orang 567269 565214 -0,362  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan

26 DP Orang 43680737 43609594 -0,163  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian

27 DI Orang 12201445 12042357 -1,304  Total Permintaan Tenaga Kerja Industri

Tabel 33. (lanjutan )

28 DS Orang 26046903 26067121 0,078  Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa

29 WPP Rupiah 2234978 2238794 0,171  Upah Sektor Tan. Pangan

30 WPT Rupiah 443077 443155 0,018  Upah Sektor Peternakan

31 WPI Rupiah 3434763 3436276 0,044  Upah Sektor Perikanan

32 WPK Rupiah 3449317 3683228 6,781  Upah Sektor Perkebunan

33 WPH Rupiah 5590695 5763032 3,083  Upah Sektor Kehutanan

34 Wi Rupiah 3008112 3534158 17,488 Upah Rata-Rata Sektor Industri

35 WS Rupiah 4779047 4806283 0,570  Upah Rata-Rata Sektor Jasa

36 WP Rupiah 2893535 2964555 2,454  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian

37 WN Rupiah 3893579 4170221 7,105 Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian

48 URD Orang 1071714 1072942 0,115 Pengangguran Terdidik di Desa

49 URT Orang 2885680 2913153 0,952  Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa

50 APS % 66.3834 66.4338 0,076  Angka Partisipasi Sekolah

51 AHH % 65.8103 65.8876 0,117  Angka Harapan Hidup

52 PTPG Miliar Rp 0.0158 0.0158 0,000  Produktivitas Sektor Tan.Pangan

53 PTPI Miliar Rp 0.1045 0.1046 0,096  Produktivitas Sektor Perikanan

54  PTPT Miliar Rp 0.004025 0.004042 0,422  Produktivitas Sektor Peternakan

55 PTPK Miliar Rp 0.1307 0.1316 0,689  Produktivitas Sektor Perkebunan

56 PTPH Miliar Rp 0.1297 0.1301 0,308  Produktivitas Sektor Kehutanan

57 PTI Miliar Rp 0.0413  0.041345 0,109  Produktivitas Sektor Industri

58 PTS Miliar Rp 0.0511 0.0515 0,783  Produktivitas Sektor Jasa

59 GDPG Miliar Rp 423228 420904 -0,549  Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan

60 GDPI Miliar Rp 190810 190350 -0,241  Nilai Produksi Sektor Perikanan

61 GDPT Miliar Rp 58637 58096 -0,923  Nilai Produksi Sektor Peternakan
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62 GDPK Miliar Rp 206860 206309 -0,266  Nilai Produksi Sektor Perkebunan

63 GDPH Miliar Rp 77693 77309 -0,494  Nilai Produksi Sektor Kehutanan

64 GDPNI Miliar Rp 18268101 279605 -98,469  Nilai Produksi Sektor Industri

65 GDPNS Miliar Rp 279732 288497 3,133 Nilai Produksi Sektor Jasa

66 GDPP Miliar Rp 839954 835776 -0,497  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian

67 GDPN Miliar Rp 18547833 568102 -96,937  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
68 GDP Miliar Rp 19387787 1403878 -92,759  Total Nilai Produksi Nasional

69 IP Miliar Rp 371541 369949 -0,428  Investasi Sektor Pertanian

70 1 Miliar Rp 1289644 1186901 -7,967  Investasi Sektor Industri

71 IS Miliar Rp 4073373 4078056 0,115 Investasi Sektor Jasa

Selain itu, kebijakan Peningkatan UMR 10 persen juga menyebabkan peningkatan
angka harapan hidup sebesar 0,117 persen. Hal ini berarti peningkatan UMR berarti
peningkatan pendapatan. Dengan peningkatan pendapatan, maka kemampuan penduduk unutk
memelihara kesehatan meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesehatan juga
merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja di negara
Kita.

Hasil simulasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan UMR ini
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah yang
dibayarkan kepada pekerja dan peningkatan produktivitas pekerja melalui perbaikan kualitas
pekerja. Hasil simulasi setidaknya menunjukkan bahwa upah merupakan motivasi bagi
pekerja dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Oleh karena pekerja merupakan faktor
utama dalam proses produksi, maka selayaknya mereka memperoleh imbalan upah yang
memadai. Harapan pekerja adalah upah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan layak
minimum, yaitu pangan, sandang, dan papan termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan.
Tabel 34. berikut ini menyajikan perkembangan UMR dan persentase pemenuhan kebutuhan
dasar (Basic Needs) dari UMR yang ditetapkan pemerintah

Tabel 34. Perkembangan UMR dan Persentase UMR terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar
(Basic Needs) yang Ditetapkan Pemerintah, 2001-2009
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Persentase UMR terhadap
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No Tahun UMR (Rp/bulan) (Basic Needs)
(%)
1 2001 308.460,00 91,82
2 2002 362.743,17 87,86
3 2003 414.715,13 88,53
4 2004 458.498,73 91,78
5 2005 507.696,81 96,67
6 2006 602.701,92 84,81
7 2007 673.261,72 89,91
8 2008 745.709,22 86,84
9 2009 841.529,55 84,91
Sumber: Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta.

Selanjutnya hasil simulasi pada Tabel 33 juga menunjukkan bahwa upah memberikan
dampak negatif terhadap perusahaan. Upah adalah pengeluaran perusahaan yang merupakan
bagian dari biaya produksi. Anggaran untuk biaya pekerja sangat tergantung pada kelancaran
penerimaan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan pengusaha pembayaran
upah yang tinggi dapat dilakukan tetapi harus seimbang dengan produktivitas pekerja. Hasil
simulasi menunjukkan bahwa peningkatan UMR sebesar 10 % menyebabkan terjadinya
peningkatan produktivitas tetapi tetap dibarengi dengan penurunan permintaan tenaga kerja di
sektor pertanian dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sebenarnya
lebih rendah daripada peningkatan upah, sehingga pengusaha tetap memilih mengurangi
permintaan tenaga kerja.

Kebijakan peningkatan UMR 10 % menyebabkan permintaan tenaga kerja sektor jasa
meningkat. Peningkatan tidak terjadi karena produktivitas sektor jasa lebih tinggi daripada
upah, sehingga pengusaha memilih meningkatkan permintaan tenaga kerja. Di sektor jasa,

peningkatan permintaan tenaga kerja justru terjadi karena adanya pergerakan tenaga kerja dari
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sektor pertanian dan industri ke sektor jasa. Hal ini kembali membuktikan bahwa sektor jasa
kerapkali berperan sebagai katub pengaman di pasar kerja Indonesia.

Hasil simulasi peningkatan UMR 10 persen terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi penawaran agregat, simulasi peningkatan UMR 10 persen menyebabkan kinerja
pertumbuhan ekonomi menurun. Kebijakan ini membuat investasi sektoral menurun dan
akhirnya berdampak pada penurunan produksi nasional di semua sektor yang dianalisis. Hal
ini menunjukkan bahwa peningkatan upah merupakan disinsentif bagi investasi.

Secara keseluruhan, hasil simulasi kebijakan peningkatan UMR 10 % ini belum
memberikan dampak positif yang terlalu besar terhadap kinerja pasar kerja dan pertumbuhan
ekonomi. Kinerja pasar kerja lebih disebabkan oleh interaksi antara permintaan dan
penawaran tenaga kerja, serta dorongan investasi di dalamnya. Safrida (2008) menyatakan
bahwa kebijakan pengupahan sampai saat ini belum berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan pendapatan pekerja. Kita bahkan dapat menyatakan bahwa penetapan kebijakan
upah minimum cenderung belum efektif mempengaruhi peningkatan upah. Namun untuk
pasar kerja kita yang mengalamai kondisi excess labor suplly, kebijakan upah minimum tetap
perlu dilakukan untuk menghindari ekspoitasi terhadap pekerja terutama yang berpendidikan

rendah.

3. Simulasi Historis (Simulasi 2) Penurunan Suku Bunga sebesar 5 Persen

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja di pasar
tenaga kerja. Menurut Galraith (1994), penurunan suku bunga akan menyebabkan
peningkatan investasi. Jika suku bunga menurun, maka investor akan terdorong untuk
melakukan investasi, sebaliknya jika suku bunga meningkat maka investor akan lebih.

memilih meningkatkan tabungan.
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Hasil simulasi penurunan suku bunga sebesar 5 persen akan menyebabkan terjadinya
peningkatan investasi di sektor industri, pertanian, dan jasa. Sektor yang pertumbuhan
investasinya paling besar adalah sektor industri yaitu 169,579 persen, sedangkan investasi
sektor pertanian hanya tumbuh 7,946 persen. Peningkatan investasi ini akan memacu
peningkatan permintaan tenaga kerja terdidik untuk tanaman pangan, peternakan dan
perkebunan sebesar 3,742; 6,424 dan 2,771 persen. Namun permintaan tenaga kerja terdidik
untuk sektor perikanan dan kehutanan menurun sebesar 0,497 dan 2,674 persen. Turunnya
permintaan tenaga kerja ini disebabkan karena lebih besarnya pengaruh peningkatan upah
karena penurunan suku bunga daripada pengaruh peningkatan investasi karena penurunan
suku bunga. Sementara untuk sektor yang lainnya, permintaan tenaga kerja cenderung
meningkat akibat pengaruh peningkatan upah karena penurunan suku bunga lebih kecil
daripada pengaruh peningkatan investasi karena penurunan suku bunga seperti disajikan pada
Tabel 35.

Jika ditinjau berdasarkan kualifikasi pekerja sektoral, maka peningkatan permintaan
tenaga kerja terbesar terjadi pada permintaan tenaga kerja terdidik sektor peternakan sebesar
6,424 persen, dan permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor perkebunan perkebunan
sebesar 4,306 persen. Untuk pertanian, secara keseluruhan sektor perkebunan mengalami
pertumbuhan permintaan tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya
sebesar 4,199 persen, diikuti oleh sektor peternakan 3,678 persen. Penurunan suku bunga
sebesar 5 persen hanya akan memberikan sedikit dampak pada permintaan tenaga kerja sektor
perikanan yaitu sebesar 0,009 persen. Kecilnya dampak yang diberikan di sektor berkaitan
dengan masih relatifnya kecilnya investasi yang ditanamkan di sektor perikanan. Jika
dibandingkan antara sektor pertanian, industri, dan jasa, maka permintaan tenaga kerja sektor

industri  memperoleh dampak paling besar akibat penurunan tingkat suku bunga yaitu
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peningkatan sebesar 60,225 persen, diikuti dengan sektor pertanian 3,252 persen dan jasa
hanya meningkat 0,625 persen.

Selanjutnya kebijakan penurunan suku bunga 5 persen mendorong added worker
terdidik dan tidak terdidik baik di perkotaan dan di pedesaan meningkat, demikian pula
discourage worker juga meningkat. Peningkatan added worker dan dibarengi discourage
worker menyebabkan pengangguran di perkotaan menurun sebesar 10,101 dan 18,489 persen
untuk tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, sementara pengangguran di pedesaan
meningkat sebesar 2,833 dan 1,712 persen tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Hasil
simulasi menunjukkan bahwa kebijakan penurunan suku bunga sebesar 5 persen memberikan
dampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran di pedesaan tetapi dampak positif
berupa penurunan angka pengangguran di perkotaan. Lebih jauh, hasil analisis ini
menunjukkan bahwa daerah pedesaan masih banyak belum tersentuh kebijakan akibat
persoalan asymetri informasi dan ketimpangan program pembangunan. Dampak kebijakan
lebih terasa di daerah perkotaan daripada pedesaan. Oleh karena itu, para penentu kebijakan
selayaknya mulai lebih memperhatikan wilayah perdesaan sebagai pusat perhatian dalam
penentuan kebijakan pembangunan.

Penurunan suku bunga sebesar 10 % menunjukkan terjadinya peningkatan
produktivitas. Peningkatan produktivitas terbesar terjadi di sektor industri sebesar 365,617
persen, diikuti dengan sektor perternakan 19,255 persen dan kehutanan 16,191 persen.
Peningkatan produktivitas ini merupakan dampak dari peningkatan upah, karena upah yang
dibayarkan pada tenaga kerja adalah hasil dari produksi yang dapat mereka hasilkan. Dengan
kata lain, penurunan suku bunga merupakan salah satu cara efektif untuk mendorong

peningkatan produktivitas pekerja, dan berakhir pada peningkatan upah.
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Satu temuan menarik yang disajikan dari simulasi ini adalah, penurunan suku bunga
selain dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat meningkatkan permintaan tenaga
kerja kecuali untuk permintaan tenaga kerja terdidik sektor perikanan dan kehutanan, serta
permintaan tenaga kerja tidak terdidik sektor jasa. Sementara jika dibandingkan dengan
simulasi kebijakan peningkatan UMR, peningkatan produktivitas justru menurunkan
kesempatan kerja. Untuk simulasi kebijakan penurunan suku bunga, maka kita dapat
menyimpulkan dampak dampak negatif peningkatan upah akibat penurunan suku bunga dapat
dikompensasikan oleh peningkatan investasi sehingga permintaan tenaga kerja tetap
meningkat. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan investasi adalah
faktor penting dalam penciptaan lapangan kerja baru.

Tabel 35 juga menyajikan bahwa peningkatan suku bunga akan menyebabkan
peningkatan nilai produksi nasional. Jika ditinjau secara keseluruhan, peningkatan nilai
produksi nasional terjadi di sektor industri sebesar 112,001 persen, diikuti dengan sektor
pertanian 23,214 persen dan sektor jasa sebesar 11,359 persen. Tabel 35 menunjukkan bahwa
kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah melalui penurunan suku bunga sangat efektif
untuk mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja hampir di semua sektor yang diamati,
penurunan angka pengangguran di kota, dan merangsang investasi dan akhirnya pendorong

peningkatan nilai produksi nasional di semua sektor yang diamati.

Tabel 35. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 2) Penurunan Suku Bunga sebesar 5 Persen

Peubah Simulasi Hasil Perubahan
No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah
1 SuUD Orang 15943635 15802629 -0,884  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota
2 SUT Orang 23380388 22624458 -3,233  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota
3 SRD Orang 7185912 7240043 0,753  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa
4 SRT Orang 53932986 54072696 0,259  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa
5 SU Orang 39324023 38427087 -2,281  Penawaran Angk.Kerja di Kota
6 SR Orang 61118897 61312739 0,317  Penawaran Angk.Kerja di Desa
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7 DGD Orang 1561423 1619845 3,742  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik
8 DID Orang 120622 120022 -0,497  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik
9 DTD Orang 119762 127455 6,424  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
10 DKD Orang 672856 691500 2,771 Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 33703 -2,674  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 28318097 3,057  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
13 DIT Orang 1486945 1487696 0,051 Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 2773162 3,555  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
15 DKT Orang 8995739 9383055 4,306 Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 546853 2,668  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk. Terdidik
17 DNID Orang 3664664 7958624 117,172 Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik
18 DNIT Orang 8536781 11591134 35,779  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 9944182 -1,650  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
20 DNST Orang 15935873 16265521 2,069  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk.Terdidik
21 DPG Orang 29039578 29937942 3,094  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan
22 DPI Orang 1607567 1607717 0,009  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan
23 DPT Orang 2797729 2900617 3,678  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan
24 DPK Orang 9668595 10074556 4,199  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan
25 DPH Orang 567269 580555 2,342  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan
26 DP Orang 43680737 45101388 3,252  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian
27 DI Orang 12201445 19549758 60,225 Total Permintaan Tenaga Kerja Industri
28 DS Orang 26046903 26209702 0,625 Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa
29 WPP Rupiah 2234978 2500322 11,872  Upah Sektor Tan. Pangan
30 WPT Rupiah 443077 453372 2,324  Upah Sektor Peternakan
31 WPI Rupiah 3434763 3520767 2,504  Upah Sektor Perikanan
32 WPK Rupiah 3449317 3659287 6,087  Upah Sektor Perkebunan
33  WPH Rupiah 5590695 6827874 22,129  Upah Sektor Kehutanan
34 Wi Rupiah 3008112 4821138 60,271  Upah Rata-Rata Sektor Industri
35 WS Rupiah 4779047 4903945 2,613  Upah Rata-Rata Sektor Jasa
36 WP Rupiah 2893535 3357923 8,983  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian
37 WN Rupiah 3893579 12237643 31,442  Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian

Tabel 35. Lanjutan

38
39
40
41

AUD
AUT
ARD
ART

Orang
Orang
Orang
Orang

1870075 1920409
1822286 2151259

861395 869464
2320407 2350076

2,692  Added Worker Terdidik di Kota
18,053  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota

0,937  Added Worker Terdidik di Desa

1,279  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa
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42 DUD Orang 688624 194386 -71,772  Discourage Worker Terdidik di Kota

43 DUT Orang 3696810 3170242 -14,244  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota
44 DRD Orang 436419 427876 -1,958  Discourage Worker Terdidik di Desa

45 DRT Orang 5370530 5137149 -4,346  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa
46 UUD Orang 2878427 2587668 -10,101  Pengangguran Terdidik di Kota

47 UUT Orang 3757062 3062408 -18,489  Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota

48 URD Orang 1071714 1102073 2,833  Pengangguran Terdidik di Desa

49 URT Orang 2885680 2935074 1,712  Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa

50 APS % 66,3834 67,5594 1,772  Angka Partisipasi Sekolah

51 AHH % 65,8103 67,7631 2,967  Angka Harapan Hidup

52 PTPG Miliar Rp 0,0158 0,0177 12,025 Produktivitas Sektor Tan.Pangan

53 PTPI Miliar Rp 0,1045 0,1047 0,191  Produktivitas Sektor Perikanan

54 PTPT Miliar Rp 0,004025 0,0048 19,255  Produktivitas Sektor Peternakan

55 PTPK Miliar Rp 0,1307 0,1409 7,804  Produktivitas Sektor Perkebunan

56 PTPH Miliar Rp 0,1297 0,1507 16,191 Produktivitas Sektor Kehutanan

57  PTI Miliar Rp 0,0413 0,1923 365,617  Produktivitas Sektor Industri

58 PTS Miliar Rp 0,0511 0,0512 0,196  Produktivitas Sektor Jasa

59 GDPG Miliar Rp 423228 458636 8,366  Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan

60 GDPI Miliar Rp 190810 198090 3,815  Nilai Produksi Sektor Perikanan

61 GDPT Miliar Rp 58637 59627 1,688  Nilai Produksi Sektor Peternakan

62 GDPK Miliar Rp 206860 227338 9,899  Nilai Produksi Sektor Perkebunan

63 GDPH Miliar Rp 77693 91248 17,447  Nilai Produksi Sektor Kehutanan

64 GDPNI Miliar Rp 18268101 38728611 112,001  Nilai Produksi Sektor Industri

65 GDPNS Miliar Rp 279732 311508 11,359  Nilai Produksi Sektor Jasa

66 GDPP Miliar Rp 839954 1034939 23,214  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian

67 GDPN Miliar Rp 18547833 30451293 64,177  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
68 GDP Miliar Rp 19387787 28337609 46,162  Total Nilai Produksi Nasional

69 IP Miliar Rp 371541 401062 7,946  Investasi Sektor Pertanian

70 1 Miliar Rp 1289644 3476608 169,579  Investasi Sektor Industri

71 IS Miliar Rp 4073373 4947957 21,471  Investasi Sektor Jasa

4. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 3) Peningkatan Anggaran Pendidikan
sebesar 5 Persen

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemberian pelayanan

kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, yang dari tahun ke tahun diupayakan terus



222
meningkat. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengn
upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-
kurangnya 20 persen Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang
pendidikan.  Hasil analisis pada Tabel 36 menunjukkan bahwa peningkatan anggaran
pendidikan 5 persen berdampak pada peningkatan angka partisiapsi sekolah (APS) sebesar
2,300 persen. Peningkatan APS ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan
produktivitas pekerja sektoral. Untuk sektor pertanian, peningkatan produktivitas tenaga
kerja terbesar terjadi di sektor peternakan yaitu sebesar 27,776 persen diikuti dengan sektor
tanaman pangan sebesar 2,532 persen. Sementara produktivitas sektor industri dan jasa hanya
meningkat sedikti yaitu 0,242 dan 0,196 persen. Dengan kata lain, peningkatan anggaran
pendidikan memberikan dampak lebih besar pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
sektor pertanian, dibandingkan dengan produktivitas sektor industri dan jasa.

Menurut teori permintaan tenaga kerja, produktivitas adalah cerminan dari upah yang
harus dibayarkan kepada tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan produktivitas di atas,
akan diikuti dengan peningkatan upah pekerja.  Hasil simulasi menunjukkan terjadinya
peningkatan upah. Peningkatan upah terbesar berada di sektor tanaman pangan sebesar 2,181
persen, diikuti dengan sektor perkebunan sebesar 0,509 persen. Jika dibandingkan antara
sektor pertanian dan non pertanian, maka upah sektor pertanian (1,027 persen) meningkat
lebih tinggi daripada sektor non pertanian (0,035 persen). Peningkatan upah, secara teori
akan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja. Hasil simulasi ke- 3 ini
membuktikan hal tersebut.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, peningkatan upah yang terjadi akan menyebabkan
peningkatan jumlah penawaran tenaga kerja. Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka

penawaran tenaga kerja di kota (0,059 persen) meningkat lebih besar draipada penawaran
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tenaga kerja di desa (0,032 persen). Selanjutnya, pemberlakuan kebijakan ini menyebabkan
terjadi peningkatan added worker, discourage worker, dan pengangguran terdidik dan tidak
terdidik di perkotaan dan di pedesaan.

Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi pendidikan memberikan
dampak positif terhadap perbaikan penghasilan pekerja (dalam bentuk peningkatan upah
pekerja). Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Schultz (1971) yang dilanjutkan
oleh Becker (1995) yang menyatakan premis dasar yang mendasari teori mutu modal manusia
adalah asumsi pendidikan formal yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas
produksi masyarakat. Teori ini juga menekankan pengaruh investasi pendidikan pendidikan

terhadap penghasilan (earning) penduduk.

Namun sebenarnya, model penelitian ini belum dapat menjelaskan secara rinci
dampak dari investasi pendidikan tersebut terhadap penghasilan pekerja sepanjang hidup (life
cycle earning). Padahal menurut oleh Schultz (1971) yang dilanjutkan oleh Becker (1995),
tehnik terbaik untuk menganalisis dampak investasi pendidikan adalah dengan menganalisis
dampak terhadap penghasilan pekerja sepanjang hidup (life cycle earning). Namun penelitian
ini hanya dapat menganalisis dampak investasi pendidikan dalam bentuk benefit berupa
peningkatan upah (wages), bukan penghasilan (earning). Analisis terhadap penghasilan tidak

dapat dilakukan karena ketidaktersediaan data penghasilan dalam Sakernas.

Selanjutnya menurut Becker (1995), analisis dampak investasi human capital
sebaiknya dilakukan pada tingkat mikro (individu), bukan pada level makro. Analisis pada
level mikro dapat mengatasi kekurangan dalam analisis di tingkat makro. Beberapa analisis
dalam level makro, seperti yang dilakukan dalam disertasi ini memiliki beberapa kekurangan

yaitu (1) keberadaan upah rata-rata sebagai proksi dari penghasilan (earning) menyebabkan
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upah dipandang sama untuk semua jenis okupansi. Penggunaan upah rata-rata menyebabkan
upah tidak banyak berpengaruh dalam model yang dianalisis. Oleh karenanya, pada penelitian
kita dapat mengembangkan model analisis di tingkat individu (mikro), (2) dampak dari
investasi human capital terhadap penghasilan pekerja sepanjang hidup (life cycle earning)

dapat dihitung serinci mungkin dengan analisis di tingkat mikro (individuy).

Selanjutnya, dalam konteks pengembangan analisis lanjutan Becker (1995)
menjelaskan bahwa analisis terhadap dampak pendidikan (education) terhadap penghasilan
pekerja sepanjang hidup (life cycle earning) seperti yang diajarkan oleh Schultz (1971)
memiliki kelemahan yaitu penggunaaan shadow price dalam perhitungan penghasilan pekerja
sepanjang hidup (life cycle earning) dengan metode net present value (NPV) memiliki
kemungkinan kesalahan dalam perhitungan mengingat panjangnya periode pengamatan
(biasanya mencapai usia 65 tahun). Dalam konteks ini, Becker (1995) menyarankan bahwa
cara paling realistik menganalisis dampak investasi human capital adalah dengan
menganalisis variabel training/pelatihan (yang biasanya berdampak jangka pendek) sebagai
proksi dari variabel pendidikan (education).

Secara keseluruhan, kebijakan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 5 persen
memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah dan
produktivitas pekerja. Dari sisi pengusaha, kebijakan ini memberikan dampak negatif karena
peningkatan upah berimplikasi terhadap peningkatan biaya produksi, sehingga pengusaha
melakukan penurunan kesempatan kerja. Dalam penelitian ini, peningkatan produktivitas
yang dibarengi dengan penurunan harga dan peningkatan produksi, ternyata menyebabkan
penurunan permintaan tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa peningkatan produk masih lebih

kecil daripada penurunan harga jual.
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Tabel 36. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 3) Peningkatan Anggaran Pendidikan sebesar

5 Persen
Peubah Simulasi Hasil Perubahan
No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah

1 SuUD Orang 15943635 15946168 0,016  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota

2 SUT Orang 23380388 23401016 0,088 Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota

3 SRD Orang 7185912 7189473 0,050 Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa

4 SRT Orang 53932986 53948961 0,030  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa

5 SU Orang 39324023 39347185 0,059  Penawaran Angk.Kerja di Kota

6 SR Orang 61118897 61138434 0,032  Penawaran Angk.Kerja di Desa

7 DGD Orang 1561423 1556365 -0,324  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik

8 DID Orang 120622 120521 -0,084  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik

9 DTD Orang 119762 119700 -0,052  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
10 DKD Orang 672856 672176 -0,101  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 34614 -0,043  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 27428797 -0,180 Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
13 DIT Orang 1486945 1486934 -0,001  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 2675795 -0,081  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
15 DKT Orang 8995739 8981564 -0,158  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 531883 -0,142  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk.Terdidik
17 DNID Orang 3664664 3660324 -0,118 Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik
18 DNIT Orang 8536781 8536439 -0,004  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 10084901 -0,258  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
20 DNST Orang 15935873 15930514 -0,034  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk. Terdidik
21 DPG Orang 29039578 28985162 -0,187  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan
22 DPI Orang 1607567 1607455 -0,007  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan
23 DPT Orang 2797729 2796695 -0,037  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan
24 DPK Orang 9668595 9653740 -0,154  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan
25 DPH Orang 567269 566496 -0,136  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan
26 DP Orang 43680737 43615549 -0,149  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian
27 DI Orang 12201445 12196763 -0,038  Total Permintaan Tenaga Kerja Industri
28 DS Orang 26046903 26015415 -0,121  Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa
29  WPP Rupiah 2234978 2283726 2,181  Upah Sektor Tan. Pangan
30 WPT Rupiah 443077 444751 0,378  Upah Sektor Peternakan
31 WPI Rupiah 3434763 3435740 0,028  Upah Sektor Perikanan
32 WPK Rupiah 3449317 3466865 0,509  Upah Sektor Perkebunan
33 WPH Rupiah 5590695 5597695 0,125  Upah Sektor Kehutanan
34 WI Rupiah 3008112 3008590 0,016  Upah Rata-Rata Sektor Industri
35 WS Rupiah 4779047 4784278 0,109  Upah Rata-Rata Sektor Jasa
36 WP Rupiah 2893535 2923255 1,027  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian
37 WN Rupiah 3893579 3894934 0,035 Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian
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38 AUD Orang 1870075 1870074 0,000  Added Worker Terdidik di Kota

39 AUT Orang 1822286 1824855 0,141  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota
40 ARD Orang 861395 862003 0,071  Added Worker Terdidik di Desa

41 ART Orang 2320407 2322399 0,086  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa
42 DUD Orang 688624 689826 0,175 Discourage Worker Terdidik di Kota
43 DUT Orang 3696810 3710932 0,382  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota
44 DRD Orang 436419 436501 0,019 Discourage Worker Terdidik di Desa
45 DRT Orang 5370530 5388858 0,341 Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa
46 UUD Orang 2878427 2880615 0,076  Pengangguran Terdidik di Kota

47  UUT Orang 3757062 3774816 0,473  Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota
48 URD Orang 1071714 1072045 0,031  Pengangguran Terdidik di Desa

49 URT Orang 2885680 2896036 0,359  Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa
50 APS % 66,3834 67,91 2,300 Angka Partisipasi Sekolah

51 AHH % 65,8103 65,8089 0,000  Angka Harapan Hidup

52 PTPG Miliar Rp 0,0158 0,0162 2,532 Produktivitas Sektor Tan.Pangan

53 PTPI Miliar Rp 0,1045 0,1046 0,096  Produktivitas Sektor Perikanan

54  PTPT Miliar Rp 0,004025 0,005143 27,776  Produktivitas Sektor Peternakan

55 PTPK Miliar Rp 0,1307 0,1315 0,612  Produktivitas Sektor Perkebunan

56 PTPH Miliar Rp 0,1297 0,13 0,231  Produktivitas Sektor Kehutanan

57 PTI Miliar Rp 0,0413 0,0414 0,242  Produktivitas Sektor Industri

58 PTS Miliar Rp 0,0511 0,0512 0,196  Produktivitas Sektor Jasa

59 GDPG Miliar Rp 423228 420740 -0,588  Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan

60 GDPI Miliar Rp 190810 190375 -0,228  Nilai Produksi Sektor Perikanan

61 GDPT Miliar Rp 58637 56918 -2,932  Nilai Produksi Sektor Peternakan

62 GDPK Miliar Rp 206860 205395 -0,708  Nilai Produksi Sektor Perkebunan

63 GDPH Miliar Rp 77693 77245 -0,577  Nilai Produksi Sektor Kehutanan

64 GDPNI Miliar Rp 18268101 179224 -99,019  Nilai Produksi Sektor Industri

65 GDPNS Miliar Rp 279732 260791 -6,771  Nilai Produksi Sektor Jasa

66 GDPP Miliar Rp 839954 836837 -0,371  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian
67 GDPN Miliar Rp 18547833 440015 -97,628  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
68 GDP Miliar Rp 19387787 1276852 -93,414  Total Nilai Produksi Nasional

69 IP Miliar Rp 371541 370537 -0,270  Investasi Sektor Pertanian

70 1 Miliar Rp 1289644 1286419 -0,250  Investasi Sektor Industri

71 IS Miliar Rp 4073373 4050903 -0,552  Investasi Sektor Jasa

Dari sisi capaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan anggaran pendidikan ini

menyebabkan penurunan investasi dan produksi nasional di semua sektor yang dianalisis.

Penurunan investasi terjadi karena terjadinya peningkatan upah. Peningkatan upah,
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menyebabkan biaya produksi meningkat, dan pengusaha cenderung memilih tidak melakukan
investasi pada tingkat upah yang meningkat tersebut. Selanjutnya, kebijakan peningkatan
anggaran pendidikan ini menyebabkan penurunan nilai produksi nasional baik untuk sektor
pertanian maupun non pertanian. Nilai produksi sektor pertanian menurun 0,371 persen,
sektor industri menurun 99,019 persen, dan sektor jasa menurun 6,771 persen.  Dari  sisi
implikasi kebijakan, simulasi ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat bersandar hanya pada
satu kebijakan, tetapi perlu melakukan policy mix untuk memperoleh dampak positif terhadap

seluruh agen yang terlibat dalam perekonomian.

5. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 4 ) Peningkatan Anggaran Kesehatan sebesar 10
Persen

Hasil 37 menyajikan hasil simulasi historis terhadap peningkatan anggaran kesehatan
sebesar 10 persen. Peningkatan anggaran kesehatan ini memiliki hasil yang hampir mirip
dengan peningkatan anggaran pendidikan sebelumnya. Kebijakan peningkatan anggaran
kesehatan sebesar 10 persen menyebabkan terjadinya peningkatan angka harapan hidup
sebesar 6,02 persen, dan peningkatan angka partsipasi sekolah sebesar 4,235 persen.
Selanjutnya, kebijakan  peningkatan anggaran pendidikan sebesar 10 persen akan
menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Untuk sektor pertanian, peningkatan
produktivitas terbesar terjadi pada sektor peternakan sebesar 51,130 persen dan sektor
tanaman pangan sebesar 4,430 persen. Sementara produktivitas tenaga kerja untuk sektor
industri meningkat sebesar 0,242 persen dan produktivitas sektor jasa meningkat 0,196
persen.

Selanjutnya, fakta menarik ditemukan dalam penelitian ini, peningkatan produktivitas

akan berdampak terhadap peningkatan upah pekerja.  Jika pada simulasi peningkatan
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anggaran pendidikan sebesar 5 persen, peningkatan produktivitas menyebabkan terjadinya
peningkatan upah. Pada simulasi kebijakan peningkatan anggaran kesehatan sebesar 10
persen, peningkatan produktivitas ternyata juga dibarengi dengan peningkatan upah tenaga
kerja. Peningkatan upah terbesar untuk sektor pertanian terjadi di sektor tanaman pangan
4,017 persen dan sektor perkebunan 0,938 persen, sementara untuk sektor industri meningkat
0,028 persen dan sektor jasa 0,202 persen.

Peningkatan produktivitas yang berdampak pada peningkatan upah ini menunjukkan
bahwa perubahan upah tidak hanya disebabkan oleh lebih besarnya perubahan penawaran dan
permintaaan tenaga kerja, tetapi juga didorong oleh perubahan produktivitas pekerja.
Pengusaha dapat memilih menaikkan upah karyawan sehubungan dengan peningkatan
produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas menyebabkan pekerja dapat bekerja lebih
efisien, sehingga produk yang dihasilkan meningkat, dan harga jual produk menurun.
Peningkatan produk menyebabkan peningkatan penerimaan.  Namun hasil simulasi
menunjukkan penurunan harga lebih besar daripada peningkatan produksi, sehingga
pengusaha memilih untuk mengurangi permintaan tenaga kerja.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja menurun di semua sektor
yang dianalisis. Penurunan upah terbesar terjadi di sektor tanaman pangan -0,345; sektor
perkebunan -0,283 persen; sektor kehutanan -0,251 persen. Permintaan tenaga kerja
pertanian menurun 0,275 persen; Permintaan tenaga kerja industri menurun 0,071 persen;
Permintaan tenaga kerja jasa menurun 0,0223 persen

Fenomena added worker dan discourage worker terdidik dan tidak terdidik juga
meningkat, dan akhirnya berujung pada peningkatan angka pengangguran. Pertambahan
added worker lebih banyak di daerah pedesaan, discourage worker lebih banyak di perkotaan.

Pertambahan angka pengangguran lebih banyak di wilayah perkotaan sebesar 0,140 dan 0,870
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persen untuk tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, sementara pengangguran di pedesaan
hanya bertambah sebesar 0,057 dan 0,663 persen untuk tenaga kerja terdidik dan tidak
terdidik.

Hasil simulasi ini juga menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja kita masih
belum seimbang terutama dari segi kualitas sehingga peningkatan produktivitas akan
langsung memberikan efek negatif terhadap penurunan permintaan tenaga kerja. Untuk
perbaikan pasar kerja kita pada maka sudah selayaknya kedua Kkebijakan tersebut
diintegrasikan sehingga memberikan hasil yang lebih berdaya guna.

Berdasarkan wilayah, sebaiknya kedua kebijakan tersebut lebih diarahkan ke daerah
pedesaan, mengingat masih relatif kecilnya dampak yang dirasakan di pedesaan. Hal ini juga
sejalan dengan uraian-uraian sebelumnya bahwa tampaknya wilayah perkotaan lebih responsif
terhadap perubahan faktor ekonomi maupun non-ekonomi.

Kebijakan peningkatan anggaran kesehatan ini juga menyebabkan terjadi penurunan
investasi. Investasi sektor pertanian menurun 0,497 persen, sektor industri menurun 0,460
persen, dan sektor jasa menurun 1,016 persen. Penurunan ini menyebabkan penurunan nilai
produksi nasional sebesar 93,59 persen. Bila didisagregasi berdasarkan sektoral, maka
penurunan nilai produksi terbesar terjadi di sektor industri sebesar 99,100 persen, sektor jasa
12,468 persen dan sektor peternakan 5,398 persen. Jika diperhatikan, maka penurunan lebih
besar terjadi pada sektor non pertanian daripada sektor pertanian.

Jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan peningkatan anggaran
kesehatan memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan produktivitas melalui
perbaikan peningkatan upah. Dengan kata lain, kita dapat menyatakan peningkatan anggaran
kesehatan 10 persen akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan pekerja dari sisi kesehatan

dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan faktor penting di dalam
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peningkatan produktivitas. Hubungan antara kesehatan dan produktivitas yang saling
mempengaruhi ini dapat digambarkan sebagai sebuah spiral yang saling meningkatkan satu
dengan yang lain. Status kesehatan yang tinggi memungkinkan orang berproduksi dan
menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Status ekonomi yang tinggi
meningkatkan daya beli dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang pada gilirannya
meningkatkan hari kerja produktif. Efek penduduk yang sehat jelas dapat mengurangi hari
hilang karena suatu penyakit, meningkatkan produktivitas, mempunyai peluang yang lebih
besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, memiliki waktu yang lebih panjang
untuk bekerja dan akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan pekerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing
penduduk Indonesia di abad mendatang, maka selain bekal pendidikan-ketrampilan dan modal
kerja, kesehatan penduduk mempunyai kontribusi yang tidak kecil. Selama ini sektor
kesehatan lebih banyak dilihat sebagai sektor konsumtif yang pengeluarannya harus ditekan.
Akibatnya investasi kita dalam bidang kesehatan menjadi sangat terbatas. Lebih dari itu,
investasi kita dalam bidang kesehatan lebih banyak diarahkan pada investasi untuk
menghilangkan penyakit, yang lebih berkonotasi konsumtif. Padahal sumbangan kesehatan
terhadap produksi seseorang tidaklah kecil. Orang tidak bisa berproduksi jika ia sakit.
Karena secara alamiah proses terjadinya penyakit mempunyai tahapan-tahapan: praklinis,
Klinis tanpa gangguan kegiatan sehari-hari, klinis dengan kehilangan hari produktif, klinis
dengan tanpa cacat, sampai mati maka sebenarnya kita mempunyai kesempatan untuk
mencegah kehilangan hari produktif. Investasi kesehatan pada masa kini mempunyai nilai
tambah ekonomis dalam bentuk peningkatan pendapatan penduduk atau perusahaan. Jika Kita

melihat dari sudut pandang ini, maka investasi proyek kesehatan hendaknya dilihat sebagai
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investasi sumberdaya manusia dan bukan hanya dilihat sebagai konsumsi sumberdaya yang

ada. Apa yang kita tanam sekarang, akan menghasilkan buah di masa yang akan datang.

Tabel 37. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 4 ) Peningkatan Anggaran Kesehatan sebesar 10

Persen
Peubah Simulasi Hasil Perubahan
No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah

1 SuUD Orang 15943635 15948299 0,029  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota

2 SUT Orang 23380388 23418371 0,162  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota

3 SRD Orang 7185912 7192471 0,091  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa

4 SRT Orang 53932986 53962458 0,055  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa

5 SU Orang 39324023 39366670 0,108  Penawaran Angk.Kerja di Kota

6 SR Orang 61118897 61154929 0,059  Penawaran Angk.Kerja di Desa

7 DGD Orang 1561423 1552111 -0,596  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik

8 DID Orang 120622 120437 -0,153  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik

9 DTD Orang 119762 119758 -0,003  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
10 DKD Orang 672856 671605 -0,186  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 34601 -0,081  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 27387289 -0,331  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
13 DIT Orang 1486945 1486925 -0,001  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 2677926 -0,002  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk. Terdidik
15 DKT Orang 8995739 8969645 -0,290  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 531246 -0,262  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk.Terdidik
17 DNID Orang 3664664 3656674 -0,218  Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik
18 DNIT Orang 8536781 8536152 -0,007  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 10062920 -0,476  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
20 DNST Orang 15935873 15926002 -0,062  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk.Terdidik
21 DPG Orang 29039578 28939400 -0,345  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan
22 DPI Orang 1607567 1607362 -0,013  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan
23 DPT Orang 2797729 2797674 -0,002  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan
24 DPK Orang 9668595 9641250 -0,283  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan
25 DPH Orang 567269 565847 -0,251  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan
26 DP Orang 43680737 43560733 -0,275  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian
27 DI Orang 12201445 12192826 -0,071  Total Permintaan Tenaga Kerja Industri
28 DS Orang 26046903 25988922 -0,223  Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa
29 WPP Rupiah 2234978 2324746 4,017  Upah Sektor Tan. Pangan
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30 WPT Rupiah 443077 445705 0,593  Upah Sektor Peternakan
31 WPI Rupiah 3434763 3436890 0,062  Upah Sektor Perikanan
32 WPK Rupiah 3449317 3481664 0,938  Upah Sektor Perkebunan
33 WPH Rupiah 5590695 5606793 0,288  Upah Sektor Kehutanan
34 Wi Rupiah 3008112 3008948 0,028 Upah Rata-Rata Sektor Industri
35 WS Rupiah 4779047 4788678 0,202  Upah Rata-Rata Sektor Jasa
36 WP Rupiah 2893535 2948278 1,892  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian
37 WN Rupiah 3893579 3898713 0,132 Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian
Tabel 37. (lanjutan)
38 AUD Orang 1870075 1870073 0,000  Added Worker Terdidik di Kota
39 AUT Orang 1822286 1827015 0,260  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota
40 ARD Orang 861395 862514 0,130  Added Worker Terdidik di Desa
41 ART Orang 2320407 2324076 0,158  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa
42 DUD Orang 688624 690838 0,322  Discourage Worker Terdidik di Kota
43 DUT Orang 3696810 3722810 0,703  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota
44 DRD Orang 436419 436593 0,040 Discourage Worker Terdidik di Desa
45 DRT Orang 5370530 5404320 0,629  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa
46 UUD Orang 2878427 2882456 0,140  Pengangguran Terdidik di Kota
47 UUT Orang 3757062 3789753 0,870  Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota
48 URD Orang 1071714 1072325 0,057  Pengangguran Terdidik di Desa
49 URT Orang 2885680 2904805 0,663  Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa
50 APS % 66,3834 69,1948 4,235  Angka Partisipasi Sekolah
51 AHH % 65,8103 69,7714 6,019  Angka Harapan Hidup
52  PTPG Miliar Rp 0,0158 0,0165 4,430  Produktivitas Sektor Tan.Pangan
53 PTPI Miliar Rp 0,1045 0,1046 0,096  Produktivitas Sektor Perikanan
54  PTPT Miliar Rp  0,004025  0,006083 51,130  Produktivitas Sektor Peternakan
55 PTPK Miliar Rp 0,1307 0,1321 1,071  Produktivitas Sektor Perkebunan
56 PTPH Miliar Rp 0,1297 0,1302 0,386  Produktivitas Sektor Kehutanan
57 PTI Miliar Rp 0,0413 0,0414 0,242  Produktivitas Sektor Industri
58 PTS Miliar Rp 0,0511 0,0512 0,196  Produktivitas Sektor Jasa
59 GDPG Miliar Rp 423228 418647 -1,082  Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan
60 GDPI Miliar Rp 190810 190009 -0,420  Nilai Produksi Sektor Perikanan
61 GDPT Miliar Rp 58637 55472 -5,398  Nilai Produksi Sektor Peternakan
62 GDPK Miliar Rp 206860 204166 -1,302  Nilai Produksi Sektor Perkebunan
63 GDPH Miliar Rp 77693 76869 -1,061  Nilai Produksi Sektor Kehutanan
64 GDPNI Miliar Rp 18268101 164441 -99,100  Nilai Produksi Sektor Industri
65 GDPNS Miliar Rp 279732 244856 -12,468  Nilai Produksi Sektor Jasa
66 GDPP Miliar Rp 839954 834219 -0,683  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian
67 GDPN Miliar Rp 18547833 409297 -97,793  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
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68 GDP Miliar Rp 19387787 1243516 -93,586  Total Nilai Produksi Nasional
69 IP Miliar Rp 371541 369693 -0,497  Investasi Sektor Pertanian
70 1 Miliar Rp 1289644 1283708 -0,460  Investasi Sektor Industri

71 IS Miliar Rp 4073373 4032001 -1,016  Investasi Sektor Jasa

6. Simulasi Historis (Simulasi 5) Peningkatan Anggaran Belanja Daerah
sebesar 5 Persen

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU
Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.
22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai
secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat
demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri
mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,
pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang
serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama Pemda
untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan
APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan)
kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik
minimum di seluruh negeri. Penelitian ini akan menganalisis dampak dari kebijakan peningkatan
dana belanja daerah (transfer ke daerah) yang dilakukan pemerintah sebesar 5 persen.

Hasil simulasi kebijakan yang disajikan pada Tabel 38. menunjukkan bahwa simulasi
peningkatan dana belanda daerah (transfer ke daerah) yang dilakukan pemerintah sebesar 5 persen
akan menyebabkan peningkatan investasi hampir di semua sektor. Simulasi ini memberikan

dampak terbesar pada peningkatan investasi sektor industri 59,466 persen, sektor pertanian 6,713
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persen, dan sektor jasa hanya meningkat sebesar 2,115 persen. Simulasi ini memberikan dampak
terbesar terhadap peningkatan investasi sektor industri. Fakta ini menunjukkan bahwa anggaran
dana belanja daerah (transfer ke daerah) lebih banyak digunakan untuk belanja barang modal
(capital goods) terutama yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri, sehingga
dampaknya lebih terasa oleh sektor industri yang lebih banyak membutuhkan banyak kapital.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Hasil simulasi pada Tabel 38 juga menunjukkan kesempatan kerja cederung
meningkat. Untuk sektor pertanian, peningkatan kesempatan kerja sebesar 3,602 persen,
2,483, 2,380, 1,790, dan 0,042 persen masing-masing untuk sektor perkebunan, peternakan,
tanaman pangan, kehutanan, dan perikanan. Kesempatan kerja industri meningkat sebesar
8,934, sementara kesempatan kerja sektor jasa ini menurun sebesar 0,227 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat transformasi tenaga kerja dari sektor jasa ke sektor pertanian
dan industri. Hasil simulasi ini kembali membuktikan bahwa sektor jasa kerapkali menjadi
‘katup pengaman bagi para pekerja melalui perkembangan sektor informalnya’ sebelum
mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik di sektor industri dan pertanian.

Dari sisi penawaran tenaga Kkerja, kebijakan peningkatan belanja daerah ini
menyebabkan penurunan jumlah penawaran angkatan kerja di perkotaan, namun diikuti
dengan pertambahan angkatan kerja di pedesaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan ini
lebih terasa di perkotaan, daripada di pedesaan. Hal ini menunjukkan juga bahwa kebijakan
yang dilaksanakan pemerintah ini relatif bias ke daerah perkotaan sehingga dampaknya lebih
terasa di perkotaan daripada di pedesaan.

Dari sisi pendapatan nasional, peningkatan investasi yang terjadi mendorong

terjadinya peningkatan produksi nasional.  Dari sisi sektoral peningkatan tersebut akan
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memberikan dampak lebih besar pada sektor industri sebesar 41,157 persensektor kehutanan
sebesar 9,48 persen, dan sektor tanaman pangan sebesar 7,529 persen, serta sektor jasa
sebesar 6,14 persen. Peningkatan produksi nasional ini didorong oleh peningkatan investasi
sektoralnya seperti yang diuraikan sebelumnya dan juga pertambahan kesempatan kerja.

Besarnya peningkatan nilai produksi nasional sektor pertanian dan industri sesuai
dengan kebijakan pemerintah bahwa sektor ekonomi yang diharapkan menjadi pendorong
utama peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah Sektor Pertanian dan Sektor Industri
Pengolahan. Dua sektor tersebut selama ini mampu memberikan sumbangan yang besar, baik
kontribusinya dalam pertumbuhan maupun distribusi nominal PDB. Sektor Pertanian,
meskipun keberhasilannya lebih banyak bergantung pada kondisi cuaca dan alam, namun
masih menjadi andalan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian
halnya dengan sektor industri pengolahan yang selama ini mampu memberikan nilai tambah
dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Pengembangan Sektor Industri Pengolahan
dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan daya saing dan kebijakan peningkatan iklim
usaha, pengembangan kawasan industri khusus, kampanye penggunaan produk dalam negeri,
restrukturisasi permesinan, pengembangan industri bahan bakar nabati, dan pengembangan
standardisasi industri.

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta melalui peningkatan produksi nasional juga
berdampak pada meningkatnya added aorker terdidik dan tidak terdidik di pedesaan dan
perkotaan menurun berkisar antara 0,299 hingga 1,599 persen. Simulasi kebijakan ini
menyebabken discourage worker menurun dari 0,797 sampai dengan 27,294 persen. Angka
pengangguran terdidik dan tidak terdidik sendiri menurun di perkotaan dan pedesaan.

Kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas

pekerja terutama di sektor industri sebesar 461,259 persen, sektor peternakan 90,161 persen,
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dan sektor tanaman pangan sebesar 8,861 persen. Namun produktivitas sektor jasa menurun
sebesar 8,415 persen.  Produktivitas sektor jasa menurun menunjukkan rendahnya
produktivitas sektor jasa dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri. Hal yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor jasa adalah memperlancar perpindahan
pekerja dari pekerjaan yang produkvitasnya rendah ke pekerjaan yang produkvitasnya lebih
tinggi. Tantangan di sini adalah memindahkan ‘surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor
informal ke pekerjaan yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi.
Perpindahan pekerja dari kegiatan di sektor informal yang sangat banyak dan berproduktivitas

rendah ini juga mendorong peningkatan upah dan output pekerja.

Tabel 38. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 5) Peningkatan Anggaran Belanja Daerah sebesar 5

Persen
Peubah Simulasi Hasil Perubahan
No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah

1 SUD Orang 15943635 15919636 -0,151  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota

2 SUT Orang 23380388 23308752 -0,306  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota

3 SRD Orang 7185912 7216326 0,423  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa

4 SRT Orang 53932986 53965380 0,060 Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa

5 SU Orang 39324023 39228389 -0,243  Penawaran Angk.Kerja di Kota

6 SR Orang 61118897 61181706 0,103  Penawaran Angk.Kerja di Desa

7 DGD Orang 1561423 1606814 2,907  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik

8 DID Orang 120622 120948 0,270  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik

9 DTD Orang 119762 123852 3,415 Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
10 DKD Orang 672856 688716 2,357  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 34698 0,199  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 28123920 2,350 Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
13 DIT Orang 1486945 1487290 0,023  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 2743340 2,441 Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
15 DKT Orang 8995739 9328155 3,695  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 543093 1,962 Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk.Terdidik
17 DNID Orang 3664664 4323186 17,970  Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik
18 DNIT Orang 8536781 8968340 5,055  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 10124005 0,128 Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
20 DNST Orang 15935873 15863802 -0,452  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk. Terdidik
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21 DPG Orang 29039578 29730734 2,380 Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan
22 DPI Orang 1607567 1608238 0,042  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan
23 DPT Orang 2797729 2867193 2,483  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan
24 DPK Orang 9668595 10016871 3,602  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan
25 DPH Orang 567269 577421 1,790 Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan
26 DP Orang 43680737 44800456 2,563  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian
27 DI Orang 12201445 13291527 8,934  Total Permintaan Tenaga Kerja Industri
28 DS Orang 26046903 25987807 -0,227  Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa
29 WPP Rupiah 2234978 2481194 11,016  Upah Sektor Tan. Pangan
30 WPT Rupiah 443077 443423 0,078  Upah Sektor Peternakan
31 WPI Rupiah 3434763 3448701 0,406  Upah Sektor Perikanan
32 WPK Rupiah 3449317 3468965 0,570  Upah Sektor Perkebunan
33 WPH Rupiah 5590695 6326314 13,158  Upah Sektor Kehutanan
34 Wi Rupiah 3008112 5481142 82,212  Upah Rata-Rata Sektor Industri
35 WS Rupiah 4779047 4779619 0,012  uUpah Rata-Rata Sektor Jasa
36 WP Rupiah 2893535 3165719 9,407  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian
37 WN Rupiah 3893579 4859881 24,818  Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian
Tabel 38. Lanjutan
38 AUD Orang 1870075 1875661 0,299  Added Worker Terdidik di Kota
39 AUT Orang 1822286 1850695 1,559  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota
40 ARD Orang 861395 865782 0,509  Added Worker Terdidik di Desa
41 ART Orang 2320407 2337487 0,736  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa
42 DUD Orang 688624 620740 -9,858  Discourage Worker Terdidik di Kota
43 DUT Orang 3696810 2687789 -27,294  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota
44 DRD Orang 436419 432983 -0,787  Discourage Worker Terdidik di Desa
45 DRT Orang 5370530 5177720 -3,590 Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa
46 UUD Orang 2878427 2837376 -1,426  Pengangguran Terdidik di Kota
47 UUT Orang 3757062 3687000 -1,865 Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota
48 URD Orang 1071714 1071400 -0,029  Pengangguran Terdidik di Desa
49 URT Orang 2885680 2862518 -0,803  Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa
50 APS % 66,3834 66,561 0,268  Angka Partisipasi Sekolah
51 AHH % 65,8103 66,1047 0,447  Angka Harapan Hidup
52 PTPG Miliar Rp 0,0158 0,0172 8,861  Produktivitas Sektor Tan.Pangan
53 PTPI Miliar Rp 0,1045 0,1051 0,574  Produktivitas Sektor Perikanan
54  PTPT Miliar Rp 0,004025  0,007654 90,161  Produktivitas Sektor Peternakan
55 PTPK Miliar Rp 0,1307 0,1323 1,224  Produktivitas Sektor Perkebunan
56 PTPH Miliar Rp 0,1297 0,1409 8,635  Produktivitas Sektor Kehutanan
57 PTI Miliar Rp 0,0413 0,2318 461,259  Produktivitas Sektor Industri
58 PTS Miliar Rp 0,0511 0,0468 -8,415  Produktivitas Sektor Jasa
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59 GDPG Miliar Rp 423228 455051 7,519 Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan
60 GDPI Miliar Rp 190810 192091 0,671  Nilai Produksi Sektor Perikanan

61 GDPT Miliar Rp 58637 58937 0,512  Nilai Produksi Sektor Peternakan

62 GDPK Miliar Rp 206860 210600 1,808 Nilai Produksi Sektor Perkebunan
63 GDPH Miliar Rp 77693 85056 9,477  Nilai Produksi Sektor Kehutanan

64 GDPNI Miliar Rp 18268101 25786751 41,157  Nilai Produksi Sektor Industri

65 GDPNS Miliar Rp 279732 296912 6,142  Nilai Produksi Sektor Jasa

66 GDPP Miliar Rp 839954 904161 7,644  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian
67 GDPN Miliar Rp 18547833 26083663 40,629 Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
68 GDP Miliar Rp 19387787 26987824 39,200 Total Nilai Produksi Nasional

69 IP Miliar Rp 371541 396483 6,713  Investasi Sektor Pertanian

70 11 Miliar Rp 1289644 2056542 59,466 Investasi Sektor Industri

71 IS Miliar Rp 4073373 4159518 2,115  Investasi Sektor Jasa

Hasil simulasi ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan
sebelumnya mengenai desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995), Lin dan
Liu (2000) dalam Darwanto (2007) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak
yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan
yang positif dan signifikan. Sedangkan penelitian Darwanto (2007) menunjukkan bahwa
desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

7. Simulasi Historis (Simulasi 6) Peningkatan Produksi Pertanian
sebesar 10 Persen

Hasil simulasi historis (Simulasi 6) peningkatan produksi pertanian sebesar 10
Persen disajikan pada Tabel 39. Kebijakan peningkatan produksi pertanian menyebabkan
peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja sektor pertanian.
Secara keseluruhan simulasi kebijakan ini menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan
kerja terdidik dan tidak terdidik rata-rata sebesar 25,00 persen. Jika didisagreasi sektoral,
maka peningkatan terbesar terjadi pada permintaan tenaga kerja terdidik sektor tanaman

pangan 64,648 persen, sektor peterrnakan 40,818 persen, dan sektor perkebunan 13,490
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persen. Selanjutnya, peningkatan terbesar pada permintaan tenaga kerja tidak terdidik di
sektor tanaman pangan 98,996 persen, sektor peternakan 24,991 persen, dan sektor
perkebunan 14,731 persen. Secara keseluruhan kesempatan kerja pertanian meningkat
sebesar 97,149 persen untuk sektor tanaman pangan; 2,862 persen untuk sektor perikanan;
25,668 persen untuk sektor peternakan; 14,645 persen untuk sektor perkebunan dan 7,706
persen untuk sektor kehutanan. Selanjutnya kesempatan kerja industri meningkat sebesar
18,295 persen dan sektor jasa meningkat 7,446 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi
pada sektor pertanian lebih banyak ditujukan untuk kegiatan produksi yang bersifat labor
intensive daripada investasi yang digunakan untuk sektor industri yang cenderung bersifat
capital intensive.

Kebijakan ini memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas. Peningkatan
produktivitas tenaga kerja terbesar terjadi di sektor tanaman pangan dan peternakan masing-
masing sebesar 124,684 persen dan 115,901 persen. Kesempatan Kkerja industri meningkat
namun tidak sebesar peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan dan peternakan.
Peningkatan produktivitas sektor industri ini berkaitan dengan peluang meningkatnya industri
pengolahan produk pertanian, sebagai dampak langsung dari adanya peningkatan produksi
pertanian.

Peningkatan produktivitas selanjutnya, direspon dengan peningkatan upah sehubungan
dengan peningkatan produktivitas kerja. Hasil simulasi juga menyebabkan terjadinya
peningkatan upah di semua sektor yang dianalisis. Peningkatan upah terbesar terjadi di sektor
peternakan sebesar 728,98 persen dan sektor tanaman pangan sebesar 140,72 persen.
Peningkatan upah selanjutnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pekerja.

Meningkatnya pendapatan pekerja akan menambah daya beli pekerja sehingga permintaan
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mereka akan konsumsi hasil produksi bertambah juga. Selanjutnya pertambahan permintaan
akan hasil produksi tersebut akan menaikkan permintaan akan tenaga kerja.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, kebijakan ini akan menyebabkan penurunan jumlah
penawaran tenaga kerja dan pengangguran di perkotaan baik terdidik maupun tidak terdidik.
Namun kebijakan ini masih menyebabkan peningkatan penawaran angkatan kerja dan
pengangguran di pedesaan baik terdidik maupun tidak terdidik. Selanjutnya, simulasi
kebijakan ini menyebabkan Added worker dan discourage worker di perkotaan menurun,
tetapi meningkat di pedesaan.

Simulasi kebijakan peningkatan produksi pertanian sebesar 10 persen akan
menyebabkan peningkatan investasi sebesar 26,433 persen untuk sektor pertanian; 121,146
persen untuk sektor industri, dan 95,009 persen untuk sektor jasa. Investasi pertanian
merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja pertanian
khususnya, dan non pertanian pada umumnya. Pangsa investasi sektor pertanian di Indonesia
sendiri masih relatif kecil dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya, padahal investasi di
sektor ini telah mampu men-generate jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan

dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 39. Hasil Simulasi Historis (Simulasi 6) Peningkatan Produksi Pertanian sebesar 10

Persen
Peubah Simulasi Hasil Perubahan
No. Endogen Satuan Dasar Simulasi (%) Keterangan Peubah
1 SUD Orang 15943635 15642230 -1,890  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Kota
2 SUT Orang 23380388 21450071 -8,256  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Kota
3 SRD Orang 7185912 7511303 4,528  Penawaran Angk.Kerja Terdidik di Desa
4 SRT Orang 53932986 54775226 1,562  Penawaran Angk.Kerja Tidak Terdidik di Desa
5 SU Orang 39324023 37092301 -5,675 Penawaran Angk.Kerja di Kota
6 SR Orang 61118897 62286528 1,910 Penawaran Angk.Kerja di Desa
7 DGD Orang 1561423 2570845 64,648 Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Terdidik
8 DID Orang 120622 126841 5,156  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Terdidik
9 DTD Orang 119762 168647 40,818 Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Terdidik
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10 DKD Orang 672856 763623 13,490 Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Terdidik
11 DHD Orang 34629 34671 0,121  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Terdidik
12 DGT Orang 27478155 54680531 98,996  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan Tdk. Terdidik
13 DIT Orang 1486945 1526727 2,675 Permintaan Tenaga Kerja Perikanan Tdk.Terdidik
14 DTT Orang 2677967 3347206 24,991  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan Tdk.Terdidik
15 DKT Orang 8995739 10320939 14,731  Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Tdk.Terdidik
16 DHT Orang 532640 577309 8,386  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan Tdk. Terdidik
17 DNID Orang 3664664 5736201 56,527  Permintaan Tenaga Kerja Industri Terdidik
18 DNIT Orang 8536781 8697491 1,883  Permintaan Tenaga Kerja Industri Tdk.Terdidik
19 DNSD Orang 10111030 13293691 31,477  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Terdidik
20 DNST Orang 15935873 14692691 -7,801  Permintaan Tenaga Kerja Jasa Tdk.Terdidik
21 DPG Orang 29039578 57251376 97,149  Permintaan Tenaga Kerja Tan. Pangan
22 DPI Orang 1607567 1653568 2,862  Permintaan Tenaga Kerja Perikanan
23 DPT Orang 2797729 3515853 25,668  Permintaan Tenaga Kerja Peternakan
24 DPK Orang 9668595 11084562 14,645 Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan
25 DPH Orang 567269 610981 7,706  Permintaan Tenaga Kerja Kehutanan
26 DP Orang 43680737 74116339 69,677  Total Permintaan Tenaga Kerja Pertanian
27 DI Orang 12201445 14433692 18,295  Total Permintaan Tenaga Kerja Industri
28 DS Orang 26046903 27986382 7,446  Total Permintaan Tenaga Kerja Jasa
29 WPP Rupiah 2234978 5380013 140,719  Upah Sektor Tan. Pangan
30 WPT Rupiah 443077 3673023 728,981  Upah Sektor Peternakan
31 WPI Rupiah 3434763 3791531 10,387  Upah Sektor Perikanan
32 WPK Rupiah 3449317 4247140 23,130  Upah Sektor Perkebunan
33 WPH Rupiah 5590695 8676036 55,187  Upah Sektor Kehutanan
34 Wi Rupiah 3008112 8934744 197,022  Upah Rata-Rata Sektor Industri
35 WS Rupiah 4779047 4785660 0,138  Upah Rata-Rata Sektor Jasa
36 WP Rupiah 2893535 5153549 78,106  Upah Rata-Rata Sektor Pertanian
37 WN Rupiah 3893579 4304089 10,543  Upah Rata-Rata Sektor Non Pertanian
Tabel 39. (lanjutan)

38 AUD Orang 1870075 1865023 -0,270  Added Worker Terdidik di Kota

39 AUT Orang 1822286 846217 -53,563  Added Worker Tdk. Terdidik di Kota

40 ARD Orang 861395 901644 4,673  Added Worker Terdidik di Desa

41 ART Orang 2320407 2465612 6,258  Added Worker Tdk. Terdidik di Desa

42 DUD Orang 688624 500662 -27,295  Discourage Worker Terdidik di Kota

43 DUT Orang 3696810 611331 -83,463  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Kota

44 DRD Orang 436419 497353 13,962  Discourage Worker Terdidik di Desa

45 DRT Orang 5370530 5502386 2,455  Discourage Worker Tdk. Terdidik di Desa

46 UUD Orang 2878427 2632862 -8,5631  Pengangguran Terdidik di Kota

47 UUT Orang 3757062 2120220 -43,567  Pengangguran Tdk. Terdidik di Kota

48 URD Orang 1071714 1467850 36,963  Pengangguran Terdidik di Desa
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49 URT Orang 2885680 3291070 14,048 Pengangguran Tdk. Terdidik di Desa
50 APS % 66,3834 66,7679 0,579  Angka Partisipasi Sekolah

51 AHH % 65,8103 66,3909 0,882  Angka Harapan Hidup

52 PTPG Miliar Rp 0,0158 0,0355 124,684  Produktivitas Sektor Tan.Pangan

53 PTPI Miliar Rp 0,1045 0,1182 13,110 Produktivitas Sektor Perikanan

54 PTPT Miliar Rp  0,004025 0,00869 115,901 Produktivitas Sektor Peternakan

55 PTPK Miliar Rp 0,1307 0,1706 30,528  Produktivitas Sektor Perkebunan

56 PTPH Miliar Rp 0,1297 0,1804 39,090  Produktivitas Sektor Kehutanan

57 PTI Miliar Rp 0,0413 0,0878 112,591  Produktivitas Sektor Industri

58 PTS Miliar Rp 0,0511 0,0516 0,978  Produktivitas Sektor Jasa

59 GDPG Miliar Rp 423228 889793 110,240  Nilai Produksi Sektor Tan.Pangan
60 GDPI Miliar Rp 190810 218246 14,379  Nilai Produksi Sektor Perikanan

61 GDPT Miliar Rp 58637 191599 226,754  Nilai Produksi Sektor Peternakan

62 GDPK Miliar Rp 206860 300509 45,272  Nilai Produksi Sektor Perkebunan
63 GDPH Miliar Rp 77693 112270 44,505  Nilai Produksi Sektor Kehutanan

64 GDPNI Miliar Rp 18268101 27736009 51,828 Nilai Produksi Sektor Industri

65 GDPNS Miliar Rp 279732 1498656 435,747  Nilai Produksi Sektor Jasa

66 GDPP Miliar Rp 839954 1712418 103,870  Total Nilai Produksi Sektor Pertanian
67 GDPN Miliar Rp 18547833 29234665 57,618  Total Nilai Produksi Sektor Non Pertanian
68 GDP Miliar Rp 19387787 30947083 59,622  Total Nilai Produksi Nasional

69 IP Miliar Rp 371541 469749 26,433  Investasi Sektor Pertanian

70 1 Miliar Rp 1289644 2851995 121,146  Investasi Sektor Industri

71 1S Miliar Rp 4073373 7943449 95,009 Investasi Sektor Jasa

Artinya investasi sektor ini terbukti mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru
khususnya di wilayah perdesaan. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan ini diharapkan selain
mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru juga mampu mengurangi jumlah
pengangguran dan kemiskinan yang selama ini melekat di wilayah perdesaan.

Jika dikaitkan dengan capaian peningkatan nilai produksi nasional, maka nilai
produksi pertanian meningkat sebesar 103,870 persen, sektor industri 51,828 dan sektor jasa
435,747 persen. Peningkatan produksi pertanian yang tinggi menunjukkan pentingnya
peranan produksi pertanian terhadap penciptaan nilai produksi nasional. Jika komponen
penyusun nilai produksi pertanian adalah peningkatan permintaan tenaga kerja terdidik dan

tidak terdidik serta investasi, maka peningkatan nilai produksi nasional ini menunjukkan
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bahwa peningkatan keduanya berperan penting terhadap peningkatan produksi pertanian

secara nasional.

8. Kombinasi Simulasi Historis Peningkatan Upah Minimum Regional 10 Persen dan
Penurunan Suku Bunga 5 Persen (Simulasi 7)

Simulasi kebijakan ini merupakan kombinasi kebijakan kenaikan UMR 10 persen dan
penurunan suku bunga sebesar 5 persen. Kombinasi ini dilakukan berdasarkan analisis
terhadap hasil simulasi kebijakan tunggal yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kebijakan
peningkatan UMR sebesar 10 persen ternyata memberikan dampak tidak terlalu baik terhadap
Kinerja pasar kerja secara keseluruhan, kecuali dampaknya terhadap peningkatan upah riel
pekerja. Sementara pada saat yang bersamaan, kebijakan penurunan suku bunga berdasarkan
hasil simulasi memberikan dampak lebih baik terhadap kinerja pasar kerja, dimana upah

meningkat, tetapi tetap dapat diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (Tabel 40).

Dari fakta di lapangan, kebijakan UMR sendiri tetap harus diberlakukan untuk kondisi
pasar kerja yang mengalami surplus tenaga kerja, agar pekerja tetap dapat dibayar sesuai
dengan kebutuhan hidup mereka. Untuk mengantisipasi dampak negatif penurunan upah,
maka kebijakan penurunan UMR tersebut dapat dibarengi dengan penerapan kebijakan

penurunan suku bunga.

Hasil simulasi menunjukkan pemberlakuan kebijakan ini mendorong terjadi
peningkatan upah sebesar 25,015 persen untuk sektor kehutanan, 12,647 persen untuk sektor
perkebunan, dan 10,683 persen untuk sektor tanaman pangan. Upah sektor industri
meningkat sampai dengan 110,905 persen. Sementara sektor jasa hanya meningkat sebesar
0,068 persen. Peningkatan upah ini memacu terjadi peningkatan produktivitas pekerja dengan

peningkatan terbesar terjadi pada sektor peternakan 190,683 persen, sektor peternakan 16,345
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persen , dan sektor tanaman pangan 11,39 persen. Peningkatan produktivitas sektor industri

mencapai 120,920 persen.

Kombinasi kebijakan ini juga telah mendorong tumbuhnya investasi, dimana investasi
sektor industri tumbuh 138,296 persen, sektor jasa 21,529 persen, dan sektor pertanian 7,454
persen. Pertumbuhan sektor investasi yang besar ini, mampu meredam dampak negatif
penurunan upah terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
kesempatan kerja meningkat hampir di semua sektor yang diamati. Hal ini menunjukkan
bahwa dampak penurunan investasi terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja lebih besar
daripada dampak peningkatan upah terhadap penurunan permintaan tenaga kerja. Permintaan
tenaga kerja sektor industri tumbuh lebih besar daripada sektor lainnya yaitu sebesar 58,91
persen. Sementara untuk sektor pertanian, peningkatan terbesar terjadi di sektor perkebunan

3,839 persen, sektor peternakan 3,546 persen, dan sektor tanaman pangan 2,948 persen.

Kebijakan ini menyebabkan penawaran angkatan kerja di perkotaan menurun baik
terdidik maupun tidak terdidik, sementara penawaran angkatan kerja di pedesaan meningkat
baik terdidik maupun tidak terdidik. =~ Namun perbaikan kondisi di pasar kerja ini
menyebabkan jumlah Added worker meningkat sementara discourage worker menurun.
Selanjutnya dari sisi pengangguran, kebijakan ini membuat angka pengangguran di perkotaan
dan di pedesaan meningkat masing-masing sebesar 9,750 persen untuk pengangguran terdidik
di perkotaan dan 17,461 persen untuk pengangguran tidak terdidik di perkotaan; 2,914
persen untuk pengangguran terdidik di desa dan 2,481 persen untuk pengangguran tidak
terdidik di desa. Namun secara keseluruhan, kombinasi kebijakan ini menyebabkan

terjadinya penurunan angka pengangguran secara nasional.
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Hasil simulasi ini kembali memperkuat fakta bahwa seringkali kebijakan yang
dilakukan masih bias ke daerah perkotaan (Urban bias), sehingga dampak kebijakan lebih
terasa di perkotaan daripada di pedesaan. Oleh karenanya, kebijakan seperti ini hendaknya
ditargetkan kepada sebagian besar dari penganggur yang memang tidak mempunyai akses
kepada kegiatan ekonomi. Pengangguran tidak hanya terdapat di daerah perkotaan tetapi juga
terdapat di daerah-daerah pedesaan dimana kegiatan ekonominya masih tertinggal. Program-
program investasi diharapkan tumbuh dengan jumlah pengangguran yang tidak terlalu besar.
Dengan pengangguran sebesar 9,5 juta orang strategi utamanya tidak bisa lain selain
menciptakan tempat kerja melalui investasi. Permasalahan pengangguran yang dihadapi pada
saat ini sangatlah berbeda dengan permasalahan pengangguran pada era sebelumnya. Program
seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna,
program penganggur pemuda, serta program-program padat karya lain perlu dilakukan
penyempurnaan mendasar. Program-program seperti ini walaupun sangat membantu
mengurangi pengangguran tetapi tidak dapat dijadikan kegiatan utama dalam strategi
penciptaan kesempatan kerja. Program penciptaan kesempatan kerja seperti ini perlu
disempurnakan agar sampai kepada sasaran yaitu mereka yang benar-benar tidak mempunyai
akses ekonomi serta berada wilayah yang memang kegiatan ekonominya masih sangat

tertinggal.

Selanjutnya, peningkatan permintaan angkatan kerja terdidik dan tidak tidak terdidik
serta peningkatan investasi akan berdamp